
BUPATI GUNUNG MAS 

PROVINS! KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS 

NOMOR 3, TAHUN 2015 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG 
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GUNUNG MAS, 

Menimbang: a. Bahwa untuk menyesuaikan dengan aplikasi SIMDA Keuangan 
Versi 2.7 Rilis 6 yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten 
Gunun g Mas sebagai sistem informasi dalam melaksanakan 
pengelolaan keuangan daerah saat ini, maka dipandang perlu 
d ilakukan Perubahan terhadap Lampiran I, Lampiran II dan 
Lampiran III Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 35 Tahun 
20 14 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunung 
Mas; 

Mengingat 

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 35 Tahun 
2014 ten tang Sistem Akuntansi Pem erintah Kabupaten Gunung 
Mas; 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi 
dan Nepotisme; 

2 . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten 
Su kamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, 
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten 
Bari to Timur di Provinsi Kali man tan Tengah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, I Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);~ 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diu bah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5340) ; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, T~bahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); \ 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

13. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Repu blik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 5165); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5219); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan yang telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 
Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada 
Pemerintah Daerah; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 

21. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 
Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS NOMOR 35 TAHUN 2014 
TENTANG SISTfM AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN 
GUNUNG MAS. \ 
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Pasal I 

Ketentuan Lampiran J, Lampiran II dan Lampiran III daJam Pera t u ran Bupati 
Kabupaten Gunung Mas Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi 
Pemerintah Kabu paten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas 
Tahun 2014 Nomor 305), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum 
dalam Larnpiran I, Lampiran II dan Lampiran Ill yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya daJam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas. 

( 

vJ I • Wl\KtL BUPATI 
\ 

SEKDA ~ 

ASISTEtl /1_ 
KABAG ~ 

i KASUBBAG ~ 

l~~~SANA NL 
Diundangkan di Kuala Kurun 
pada tanggal so DeSeMbu- 20 lt; 

SEKRETARIS DAERAH 
UPATEN GUNUNG MAS, 

Ditetapkan di Kuala Kurun 
Pada tanggal 3D D.eseMbt.r ~1i; 

BUPATI 

SERITA DAER H KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 20 15 NOMOR ?.4'f-
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Pasal I 

Ketentuan Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III dalam Peraturan Bupati 
Kabupaten Gunung Mas Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi 
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas 
Tahun 2014 Nomor 305), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas. 

Diundangkan di Kuala Kurun 
pada tanggal 3D P~!»elW>e.r .zo,i; 

EKRETARIS DAERAH 
UPATEN GUNUNG MAS, 

Ditetapkan di Kuala Kurun 
Pada tanggal 30 Du~ 201,; 

KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2015 NOMOR ~, 
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SISTEM AKUNTANSI SKPD 

Sistem akuntansi SKPD mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan 

pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, aset, 

kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan 

keuangan SKPD sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). 

Sistem akuntansi SKPD terdiri dari sistem akuntansi pokok sebagai berikut: 

A. Akuntansi Pendapatan - LO dan Pendapatan - LRA SKPD; 

B. Akuntansi Beban dan Belanja SKPD; 

C. Akuntansi Piutang SKPD; 

D. Akuntansi Persediaan SKPD; 

E. Akuntansi Aset SKPD; 

F. Akuntansi Kewajiban SKPD; 

G. Akuntansi Ekuitas SKPD; 

H. Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo 

I. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD. 

Sistem akuntansi SKPD tidak menyelenggarakan pencatatan anggaran 

secara berpasangan (double entry) dengan pertimbangan kepraktisan dan 

pertimbangan biaya manfaat dengan latar belakang bahwa: 

1. Nilai anggaran pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SKPD dapat 

diperoleh dari dokumen anggaran DPA SKPD atau DPPA SKPD; 

2. Pengendalian pelaksanaan anggaran yang merupakan salah satu 

tujuan diselenggarakan akuntansi anggaran telah di akomodasi pada 

sistem penatausahaan pelaksanaan anggaran. 

Sehingga, pencatatan atas t ransaksi realisasi anggaran baik penerimaan kas 

yang merupakan Pendapatan LRA maupun pengeluaran kas yang 

merupakan Belanja dan Pembiayaan dibukukan secara berpasangan 

( double entry) pada akun realisasi anggaran yaitu akun "Perubahan SAL." 

Halaman 1 dari 60 l 
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A. Akuntansi Pendapatan - LO dan Pendapatan - LRA SKPD 

1. Pihak Terkait 
a. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran 

Dalam kegiatan ini mempunyai tugas menetapkan SKP-Daerah 

(Surat Ketetapan Pajak-Daerah) dan SKR (Surat Ketetapan Retribusi) 

atau dokumen lainnya yang dipersamakan dan menyerahkan kepada 

wajib pajak/retribusi, dan ditembuskan kepada Bendahara 

Penerimaan dan PPK SKPD. 

b. Bendahara Penerimaan 

Dalam kegiatan ini mempunyai tugas: 

1) Menerima pembayaran sejumlah uang yang tertera pada 

SKP/SKR -Daerah dari Wajib Pajak/Retribusi; 

2) Menerima pembayaran sejumlah uang dari pendapatan daerah 

tanpa penetapan; 

3) Membuat Surat Tanda Bukti Penerimaan/Bukti lain yang sah dan 

Surat Tanda Setoran (STS); 

4) Menyerahkan Tanda Bukti Penerimaan/tanda bukti lain yang sah 

kepada Wajib Pajak/Retribusi; 

5) Menyetorkan uang yang diterimanya dengan Surat Tanda 

Setoran (STS) ke kas daerah; 

6) Menerima STS yang telah diotorisasi dari Bank dan 

menyampaikan ke BUD; 

7) Menyerahkan tembusan dokumen Tanda Bukti 

Penerimaan/tanda bukti lain yang sah serta STS yang sudah 

diotorisasi oleh Bank kepada PPK SKPD. 

8) Menerima Slip Setoran/Bukti lain yang sah dari Wajib 

Pajak/Retribusi jika pendapatan disetorkan langsung ke Rekening 

Kas di Kas Daerah. 

Halaman 2 dari 60 



c. Pejabat Penatausahaan Keuangan-SKPD (PPK-SKPD) 

Dalam kegiatan ini mempunyai tugas: 

1) Menerima tembusan dokumen SKP-Daerah (Surat Ketetapan 

Pajak-Daerah), SKR (Surat Ketetapan Retribusi) dan/atau 

dokumen lain yang dipersamakan. 

2) Menerima tembusan dokumen Tanda Bukti Penerimaan/tanda 

bukti lain yang sah serta STS yang sudah diotorisasi oleh Bank 

dari Bendahara Penerimaan serta Slip Setoran/Bukti lain yang 

sah dari Waj ib Pajak/Retribusi; 

3) Membuat dokumen akuntansi/Memo Jurnal berdasarkan 

tembusan dokumen yang diterimanya dan dokumen pengakuan 

yang diterbitkannya; 

4) Melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal atas setiap transaksi 

sesuai dengan dokumen akuntansi/Memo Jurnal yang telah 

dibuat; 

5) Melakukan posting atas transaksi sesuai dengan akun yang 

bersangkutan ke Buku Besar; 

d. Wajib Pajak/Wajib Retribusi/Pihak Terkait Lainnya 

Dalam kegiatan ini berkewajiban melakukan pembayaran atas 

kewajibannya dan menerima tanda bukti penerimaan. 

e. PPKD selaku BUD 

Dalam Kegiatan ini mempunyai tugas menerima STS yang telah 

diotorisasi oleh Bank dari Bendahara Penerimaan dan Nota Kredit 

dari Bank. 

2. Prosedur Akuntansi 

a. PPK SKPD mencatat pendapatan yang sudah menjadi hak 

pemerintah daerah sesuai dengan tembusan Surat Ketetapan Pajak-

Halaman 3 dari 60 i 
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Daerah (SKP-Daerah), Surat Ketetapan Retribusi (SKR) dan/atau 

dokumen lain yang dipersamakan yang diterima; 

b. PPK SKPD membuat dokumen akuntansi/Memo Jurnal berdasarkan 

tembusan dokumen yang diterimanya dari Bendahara Penerimaan, 

dokumen pengakuan lainnya selain Surat Ketetapan Pajak-Daerah 

(SKP-Daerah), Surat Ketetapan Retribusi (SKR) dan Slip 

Setoran/Bukti lain yang sah dari Wajib Pajak/Retribusi; 

c. PPK SKPD melakukan pencatatan transaksi berdasarkan dokumen 

akuntansi/Memo Jurnal; 

d. PPK SKPD melakukan posting atas transaksi sesuai dengan akun 

yang bersangkutan ke Buku Besar. 

3. Dokumen Sumber 

Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan 

transaksi keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagai 

sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen 

sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan pada Akuntansi 

Pendapatan - LO dan Pendapatan - LRA SKPD meliputi: 

a. Surat Ketetapan Pajak-Daerah (SKP-Daerah); 

b. Surat Ketetapan Retribusi-Daerah ( SKR-Daerah); 

c. Dokumen Penetapan Pendapatan lainnya, misalnya perjanjian 

sewa; 

d. Tanda Bukti Penerimaan (TBP); 

e. Surat Tanda Setoran (STS); 

f . Bukti setoran lainnya. 

4. Pencatatan Transaksi 

Pencatatan transaksi atas Pendapatan - LO dilakukan dengan 

memperhatikan kapan saat pendapatan tersebut menjadi hak 
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pemerintah daerah sesuai kebijakan akuntansi yang ditetapkan. 

Pengakuan pendapatan - LO ini didasarkan pada dokumen 

akuntansi/Memo Jurnal yang dibuat oleh PPK SKPD sesuai dokumen 

sumber yang diterima. 

Bila dikaitkan dengan penerimaan kas pencatatan transaksi atas 

Pendapatan - LO di SKPD sesuai kondisi transaksi dan prosedur 

akuntansi dapat dilakukan dengan tiga kondisi berikut ini: 

a. Pendapatan - LO diakui dan dicatat sebelum penerimaan 

kas 

Pencatatan ini dilakukan apabila dalam hal proses transaksi 

pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak 

pendapatan dan penerimaan kas, dimana penetapan hak 

pendapatan dilakukan lebih dulu, maka pendapatan - LO diakui 

pada saat terbit atau diterimanya dokumen penetapan walaupun kas 

belum diterima. Pencatatan transaksi ini dapat dilakukan dengan 

jurnal berikut ini: 

1) Pada saat penetapan hak 

Saat terbit atau diterimanya SKP/SKR Daerah atau dokumen 

penetapan lainnya dicatat dengan jurnal : 

1.1.03.01 Piutang Pendapatan Xxx 

8.1.01.XX Pendapatan - LO XXX 

2) Pada saat penerimaan kas 

Saat wajib pajak atau retribusi melakukan pembayaran melalui 

bendahara penerimaan dan diterbitkannya Tanda Bukti 

Penerimaan dicatat dengan jurnal : 

1.1.01.02 Kas di Bendahara Penerimaan Xxx 

1.1.03.01 Piutang Pendapatan XXX 
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Atau apabila pembayaran langsung ke kas daerah dan 

diterbitkannya Surat Tanda Setoran dicatat dengan jurnal: 

2.1.07.01 R/K PPKD Xxx 

1.1.03.01 Piutang Pendapatan XXX 

Akun Kas di Bendahara Penerimaan digunakan saat Wajib 

Pajak/Retribusi melakukan penyetoran melalui Bendahara 

Penerimaan, sedangkan akun R/K PPKD digunakan jika Wajib 

Pajak/Retribusi langsung menyetorkan melalui Rekening Kas di Kas 

Daerah yang dikelola oleh PPKD selaku BUD. 

Pada saat penerimaan kas, berdasarkan bukti pembayaran atau 

surat tanda setoran, PPK SKPD juga sekaligus mengakui dan 

mencatat penerimaan tersebut sebagai pendapatan - LRA yang 

dilakukan dengan membuat jurnal berikut ini: 

7.3.04.01 Perubahan SAL ~- Xxx 

4.1.01.XX Pendapatan - LRA XXX 

b. Pendapatan - LO diakui dan dicatat pada saat penerimaan 

kas 

Pencatatan ini dilakukan apabila tidak terdapat dokumen penetapan 

(SKPD/SKRD), maka pendapatan - LO diakui pada saat kas diterima. 

Kebijakan akuntansi terkait pengakuan pendapatan - LO bersamaan 

dengan penerimaan kas ini dapat juga dilakukan atas transaksi 

dengan pertimbangan: 

1) Ketidakpastian jumlah penerimaan yang cukup tinggi 

Beberapa jenis penerimaan mempunyai tingkat ketidakpastian 

akan jumlah pendapatannya cukup tinggi . Oleh sebab itu sesuai 

dengan prinsip kehati-hatian serta prinsip pengakuan 
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pendapatan yang seringkali dilakukan secara konservatif, maka 

atas transaksi yang mempunyai perbedaan waktu antara 

pengakuan pendapatan dan penerimaan kas tersebut dapat 

dilakukan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan secara 

bersamaan saat diterimanya kas. 

2) Tidak ada dokumen penetapan 

Beberapa pendapatan tidak memerlukan dokumen penetapan 

seperti pajak dan retribusi daerah dengan sistem self 

assesment atau dokumen penetapan tidak diterima oleh fungsi 

akuntansi sampai kas diterima, maka atas transaksi tersebut 

dapat dilakukan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan LO 

secara bersamaan saat diterimanya kas. 

Selain pertimbangan di atas, pengakuan pendapatan yang dilakukan 

bersamaan dengan penerimaan kas didasarkan atas pertimbangan 

kepraktisan dan pertimbangan biaya dan manfaat. 

Pencatatan oleh PPK SKPD jika Penerimaan kas melalui 

Bendahara Penerimaan 

Pada saat terdapat penyetoran pendapatan melalui Bendahara 

Penerimaan dengan dasar pencatatan Bukti Penerimaan maka hak 

atas pendapatan - LO juga diakui dengan melakukan jurnal: 

1.1.01.02 Kas di Bendahara Penerimaan Xxx 

8.1.01.X:X Pendapatan - LO XXX 
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V 

Pada saat Bendahara Penerimaan menyetorkan kas ke Kas Umun 

Daerah yang dikelola Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan 

dokumen berupa Surat Tanda Setoran (STS) maka dilakukan jurnal 

sebagai berikut : 

2.1.07.01 R/K PPKD Xxx 

1.1.01.02 Kas di Bendahara Penerimaan XXX 

Pada saat penerimaan kas di Bendahara Penerimaan sebagai bagian 

dari unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan, PPK SKPD juga 

sekaligus mengakui dan mencatat penerimaan tersebut sebagai 

pendapatan - LRA yang dilakukan dengan membuat jurnal sebagai 

berikut : 

7.3.04.01 Perubahan SAL Xxx 

4.1.01.XX Pendapatan - LRA XXX 

Apabila dilakukan perlakuan pencatatan pengakuan pendapatan LO 

bersamaan dengan penerimaan kas maka pada akhir tahun harus 

dilakukan koreksi atau penyesuaian terhadap penerimaan kas 

yang telah diakui sebagai pendapatan periode sebelumnya, 

penerimaan kas yang belum merupakan hak atau 

pendapatan LO dan pendapatan yang sudah menjadi hak 

namun kas belum diterima pemerintah daerah pada periode 

pelaporan. 

1) Penerimaan kas yang telah diakui sebagai pendapatan 

LO periode sebelumnya 

Jika pada periode akuntansi terdapat penerimaan kas yang 

merupakan penerimaan pendapatan yang telah diakui sebagai 

Pendapatan LO dan mengakui piutang pendapatan, serta 
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penerimaan kas tersebut telah dicatat sebagai pendapatan LO 

karena diakui pada saat penerimaan kas. Atas transaksi 

tersebut harus dilakukan koreksi: 

8. 1.01.XX Pendapatan -LO Xxx 

1.1.03.01 Piutang Pendapatan XXX 

2) Koreksi Pendapatan yang belum merupakan hak 

Jika pada akhir tahun terdapat pendapatan LO yang seharusnya 

belum merupakan hak pada periode pelaporan yang 

bersangkutan maka harus dilakukan koreksi. Pengakuan 

Pendapatan - LO yang belum merupakan hak pada periode 

pelaporan yang bersangkutan tersebut dijurnal sebagai berikut: 

8.1.01.XX Pendapatan - LO Xxx 

2.1.04.01 Pendapatan Diterima Dimuka XXX 

3) Penyesuaian Pendapatan yang sudah menjadi hak 

Jika pada akhir tahun terdapat pendapatan yang seharusnya 

sudah merupakan hak pada periode akuntansi yang 

bersangkutan maka harus dilakukan penyesuaian. Pengakuan 

Pendapatan - LO yang sudah menjadi hak pada periode 

akuntansi yang bersangkutan tersebut dijurnal sebagai berikut: 

1.1.03.01 Piutang Pendapatan ____ Xxx 

8.1.01.XX Pendapatan -LO XXX 
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c. Pendapatan - LO diakui dan dicatat setelah penerimaan kas 

Pencatatan ini dilakukan apabila dalam hal proses transaksi 

pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak 

pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Kas telah diterima 

terlebih dahulu, namun belum dapat diakui sebagai pendapatan 

karena belum menjadi hak pemerintah daerah. Oleh sebab itu 

Pendapatan-LO akan diakui pada saat pendapatan telah menjadi hak 

pemerintah daerah. 

Pencatatan ini dilakukan oleh PPK SKPD dengan cara melakukan 

jurnal seperti di bawah ini : 

1. 1.01.02 Kas di Bendahara Penerimaan Xxx 

2.1.04.04 Pendapatan Diterima Dimuka XXX 

Atau dengan jurnal berikut ini apabila penerimaan ini langsung 

disetor oleh wajib pajak/retribusi atau pihak ketiga ke kas daerah: 

3.1.03.01 R/K PPKD Xxx 

2.1.04.04 Pendapatan Diterima Dimuka XXX 

Pada saat penerimaan kas, PPK SKPD juga sekaligus mengakui dan 

mencatat penerimaan tersebut sebagai pendapatan - LRA yang 

dilakukan dengan membuat jurnal berikut ini: 

7.3.04.01 

4.1.01.01 

Perubahan SAL 

Pendapatan ... - LRA 

Xxx 

XXX 
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Kemudian ketika pendapatan tersebut sudah menjadi hak, maka PPK 

SKPD menerbitkan dokumen akuntansi/memo jurnal untuk menjadi 

dasar pencatatan atas pengakuan hak tersebut sesuai dengan 

dokumen sumber yang diterimanya. Pencatatan pengakuan hak atas 

pendapatan tersebut dilakukan dengan membuat jurnal berikut ini : 

2.1.04.04 

8.1.01.01 

Pendapatan Diterima Dimuka 

Pendapatan - LO 

Xxx 

XXX 

Setelah dilakukan pencatatan dalam buku Jurnal maka PPK SKPD 

melakukan posting untuk mengklasifikasikan akun sesuai dengan 

jenisnya ke dalam Buku Besar 
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B. Akuntansi Behan dan Belanja SKPD 

1. Pihak Terkait 

a. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dan Kepala 

Kantor/Biro/UPTD selaku Kuasa Pengguna Anggaran 

Dalam kegiatan ini mempunyai tugas memberikan pengesahan atas 

pengeluaran anggaran dan kewajiban yang sudah timbul dari 

setiap transaksi yang ada di lingkungan SKPD yang dipimpinnya 

melalui dokumen SPM dan Pengesahan SPJ. 

b. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 

Pembantu 

Dalam kegiatan ini mempunyai tugas: 

1) Menerima bukti tagihan dari pihak ketiga/dokumen bukti 

pembayaran/dokumen sumber lainnya. 

2) Menerima bukti tagihan dari PPTK/dokumen pembayaran 

dan/atau dokumen sumber lainnya. 

3) Membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP UP/GU/TU/LS) 

dan menyerahkannya kepada PPK SKPD untuk dilakukan 

verifikasi. 

4) Membuatkan dokumen surat pertanggungjawaban beserta 

tembusan bukti tagihan/dokumen bukti pembayaran/dokumen 

sumber lainnya dan menyerahkannya kepada PPK SKPD untuk 

dilakukan verifikasi. 

5) Melakukan pembayaran terhadap tagihan yang diterima dengan 

uang persediaan berdasarkan NPD yang telah disetujui dan 

ditandatangani oleh PA dan/atau KPA. 

6) Melakukan proses penatausahaan sesuai dengan sistem dan 

prosedur yang berlaku untuk melakukan pembayaran atas 

tagihan yang diterimanya; 
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7) Menyerahkan tembusan dokumen tagihan dan dokumen 

pembayaran seperti SP2D yang diterimanya/dokumen sumber 

lainnya kepada PPK SKPD. 

c. PPTK 

Dalam kegiatan ini mempunyai tugas : 

1) Melaksanakan program dan kegiatan. 

2) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan. 

3) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan. 

4) Dalam melaksanakan kegiatan dapat mengajukan permohonan 

uang muka (panjar) kegiatan dengan menggunakan Nota 

Pencairan Dana (NPD) dan Surat Penyediaan Dana (SPD) 

sebagai lampiran kepada PA dan/atau KPA. 

5) Menyiapkan bukti-bukti pengeluaran atas belanja untuk 

kegiatan yang dilaksanakan serta bertanggungjawab atas 

kebenaran formil dan material seluruh bukti-bukti pengeluaran 

melalui ganti uang (GU), tambahan Uang (TU), dan langsung 

(LS) untuk diajukan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara 

Pengeluaran Pembantu. 

6) Menyetorkan sisa uang panjar yang tidak digunakan kepada 

bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu 

7) Membuat laporan realisasi anggaran setiap kegiatan yang 

dikendalikannya. 

d. PPK SKPD 

Dalam kegiatan ini mempunyai tugas: 

1) Meneliti kelengkapan dan memverifikasi SPP yang diajukan oleh 

bendahara pengeluaran dan/atau bendahara pengeluaran 

pembantu. 

2) Menyiapkan SPM. 
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3) Menerima dokumen pertanggungjawaban dari bendahara 

pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu dan melakukan 

verifikasi bukti. 

4) Membuat dokumen surat pengesahan SPJ untuk ditandatangani 

oleh PA/KPA. 

5) Menerima tembusan bukti tagihan dari bendahara pengeluaran 

dan membuat Memo Jurnal. 

6) Melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal atas setiap 

transaksi sesuai dengan dokumen akuntansi/Memo Jurnal yang 

telah dibuat; 

7) Melakukan posting atas transaksi sesuai dengan akun yang 

bersangkutan ke Buku Besar; 

8) Membuat jurnal koreksi, penyesuaian, dan penutup dan 

menyusun Laporan Keuangan. 

e. Pihak Ketiga/Pihak Terkait Lainnya 

Dalam kegiatan ini Pihak Ketiga akan menyerahkan barang/jasa 

berdasarkan BAST, melakukan penagihan, menerima pembayaran 

dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 

atau BUD menggunakan dokumen bukti pembayaran SP2D . 

f. PPKD selaku BUD 

Dalam Kegiatan ini mempunyai tugas menerbitkan SP2D untuk 

melakukan pembayaran. 

2. Prosedur Akuntansi 

Prosedur akuntansi untuk pengakuan dan pencatatan beban 

dilakukan sesuai dengan fungsi yang melakukan pengeluaran kas. 

Dua fungsi tersebut adalah Bendahara Pengeluaran/Bendahara 

Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Umum Daerah. Oleh sebab itu 

prosedur akuntansi untuk pengeluaran yang dilakukan oleh 
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Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 

menerima dokumen tagihan dari pihak ketiga atau dokumen 

sumber lainnya dan menyerahkan tembusannya kepada PPK SKPD. 

b. PPK SKPD membuat dokumen akuntansi berdasarkan tembusan 

tagihan dari pihak ketiga atau dokumen sumber lainnya dari 

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu. 

c. Berdasarkan dokumen tersebut Bendahara Pengeluaran/Bendahara 

Pengeluaran Pembantu melakukan proses pembayaran dan 

penatausahaan sesuai dengan sistem dan prosedur penatausahaan 

keuangan, kemudian menyerahkan tembusan dokumen 

pembayaran tersebut kepada PPK SKPD. 

d. PPK SKPD membuat dokumen akuntansi berdasarkan tembusan 

dokumen pembayaran dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara 

Pengeluaran Pembantu. 

e. PPK SKPD melakukan pencatatan akuntansi dalam buku jurnal 

berdasarkan dokumen akuntansi. 

f. PPK SKPD melakukan posting jurnal ke buku besar. 

g. Berdasarkan saldo Buku Besar PPK SKPD menyusun Laporan 

Keuangan SKPD. 

Sedangkan prosedur akuntansi untuk pengeluaran yang dilakukan 

oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) adalah sebagai berikut: 

a. PPK SKPD menerima tembusan dokumen sumber atas pembayaran 

dari BUD yang menggunakan mekanisme SP2D LS, kemudian 

membuat dokumen akuntansi berdasarkan tembusan dokumen 

sumber tersebut. 
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b. PPK SKPD melakukan pencatatan akuntansi dalam buku jurnal 

berdasarkan dokumen akuntansi. 

c. PPK SKPD melakukan posting jurnal ke buku besar. 

d. Berdasarkan saldo Buku Besar PPK SKPD menyusun Laporan 

Keuangan SKPD. 

3. Dokumen Sumber 

Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan 

transaksi keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagai 

sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen 

sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan pada Akuntansi 

Beban dan Belanja SKPD meliputi: 

a. Serita Acara Serah Terima (BAST) atau Serita Acara Kemajuan 

Pekerjaan 

b. Surat Tagihan/Dokumen lain yang dipersamakan dari pihak ketiga 

dan dokumen pendukung tagihan 

c. Surat Bukti Pengeluaran/Belanja 

d. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran 

e. Surat Pengesahan Pertanggungjawaban (SPPJ) 

f. SP2D LS/GU/Nihil 

g. Dokumen Kontrak/Perjanjian 

h. Dokumen lainnya 

4. Pencatatan Transaksi 

Dalam melakukan pencatatan atas setiap transaksi yang terjadi, PPK 

SKPD melakukan pencatatan atau pengakuan beban dalam buku. Bila 

dikaitkan dengan pengeluaran kas pencatatan transaksi atas beban di 

SKPD sesuai dengan prosedur akuntansi dapat dilakukan dengan 3 

kondisi berikut ini: 
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a. Behan diakui sebelum pengeluaran kas 

1) Pencatatan pembayaran dilakukan dengan mekanisme 

Uang Persediaan 

Untuk pencatatan pembayaran dengan mekanisme Uang 

Persediaan tidak ada pengakuan beban sebelum pengeluaran 

kas. 

2) Pencatatan pembayaran dilakukan dengan mekanisme 

Pembayaran Langsung 

Dalam hal telah timbul kewajiban daerah, maka kebijakan 

akuntansi untuk pengakuan beban dilakukan pada saat terbit 

dokumen transaksi penetapan/pengakuan kewajiban walaupun 

kas belum dikeluarkan. Contoh dari transaksi ini misalnya 

ditandatanganinya Berita Acara Penyerahan Barang /diterimanya 

tagihan dari pihak ketiga dan dokumen transaksi lainnya. Hal ini 

selaras dengan kriteria telah timbulnya kewajiban dan sesuai 

dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban 

sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan 

meskipun belum dilakukan pengeluaran kas. 

Terkait dengan pengakuan beban sebelum pengeluaran kas 

dapat dilakukan pencatatan sesuai dengan perolehan dokumen 

sumbernya. Tembusan dokumen sumber yang dijadikan dasar 

pencatatan dapat berasal dari Bendahara Pengeluaran dan 

Bendahara Umum Daerah (BUD). 

Pengakuan beban berdasarkan dokumen sumber berupa Berita 

Acara Serah Terima (BAST)/tagihan/dokumen lain yang 

Halaman 17 dari 60 I 



dipersamakan yang diserahkan oleh Bendahara Pengeluaran, 

dilakukan dengan melakukan jurnal sebagai berikut: 

9.1.01.XX Beban ... Xxx 

2.1.05.XX Utang Beban XXX 

Pencatatan pengeluaran kas untuk membayar utang beban 

yang dilakukan oleh PPK SKPD berdasarkan dokumen sumber 

yang berasal dari BUD yaitu SP2D LS dilakukan dengan cara 

melakukan jurnal sebagai berikut: 

2.1.05.XX Utang Beban XXX 

2.1.07.01 R/K PPKD XXX 

Bersamaan dengan pembayaran utang beban dengan 

mekanisme pembayaran langsung dengan dokumen SP2D LS, 

maka juga harus diakui belanja yang dilakukan dengan jurnal 

sebagai berikut: 

5.1.01.XX 

7.3.04.01 

Belanja 

Perubahan SAL 

XXX 

XXX 

Pada saat BUD telah melakukan pembayaran dan tembusan 

dokumen telah diterima oleh PPK SKPD, maka PPK SKPD tidak 

melakukan jurnal pembukuan kas untuk pembayaran tersebut. Hal 

ini disebabkan transaksi pembayaran oleh BUD merupakan 
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transaksi kas di entitas akuntansi PPKD sehingga tidak perlu 

dilakukan pencatatan kas pada entitas akuntansi SKPD. 

Seluruh transaksi pada periode pelaporan harus dicatat dan 

dibukukan oleh PPK SKPD dalam buku Jurnal. Dari catatan dalam 

Buku Jurnal tersebut PPK SKPD kemudian mengklasifikasikannya 

dalam Buku Besar sesuai dengan akunnya. Pada akhir tahun atau 

pada saat PPK SKPD akan melakukan penyusunan Laporan 

Keuangan, maka akun-akun nominal atau akun-akun yang tidak 

terkait dengan neraca akan dilakukan penutupan dengan 

menggunakan Jurnal Penutup. 

b. Behan diakui pada saat pengeluaran kas 

Beban diakui pada saat pengeluaran kas, yaitu pada saat 

Bendahara Pengeluaran menginputkan bukti pengeluaran. 

Misalnya terbitnya tagihan listrik dengan pembayaran tagihan listrik 

tersebut yang biasanya dengan jangka waktu t idak terlalu lama. 

Oleh sebab itu ditinjau dari manfaat dan biaya, transaksi ini akan 

lebih efisien apabila diakui secara pada saat terjadi pengeluaran 

kas. 

Kebijakan akuntansi terkait pengakuan beban bersamaan dengan 

pengeluaran kas ini dapat juga dilakukan atas transaksi yang 

dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dimana Bendahara 

Pengeluaran dilarang melakukan komitmen yang tidak ada 

anggarannya atau tidak boleh punya utang. 

Terkait dengan pengakuan beban pada saat pengeluaran kas dapat 

dilakukan pencatatan sesuai dengan dokumen sumbernya. 

Tembusan dokumen sumber yang dijadikan dasar pencatatan 
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dapat berasal dari Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Umum 

Daerah (BUD). 

1) Pencatatan pembayaran dilakukan oleh Bendahara 

Pengeluaran 

a. Mekanisme Pembayaran melalui panjar kegiatan kepada PPTK 

Pada saat Bendahara Pengeluaran memberikan panjar kegiatan 

kepada PPTK maka perlu dilakukan pencatatan sebagai berikut: 

Panjar Kegiatan Xxx 1.1.04.06 

1.1.01.03 Kas di Bendahara Pengeluaran XXX 

Pada saat PPTK mempertanggungjawabkan uang panjar maka 

dicatat: 

9.1.01.XX 

1.1.04.06 

Beban ... 
-

Panjar kegiatan 

Xxx 

XXX 

dan pada saat menyetorkan sisa uang panjar maka dicatat sebagai 

berikut: 

1.1.01.03 

1.1.04.06 

Kas di Bendahara Pengeluaran 

Panjar kegiatan 

Xxx 

XXX 

b. Mekanisme pembayaran oleh Bendahara Pengeluaran tanpa 

melalui panjar kegiatan. 

Pada saat Bendahara melakukan pembayaran tagihan dari Uang 

Persediaan dan berdasarkan bukti pembayaran tersebut dicatat 

sebagai berikut: 
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9.1.01.XX 

1.1.01.03 

Beban .. . 

Kas di Bendahara 

Pengeluaran 

Xxx 

XXX 

Pada saat Bendahara Pengeluaran membuat Surat 

Pertanggungjawaban (SPJ) atas pembayaran yang dilakukan 

melalui Uang Persediaan dan mekanisme panjar serta telah 

diterima dan diverifikasi oleh PPK SKPD dan disahkan oleh 

pengguna anggaran, maka tidak ada jurnal lagi yang dilakukan 

oleh PPK SKPD. 

Kemudian pada saat PPK SKPD menerima tembusan SP2D atas 

pengisian kembali Kas di Bendahara Pengeluaran maka PPK SKPD 

akan melakukan pencatatan sebagai berikut: 

1.1.01.03 

2.1.07.01 

Kas di Bendahara Pengeluaran 

R/K PPKD 

Xxx 

XXX 

Bersamaan dengan pengisian kembali Kas di Bendahara 

Pengeluaran maka PPK SKPD melakukan pengakuan terhadap 

belanja (basis kas) yang dilakukan dengan jurnal sebagai berikut: 

5.1.01.XX 

7.3.04.01 

Belanja 

Perubahan SAL 

Xxx 

XXX 

Pencatatan ini oleh PPK SKPD dilakukan dalam Buku Jurnal dan 

semua pencatatan dalam buku jurnal pada setiap periode tertentu 
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ataupun saat transaksi terjadi (real time) diklasifikasikan sesuai 

dengan akunnya dengan melakukan posting dalam Buku Besar. 

c. Beban diakui setelah pengeluaran kas 

Apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran terjadi perbedaan 

waktu antara penetapan kewajiban dan pengeluaran kas, dimana 

penetapan kewajiban (pengakuan beban) dilakukan setelah 

pengeluaran kas, maka kebijakan akuntansi pengakuan beban 

dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan 

walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas 

mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran 

tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas 

tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar Dimuka 

(akun neraca). 

Terkait dengan pengakuan beban setelah pengeluaran kas dapat 

dilakukan pencatatan sesuai dengan perolehan dokumen 

sumbernya. Tembusan dokumen sumber yang dijadikan dasar 

pencatatan dapat berasal dari Bendahara Pengeluaran dan 

Bendahara Umum Daerah (BUD). 

a) Pencatatan berdasarkan dokumen sumber dari 

Bendahara Pengeluaran 

Pencatatan yang dilakukan PPK SKPD saat pembayaran dilakukan 

berdasarkan dokumen sumber yang berasal dari Benda hara 

Pengeluaran dilakukan dengan cara melakukan jurnal sebagai 

berikut: 

9.1.01.XX Beban XXX 

1.1.01.03 Kas di Bendahara Pengeluaran XXX 
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Bersamaan dengan pengeluaran kas yang dilakukan oleh 

Bendahara Pengeluaran, maka PPK SKPD juga harus mengakui 

belanja berdasarkan SP2D yang dilakukan dengan jurnal sebagai 

berikut: 

5.1.01.XX Belanja XXX 

7.3.04.01 Perubahan SAL XXX 

Pada saat pengakuan beban berdasarkan dokumen akuntansi yang 

diterbitkan oleh PPK SKPD, maka PPK SKPD akan melakukan 

pencatatan dengan jurnal sebagai berikut: 

1.1.06.01 Beban Dibayar Dimuka XXX 

9.1.01.XX Beban XXX 

b) Pencatatan pembayaran dilakukan dengan mekanisme 

Pembayaran Langsung 

Pada saat adanya tagihan/dokumen lain yang dipersamakan, maka 

akan dilakukan jurnal : 

9.1.01.XX Beban ... Xxx 

2.1.05.XX Utang Beban XXX 

Pencatatan pada saat PPK SKPD menerima tembusan dokumen 

pembayaran dari BUD (SP2D-LS) maka PPK SKPD berdasarkan 

dokumen sumber yang berasal dari BUD dilakukan dengan cara 

melakukan jurnal sebagai berikut: 
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2.1.05.XX Utang Beban XXX 

2.1.07.01 R/K PPKD XXX 

Bersamaan dengan pengeluaran kas yang dilakukan oleh BUD, 

maka PPK SKPD juga harus mengakui belanja yang dilakukan 

dengan jurnal sebagai berikut: 

5.1.01.XX Belanja XXX 

7.3.04.01 Perubahan SAL XXX 

Pada saat terjadi pengakuan beban berdasarkan dokumen 

akuntansi yang diterbitkan oleh PPK SKPD, maka PPK SKPD 

melakukan jurnal sebagai berikut: 

1.1.06.01 

9.1.01.XX 

Beban Dibayar Dimuka 

Beban ... 

C. Akuntansi Piutang SKPD 

1. Pihak-Pihak Terkait 

XXX 

XXX 

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi piutang SKPD 

adalah: 

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) 

PPK SKPD dalam hal ini mempunyai tugas membuat data piutang 

sebagai dasar pencatatan dan melakukan pencatatan. 

b. Bendahara Penerimaan 

Bendahara Penerimaan mempunyai tugas melakukan penerimaan, 

menyetorkan, mencatat dan melaporkan atas pembayaran piutang 

yang dilakukan melalui Bendahara Penerimaan. 

c. BUD 

BUD mempunyai tugas melakukan penerimaan atas pembayaran 

piutang yang dilakukan melalui Kas di Kas Daerah. 
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d. Unit yang Menerbitkan Surat Ketetapan PAD 

Unit ini bertugas untuk membuat Surat Ketetapan PAD yang akan 

dijadikan dasar dalam melakukan pengakuan atas pendapatan, 

jumlah pendapatan yang akan diterima maupun yang masih 

terutang. 

e. Wajib Pajak/Retribusi dan pihak ketiga lainnya 

Wajib Pajak/Retribusi dan pihak ketiga lainnya berkewajiban untuk 

melakukan pembayaran. 

2. Prosedur Akuntansi 
Prosedur akuntansi piutang akan dilakukan oleh SKPD apabila terjadi 

transaksi pendapatan daerah dengan penangguhan penerimaan kas 

walaupun pendapatan daerah sudah terjadi dan diakui. Piutang dicatat 

atau diakui pada saat pendapatan daerah atau hak daerah telah terjadi 

sesuai ketentuan atau perjanjian akan tetapi belum ada pembayaran 

kas dari pihak ketiga sehingga piutang bertambah. Sebaliknya piutang 

akan berkurang apabila dilakukan pembayaran atas piutang tersebut. 

Pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau 

langsung ke kas daerah. 

Berdasarkan bukti atas transaksi yang mempengaruhi piutang tersebut 

maka PPK SKPD akan melakukan pencatatan jurnal pada buku jurnal 

kemudian dilakukan posting untuk ke masing-masing buku besar dan 

buku besar pembantu piutang sesuai akun. 

3. Dokumen Sumber 

Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan 

transaksi keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagai 

sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen 

sumber yang digunakan pada Akuntansi Piutang SKPD meliputi: 
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a. Surat Ketetapan Pajak-Daerah (SKP-Daerah) 

b. Surat Ketetapan Retribusi (SKR) 

c. Dokumen Penetapan Pendapatan lainnya 

d. Bukti Pembayaran 

e. Surat Tanda Setoran (STS) 

f. Bukti setoran lainnya 

4. Pencatatan Transaksi 
Ketika SKPD menerima dokumen penetapan pendapatan dan 

pelunasan belum dilakukan oleh wajib pajak/retribusi atau pihak ketiga 

lainnya, maka PPK-SKPD akan mengakui adanya piutang akibat 

transaksi tersebut dengan mencatat "piutang" pada sisi debit dan 

"pendapatan ... (sesuai rincian objek)" pada sisi kredit. 

1. 1.03.XX Piutang ... XXX 

8.1.01.XX Pendapatan ... - LO XXX 

Pada saat wajib pajak/retribusi atau pihak ketiga lainnya melakukan 

pembayaran, maka PPK-SKPD akan mengurangi piutang tersebut 

dengan menjurnal "Piutang" di kredit dan "Kas di Bendahara 

Penerimaan" (untuk kasus penerimaan kas di bendahara penerimaan) 

atau "R/K PPKD" (untuk kasus penerimaan kas di BUD) di debit. 

Jurnal untuk pembayaran melalui Bendahara Penerimaan: 

1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan xxx 

1.1.03.XX Piutang ... XXX 
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Jurnal untuk pembayaran melalui BUD: 

2.1.07.01 R/K PPKD Xxx 

1.1.03.XX Piutang ... XXX 

D. Akuntansi Persediaan SKPD 

1. Pihak-Pihak Terkait 
Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi Persediaan SKPD 

adalah: 

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) 

PPK-SKPD mempunyai tugas melakukan proses akuntansi 

persediaan berdasarkan data penatausahaan persediaan dari 

Penyimpan Barang. 

b. Penyimpan Barang/Pengurus Barang 

Penyimpan Barang/Pengurus Barang bertugas 

mengadministrasikan keluar masuknya persediaan dan membuat 

dokumen sumber dan data akuntansi lainnya tentang persediaan 

yang ditembuskan kepada PPK-SKPD. 

c. BUD 

BUD mempunyai tugas melakukan pembayaran atas pengadaan 

persediaan yang dibayar melalui Kas di Kas Daerah. 

d. Bendahara Pengeluaran 

Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran atas pengadaan 

persediaan yang langsung dibayar oleh Bendahara Pengeluaran. 

2. Prosedur Akuntansi 
Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan 

diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang 

dapat diukur dengan andal, serta pada saat diterima atau hak 

kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Saldo normal l 
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akun buku besar persediaan adalah saldo debit. Artinya akun ini akan 

bertambah dengan adanya transaksi yang mendebitnya, sebaliknya 

akan berkurang dengan adanya transaksi yang mengkredit. Metode 

pencatatan persediaan yang digunakan adalah: 

a. Persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil 

inventarisasi fisik, meliputi persediaan yang nilai 

satuannya relatif rendah, perputarannya cepat, dan 

persediaan tersebut penggunaannya sulit diidentifikasi 

antara lain berupa barang konsumsi, Alat Tulis Kantor (ATK) atau 

barang pakai habis, barang cetakan, dan yang sejenis. 

3. Dokumen Sumber 

Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan 

transaksi keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagai 

sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen 

sumber yang digunakan pada Akuntansi Persediaan SKPD meliputi : 

a. Serita Acara Penerimaan Barang 

b. Sukti Pengeluaran Sarang 

c. Serita Acara Pemeriksaan Barang 

d. Serita Acara Inventarisasi Persediaan 

e. Laporan Persediaan 

4. Pencatatan Transaksi 
1) Awai Tahun 

Pada awal tahun, berdasar Sukti Memorial, PPK-SKPD mencatat 

pengakuan Beban Persediaan dan pengurangan Persediaan 

atas persediaan awal pada neraca. 

9.1.02.XX Seban Persediaan 

1.1.07.XX Persediaan 

XXX 

XXX 
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2) Pengadaan 

Berdasarkan tembusan SP2D dari BUD/ Invoice atau Bukti 

Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran setelah diverifikasi 

dan dipertanggungjawabkan, PPK-SKPD akan mencatat 

pengakuan Beban Persediaan dan R/K PPKD. 

a. Pengadaan dengan mekanisme Uang Persediaan 

Jurnal pengadaan Persediaan dengan Pembayaran melalui 

Bendahara Pengeluaran: 

9.1.02.XX Beban Persediaan XXX 

1.1.01.03 Kas di Bendahara Pengeluaran XXX 

b. Pengadaan dengan mekanisme LS 

Jurnal pengadaan Persediaan dengan Pembayaran dengan 

mekanisme LS melalui BUD: 

9. 1.02.XX Beban Persediaan XXX 

2.1.05.XX Utang Beban XXX 

2. 1.05.XX Utang Beban XXX 

2.1.07.01 R/K PPKD XXX 

3) Pemakaian persediaan pada periode berjalan tidak ada 

pencatatan akuntansi atau pengakuan persediaan. 
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4) Pada akhir tahun, berdasarkan tembusan berita acara hasil 

opname fisik persediaan, PPK-SKPD akan melakukan 

pencatatan Persediaan (akhir) dan pengurangan Beban 

Persediaan. 

1.1.07.XX Persediaan XXX 

9.1.02.XX Beban Persediaan XXX 

E. Akuntansi Aset Tetap SKPD 

1. Pihak-Pihak Terkait 

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi aset SKPD adalah 

sebagai berikut: 

a. Pengguna Anggaran 

Pengguna Anggaran bertugas memberikan 

otorisasi/menandatangani dokumen atas pengadaan Aset Tetap, 

pengusulan penghapusan, penggunaan, maupun pelepasan Aset 

Tetap. 

b. Pengurus Barang 

Pengurus Barang bertugas mengadministrasikan Aset Tetap hasil 

pengadaan berdasarkan Serita Acara Penerimaan Ba rang/ Aset 

Tetap. 

c. PPTK 

Tugas PPTK adalah menyelenggarakan proses pengadaan Aset 

Tetap sesuai dengan prosedur yang berlaku. 

d. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) 

PPK SKPD akan melakukan pencatatan atas pengadaan Aset Tetap, 

pengusulan penghapusan, penggunaan, maupun pelepasan Aset 

Tetap berdasarkan dokumen yang diterima. 
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e.BUD 

Tugas BUD dalam hal ini adalah melakukan pembayaran atas 

pengadaan Aset Tetap dan menerbitkan dokumen pembayaran 

yaitu Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). 

2. Prosedur Akuntansi 
Prosedur akuntansi untuk aset tetap dapat dibedakan menjadi dua 

transaksi utama yaitu transaksi untuk perolehan aset tetap dan 

transaksi untuk pelepasan aset tetap. 

Proporsi terbesar untuk transaksi perolehan aset tetap di pemerintah 

daerah berasal dari pembelian. Prosedur yang dapat dilakukan adalah 

sebagai berikut : 

a. Pembelian Aset Tetap 

a) Berdasarkan SPM Belanja Modal yang telah ditandatangani oleh 

Pengguna Anggaran, Kuasa BUD akan melakukan pembayaran 

atas pembelian aset tetap dengan menerbitkan SP2D Belanja 

Modal. 

b) Berdasarkan SP2D Belanja Modal tersebut, PPK-SKPD membuat 

dokumen akuntansi yang akan dijadikan dasar dalam 

menghapus utang atau pengakuan aset tetap yang timbul atas 

pembelian aset tetap. 

b. Pelepasan Aset Tetap 

Pelepasan Aset Tetap dapat dilakukan dengan dua cara yaitu 

dengan cara melakukan proses pemusnahan aset tetap dan 

dengan cara melakukan penjualan aset tetap. Prosedur untuk 

pelepasan aset tetap melalui proses penghapusan dilakukan 

dengan cara sebagai berikut: 

Halaman 31 dari 60 l 



a. Pengelola Barang akan membuat Rancangan Surat Keputusan 

Kepala Daerah tentang Penghapusan Barang Milik Daerah yang 

akan diotorisasi oleh Kepala Daerah. 

b. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah yang telah 

diotorisasi, selanjutnya akan dilakukan penilaian apakah Barang 

Milik Daerah tersebut akan dijual atau tidak. 

c. Jika barang milik daerah tersebut tidak layak untuk dijual, maka 

PPK-SKPD akan melakukan penghapusan aset tetap dengan 

membuat pencatatan penghapusan aset tetap. 

Jika barang milik daerah tersebut akan dijual maka prosedur 

yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Berdasarkan hasil penilaian Barang Milik Daerah sesuai Surat 

Kepala Daerah yang telah diotorisasi untuk dijual, maka proses 

penjualan dilakukan dan dibuatkan Serita Acara Penjualan. 

b. Bukti transaksi berupa Berita Acara Penjualan yang diterima 

oleh PPK-SKPD dari Pengelola barang akan menjadi dasar bagi 

PPK-SKPD untuk mengakui pelepasan aset tetap. 

c. Jika penjualan aset tetap mengalami kerugian (harga jual lebih 

rendah dibandingkan nilai buku) maka PPK-SKPD 

Dinas/Badan/Kantor akan melakukan pencatatan sesuai dengan 

kerugian yang diderita atas kegiatan pelepasan aset tetap 

tersebut. 

3. Dokumen Sumber 

Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan 

transaksi keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagai 

sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen 

sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan pada Akuntansi 

Aset Tetap SKPD meliputi: 
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a. SP2D LS 

b. Berita Acara Serah Terima (BAST)/Tagihan Pihak III 

c. Berita Acara Pelepasan Aset Tetap 

d. Berita Acara Perubahan Kondisi Aset Tetap 

e. Laporan 

4. Pencatatan Transaksi 

Pencatatan transaksi aset dapat dibedakan sesuai dengan sifat dan 

hal-hal yang sering diperlakukan terhadap aset yang dimiliki oleh 

pemerintah daerah. Pencatatan transaksi aset dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

a. Perolehan Aset Tetap 

Perolehan Aset Tetap dapat melalui pembelian, pembangunan, 

pertukaran aset, hibah/donasi, atau lainnya. 

1) Perolehan melalui Pembelian dan Pembangunan 

Perolehan melalui pembelian dan pembangunan dapat dilakukan 

dengan pembelian tunai dan angsuran atau pembayaran termin 

sesuai kemajuan pekerjaan. Perolehan melalui pembelian dan 

pembangunan dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan APBD 

yaitu pengeluaran belanja modal. Pengakuan aset tetap 

dilakukan pada saat adanya BAST/Tagihan/dokumen lain yang 

dipersamakan.-Pencatatan kedalam akun Aset Tetap dilakukan 

apabila pembayarannya langsung 100% atau tanpa proses 

termin sedangkan pencatatan ke akun Konstruksi Dalam 

Pengerjaan (KDP) dilakukan apabila pembayarannya melalui 

proses termin. 

a) Pencatatan ke akun Aset Tetap (Tanpa Termin) berdasarkan 

BAST/Tagihan/dokumen lain yang dipersamakan adalah 

sebagai berikut : 
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1.3.02.XX Aset Tetap... xxx 

2.1.06.05 Utang Pengadaan Aset 

Tetap Xxx 

Pada saat terbit SP2D maka PPK-SKPD akan melakukan 

pembayaran Utang Pengadaan Aset Tetap dengan jurnal 

sebagai berikut: 

2.1.06.05 Utang Pengadaan Aset Tetap Xxx 

2. 1.07 .01 R/K PPKD Xxx 

Disamping itu pada saat bersamaan PPK-SKPD juga perlu 

mencatat transaksi pembayaran secara basis kas untuk 

memenuhi kebutuhan penyusunan LRA dan Laporan 

Perubahan SAL dengan menjurnal "Belanja Modal (sesuai 

jenisnya)" di debit dan "Perubahan SAL" di kredit. 

5.2.02.XX Belanja Modal Xxx 

7.3.04.01 Perubahan SAL Xxx 

B) Belanja Modal Termin 

Jenis tagihan Belanja Modal Termin dipilih untuk Rekening Belanja 

Modal dimana pembayaran pengadaan aset tetap tersebut tidak 

langsung 100% atau pembayarannya melalui proses termin. 

Sebagai contoh adalah pembangunan konstruksi Gedung, 

Bangunan, Jalan dan Jembatan. Berkaitan dengan pengisian 

kontrak, apabila memilih jenis tagihan belanja modal termin, maka 

pengisian kontrak tersebut wajib dilakukan. Apabila kontrak tidak 

diisi maka SPP-LS tidak bisa disimpan. Data kontrak digunakan 

untuk memunculkan secara otomatis jurnal Aset Tetap. 

Halaman 34 dari 60 



Berdasarkan PSAP Nomor 8 Paragraf 14 tersebut diatas, maka 

jurnal pada saat menginput Tagihan Belanja Modal Termin adalah 

sebagai berikut : 

1.3.06.XX Konstruksi Dal am Pengerjaan . .. xxx 

2.1.06.05 Utang Pengadaan Aset Tetap xxx 

Pada saat terbit SP2D maka PPK-SKPD akan melakukan 

pembayaran Utang Pengadaan Aset Tetap dengan jurnal 

sebagai berikut: 

2.1.06.05 Utang Pengadaan Aset Tetap XXX 

2.1.07.01 R/K PPKD XXX 

Disamping itu pada saat bersamaan PPK-SKPD juga perlu 

mencatat transaksi pembayaran secara basis kas untuk 

memenuhi kebutuhan penyusunan LRA dan Laporan 

Perubahan SAL dengan menjurnal "Belanja Modal (sesuai 

jenisnya)" di debit dan "Perubahan SAL" di kredit. 

5.2.02.XX Belanja Modal XXX 

7.3.04.01 Perubahan SAL XXX 

Berdasarkan SPM LS Belanja Modal yang telah 

ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dan dokumen 

pendukungnya, Kuasa BUD akan melakukan pembayaran 

atas pembelian aset tetap dengan menerbitkan SP2D LS 

Belanja Modal. 
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2) Perolehan melalui Pertukaran Aset Tetap 

Apabila aset tetap yaang diperoleh nilainya lebih besar dari nilai 

buku aset tetap yang dilepas dijurnal 

1.3.02.XX Aset Tetap... xxx 

1.3.07.XX Akumulasi Penyusutan .. . XXX 

1.3.02.XX Aset Tetap .. . 

8.4.01.01 Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO 

XXX 

XXX 

Apabila aset tetap yang diperoleh nilainya lebih kecil dari nilai 

buku aset tetap yang dilepas dijurnal 

1.3.02.XX Aset Tetap... XXX 

9.3.01.01 Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO xxx 

1.3.07.XX Akumulasi Penyusutan .. . 

XXX 

1.3.02.XX Aset Tetap ... 

XXX 

3) Perolehan melalui Hibah/Donasi 

Perolehan Aset Tetap melalui hibah atau donasi dilkukan jurnal, 

1.3.02.XX Aset Tetap... xxx 

8.3.01.XX Pendapatan Hibah .. - LO XXX 

Pada akhir tahun anggaran atau pada saat PPK SKPD akan 

menyusun Laporan Keuangan, atas transaksi ini tidak dilakukan 

jurnal penutup karena transaksi ini merupakan transaksi riil atau 
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transaksi atas akun neraca yang akan langsung mempengaruhi 

saldo atas akun-akun tersebut. 

b. Pelepasan Aset Tetap 

Pelepasan aset tetap dapat terjadi karena proses penghapusan aset 

tetap maupun akibat proses penjualan aset tetap. 

Ketika Pemerintah Daerah akan melakukan proses penghapusan 

aset tetap, Pengelola Barang akan membuat Rancangan Surat 

Keputusan Kepala Daerah tentang Penghapusan barang Milik 

Daerah yang akan diotorisasi oleh Kepala Daerah. Berdasarkan 

Surat Keputusan Kepala Daerah yang telah diotorisasi, Selanjutnya 

akan dilakukan penilaian apakah Barang Milik Daerah tersebut akan 

dijual atau tidak. Jika barang milik daerah tersebut t idak layak 

untuk dijual, maka PPK-SKPD akan melakukan penghapusan aset 

tetap dengan menjurnal "Akumulasi Penyusutan" dan "Defisit 

Penjualan Aset Non Lancar" di debit dan "Aset sesuai jenisnya" di 

kredit. 

1.3.07.XX Akumulasi Penyusutan ... 

9.3.01.01 Defisit Penjualan Aset Non lancar 

1.3.02.XX Aset Tetap ... . 

XXX 

XXX 

XXX 

Sebaliknya, Jika barang milik daerah tersebut akan dijual, maka 

bukti transaksi berupa Berita Acara Penjualan yang diterima oleh 

PPK-SKPD dari Pengelola barang akan menjadi dasar bagi PPK­

SKPD untuk mengakui pelepasan aset tetap. Jika penjualan aset 

tetap mengalami kerugian (harga jual lebih rendah dibandingkan 

nilai buku) maka PPK-SKPD Dinas/Badan/Kantor akan menjurnal 

"Kas di Bendahara Penerimaan", "Akumulasi Penyusutan Aset 
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Tetap", serta "Defisit Penjualan Aset Nonlancar" di debit dan "Aset 

sesuai jenisnya" di kredit pada buku jurnal. 

1.1.01.02 Kas di Bendahara Penerimaan xxx 

1.3.07.01 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap xxx 

9.3.01.01 Defisit Penjualan Aset Nonlancar XXX 

1.3.02.XX Aset Tetap ... XXX 

Sebaliknya, jika terdapat keuntungan dari penjualan aset tetap 

tersebut maka PPK-SKPD Dinas/Badan/Kantor akan menjurnal "Kas 

di Bendahara Penerimaan" dan "Akumulasi Penyusutan Aset Tetap" 

di debit serta "Surplus Penjualan Aset nonlancar" dan "Aset sesuai 

jenisnya" di kredit pada buku jurnal. 

1.1.01.02 Kas di Bendahara Penerimaan xxx 

1.3.07.XX Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 

8.4.01.01 

1.3.02.XX 

--
Surplus Penjualan Aset Nonlancar 

Aset Tetap ... 

XXX 

XXX 

XXX 

Dari pencatatan jurnal tersebut, maka PPK SKPD akan 

membukukannya dalam Buku Jurnal dan secara periodik PPK SKPD 

kemudian mengklasifikasikannya dengan melakukan posting dalam 

Buku Besar sesuai dengan akunnya. 

Selain itu, pada saat yang bersamaan, PPK-SKPD perlu mencatat 

transaksi penjualan aset tetap tersebut secara basis kas untuk 

keperluan penyusunan LRA dan Laporan Perubahan SAL dengan 

menjurnal "Perubahan SAL" pada sisi debit, dan "Pendapatan dari 

Aset yang Tidak Dipisahkan" pada sisi kredit. 

7.3.04.01 Perubahan SAL xxx 
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4.1.04.01 Pendapatan dari Penjualan Aset 
yang Tidak Dipisahkan 

c. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 

XXX 

Penyusutan merupakan penyesuaian nilai yang terus menerus 

sehubungan dengan penurunan kapasitas suatu aset, baik 

penurunan kualitas, kuantitas, maupun nilai. Penurunan kapasitas 

terjadi karena aset digunakan dalam operasional suatu entitas. 

Penyusutan dilakukan dengan mengalokasikan biaya perolehan 

suatu aset menjadi beban penyusutan secara periodik sepanjang 

masa manfaat aset. Tanpa penyusutan, nilai aset tetap dalam 

neraca akan lebih saji ( overstated). 

Akumulasi penyusutan merupakan total dari penyusutan suatu aset 

tetap yang telah dibebankan. Akumulasi penyusutan menjadi 

pengurang aset tetap dalam neraca dimana harga perolehan aset 

tetap yang telah dikurangi dengan akumulasi penyusutannya 

menjadi nilai buku (book value) aset tetap tersebut. 

Akumulasi penyusutan dan beban penyusutan dicatat setiap akhir 

periode pelaporan (semesteran) melalui jurnal penyesuaian sebagai 

berikut: 

9.1.07.XX Beban Penyusutan Aset Tetap XXX 

1.3.07.XX Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Xxx 

F. Akuntansi Aset Lainnya SKPD 

1. Pihak-pihak Terkait 

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi lainnya SKPD 

adalah: 
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a. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) 

Dalam sistem akuntansi aset lainnya, PPK-SKPD melaksanakan 

fungsi akuntansi SKPD, memiliki tugas mencatat 

transaksi/kejadian aset lainnya berdasarkan bukti- bukti 

transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum. 

b. Bendahara Pengeluaran 

Dalam sistem akuntansi aset lainnya, Bendahara Pengeluaran 

SKPD memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen­

dokumen atas transaksi pengeluaran kas yang terkait dengan 

perolehan aset lainnya seperti lisensi, hak cipta, dan paten 

ditembuskan ke PPK-SKPD. 

c. Pengurus Barang 

Dalam sistem akuntansi aset lainnya, Pengurus Barang SKPD 

memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen­

dokumen atas transaksi inventarisasi barang barang milik daerah 

yang rusak dan belum dihapuskan dan disampaikan ke PPK­

SKPD. 

2. Prosedur Akuntansi 

Prosedur akuntansi aset lainnya akan dilakukan oleh SKPD apabila 

terjadi transaksi pembelian atau perolehan aset lainnya seperti lisensi, 

hak cipta, dan paten. Prosedur akuntansi juga akan dilakukan apabila 

terjadi proses penghapusan barang milik daerah berdasarkan berita 

acara perubahan kondisi barang dan usulan penghapusan barang 

milik daerah yang rusak berat. Aset Lainnya dicatat diakui pada saat 

barang diterima atau diterimanya tagihan dari pihak ke tiga atau 

dilakukan pembayaran yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran 
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dengan manggunakan uang persedian atau dilakukan oleh BUD 

melalui SP2D LS. 

Berdasarkan bukti atas transaksi yang mempengaruhi aset lainnya 

maka PPK SKPD akan melakukan pencatatan jurnal pada buku jurnal 

kemudian dilakukan posting untuk ke masing masing buku besar dan 

buku besar pembantu sesuai akun. 

3. Dokumen Sumber 

Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan 

transaksi keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagai 

sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi . Dokumen 

sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan pada Akuntansi 

Aset lainnya SKPD meliputi: 

a. Sertifikat/surat hak cipta/lisensi/paten 

b. Surat Usulan Penghapusan/Dokumen yang Dipersamakan. 

c. Bukti Prengeluaran Perolehan Aset Lainnya (SP2D, Bukti 

Pengeluaran). 

4. Pencatatan Transaksi 

a. Aset Tidak Berwujud 

Ketika aset tidak berwujud telah diterima dan siap digunakan oleh 

SKPD, maka PPK-SKPD akan mencatat perolehan aset tidak 

berwujud tersebut berdasarkan dokumen terkait, misal berita 

acara serah terima, dengan menjurnal: 

Jurnal Pengakuan Aset Tldak Berwujud pada SKPD 

9.5.03.XX Beban Barang dan Jasa _____ Xxx 

2.1.05.XX Utang Beban __ Xxx 

Ketika dilakukan pembayaran atas peroleh aset tidak berwujud 

tersebut, PPK-SKPD melakukan penjurnalan berdasarkan dokumen 

Halaman 41 dari 60 I 



V 

u 

terkait, misal Tanda Bukti Pengeluaran (TBP) atau SP2D-LS, 

dengan mencatat "Beban Barang dan Jasa" di debit dan "Kas di 

Bendahara Pengeluaran" di kredit jika dibayar menggunakan uang 

UP/GU/TU atau "Utang Beban" di debet dan "RK PPKD" di kredit 

jika pembayaran dilakukan dengan mekanisma LS. 

Jurnal pengeluaran kas melalui kas di Bendahara Pengeluaran: 

9.3.07.XX Beban Barang dan Jasa Xxx 

1.1.01.03 Kas di Bendahara Pengeluaran xxx 

Jurnal pengeluaran kas melalui kas di Kas Daerah: 

2.3.07 .XX Utang Belanja XXX 

2.1.07.01 R/K PPKD XXX 

Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap perolehan aset tidak 

berwujud tersebut, PPK-SKPD mencatat "Belanja Barang dan Jasa 

-... " di debit dan "Perubahan SAL" di kredit dengan jurnal: 

5.1.02.XX Balanja Barang dan Jasa xxx 

7.3.04.01 Perubahan SAL xxx 

Jurnal koreksi pengakuan Aset Tetap Tak Berwujud adalah : 

1.3.07.XX Aset Tetap Tak Berwujud xxx 

9.1.01.03 Beban Barang dan Jasa XXX 

b. Aset Lain-Lain 

Berdasarkan catatan pengurus barang terkait aset tetap yang 

sudah dihentikan penggunaannya atau rusak,PPK- SKPD 

membuatbukti memorial yang diotorisasi Pengguna Anggaran 

dan kemudian mencatat pengakuan aset lain-lain dengan 
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menjurnal "Aset Lain-Lain" di debit sebesar nilai buku aset tetap 

yang sudah dihentikan penggunaannya tersebut dan "Akumulasi 

Penyusutan- ... " di debit serta"AsetTetap-... "dikredit untuk 

mereklasifikasi aset tetap ke aset lain-lain. 

1.5.04.XX Aset Lain-lain XXX 

1.3.07 .XX Akumulasi Penyusutan XXX 

1.3.XX.XX Aset Tetap XXX 

c. Akumulasi Amortisasi 

Amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset 

tetap tidak berwujud yang dapat disusutkan selama masa manfaat 

aset yang bersangkutan. Nilai amortisasi untuk masing-masing 

periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap tidak 

berwujud dalam neraca dan beban amortisasi dalam laporan 

operasional. 

Akumulasi Amortisasi merupakan total dari Amortisasi suatu aset 

tidak berwujud yang telah dibebankan. Akumulasi Amortisasi 

menjadi pengurang aset tidak berwujud dalam neraca dimana 

harga perolehan aset tidak berwujud yang telah dikurangi dengan 

akumulasi amortisasinya menjadi nilai buku (book value) aset tidak 

berwujud tersebut. 

Akumulasi amortisasi dan beban amortisasi dicatat setiap akhir 

periode pelaporan {semesteran) melalui jurnal penyesuaian 

sebagai berikut: 

9.1.07.05 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Xxx 

1.5.05.XX Akumulasi Amortisasi Aset Tidak 
Berwujud 

XXX 
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G. Akuntansi Kewajiban SKPD 

1. Pihak-Pihak Terkait 

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi kewajiban SKPD 

adalah: 

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) 

PPK SKPD bertugas melakukan pencatatan atas kewajiban/utang 

yang timbul, pembayaran yang telah dilakukan, serta menerbitkan 

bukti memorial yang diperlukan sebagai dasar pencatatan. 

b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 

PPTK bertugas melakukan pengadaan Aset Tetap sesuai prosedur 

dan memberikan dokumen pengadaan kepada PPK SKPD sebagai 

tembusan untuk dijadikan dasar pencatatan. 

c. Bendahara Pengeluaran 

Bendahara Pengeluaran bertugas melakukan pembayaran 

kewajiban/utang SKPD yang timbul berdasarkan tanggal jatuh 

tempo ataupun tagihan yang diterima yang dibayar melalui 

Bendahara Pengeluaran. 

d. BUD 

Bendahara Pengeluaran bertugas melakukan pembayaran 

kewajiban/utang SKPD yang timbul berdasarkan tanggal jatuh 

tempo ataupun tagihan yang diterima yang dibayar melalui Kas di 

Kas Daerah yang ada di BUD. 

2. Prosedur Akuntansi 

Prosedur akuntansi kewajiban akan dilakukan oleh SKPD apabila terjadi 

transaksi pembelian atau pengadaan barang, jasa dan aset tetap 

dengan menangguhkan pembayaranya walaupun barang atau aset 

tetap sudah diterima dan jasa sudah diperoleh. Kewajiban dicatat 
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diakui pada saat barang diterima atau diterimanya tagihan dari pihak 

ke tiga sehingga kewajiban bertambah. Sebaliknya kewajiban akan 

berkuran apaila dilakukan pembayaran atas tagihan tersebut. 

Pembayaran dapat dilakukan oleh bendahara pengeluaran dengan 

manggunakan uang persedaan atau dilakukan oleh BUD melalui SP2D 

LS. 

Berdasarkan bukti atas transaksi yang mempengaruhi kewajiban atau 

utang maka PPK SKPD akan melakukan pencatatan jurnal pada buku 

jurnal kemudian dilakukan posting untuk ke masing masing buku besar 

dan buku besar pembantu sesuai akun. 

3. Dokumen Sumber 

Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan 

transaksi keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagai 

sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen 

sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan pada Akuntansi 

Kewajiban SKPD meliputi: 

a. Serita Acara Penerimaan Barang 

b. Tagihan dari Pihak III 

c. SP2D LS 

d. Surat Bukti Pengeluaran Belanja 

4. Pencatatan Transaksi 
Ketika SKPD melakukan suatu transaksi pembelian dengan 

menangguhkan pembayarannya, maka PPK-SKPD akan mengakui 

adanya hutang/kewajiban akibat transaksi tersebut dengan mencatat 

"Beban ... (sesuai rincian objek)" pada sisi debit dan "Utang" pada sisi 

kredit. 
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9.1.01.XX Beban XXX 

2.1.05.XX Utang Beban XXX 

Dalam transaksi pembelian yang dilakukan adalah pembelian aset 

tetap, maka jurnal pengakuan kewajiban yang dicatat oleh PPK-SKPD 

adalah "Aset Tetap" di debit dan "Utang Pengadaan Aset Tetap" di 

kredit. 

1.3.02.XX Aset Tetap xxx 

2.1.06.XX Utang Pengadaan Aset Tetap Xxx 

Pada saat SKPD melakukan pembayaran, maka PPK-SKPD akan 

menghapus utang tersebut dengan menjurnal "Utang Pengadaan Aset 

Tetap" di debit "R/K PPKD'') di kredit untuk belanja dengan mekanisme 

LS. 

Jurnal pembayaran utang melalui BUD: 

2.1.05.XX Utang Pengadaan Aset Tetap XXX 

2.1.07.01 R/K PPKD XXX 

Halaman 46 darl 60 t 



H. Akuntansi Ekuitas SKPD 

1. Pihak-Pihak Terkait 

Prosedur akuntansi ekuitas ini merupakan prosedur akuntansi ikutan 

dari prosedur akuntansi lainnya yang seperti prosedur transaksi 

kewajiban, prosedur transaksi Belanja, prosedur transaksi Aset dan 

sebagainya. 

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi ekuitas SKPD 

adalah: 

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) 

Tugas PPK SKPD adalah melakukan pencatatan atas setiap transaksi 

ekuitas yang terjadi berdasarkan dokumen sumber serta bukti 

memorial . 

b. Bendahara Pengeluaran 

Bendahara Pengeluaran bertugas melakukan pembayaran atas 

setiap beban dan utang yang terjadi yang akan mempengaruhi 

transaksi ekuitas. 

c. Bendahara Penerimaan 

Bendahara Penerimaan bertugas menerima pendapatan dan piutang 

yang dibayar oleh pihak ketiga yang akan mempengaruhi transaksi 

ekuitas. 

d. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 

PPTK bertugas melakukan pengadaan Aset Tetap sesuai dengan 

prosedur yang akan mempengaruhi transaksi ekuitas dan 

memberikan dokumen tembusannya kepada PPK SKPD untuk 

dilakukan pencatatan. 

2. Prosedur Akuntansi 

Pencatatan akuntansi atas ekuitas yang dapat terjadi pada transaksi di 

SKPD dilakukan seperti berikut ini: 
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a. Pada saat penyusunan laporan keuangan dan melakukan penutupan 

akun nominal yaitu akun pendapatan LO dan akun beban. 

b. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada 

periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi aset dan 

kewajiban, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah 

diterbitkan, dibukukan sebagai penambah atau pengurang ekuitas 

pada periode ditemukannya koreksi tersebut. Koreksi tersebut 

antara lain: 

1) Koreksi nilai persediaan 

2) Selisih Revaluasi Aset Tetap 

U 3. Dokumen Sumber 

Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan 

transaksi keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagai 

sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen 

sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan pada Akuntansi 

Ekuitas SKPD meliputi: 

d. Berita Acara Inventarisasi Persediaan 

e. Berita Acara Revaluasi Aset Tetap 

4. Pencatatan Transaksi 

a. Pada saat penyusunan laporan keuangan 

Dalam tahapan penyusunan Laporan Keuangan SKPD, setelah 

menyusun Laporan Operasional perlu dilakukan penutupan akun­

akun nominal dengan tujuan: 

1) Menghitung jumlah surplus/defisit dari akun pendapatan LO 

dan beban. 
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2) Memindahkan (menolkan) saldo akun sementara ke akun 

ekuitas untuk pencatatan periode berikutnya. 

3) Menghitung ekuitas akhir periode. 

Berikut contoh jurnal penutup LO. 

8. 1.01.XX Pendapatan-LO 

9.1.01.XX 

3.1.01.02 

Beban 

Surplus/Defisit-LO 

XXX 

XXX 

XXX 

Akuntansi SKPD membuat jurnal penutup akhir untuk menutup 

akun Surplus (Defisit) - LO ke akun Ekuitas. Berikut contoh jurnal 

penutup akhir periode. 

3.1.01.02 Surplus/Defisit-LO XXX 

3. 1.01.01 Ekuitas XXX 

b. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode­

periode sebelumnya 

1) Koreksi nilai persediaan 

3.1.01.01 Ekuitas 

1.1.07.XX Persediaan 

2) Selisih Revaluasi Aset Tetap 

1.3.02.XX Aset Tetap 

3.1.01.01 Ekuitas 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 
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I. lurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo 

1.Jurnal 
Sebagai entitas akuntansi, SKPD melakukan proses akuntansi yang 

dimulai dari pencatatan transaksi hingga penyusunan dan penyajian 

Laporan Keuangan. Transaksi-transaksi tersebut dicatat oleh Fungsi 

Akuntansi SKPD sesuai dengan dokumen transaksinya menggunakan 

Memo Jurnal ke dalam buku jurnal. Format Memo Jurnal dan Buku 

Jurnal yang digunakan adalah sebagai berikut: 

2. Buku Besar 
Tahapan selanjutnya setelah pencatatan transaksi melalui jurnal adalah 

posting ke buku besar. Dalam tahap ini, PPK SKPD mem-posting atau 

memindahkan setiap akun beserta jumlahnya dari buku jurnal ke buku 

besar masing-masing akun. Format buku besar yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

3. Neraca Saldo 
Pada setiap akhir periode akuntansi atau sesaat sebelum penyusunan 

laporan keuangan, PPK SKPD menyusun Neraca Saldo atau Daftar 

Saldo Buku Besar. Neraca Saldo adalah suatu daftar yang berisi seluruh 

kode rekening beserta saldonya pada tanggal tertentu. 
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J. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD. 

1. Ketentuan Umum 

Laporan Keuangan yang dihasilkan pada tingkat SKPD dihasilkan 

melalui proses akuntansi lanjutan yang dilakukan oleh PPK-SKPD. 

Jurnal dan posting yang telah dilakukan terhadap transaksi keuangan 

menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan. 

Dari 7 Laporan Keuangan wajib yang terdapat dalam PP 71/2010, 

terdapat 5 Laporan Keuangan yang dibuat oleh SKPD, yaitu: 

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 

b. Neraca; 

c. Laporan Operasional (LO); 

d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan 

e. catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 

2. Pihak-Pihak Terkait 

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur penyusunan laporan 

keuangan adalah : 

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) 

PPK SKPD melakukan penyusunan atas Laporan Keuangan. 

b. Pengguna Anggaran 

Pengguna Anggaran akan melakukan otorisasi dan melaporkan 

Laporan Keuangan atas SKPD-nya sebagai entitas akuntansi untuk 

dapat dikonsolidasikan di entitas pelaporan. 

3. Prosedur penyusunan Laporan Keuangan 

a. Membuat Neraca 5aldo 

PPK-SKPD melakukan rekapitulasi saldo-saldo buku besar menjadi 

neraca saldo atau daftar saldo buku besar. 
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b. Membuat Jurnal Koreksi dan Penyesuaian SKPD 

PPK-SKPD membuat jurnal penyesuaian.Jurnal ini dibuat dengan 

tujuan melakukan penyesuaian atas saldo pada akun-akun 

tertentu dan pengakuan atas transaksi-transaksi yang bersifat 

akrual.Jumal penyesuaian tersebut diletakkan dalam kolom 

"Penyesuaian" yang terdapat pada Kertas Kerja. 

Jumal koreksi danpenyesuaian yang diperlukan antara lain 

digunakan untuk: 

1) Koreksi kesalahan/Pemindahbukuan 

2) Pencatatan jurnal yang belum dilakukan 

3) Pencatatan piutang, persediaan dan atau aset lainnya pada 

akhir tahun 

Penjelasan atas jurnal koreksi tersebut dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

1)Koreksi kesalahan pencatatan 

Untuk melakukan koreksi atas terjadinya kesalahan pencatatan, 

PPK-SKPD akan membuat bukti memorial yang akan diotorisasi 

oleh Pengguna Anggaran. Berdasarkan bukti memorial yang 

telah diotorisasi, PPK-SKPD langsung membuat pembetulan 

atas jumal yang salah catat tersebut. Misalnya, transaksi 

beban/belanja telepon dicatat pada beban/belanja listrik. Untuk 

melakukan koreksi atas kesalahan tersebut, PPK-SKPD 

menjumal "Beban telepon" di debit dan "Beban listrik" di kredit. 

9.1.02.03.01 Beban telepon XXX 

9.1.02.03.03 Beban listrik XXX 
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Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, PPK-SKPD juga 

mencatat koreksi belanja dan melakukan penyesuaian 

Perubahan SAL dengan menjurnal "Belanja telepon" di debit 

dan "Belanja listrik" di kredit. 

5.1.02.03.01 Belanja telepon XXX 

5.1.02.03.03 Belanja listrik XXX 

2)Pengakuan Persediaan 

Apabila SKPD melakukan transaksi persediaan dengan 

pendekatan beban dan metode periodik, maka pada akhir 

periode sebelum menyusun laporan keuangan, secara rutin 

akan dilakukan stock opname setiap akhir periode untuk 

mengetahui sisa persediaan yang dimiliki. Berdasarkan Berita 

Acara Stock Opname, PPK-SKPD mengakui persediaan 

dengan menjurnal "Persediaan sesuai jenisnya" di debit dan 

"Beban Persediaan" di kredit sebesar persediaan yang ada di 

akhir periode. 

1.1.07.XX Persediaan XXX 

9.1.02.XX Beban Persediaan XXX 

3)Jurnal depresiasi 

Berdasarkan Daftar Barang dan kebijakan akuntansi yang 

dimiliki oleh Pemerintah Daerah, PPK-SKPD pada akhir tahun 

akan membuat bukti memorial yang kemudian akan diotorisasi 

oleh Pengguna Anggaran untuk mengakui depresiasi atau 

penyusutan atas aset tetap yang dimiliki. PPK-SKPD akan 

mencatat penyusutan aset tetap dengan menjumal "Beban 
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Penyusutan" di debit dan "Akumulasi penyusutan" di kredit di 

jurnal umum. 

9.1.07.XX Beban penyusutan XXX 

1.3.07.XX Akumulasi Penyusutan XXX 

4)Penyesuaian Sewa Dibayar Dimuka 

Pemerintah Daerah perlu membuat jurnal penyesuaian pada 

akhir periode untuk transaksi pembayaran biaya sewa yang 

masa manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran yang dicatat 

dengan pendekatan beban oleh pemerintah daerah. Pada akhir 

tahun, berdasarkan Surat Perjanjian Sewa, PPK-SKPD akan 

membuat bukti memorial yang kemudian akan diotorisasi oleh 

Pengguna Anggaran untuk penyesuaian beban sewa. PPK-SKPD 

akan mencatat penyesuaian beban sewa dengan jumal "Sewa 

dibayar di muka/ Beban Jasa Dibayar Dimuka" di debit dan 

"Beban sewa" di kredit pada buku jurnal. 

1.1.06.02 Beban Jasa Dibayar Dimuka XXX 

9.1.02.07 Beban sewa XXX 

c. Membuat Neraca Saldo Setelah Penyesuaian 

Berdasarkan jumal penyesuaian yang telah dibuat PPK-SKPD 

melakukan penyesuaian atas neraca saldo sebelumnya menjadi 

neraca saldo atau daftar saldo buku besar setelah penyesuaian. 
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d. Membuat LRA dan jurnal penutup LRA 

Berdasarkan Neraca Saldo atau daftar saldo buku besar setelah 

penyesuaian. Akuntansi SKPD mengidentifikasi akun-akun yang 

termasuk dalam komponen Laporan Realisasi Anggaran (kode 

akun yang berawalan 4, 5, dan 6) dan kemudian membuat 

"Laporan Realisasi Anggaran". 

Bersamaan dengan pembuatan LRA, Akuntansi SKPD juga 

melakukan jurnal penutup untuk menutup akun-akun LRA.Prinsip 

penutupan ini adalah membuat nilai akun-akun LRA menjadi 0 

(nol). Berikut contoh jurnal penutup LRA: 

4.01.01.XX Pendapatan-LRA XXX 

5.01.01.XX Belanja XXX 

7.3.01.01 Surplus/Defisit LRA XXX 

7.3.01.01 Surplus/Defisit LRA XXX 

7.3.03.01 SiLPA/SiKPA XXX 

7 .3.03.01 SiLPNSiKPA XXX 

7.3.04.01 Perubahan SAL XXX 

kemudian, setelah membuat jurnal penutupan, Akuntansi SKPD 

menyusun Neraca Saldo setelah Penutupan LRA. 

e. Membuat LO dan jurnal penutup LO 

Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LRA, Akuntansi 

SKPD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam 
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komponen Laporan Operasional {kode akun yang berawalan 8 dan 

9) untuk kemudian membuat Laporan Operasional. 

Bersamaan dengan pembuatan LO, Akuntansi SKPD juga 

membuat jurnal penutup untuk menutup akun-akun LO.Prinsip 

penutupan ini adalah membuat nilai akun-akun LO menjadi O. 

Kemudian, setelah membuat jurnal penutupan, Akuntansi SKPD 

menyusun Neraca Saldo setelah Penutupan LO.Berikut contoh 

jurnal penutup LO. 

8.01.01.XX Pendapatan-LO xxx 

9.01.01.XX Beban xxx 

7 .3.01.01 Surplus/Defisit LO xxx 

f. Membuat Laporan Perubahan Ekuitas dan jurnal penutup 

akhir 

Selanjutnya, Akuntansi SKPD membuat Laporan Perubahan 

Ekuitas {LPE) menggunakan data Ekuitas Awai dan data 

perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh 

dari Laporan Operasional (LO) yang telah dibuat sebelumnya. 

Laporan Perubahan Ekuitas ini akan menggambarkan pergerakan 

ekuitas SKPD. 

Berikut merupakan contoh format Laporan Perubahan Ekuitas 

SKPD. 
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Akuntansi PPKD membuat jurnal penutup akhir untuk menutup 

akun Surplus (Defisit) - LO ke akun Ekuitas. Berikut contoh jurnal 

penutup akhir 

3.1.01.02 Surplus/Defisit-LO Xxx 

3.1.01.01 Ekuitas XXX 

g. Membuat Neraca dan Neraca Saldo Akhir 

Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LO, Akuntansi PPKD 

membuat Neraca. Bersamaan dengan pembuatan Neraca, 

Akuntansi PPKD menyusun Neraca Saldo Akhir. Neraca Saldo 

Akhir ini akan menjadi Neraca Awai untuk periode akuntansi yang 

selanjutnya. 

h. Membuat Catatan atas Laporan Keuangan 

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau 

rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, 

Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan 

Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Hal-hal yang 

diungkapkan di dalam catatan atas Laporan Keuangan antara 

lain: 

1) Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas 

Akuntansi; 

2) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi 

makro; 

3) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan 

berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam 

pencapaian target; 

4) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan 

kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan 
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atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya; 

Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan 

pada lembar muka laporan keuangan; 

5) Informasi yang diharuskan oleh Pemyataan Standar Akuntansi 

Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka 

laporan keuangan; dan 

6) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang 

wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan 

keuangan. 
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SKPD 
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 

Bab I Pendahuluan 
1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan 

SKPD 
1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan 

SKPD 
1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan 

keuanaan SKPD 
Bab II Ikhtisar oencapaian kineria keuanaan SKPD 

2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target klnerja 
keuanaan SKPD 

2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian 
taraet vang telah ditetapkan 

Bab III Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD 
3.1 Rincian dari penjelasan masing-maslng pos-pos 

pelaooran keuanaan Pemda 
3.1.1 Pendapatan 
3.1.2 Beban 
3.1.3 Belanja 
3.1.4 Aset 
3.1.5 Kewajiban 
3.1.5 Ekuitas 

3.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban 
yang timbul sehubungan dengan penerapan basis 
akrual atas pendapatan dan belanja dan 
rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk 
entitas akuntansi/entitas pelaporan yang 
menaaunakan basis akrual oada Pemda. 

Bab J.V PenJelasan atas informasi-informasi nonkeuanaan Pemda 
BabV Penutuo 

i. Membuat Pemyataan Tanggung Jawab 

Sebagai entitas akuntansi, 

menyelenggarakan sistem akuntansi 

laporan keuangan SKPD sebagai 

penggunaan anggaran dan 

SKPD 

untuk 

alat 

wajib 

menyusun 

akuntabilitas 

penggunaan barang 

milik daerah.Laporan Keuangan SKPD merupakan tanggung 

jawab pengguna anggaran sehingga pada saat 

menyampaikan kaporan keuangan SKPD kepada PPKD untuk ~ 
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dikonsolidasi harus dilengkapi dengan Surat Pernyataan 

Tanggung Jawab. Surat Pernyataan Tanggung Jawab berisi 

pernyataan bahwa Laporan Keuangan telah disusun berdasarkan 

sistem pengendalian internal yang memadai, 

dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan 

posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi 

Pemerintahan. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab adalah 

sebagai berikut: 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB 

KEPALASKPD 
DINAS/BADAN/KANTOR ......... . 

Pernyataan Tanggung Jawab 

Laporan Keuangan Dinas/Badan/Kantor............ Tahun Anggaran ............ .. 
sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami. 

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian 
internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan 
anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi 
Pemerintahan. 

Xxx:x, ···· ·················· 

Kepala Dinas/Badan/Kantor 

( .... .... .................. ......................... ) 
NIP. 

WAKU. BUPATI 
BUPATI GUNUNG MAS, 

SEKOA 

ASISTEN 

KA.BAG 

KASUB!9AG 
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dikonsolidasi harus dilengkapi dengan Surat Pernyataan 

Tanggung Jawab. Surat Pemyataan Tanggung Jawab berisi 

pernyataan bahwa Laporan Keuangan telah disusun berdasarkan 

sistem pengendalian internal yang memadai, 

dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan 

posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi 

Pemerintahan. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab adalah 

sebagai berikut: 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB 

KEPALASKPD 
DINAS/BADAN/KANTOR .....•.... 
Pernyataan Tanggung Jawab 

Laporan Keuangan Dlnas/Badan/Kantor............ Tahun Anggaran ............. . 
sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami. 

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian 
internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan 
anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi 
Pemerintahan. 

Xxxx, ..................... . 

Kepala Dinas/Badan/Kantor 

( ................................................... ) 
NIP. 

BUPATI GUNUNG MAS, 
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SISTEM AKUNTANSI PPKD 

Sistem akuntansi PPKD mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan 

pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, 

transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, 

penyusunan laporan keuangan PPKD serta penyusunan laporan keuangan 

konsolidasian pemerintah daerah. Sistem akuntansi PPKD terdiri dari sistem 

akuntansi pokok sebagai berikut: 

a. Akuntansi Pendapatan - LO dan Pendapatan - LRA PPKD; 

Akuntansi Belanja dan Beban PPKD; b. 

c. 
d. 

e. 

f. 

g. 

h. 

i. 

j. 

Akuntansi Transfer PPKD; 

Akuntansi Pembiayaan PPKD; 

Akuntansi Aset dan Investasi PPKD; 

Akuntansi Kewajiban PPKD; 

Jurnal Koreksi dan Penyesuaian PPKD; 

Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo; 

Penyusunan Laporan Keuangan PPKD; 

Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Pemerintah Daerah. 

Sistem akuntansi PPKD tidak menyelenggarakan pencatatan anggaran 

secara berpasangan (double entry) dengan pertimbangan kepraktisan dan 

pertimbangan biaya dan manfaat dengan latar belakang bahwa: 

1. Nilai anggaran yang tercantum pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

diperoleh dari dokumen anggaran DPA PPKD atau DPPA PPKD; 

2. Pengendalian anggaran yang merupakan salah satu tujuan 

diselenggarakan akuntansi anggaran telah akomodasi pada sistem 

penatausahaan pelaksanaan anggaran. 
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Sehingga, pencatatan atas transaksi realisasi anggaran baik penerimaan kas 

maupun pengeluaran kas dibukukan pada akun realisasi anggaran yaitu 

akun "Perubahan SAL." 

A. Akuntansi Pendapatan - LO dan Pendapatan - LRA PPKD 

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) mengelola pendapatan 

tertentu yang tidak bisa dikelola oleh SKPD menurut peraturan 

perundang-undangan. 

1. Pihak Terkait 

a. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) 

PPKD bertugas untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah, 

memberikan otorisasi atas penerimaan yang menjadi hak 

Pemerintah Daerah yang meliputi: 

1) Menandatangani/mensahkan dokumen surat ketetapan 
pajak/retribusi daerah. 

2) Menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh 
Fungsi Akuntansi PPKD. 

b. Fungsi Akuntansi PPKD 

Fungsi akuntansi PPKD melakukan tugas untuk 

mengadministrasikan seluruh dokumen sumber berdasarkan 

transaksi yang terjadi dan melaksanakan sistem akuntansi di PPKD. 

Dalam sistem akuntansi Pendapatan, fungsi akuntansi PPKD, 

memiliki tugas sebagai berikut: 

1) Mencatat transaksi/kejadian pendapatan LO dan Pendapatan 

LRA berdasarkan bukti bukti transaksi yang sah dan valid ke 

Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca; 

2) Melakukan posting jurnal jurnal transaksi/kejadian pendapatan 

LO dan pendapatan LRA kedalam Buku Besar masing masing 

rekening (rincian objek); 
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3) Menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan 

Realisasi Anggaran {LRA), Laporan Perubahan SAL (LP.SAL), 

Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas {LPE), 

Neraca, Laporan Arus Kas dan catatan atas Laporan keuangan. 

c. Bendahara Umum Daerah (BUD) 

BUD bertugas menerima semua penerimaan kas melalui Kas di Kas 

Daerah dan melakukan penatausahaan yang diperlukan menurut 

peraturan perundang-undangan. Diantaranya adalah: 

1) Mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan 

kedalam buku kas penerimaan. 

2) Membuat Rekap Penerimaan Harian yang bersumber dari 

Pendapatan. 

2. Prosedur Akuntansi 

a. Fungsi akuntansi PPKD mencatat pendapatan yang sudah menjadi 

hak pemerintah daerah sesuai dengan SKP-Daerah (Surat 

Ketetapan Pajak-Daerah), SKR (Surat Ketetapan Retribusi), Surat 

Ketetapan Perizinan, Dokumen penetapan Transfer dari Pemerintah 

Pusat, dan Dokumen Penetapan lainnya yang diserahkan oleh 

Pengguna Anggaran/PPKD; 

b. Fungsi akuntansi PPKD membuat memo jurnal/Memo Jurnal 

berdasarkan tembusan dokumen yang diterimanya dari Bendahara 

Umum Daerah, dokumen pengakuan lalnnya selain SKP-Daerah 

(Surat Ketetapan Pajak-Daerah), SKR {Surat Ketetapan Retribusi), 

Dokumen penetapan Transfer dari Pemerintah Pusat, dan 

Dokumen Penetapan lainnya dan Slip Setoran/Bukti lain yang sah 

dari Wajib Pajak/Retribusi atupun Nata Kredit dari Bank; 
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c. Fungsi akuntansi PPKD melakukan pencatatan transaksi 

berdasarkan memo jumal/Memo Jumal; 

d. Fungsi akuntansi PPKD melakukan posting atas transaksi sesuai 

dengan akun yang bersangkutan ke Buku Besar. 

3. Dokumen Sumber 

Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan 

transaksi keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagai 

sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen 

sumber yang digunakan pada Akuntansi Pendapatan - LO dan 

Pendapatan - LRA PPKD meliputi: 

Pendapatan Asli Pajak Daerah Surat Ketetapan Pajak 
Daerah (SKP) Daerah 

Retribusi Daerah SKR (Surat Ketetapan 
Retribusi) 

Hasil Pengelolaan Hasil RUPS/Dokumen yang 
Kekayaan Daerah dipersamakan 
vanQ Dioisahkan 
Lain-lain PAD vanQ Sah : 
Penjualan Aset yang Dokumen Kontrak 
dipisahkan Penjualan /Perjanjian 

Penjualan/Dokumen yang 
dipersamakan/bukti 
memorial 

Jasa giro/bunga Nota Kredit/sertifikat 
deposito deposito / dokumen yang 

dipersamakan/ bukti 
memorial 

Tuntutan Ganti Rugi SK Pembebanan/SKP2K / 
SKTJM/ Dokumen yang 
dioersamakan 
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Pendapatan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat : 
Transfer 

Bagi Hasil Pajak PMK/Dokumen yang 
dipersamakan /bukti 
memorial 

Bagi hasil bukan Pajak PMK/Dokumen yang 
dipersamakan /bukti 
memorial 

DAU Perpres/Dokumen yang 
dipersamakan dan Nota 
Kredit dari Bank/bukti 
memorial 

OAK PMK/Dokumen yang 
dipersamakan &Nota Kredit 
dari Bank/bukti memorial 

Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya: 
Dana Penyesuaian PMK/Dokumen yang 

dipersamakan dan Nota 
Kredit dari Bank/bukti 
memorial 

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya: 
Pendapatan bagi hasil Keputusan Kepala Daerah 
Pajak /Dokumen yang 

dipersamakan /bukti 
memorial 

Bantuan Keuangan Keputusan Kepala Daerah 
/Dokumen yang 
dipersamakan /bukti 
memorial 

V 

Lain-lain Pendapatan Hibah Keputusan Kepala Daerah 
Pendapatan /Dokumen yang 
Daerah yang dipersamakan serta Nota 
Sah Perjanjian Hibah 

Daerah/bukti memorial 
Dana Darurat Keputusan Kepala Daerah 

/PMK / Dokumen yang 
dioersamakan 
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Pendapatan Lainnya Dokumen yang 
dipersamakan /bukti 
memorial 

4. Pencatatan Transaksi 

Pencatatan transaksi atas Pendapatan - LO di PPKD dilakukan dengan 

memperhatlkan kapan saat pendapatan tersebut menjadi hak 

pemerintah daerah sesuai kebijakan akuntansi yang ditetapkan. 

Pengakuan pendapatan - LO di PPKD ini didasarkan pada memo 

jurnal/Memo Jurnal yang dibuat oleh Fungsi akuntansi PPKD sesuai 

U dokumen sumber yang diterima. 

Bila dikaitkan dengan penerimaan kas pencatatan transaksi atas 

Pendapatan - LO di PPKD sesuai kondisi transaksi dan prosedur 

akuntansi dapat dilakukan dengan 3 kondisi berikut ini: 

a. Pendapatan - LO diakui dan dicatat sebelum penerimaan 

kas 

Pencatatan ini dilakukan apabila dalam hal proses transaksi 

pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak 

pendapatan dan penerimaan kas, dimana penetapan hak 

pendapatan dilakukan lebih dulu, maka pendapatan - LO diakui 

pada saat terbit atau diterimanya dokumen penetapan walaupun kas 

belum diterima. Pencatatan transaksi ini dapat dilakukan dengan 

jurnal berikut ini: 

1) Pada saat penetapan hak 

1.1.03.XX Piutang XXX 

8.1.01.XX Pendapatan - LO XXX 
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2) Pada saat penerimaan kas 

1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 

1.1.03.XX Piutang .. . 

XXX 

XXX 

Pada saat penerimaan kas, berdasarkan bukti pembayaran atau 

surat tanda setoran, juga sekaligus mengakui dan mencatat 

penerimaan tersebut sebagai pendapatan - LRA yang dilakukan 

dengan membuat jurnal berikut ini: 

7.3.04.01 Perubahan SAL XXX 

4.1.01.XX Pendapatan - LRA XXX 

b. Pendapatan - LO diakui dan dicatat saat terjadi penerimaan 

kas 

Pencatatan ini dilakukan apabila dalam hal proses transaksi 

pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu yang signifikan 

antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas 

daerah dan masih dalam periode pelaporan, maka pendapatan LO 

diakui pada saat kas diterima. 

Pengakuan dan pencatatan pendapatan-LO bersamaan dengan 

penerimaan kas ini dapat dilakukan dengan pertimbangan: 

1} Ketidakpastian jumlah penerimaan yang cukup tinggi 

Beberapa jenis penerimaan mempunyai tingkat ketidakpastian 

akan jumlah pendapatannya cukup tinggi. Oleh sebab itu sesuai 

dengan pnns1p kehati-hatian serta prinsip pengakuan 

pendapatan yang seringkali dilakukan secara konservatif, maka 

atas transaksi yang mempunyai perbedaan waktu antara 

pengakuan pendapatan dan penerimaan kas tersebut dapat 
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dilakukan kebijakan akuntansi pengakuan pendapatan secara 

bersamaan saat diterimanya kas. 

2) Tidak ada dokumen penetapan 

Beberapa PAD tidak memerlukan dokumen penetapan seperti 

pajak dan retribusi daerah dengan sistem self assesment atau 

dokumen penetapan tidak diterima oleh fungsi akuntansi sampai 

kas diterima, maka atas transaksi tersebut dapat dilakukan 

perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan LO secara 

bersamaan saat diterimanya kas. 

Selain pertimbangan di atas, pengakuan pendapatan yang 

dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan dengan 

pertimbangan kepraktisan dan pertimbangan biaya dan manfaat. 

Pencatatan dilakukan oleh Fungsi Akuntansi PPKD 

Pada saat terdapat penyetoran ke kas daerah dengan dokumen 

berupa Surat Tanda Setoran (STS), maka dapat diakui pendapatan 

- LO dan dilakukan jurnal berikut ini : 

1.1.01.01 Kas di Kas Daerah XXX 

8. 1.01.XX Pendapatan - LO XXX 

Pada saat penerimaan kas di BUD sebagai unit yang mempunyai 

fungsi perbendaharaan, Fungsi Akuntansi PPKD juga sekaligus 

mengakui dan mencatat penerimaan tersebut sebagai pendapatan -

LRA yang dilakukan dengan membuat jurnal berikut ini: 

7.3.04.01 Perubahan SAL XXX 

4.1.01.XX Pendapatan - LRA XXX 
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Apabila dilakukan perlakuan pencatatan pengakuan pendapatan 

bersamaan dengan penerimaan kas maka pada akhir tahun harus 

dilakukan koreksi atau penyesuaian terhadap penerimaan kas 

yang telah diakui sebagai pendapatan periode sebelumnya, 

penerimaan kas yang belum merupakan hak dan 

pendapatan yang sudah menjadi hak pemerintah daerah pada 

periode pelaporan. 

1) Penerimaan kas yang telah diakui sebagai pendapatan 

LO periode sebelumnya 

Jika pada periode akuntansi terdapat penerimaan kas yang 

merupakan penerimaan pendapatan yang telah diakui sebagai 

Pendapatan LO dan mengakui piutang pendapatan, serta 

penerimaan kas tersebut telah dicatat sebagai pendapatan LO 

karena diakui pada saat penerimaan kas. Atas transaksi 

tersebut harus dilakukan koreksi: 

8.1.01.XX Pendapatan - LO XXX 

1.1.03.01 Piutang Pendapatan XXX 

2) Koreksi Pendapatan yang belum merupakan hak 

Jika pada akhir tahun terdapat pendapatan LO yang seharusnya 

belum merupakan hak pada periode pelaporan yang 

bersangkutan namun sudah diakui pada saat penerimaan kas 

maka harus dilakukan koreksi. Pengakuan Pendapatan - LO 

yang belum merupakan hak pada periode pelaporan yang 

bersangkutan tersebut dijurnal sebagai berikut: 
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8.1.01.XX Pendapatan - LO XXX 

2.1.04.01 Pendapatan Diterima Dimuka XXX 

3) Penyesuaian Pendapatan yang sudah menjadi hak 

Jika pada akhir tahun terdapat pendapatan yang seharusnya 

sudah merupakan hak pada tahun anggaran yang bersangkutan 

maka harus dilakukan penyesuaian. Pengakuan Pendapatan -

LO yang sudah menjadi hak pada tahun anggaran yang 

bersangkutan tersebut dijurnal sebagai berikut: 

1.1.03.01 Piutang Pendapatan XXX 

8.1.01.XX Pendapatan -LO XXX 

c. Pendapatan - LO diakui dan dicatat setelah penerimaan kas 

Pencatatan ini dilakukan apabila dalam hal proses transaksi 

pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak 

pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Kas telah diterima 

terlebih dahulu, namun belum dapat diakui sebagai pendapatan 

karena belum menjadi hak pemerintah daerah. Oleh sebab itu 

Pendapatan-LO akan diakui pada saat pendapatan telah menjadi hak 

pemerintah daerah. 

Pencatatan ini dilakukan oleh Fungsi Akuntansi PPKD dengan cara 

melakukan jurnal seperti di bawah ini: 

1.1.01.01 Kas di Kas Daerah xxx 

2.1.04.04 Pendapatan Diterima Dimuka XXX 

Pada saat penerimaan kas, Fungsi Akuntansi PPKD juga sekaligus 

mengakui dan mencatat penerimaan tersebut sebagai pendapatan -

LRA yang dilakukan dengan membuat jurnal berikut ini: 
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7.3.04.01 Perubahan SAL XXX 

4.1.01.XX Pendapatan - LRA XXX 

Kemudian ketika pendapatan tersebut sudah menjadi hak, maka 

menerbitkan memo jurnal/bukti memorial untuk menjadi dasar 

pencatatan atas pengakuan hak tersebut sesuai dengan dokumen 

sumber yang diterimanya. Pencatatan pengakuan hak atas 

pendapatan tersebut dilakukan dengan membuat jurnal berikut ini: 

2.1.04.04 Pendapatan Diterima Dimuka xxx 

8.1.01.01 Pendapatan - LO xxx 

Berdasarkan kondisi dan perlakuan akuntansi seperti tersebut di atas 

maka beberapa prosedur pengakuan dan pencatatan atas pendapatan 

dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Pendapatan Transfer 

Ketika Pemerintah Daerah menerima surat pemberitahuan dari 

Pemerintah Pusat terkait ketetapan jumlah dana transfer yang akan 

diterima oleh Pemerintah Daerah, maka berdasarkan ketetapan 

tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jumal: 

1. 1.03.05 Piutang Pendapatan Transfer xxx 

8.2.01.XX Pendapatan Transfer - LO XXX 

Ketika pemerintah daerah telah menerima dana transfer dari 

pemerintah pusat, maka bank kas daerah akan mengeluarkan Nata 

Kredit. Berdasarkan Dokumen tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD 

kemudian akan mencatat jumal: 
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1.1.01.01 

1.1.03.XX 

Kas di Kas Daerah 

Piutang Pendapatan 

XXX 

XXX 

Dan pada saat diterimakanya kas maka Fungsi Akuntansi PPKD juga 

melakukan pencatatan atas pendapatan - LRA dengan jurnal: 

7.3.04.01 Perubahan SAL xxx 

4.2.01.XX Pendapatan Transfer - LRA xxx 

b. Lain-lain Pendapatan yang Sah - Pendapatan Hibah 

Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani, 

Fungsi Akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal: 

1. 1.03.09 Piutang Pendapatan Hibah xxx 

8.3.01.XX Pendapatan Transfer - LO xxx 

Selanjutnya, ketika hibah diterima oleh Pemerintah Daerah, Fungsi 

Akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal: 

1.1.01.01 Kas di Kas Daerah xxx 

1.1.03.09 Piutang Pendapatan Hibah xxx 

Dan pada saat diterimakanya kas maka Fungsi Akuntansi PPKD juga 

melakukan pencatatan atas pendapatan - LRA dengan jurnal: 

7.3.04.01 Perubahan SAL xxx 

4.3.01.XX Pendapatan Hibah - LRA xxx 
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B. Akuntansi Behan dan Belanja PPKD 

1. Pihak Terkait 

a. Fungsi Akuntansi PPKD 

Fungsi Akuntansi PPKD bertugas untuk melakukan administrasi 

termasuk menerbitkan bukti memorial dan pencatatan akuntansi 

atas setiap transaksi yang terjadi. 

b. PPKD 

PPKD mempunyai tugas memberikan otorisasi atas transaki beban 

yang terjadi serta menyetujui penerbitan dokumen pencairan dana 

untuk membayar beban yang terjadi. 

c. BUD/Kuasa BUD 

BUD/Kuasa BUD akan mempunyai tugas melakukan pembayaran 

atas beban dari Kas di Kas Daerah yang dikelolanya yang meliputi: 

1) mencatat dan membukukan semua pengeluaran beban dan 

belanja kedalam buku kas umum PPKD. 

2) membuat SPJ atas beban dan belanja. 

2. Prosedur Akuntansi 

Prosedur akuntansi untuk pengakuan dan pencatatan beban atas 

pengeluaran yang dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Bendahara Umum Daerah menerima dokumen tagihan dari pihak 

ketiga atau dokumen sumber lainnya dan menyerahkan 

tembusannya kepada Fungsi Akuntansi PPKD. 
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b. Fungsi Akuntansi PPKD membuat memo jurnal/bukti memorial 

berdasarkan tembusan tagihan dari pihak ketiga atau dokumen 

sumber lainnya dari BUD/Kuasa BUD. 

c. Berdasarkan dokumen tersebut BUD/Kuasa BUD melakukan proses 

penatausahaan sesuai dengan sistem dan prosedur penatausahaan 

keuangan, kemudian menyerahkan tembusan dokumen 

pembayaran yaitu SP2D tersebut kepada fungsi akuntasi PPKD. 

d. Fungsi Akuntansi PPKD membuat memo jurnal/bukti memorial 

berdasarkan tembusan dokumen pembayaran SP2D dari 

BUD/Kuasa BUD. 

e. Fungsi Akuntansi PPKD melakukan pencatatan akuntansi dalam 

buku jurnal berdasarkan memo jurnal. 

f. Fungsi Akuntansi PPKD melakukan posting jurnal ke buku besar. 

g. Berdasarkan saldo Buku Besar Fungsi Akuntansi PPKD menyusun 

Laporan Keuangan PPKD. 

3. Dokumen Sumber 

a. Surat Tagihan Pihak Ketiga 

b. Bukti Pengeluaran Kas 

c. Kuitansi/Bukti Pembayaran 

d. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) 

e. Surat Perintah Membaya Langsung (SPM-LS) 

f. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 

g. Dokumen Perjanjian Utang 

h. Surat Tagihan dari Penerima Subsidi 

i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) 

j. Surat Keputusan Kepala Daerah 

k. Bukti Memorial 
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I. Nota Debit 

m. Bukti akuntansi Lainnya 

4. Pencatatan Transaksi 

Dalam melakukan pencatatan atas setiap transaksi yang terjadi, 

Fungsi Akuntansi PPKD melakukan pencatatan atau pengakuan beban 

dalam buku Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas pencatatan 

transaksi atas beban di PPKD sesuai dengan prosedur akuntansi dapat 

dilakukan dengan 3 kondisi berikut ini: 

a. Behan diakui sebelum pengeluaran kas 

Dalam hal terjadi perbedaan waktu yang signifikan atau melewati 

tanggal pelaporan antara penetapan kewajiban atau pengakuan 

beban dan pengeluaran kas, dimana timbulnya kewajiban daerah 

terjadi lebih dulu, maka pencatatan akuntansi untuk pengakuan 

beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen transaksi 

penetapan/pengakuan kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. 

Contoh dari transaksi ini misalnya ditandatanganinya Berita Acara 

Penyerahan Barang, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, diterimanya 

tagihan dari pihak ketiga dan dokumen transaksi lainnya. Hal ini 

selaras dengan kriteria telah timbulnya kewajiban dan sesuai 

dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah 

menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun 

belum dilakukan pengeluaran kas. 

Terkait dengan pengakuan beban sebelum pengeluaran kas dapat 

dilakukan pencatatan sesuai dengan perolehan dokumen 

sumbernya. Tembusan dokumen sumber yang dijadikan dasar 

pencatatan dapat berasal dari Bendahara Umum Daerah (BUD). 
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Pencatatan pengakuan beban yang dilakukan oleh Fungsi Akuntansi 

PPKD berdasarkan dokumen sumber yang berasal dari BUD/Kuasa 

BUD dilakukan dengan cara melakukan jurnal seperti di bawah ini: 

9.1.01.XX Beban xxx 

2.1.05.XX Utang Beban XXX 

Pada saat BUD/Kuasa BUD telah melakukan pembayaran dan 

tembusan dokumen SP2D telah diterima dan diverifikasi oleh serta 

disahkan oleh pengguna anggaran/PPKD, maka akan melakukan 

pencatatan atas pembayaran tersebut dengan jurnal seperti 

di bawah ini: 

2.1.05.XX 

1.1.01.01 

Utang Beban 

Kas di Kas Daerah 

XXX 

XXX 

Bersamaan dengan pengeluaran kas untuk pembayaran utang 

beban maka melakukan pengakuan terhadap belanja (basis kas) 

yang dilakukan dengan jurnal: 

5.1.01.XX Belanja XXX 

7.3.04.01 Perubahan SAL XXX 

Seluruh transaksi pada periode pelaporan harus dicatat dan 

dibukukan oleh dalam buku Jurnal. Dari catatan dalam Buku Jurnal 

tersebut kemudian mengklasifikasikannya dalam Buku Besar sesuai 

dengan akunnya. Pada akhir tahun atau pada saat akan melakukan 

penyusunan Laporan Keuangan, maka akun-akun nominal atau 

akun-akun yang tidak terkait dengan neraca akan dilakukan 

penutupan dengan menggunakan Jurnal Penutup. 
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Terkait dengan pengakuan beban yang dilakukan dengan kondisi 

bersamaan dengan pengeluaran kas (basis Kas) maka pada saat 

akan dilakukan penyusunan Lapoaran Keuangan harus dilakukan 

penyesuaian dan koreksi terhadap Pengeluaran kas yang telah 

diakui sebagai beban periode sebelumnya, pengeluaran kas 

yang telah diakui sebagai beban belum merupakan 

kewajiban, dan beban yang sudah menjadi kewajiban 

namun belum ada pengeluaran kas pada periode pelaporan. 

sehingga akun beban dapat disajikan dengan wajar atau tidak 

tersaji lebih ( overstated) maupun tersaji kurang ( understated). 

1) Pengeluaran kas yang telah diakui sebagai beban 

periode sebelumnya 

Jika pada periode akuntansi terdapat pengeluaran kas yang 

merupakan belanja yang telah diakui sebagai beban dan 

mengakui utang pada periode akuntansi sebalumnya, 

sedangkan pengeluaran kas tersebut telah dicatat sebagai 

beban karena pengakuan bersamaan. Atas transaksi tersebut 

harus dilakukan koreksi : 

2.1.05.XX Utang Beban ___ --~ xxx 

9.1.01.XX Beban xxx 

2) Koreksi pengeluaran kas yang telah diakui sebagai 

beban belum merupakan kewajiban 

Jika pada akhir tahun terdapat beban yang seharusnya belum 

merupakan kewajiban pada periode pelaporan yang 

bersangkutan namun sudah diakui pada saat pengeluaran kas 

karena pengakuan berasmaan maka harus dilakukan koreksi. 
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Koreksi beban yang belum merupakan kewajiban pada periode 

pelaporan yang bersangkutan tersebut dijurnal sebagai berikut: 

1. 1.06.XX Beban Dibayar Dimuka XXX 

9. 1.01.XX Beban xxx 

3) Penyesuaian Behan yang sudah menjadi kewajihan 

Jika pada akhir tahun terdapat beban yang seharusnya sudah 

merupakan hak pada tahun anggaran yang bersangkutan meski 

pengeluaran kas belum terjadi maka harus dilakukan 

penyesuaian. Pengakuan beban yang sudah menjadi 

kewajiban pada periode akuntansi tersebut dijurnal sebagai 

berikut: 

9.1.01.XX Beban XXX 

2.1.05.XX Utang Beban XXX 

h. Behan diakui setelah pengeluaran kas 

Apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi 

perbedaan waktu antara penetapan kewajiban daerah dan 

pengeluaran kas daerah, dimana penetapan kewajiban daerah 

(pengakuan beban) dilakukan setelah pengeluaran kas, maka 

kebijakan akuntansi pengakuan beban dapat dilakukan pada saat 

barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. 

Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa 

dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai 

Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai 

Beban Dibayar Dimuka (akun neraca). 

Terkait dengan pengakuan beban setelah pengeluaran kas dapat 

dilakukan pencatatan sesuai dengan perolehan dokumen 
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sumbernya. Tembusan dokumen sumber yang dijadikan dasar 

pencatatan dapat berasal dari Bendahara Umum Daerah 

(BUD)/Kuasa BUD. 

Pencatatan pengakuan beban yang dilakukan oleh Fungsi Akuntansi 

PPKD berdasarkan dokumen sumber yang berasal dari BUD/Kuasa 

BUD dilakukan dengan cara melakukan jurnal seperti di bawah ini: 

9.1.01.XX Beban ___ _ Xxx 

2.1.05.XX Utang Beban XXX 

Pada saat BUD/Kuasa BUD telah melakukan pembayaran dan 

tembusan dokumen SP2D telah diterima dan diverifikasi oleh serta 

disahkan oleh pengguna anggaran/PPKD, maka akan melakukan 

pencatatan atas pembayaran tersebut dengan jurnal seperti 

di bawah ini: 

2.1.05.XX 

1.1.01.01 

Utang Beban 

Kas di Kas Daerah 

Xxx 

XXX 

Bersamaan dengan pengeluaran kas yang dilakukan oleh 

BUD/Kuasa BUD, maka juga harus mengakui belanja yang 

dilakukan dengan jurnal: 

5.1.01.XX Belanja Xxx 

7.3.04.01 Perubahan SAL XXX 

Pada saat pengakuan Beban Dibayar Dimuka berdasarkan memo 

jurnal yang diterbitkan oleh BUD, maka akan melakukan 

pencatatan dengan jurnal seperti di bawah ini: 

Hal am an 19 dari 61 ' 

I 



1.1.06.01 

9.1.01.XX 

Beban Dibayar Dimuka 

Seban 

Xxx 

XXX 

Terkait dengan prosedur pengakuan beban berdasarkan ketiga kondisi 

tersebut, maka beberapa prosedur pengakuan beban yang diuraikan 

sesuai dengan beban yang khusus dikelola oleh PPKD dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

a. Seban Sunga 

Serdasarkan Dokumen Perjanjian Utang, Fungsi Akuntansi PPKD 

membuat bukti memorial terkait pengakuan beban bunga untuk 

diotorisasi oleh PPKD. Serdasarkan Sukti memorial tersebut Fungsi 

Akuntansi PPKD melakukan pencatatan pengakuan beban dengan 

jurnal "Beban Sunga" di debit dan "Utang Bunga" di kredit. 

9.1.03.XX Seban Sunga Xxx 

2. 1.02.XX Utang Sunga XXX 

Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk pembayaran 

beban bunga tersebut mulai dari pengajuan SPP, pembuatan SPM 

hingga penerbitan SP2D. Serdasarkan SP2D tersebut Fungsi 

Akuntansi PPKD akan mencatat pengeluaran kas yang juga 

merupakan penghapusan utang bunga, dengan jurnal "Utang 

Sunga" di debit dan "Kas di Kas Daerah" di kredit. 

2.1.02.XX Utang Bunga xxx 

1.1.01.01 Kas di Kas Daerah XXX 
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Sebagai transaksi realisasi anggaran, juga mencatat belanja dan 

melakukan penyesuaian Perubahan SAL melalui jurnal \\Belanja 

Sunga" di debit dan "Perubahan SAL" di kredit. 

5.1.03.XX 

7.3.04.01 

b. Beban Subsidi 

Belanja Bunga 

Perubahan SAL 

XXX 

XXX 

Berdasarkan tagihan dari penerima subsidi yang telah 

melaksanakan prestasi sesuai persyaratan pemberian subsidi, 

menyiapkan bukti memorial terkait pengakuan beban subsidi. 

Setelah diotorisasi oleh PPKD, bukti memorial tersebut menjadi 

dasar bagi untuk melakukan pengakuan beban dengan jurnal 

"Beban Subsidi" di debit dan "Utang Beban Subsidi" di kredit. 

9. 1.04.XX Beban Subsidi xxx 

2.1.05.04 Utang Beban Subsidi XXX 

Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk pembayaran 

beban subsidi tersebut mulai dari pengajuan SPP, pembuatan SPM 

hingga penerbitan SP2O. Berdasarkan SP2D tersebut akan 

mencatat pengeluaran kas yang juga merupakan penghapusan 

utang subsidi, dengan jurnal \\Utang Beban Subsidi11 di debit dan 

"Kas di Kas Daerah" di kredit. 

2.1.05.04 Utang Beban Subsidi Xxx 

1.1.01.01 Kas di Kas Oaerah XXX 
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Sebagai transaksi realisasi anggaran, juga mencatat belanja dan 

melakukan penyesuaian Perubahan SAL melalui j urnal "Belanja 

Subsidi" di debit dan "Perubahan SAL" di kredit. 

5.1.04.XX Belanja Subsidi XXX 

7.3.04.01 Perubahan SAL XXX 

c. Beban Hibah 

PPKD dan Pemerintah Daerah Lain/PD/Masyarakat/Ormas bersama­

sama melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah 

Daerah (NPHD). Pengakuan beban hibah sesuai NPHD dilakukan 

saat penandatangan perjanjian, meskipun harus dilakukan verifikasi 

atas persyaratan penyaluran hibah. Namun demikian timbulnya 

kewajiban/beban atas transaksi tersebut dapat ditentukan 

berdasarkan NPHD. Untuk itu, mencatat pengakuan beban hibah 

dan kas dengan jurnal "Beban Hibah" di debit dan "Utang Beban 

Hibah" di kredit. 

9.1.05.XX Beban Hibah XXX 

2.1.05.XX Utang Beban Hibah XXX 

Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk pembayaran 

beban subsidi tersebut mulai dari pengajuan SPP, pembuatan SPM 

hingga penerbitan SP2D. Berdasarkan SP2D tersebut akan 

mencatat pengeluaran kas yang juga merupakan penghapusan 

utang subsidi, dengan jurnal "Utang Beban Hibah" di debit dan 

"Kas di Kas Daerah" di kredit. 

2. 1.05.XX Utang Beban Hi bah Xxx 

1.1.01.01 Kas di Kas Daerah XXX 
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Sebagai transaksi realisasi anggaran, juga mencatat belanja dan 

melakukan penyesuaian Perubahan SAL melalui jumal "Belanja 

Hibah" di debit dan "Perubahan SAL" di kredit. 

5.1.05.XX Belanja Hibah Xxx 

7.3.04.01 Perubahan SAL XXX 

d. Beban Bantuan Sosial 

Realisasi Beban Bantuan Sosial dilakukan melalui proses 

penatausahaan yang dimulai dari pengajuan SPP, pembuatan SPM 

hingga penerbitan SP2D. Berdasarkan SP2D tersebut, akan 

mencatat pengakuan beban terkait dengan jurnal "Beban Bantuan 

Sosial" di debit dan "Utang Beban Bantuan Sosial" di kredit. 

9.1.06.XX Beban Bantuan Sosial Xxx 

2.1.05.06 Utang Beban Bantuan Sosial XXX 

Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk pembayaran 

beban subsidi tersebut mulai dari pengajuan SPP, pembuatan 5PM 

hingga penerbitan SP2D. Berdasarkan SP2D tersebut akan 

mencatat pengeluaran kas yang juga merupakan penghapusan 

utang subsidi, dengan jurnal "Utang Beban Bantuan Sosial" di debit 

dan "Kas di Kas Daerah" di kredit. 

2.1.05.06 Utang Beban Bantuan Sosial Xxx 

~.1.01.01 Kas di Kas Daerah XXX 

e 

bagai transaksi realisasi anggaran, juga mencatat belanja dan 

melakukan penyesuaian Perubahan SAL melalui jurnal "Belanja ! 
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Bantuan Sosial" (sesuai rincian obyek terkait) di debit dan 

"Perubahan SAL" di kredit. 

5.1.06.XX Belanja Bantuan Sosial 

7.3.04.01 Perubahan SAL 

C. Akuntansi Transfer PPKD 

1. Pihak Terkait 

a. PPKD selaku Pengguna Anggaran 

Xxx 

XXX 

Dalam Kegiatan ini Pengguna Anggaran bertugas memberikan 

persetujuan atas pengeluaran transfer yang harus dilakukan 

setelah mendapatkan verifikasi . 

b. BUD/Kuasa BUD 

Dalam kegiatan ini, BUD memiliki tugas: 

1) menyiapkan SP2D atas transaksi yang terkait dengan proses 

pelaksanaan transfer; 

2) memberikan SP2D tembusan kepada sebagai dasar pencatatan 

transaksi keuangan; 

3) membukukan dalam pembukuan BUD/Kuasa BUD terkait 

dengan tata usaha keuangan. 

c. Fungsi Akuntansi PPKD 

Dalam kegiatan ini, Fungsi Akuntansi PPKD memiliki tugas sebagai 

berikut : 

1) Menerima tembusan SP2D transaksi dari BUD/Kuasa BUD; 

2) Membuat memo jurnal atas transaksi transfer berdasarkan 

tembusan SP2D yang diberikan oleh BUD/Kuasa BUD; 
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3) Melakukan verifikasi dokumen penatausahan terkait 

pengeluaran transfer sebelum disetujui oleh PPKD; 

4) Mencatat transaksi-transaksi transfer berdasarkan memo jurnal; 

5) Memposting jurnal-jurnal ke dalam buku besarnya masing­

masing; 

6) Menyusun Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan 

Keuangan. 

2. Prosedur Akuntansi 

Prosedur Akuntansi untuk transaksi transfer dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

a. BUD mendapatkan bukti persetujuan atau SPM atas pengeluaran 

transfer; 

b. BUD menyiapkan dokumen terkait atau SP2D untuk melakukan 

pembayaran atas transfer dan menyerahkan tembusan bukti 

persetujuan transfer kepada ; 

c. BUD melakukan pembayaran transfer dan menyerahkan SP2D 

tembusan atas bukti pembayaran transfer kepada Fungsi Akuntansi 

PPKD; 

d. Fungsi Akuntansi PPKD membuat memo jurnal berdasarkan 

dokumen sumber yang disampaikan oleh BUD yang berupa 

tembusan; 

e. melakukan pencataatan dalam jurnal sesuai dengan memo jurnal; 

f. melakukan posting ke Buku Besar; 

g. menyusun Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan. 

3. Dokumen Sumber 

a. Peraturan Menteri Keuangan 

b. Peraturan Presiden ______ I 
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c. Peraturan Kepala Daerah 

d. Surat Tagihan dari Pihak yang akan mendapatkan transfer 

e. Bukti Memorial 

f . Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 

g. Nota Perjanjian Transfer 

h. Nota Debit Bank 

i. Dokumen Transfer Lainnya 

4. Pencatatan Transaksi 

Transfer yang dilakukan oleh pemerintah daerah merupakan transfer 

pendapatan bagi hasil pendapatan dan transfer bantuan keuangan 

kepada daerah otonom di bawahnya seperti kabupaten/kota serta 

pemerintah desa di wilayah provinsi. 

Berdasarkan surat ketetapan tentang transfer yang terkait, membuat 

bukti memorial terkait pengakuan beban transfer untuk diotorisasi oleh 

PPKD. Berdasarkan bukti memorial tersebut melakukan pencatatan 

pengakuan beban dengan jurnal "Beban transfer" di debit dan "Utang 

Beban Transfer" di kredit. 

9.2.XX.XX 

2.1.05.07 

Beban Transfer 

Utang Beban Transfer 

Xxx 

XXX 

Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk pembayaran 

beban transfer tersebut mulai dari pengajuan SPP, pembuatan SPM 

hingga penerbitan SP2D. Berdasarkan SP2D tersebut akan mencatat 

pengeluaran kas yang juga merupakan penghapusan utang beban 

transfer, dengan jurnal "Utang beban transfer,, di debit dan "Kas di Kas 

Daerah" di kredit. 
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2.1.05.07 

1.1.01.01 

Utang Beban Transfer 

Kas di Kas Daerah 

Xxx 

XXX 

Sebagai transaksi realisasi anggaran, juga mencatat Transfer dan 

melakukan penyesuaian Perubahan SAL melalui jurnal "Transfer" di 

debit dan "Perubahan SAL" di kredit. 

6.XX.XX.XX 

7.3.04.01 

Transfer 

Perubahan SAL 

D. Akuntansi Pembiayaan PPKD 

1. Pihak Terkait 

a. Fungsi Akuntansi PPKD 

XXX 

XXX 

Fungsi Akuntansi PPKD bertugas melakukan pencatatan atas 

transaksi pembiayaan yang terjadi baik penerimaan pembiayaan 

maupun pengeluaran pembiayaan berdasarkan dokumen sumber 

transaksi yang diterimanya maupun bukti memorial yang 

diterbitkan serta menyusun Laporan Keuangan PPKD. 

b. PPKD 

PPKD berwenang memberikan persetujuan atas pengeluaran 

pembiayaan dan otorisasi atas penerimaan pembiayaan sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. 

c. BUD/Kuasa BUD 

BUD/Kuasa BUD bertugas melakukan fungsi mengadministrasi 

transaksi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, 

sehingga BUD memiliki tugas menyiapkan dokumen transaksi untuk 

pencatatan akuntansi oleh Fungsi Akuntansi PPKD yang 

sebelumnya disahkan oleh Kepala SKPKD. 
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2. Prosedur Akuntansi 

a. PPKD menyetujui pengeluaran pembiayaan serta melakukan 

persetujuan atas penerimaan pembiayaan sesuai dengan 

kelengkapan dokumen yang sudah diverifikasi oleh; 

b. Berdasarkan dokumen tersebut maka BUD/Kuasa BUD akan 

melakukan penerimaan pembiayaan sesuai dengan dokumen 

penyetorannya serta memberikan tembusannya dokumennya 

kepada Fungsi Akuntansi PPKD; 

c. Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat transaksi tersebut dalam 

catatan akuntansi berdasarkan dokumen tembusan yang 

diterimanya. 

3. Dokumen Sumber 

a. Dokumen Penerimaan pembayaran utang 

b. Dokumen penjualan investasi 

c. Bukti penerimaan pinjaman dari Bank 

d. Dokumen penerimaan kembali dana bergulir 

e. Peraturan Daerah terkait transaksi pembiayaan 

f. Naskah Perjanjian Kredit 

g. Nata Kredit Bank 

h. Bukti Memorial 

i. Dokumen Pembiayaan Lainnya 

4. Pencatatan Transaksi 

a. Penerimaan Pembiayaan 

Akuntansi penerimaan pembiayaan PPKD pada dasarnya 

merupakan akuntansi yang tidak berdiri sendiri. Akuntansi 

penerimaan pembiayaan ini melekat pada pencatatan transaksi ______ I 
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lainnya khususnya penerimaan kas dari transaksi aset nonlancar 

dan kewajiban jangka panjang. Akuntansi ini akan menjadi sebuah 

jurnal komplementer yang melengkapi jurnal transaksi pelepasan 

investasi, transaksi penerimaan utang dan transaksi lainnya yang 

sejenis. 

Fungsi Akuntansi PPKD mencatat penerimaan pinjaman dari bank 

atau lembaga keuangan dengan jurnal "Kas di Kas Daerah" di debit 

dan "Kewajiban Jangka Panjang" di kredit. 

1.1.01.01 Kas di Kas Daerah Xxx 

2.2.XX.XX Kewajiban Jangka Panjang XXX 

Berdasarkan transaksi di atas, Fungsi Akuntansi PPKD juga akan 

mencatat jurnal "Perubahan SAL" di debit dan "Penerimaan 

Pembiayaan" di kredit. 

7.3.04.01 Perubahan SAL Xxx 

7.1.XX.XX Penerimaan Pembiayaan XXX 

b. Pengeluaran Pembiayaan 

Sama halnya dengan akuntansi penerimaan pembiayaan PPKD, 

akuntansi pengeluaran pembiayaan PPKD pada dasarnya juga 

merupakan akuntansi yang tidak berdiri sendiri. Akuntansi 

pengeluaran pembiayaan ini melekat pada pencatatan transaksi 

lainnya khususnya pengeluaran kas atas transaksi aset nonlancar 

dan kewajiban jangka panjang. Akuntansi ini akan menjadi sebuah 

jurnal komplementer yang melengkapi jurnal transaksi perolehan 
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investasi, transaksi pembayaran utang dan transaksi lainnya yang 

sejenis. 

Fungsi Akuntansi PPKD mencatat pembayaran pokok pinjaman dari 

bank atau lembaga keuangan dengan jurnal "Kewajiban Jangka 

Panjang" di debit dan "Utang Pembiayaan" di kredit. 

2.2.XX.XX Kewajiban Jangka Panjang Xxx 

2.1.06.06 Utang Pembiayaan XXX 

Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk pembayaran 

beban transfer tersebut mulai dari pengajuan SPP, pembuatan SPM 

hingga penerbitan SP2D. Berdasarkan SP2D tersebut akan 

mencatat pengeluaran kas yang juga merupakan penghapusan 

utang pembiayaan, dengan jurnal "Utang Pembiayaan" di debit dan 

"Kas di Kas Daerah" di kredit. 

2.1.06.06 Utang Pembiayaan XXX 

1.1.01.01 Kas di Kas Daerah XXX 

Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat berdasarkan Bukti Memorial 

yang telah diotorisasi PPKD dengan jurnal "Penerimaan 

Pembiayaan" di debit dan "Perubahan SAL" di kredit. 

7 .2.XX.XX Pengeluaran Pembiayaan Xxx 

7.3.04.01 Perubahan SAL XXX 
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E. Akuntansi Aset dan Investasi PPKD 

Aset yang dimiliki oleh PPKD adalah Aset berupa Kas di Kas Daerah, 

Piutang dari Pendapatan Transfer, Investasi Jangka Pendek, Investasi 

Jangka panjang, dan beberapa jenis dari kategori Aset Lainnya. 

1. Pihak Terkait 

a. FungsiAkuntansi PPKD 

Fungsi Akuntansi PPKD bertugas melakukan pencatatan atas 

transaksi Aset yang dikelola oleh PPKD berdasarkan dokumen yang 

diperoleh maupun bukti memorial yang diterbitkan serta menyusun 

Laporan Keuangan PPKD. 

b. PPKD 

PPKD memberikan pengesahan/otorisasi atas setiap transaksi Aset 

di unitnya. 

c. BUD/Kuasa BUD 

BUD/Kuasa BUD bertugas mengeluarkan Kas dari Kas Daerah dan 

dan menerima kas/menatausahakan dari hasil penyertaan modal 

serta memberikan tembusan dokumen kepada . 

2. Prosedur Akuntansi 

a. PPKD menandatangani SP2D atas pengeluaran pembiayaan 

berdasarkan kesepakatan dan perencanaan mengenai penyertaan 

modal atau investasi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah 

berdasarkan dokumen perjanjian yang ada dan memberikan 

otorisasi/disposisi mengenai penambahan penyertaan modal atau 

investasi lainnya. 

b. BUD/Kuasa BUD berdasarkan dokumen SP2D mengeluarkan Kas 

dari Kas Daerah dan dan menerima kas/menatausahakan dari hasil 
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penyertaan modal serta memberikan tembusan dokumen kepada 

Fungsi Akuntansi PPKD. 

c. Fungsi Akuntansi PPKD melakukan pencatatan berdasarkan 

dokumen yang diterima dari BUD/Kuasa BUD. 

d. Pada akhir periode akuntansi Fungsi Akuntansi PPKD melakukan 

penyesuaian atas investasi yang dimiliki berdasarkan prinsip dan 

kebijakan akuntansi yang berlaku. 

e. Fungsi Akuntansi PPKD membuat seluruh pencatatan akuntansi dan 

menyiapkan Laporan Keuangan PPKD. 

3. Dokumen Sumber 

a. Berita Acara/Surat Penyertaan Investasi 

b. Berita Acara Penyertaan Modal dan sejenisnya 

c. Berita Acara/Surat Pembagian Deviden atas penyertaan Modal 

d. Perjanjian Kemitraan dengan Pihak Ketiga 

e. Bukti Kepemilikan Aset Tidak Berwujud 

f. Sertifikat SBI 

g. Sertifikat Deposito 

h. Sertifikat Saham/Obligasi 

i. Sertifikat SUN 

j. Bukti Memorial 

4. Pencatatan Transaksi 

a. Perolehan Investasi 

1) Perolehan Investasi (Investasi Jangka Pendek) 

Ketika Pemerintah Daerah melakukan pembentukan Investasi 

Jangka Pendek, akan mengakui adanya penambahan aset 

lancar berupa investasi jangka pendek dengan mencatat jurnal 
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"Investasi Jangka Pendek" di debit dan "Utang Pembiayaan" di 

kredit. 

1.1.02.XX Investasi Jangka Pendek .. ... XXX 

2.1.06.06 Utang Pembiayaan XXX 

Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk 

pembayaran beban transfer tersebut mulai dari pengajuan SPP, 

pembuatan SPM hingga penerbitan SP2D. Berdasarkan SP2D 

tersebut akan mencatat pengeluaran kas yang juga merupakan 

penghapusan utang pembiayaan, dengan jurnal "Utang 

Pembiayaan" di debit dan "Kas di Kas Daerah" di kredit. 

2.1.06.06 Utang Pembiayaan xxx 

1.1.01.01 Kas di Kas Daerah XXX 

2) Perolehan Investasi (Investasi Jangka Panjang) 

Perolehan investasi dicatat ketika penyertaan modal dalam 

peraturan daerah dieksekusi. Pencatatan dilakukan oleh 

berdasarkan SP2D LS yang menjadi dasar pencairan 

pengeluaran pembiayaan untuk investasi tersebut. mencatat 

jurnal "Investasi Jangka Panjang" di debit dan "Utang 

Pembiayaan" di kredit. 

1.2.01.XX Investasi Jangka Panjang ... .. XXX 

2.1.06.06 Utang Pembiayaan XXX 

Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk pembayaran 

beban transfer tersebut mulai dari pengajuan SPP, pembuatan SPM 

hingga penerbitan SP2D. Berdasarkan SP2D tersebut akan 

mencatat pengeluaran kas yang juga merupakan penghapusan 
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utang pembiayaan, dengan jurnal "Utang Pembiayaan" di debit dan 

"Kas di Kas Daerah" di kredit. 

2.1.06.06 

1.1.01.01 

Utang Pembiayaan 

Kas di Kas Daerah 

XXX 

XXX 

Sebagai transaksi realisasi anggaran, juga mencatat pengeluaran 

pembiayaan dan melakukan penyesuaian Perubahan SAL melalui 

jurnal "Pengeluaran Pembiayaan" di debit dan "Perubahan SAL" di 

kredit. 

7.2.XX.XX 

7.3.04.01 

b. Hasil Investasi 

Pengeluaran Pembiayaan 

Perubahan SAL 

1) Hasil Investasi Jangka Pendek 

XXX 

XXX 

Hasil investasi jangka pendek berupa pendapatan bunga. 

Pendapatan bunga ini biasanya diperoleh bersamaan dengan 

pelepasan investasi jangka pendek tersebut, sehingga 

pembahasannya akan digabungkan ke bagian Pelepasan 

Investasi. 

2) Hasil Investasi Jangka Panjang 

a) Metode Biaya 

Dalam metode biaya, keuntungan perusahaan tidak 

mempengaruhi investasi yang dimiliki pemerintah daerah. 

pemerintah daerah hanya menerima dividen yang dibagikan 

oleh perusahaan. Berdasarkan pengumuman pembagian 

dividen yang dilakukan oleh perusahaan investee, PPKD 

dapat mengetahui jumlah dividen yang akan diterima pada 
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periode berjalan. Selanjutnya akan menjurnal pengakuan 

dividen yang akan diterima dengan mencatat "Piutang 

Lainnya" di debit dan "Pendapatan Hasil Pengelolaan 

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO" di kredit. 

1.1.04.XX Piutang Lainnya xxx 

8.1.03.XX Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaa1 
Daerah yang Dipisahkan - LO xxx 

Pada saat perusahaan investee membagikan dividen tunai 

kepada pemerintah daerah, Fungsi Akuntansi PPKD 

mencatat 

1.1.01.01 Kas di Kas Daerah XXX 

1.1.04.XX Piutang Lainnya 

XXX 

Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, juga 

mencatat pendapatan LRA dan melakukan penyesuaian 

Perubahan SAL melalui jurnal "Perubahan SAL" di debit dan 

"Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 

dipisahkan - LRA" di kredit. 

7.3.04.01 Perubahan SAL xxx 

4.1.03.XX Pendapatan Hasil Pengelolaan 
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan -
LRA XXX 
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b) Metode Ekuitas 

Berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan, PPKD dapat 

mengetahui jumlah keuntungan perusahaan pada periode 

berjalan. Dalam metode ekuitas, keuntungan yang diperoleh 

perusahaan akan mempengaruhi jumlah investasi yang 

dimiliki pemerintah daerah. akan menjurnal keuntungan 

dengan mencatat "Investasi" di debit dan "Pendapatan Hasil 

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan- LO" di 

kredit. 

1.2.XX.XX Investasi ..... 

8.1.03.XX Pendapatan Hasil Pengelolaan 
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan -
LO 

XXX 

XXX 

Pada saat perusahaan membagikan dividen, akan mencatat 

penerimaan dividen tersebut dengan menjurnal "Kas di Kas 

Daerah" di debit dan "Investasi" di kredit. 

1.1.01.01 Kas di Kas Daerah XXX 

1.2.XX.XX Investasi ... .. XXX 

Karena merupakan transaksi real isasi anggaran, juga 

mencatat pendapatan LRA dan melakukan penyesuaian 

Perubahan SAL melalui jurnal "Perubahan SAL" di debit dan 

" Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 

dipisahkan - LRA". 

7.3.04.01 Perubahan SAL XXX 

4.1.03.XX Pendapatan Hasil Pengelolaan 
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan -
LRA XXX 
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c) Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan 

Ketika pendapatan bunga dari investasi jangka panjang 

(misal pendapatan bunga dari dana bergulir) telah diterima, 

akan menjurnal pendapatan tersebut dengan mencatat "Kas 

di Kas Daerah" di debit dan "Pendapatan Sunga - LO" di 

kredit. 

1. 1.01.01 Kas di Kas Daerah XXX 

8.1.04.XX Pendapatan Sunga - LO XXX 

Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, juga 

mencatat pendapatan LRA dan melakukan penyesuaian 

Perubahan SAL melalui jurnal "Perubahan SAL" di debit dan 

"Pendapatan Sunga - LRA" di kredit. 

7.3.04.01 Perubahan SAL XXX 

4.1.04.XX Pendapatan Sunga - LRA XXX 
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c. Pelepasan Investasi 

1) Pelepasan Investasi Jangka Pendek 

Dalam pelepasan investasi jangka pendek, berdasarkan 

Dokumen Transaksi yang dimiliki PPKD, mencatat pelepasan 

dan hasil dari investasi jangka pendek dengan menjurnal "Kas 

di Kas Daerah" di debit serta "Pendapatan Sunga" dan 

"Investasi Jangka Pendek" di kredit. 

1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 

8.1.04.XX 

1.1.02.XX 

Pendapatan bunga - LO 

Investasi Jangka Pendek 

XXX 

XXX 

XXX 

Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, juga mencatat 

pendapatan LRA dan melakukan penyesuaian Perubahan SAL 

melalui jurnal "Perubahan SAL" di debit dan "Pendapatan 

Sunga" di kredit. 

7.3.04.01 Perubahan SAL :xxx 
-

4.1.04.XX Pendapatan Sunga - LRA XXX 

2) Pelepasan Investasi Jangka Panjang 

Dalam pelepasan investasi jangka panjang misalnya saham, 

berdasarkan Dokumen Transaksi yang dimiliki PPKD, mencatat 

pelepasan investasi. Apabila nilai kas yang diterima lebih besar 

dari nilai perolehan investasi, menjurnal "Kas di Kas Daerah" di 

debit serta "Surplus Investasi Jangka Panjang" dan "Investasi 

Jangka Panjang" di kredit. 
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1.1.01.01 Kas di Kas Daerah XXX 

8.4.01.01 

~.2.XX.XX 

Surplus Investasi Jangka XXX 
Panjang 
Investasi Jangka Panjang XXX 

arena merupakan transaksi realisasi anggaran, juga mencatat 

penerimaan pembiayaan dan melakukan penyesuaian 

Perubahan SAL melalui jurnal "Perubahan SAL" di debit dan 

"Penerimaan Pembiayaan" di kredit sebesar nilai kas yang 

diterima. 

7.3.04.01 Perubahan SAL XXX 

7.1.06.XX Penerimaan Pembiayaan XXX 

d. Penyisihan Piutang 

Terdapat kemungkinan adanya piutang dari pendapatan yang tidak 

dapat ditagih karena peraturan perundang-undangan maupun 

karena suatu kejadian yang terjadi pada pihak ketiga sehingga 

tidak memungkinkan untuk dilakukan penagihan (force majeur) 

serta kejadian lainnya. Jika hal ini terjadi maka Fungsi Akuntansi 

PPKD berdasarkan bukti memorial dan persentase penyisihan 

piutang yang ditetapkan maka akan dibuat jurnal sebagai berikut: 

1.1.05.XX 

1.1.03.XX 

Penyisihan Piutang ... 

Piutang 

XXX 

XXX 
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F. Akuntansi Kewajiban PPKD 

1. Pihak Terkait 

a. Fungsi Akuntansi PPKD 

Fungsi Akuntansi PPKD bertugas melakukan pencatatan atas 

transaksi kewajiban yang terjadi serta menatausahakannya sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. 

b. BUD/Kuasa BUD 

BUD/Kuasa BUD melakukan tugas menerima dokumen dan 

melakukan pembayaran atas transaksi kewajiban yang telah jatuh 

tempo dengan menerbitkan Surat Perlntah Pencairan Dana (SP2D) 

dan disahkan oleh PPKD. 

c. PPKD 

PPKD mempunyai tugas memberikan otorisasi atas perjanjian utang 

dan pembayaran utang/kewajiban yang akan dilakukan oleh 

BUD/Kuasa BUD. 

2. Prosedur Akuntansi 

a. BUD/Kuasa BUD menerima dokumen mengenai perjanjian utang 

maupun pembayaran utang, BUD menatausahakan ataupun 

mengeluarkan uang untuk pembayaran utang setelah mendapat 

persetujuan dari PPKD dan memberikan tembusan dokumennya 

kepada Fungsi Akuntansi PPKD. 

b. PPKD memberikan persetujuan untuk pengakuan utang maupun 

pembayaran utang berdasarkan dokumen yang diterima. 

c. Fungsi Akuntansi PPKD melakukan pencatatan akuntansi atas 

timbulnya utang maupun pembayaran utang berdasarkan dokumen 

sumber yang diterima. 
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d. Fungsi Akuntansi PPKD menatausahakan dan membuat 

penyesuaian pada akhir periode akuntansi atas utang yang dimiliki. 

e. Fungsi Akuntansi PPKD melakukan pencatatan seluruh transaksi 

dan menyiapkan Laporan Keuangan PPKD. 

3. Dokumen Sumber 

a. Nota Kredit dari Bank 

b. Dokumen Perjanjian Utang 

c. Bukti Memorial 

d. Surat Pernyataan Utang 

e. Surat Pembayaran Utang 

4. Pencatatan Transaksi 

a. Penerimaan Utang 

Berdasarkan Nota Kredit yang menunjukkan telah masuknya 

penerimaan pembiayaan ke rekening kas daerah, Fungsi Akuntansi 

PPKD mengakui adanya kewajiban jangka panjang dengan 

mencatat jurnal "Kas di Kas Daerah" di debit dan "Kewajiban 

Jangka Panjang (sesuai rincian objek terkait)" di kredit. 

1.1.01.01 Kas di Kas Daerah xxx 

2.2.XX.XX Kewajiban Jangka Panjang . . . . . xxx 

Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi 

PPKD juga mencatat penerimaan pembiayaan dan melakukan 

penyesuaian Perubahan SAL melalui jumal "Perubahan SAL" di 

debit dan "Penerimaan Pembiayaan" di kredit. 

7.3.04.01 Perubahan SAL XXX 

7.1.06.XX Penerimaan Pembiayaan XXX 
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b. Pembayaran Kewajiban 

Realisasi pembayaran kewajiban dilakukan melalui proses 

penatausahaan yang dimulai dari pengajuan SPP, pembuatan SPM 

hingga penerbitan SP2D. Berdasarkan SP2D tersebut, Fungsi 

Akuntansi PPKD akan mencatat penghapusan kewajiban terkait 

dengan jurnal "Kewajiban Jangka Panjang (sesuai rincian objek 

terkait)" di debit dan "Utang Pembiayaan" di kredit. 

2.2.XX.XX Kewajiban Jangka Panjang Xxx 

2.1.06.06 Utang Pembiayaan XXX 

Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk pembayaran 

beban transfer tersebut mulai dari pengajuan SPP, pembuatan SPM 

hingga penerbitan SP2D. Berdasarkan SP2D tersebut akan 

mencatat pengeluaran kas yang juga merupakan penghapusan 

utang pembiayaan, dengan jurnal "Utang Pembiayaan" di debit dan 

"Kas di Kas Daerah" di kredit. 

2.1.06.06 

1.1.01.01 

Utang Pembiayaan 

Kas di Kas Daerah 

XXX 

XXX 

Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi 

PPKD juga mencatat pengeluaran pembiayaan dan melakukan 

penyesuaian Perubahan SAL melalui jurnal "Pengeluaran 

Pembiayaan" di debit dan "Perubahan SAL" di kredit. 

7.2.XX.XX 

7.3.04.01 

Pengeluaran Pembiayaan 

Perubahan SAL 

XXX 

XXX 

______ l 
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c. RekJasifikasi Utang 

Berdasarkan Dokumen Perjanjian Utang, Fungsi Akuntansi PPKD 

menyiapkan bukti memorial terkait pengakuan bagian utang jangka 

panjang yang harus dibayar tahun ini. Setelah diotorisasi oleh 

PPKD, bukti memorial tersebut menjadi dasar bagi Fungsi 

Akuntansi PPKD untuk melakukan pengakuan rekJasifikasi dengan 

jumal "Kewajiban Jangka Panjang" di debit dan "Bagian Lancar 

Utang Jangka Panjang" di kredit. 

2.2.XX.XX 

1.1.04.XX 

Kewajiban Jangka Panjang 

Bagian Lancar Utang Jangka 
Panjang 

G. Jurnal Koreksi dan Penyesuaian PPKD 

1. Pihak Terkait 

a. Fungsi Akuntansi PPKD 

XXX 

XXX 

Fungsi Akuntansi PPKD mempunyai tugas melakukan pencatatan 

atas setiap transaksi koreksi dan penyesuaian yang harus dilakukan 

baik pada saat kesalahan ditemukan maupun pada akhir periode 

akuntansi. 

V b. PPKD 

PPKD memberikan persetujuan atas koreksi dan penyesuaian yang 

dilakukan. 

2. Prosedur Akuntansi 

a. Fungsi Akuntansi PPKD menerima dokumen sumber dari pihak lain 

yang berakibat terjadinya koreksi, ataupun karena sifat 

transaksinya menerbitkan bukti memorial untuk melakukan koreksi. 
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b. Atas persetujuan dari PPKD, maka Fungsi Akuntansi PPKD 

melakukan koreksi atas transaksi yang terjadi. Koreksi dapat 

dilakukan pada saat kesalahan ditemukan maupun pada akhir 

periode akuntansi sebelum penyusunan Laporan Keuangan. 

c. Fungsi Akuntansi PPKD pada akhir periode akuntansi melakukan 

penyesuaian atas transaksi yang terjadi berdasarkan bukti 

memorial yang diterbitkan agar Laporan Keuangan dapat disajikan 

dengan wajar (tidak lebih saji/ overstated maupun kurang 

saji/ understated). 

3. Dokumen Sumber 

a. Bukti Memorial 

b. Dokumen atau bukti koreksi 

c. Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penghapusan Piutang 

d. Dokumen lainnya 

4. Pencatatan Transaksi 

a. Koreksi kesalahan pencatatan 

Untuk melakukan koreksi atas terjadinya kesalahan pencatatan, 

berdasarkan dokumen atau bukti koreksi terkait, Fungsi Akuntansi 

PPKD membuat bukti memorial terkait koreksi kesalahan 

pencatatan. Selanjutnya bukti memorial tersebut diotorisasi oleh 

PPKD dan kemudian digunakan sebagai dasar untuk membuat 

koreksi atas jurnal yang safah catat tersebut. Misal, transaksi 

beban/belanja hibah dicatat pada beban/belanja subsidi. Untuk 

melakukan koreksi atas kesalahan tersebut, akan menjurnal 

"Beban Hibah" di debit dan "Beban Subsidi" di kredit. 
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9.1.05.XX Beban Hibah Xxx 

9.1.04.XX Beban Subsidi XXX 

Selain itu, pada saat bersamaan Fungsi Akuntansi PPKD juga perlu 

mencatat koreksi belanja dengan menjurnal "Belanja Hibah" di 

debit dan "Belanja Subsidi" di kredit. 

5.1.05.XX Belanja Hibah Xxx 

5.1.04.XX Belanja Subsidi XXX 

b. Beban Penyisihan Piutang 

Dalam metode penyisihan (Allowance method), setiap akhir tahun 

berdasarkan Laporan Neraca atau Laporan golongan umur piutang 

pemerintah daerah akhir periode, Fungsi Akuntansi PPKD akan 

membuat cadangan piutang tak tertagih. Fungsi Akuntansi PPKD 

akan mencatat jurnal "Beban Penyisihan Piutang" di debit dan 

"Penyisihan Piutang ... " di kredit. 

9.1.08.XX Beban Penyisihan Piutang XXX 

1.1.05.XX Penyisihan Piutang ... XXX 

p 

ada saat terbit Surat Keputusan Kepala Daerah tentang 

Penghapusan Piutang, maka Fungsi Akuntansi PPKD akan 

menghapus piutang yang sudah nyata-nyata tidak dapat tertagih 

itu dengan jurnal "Penyisihan Piutang ... " di debit dan "Piutang" di 

kredit. 

1.1.05.XX Penyisihan Piutang ... Xxx 

1.1.03.XX Piutang XXX 
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H. Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo 

1.Jurnal 

Sebagai entitas akuntansi, PPKD melakukan proses akuntansi yang 

dimulai dari pencatatan transaksi hingga penyusunan dan penyajian 

Laporan Keuangan. Transaksi-transaksi tersebut dicatat oleh Fungsi 

Akuntansi PPKD sesuai dengan dokumen transaksinya menggunakan 

Memo Jumal ke dalam buku jurnal. 

Dari Memo Jumal kemudian dibukukan dalam Buku Jurnal. 

2. Buku Besar 
Tahapan selanjutnya setelah pencatatan transaksi melalui jurnal adalah 

posting ke buku besar. Dalam tahap ini, Fungsi Akuntansi PPKD mem­

posting atau memindahkan setiap akun beserta jumlahnya dari buku 

jurnal ke buku besar masing-masing akun. 

3. Neraca Saldo 
Pada setiap akhir periode akuntansi atau sesaat sebelum penyusunan 

laporan keuangan, Fungsi Akuntansi PPKD menyusun Neraca Saldo 

atau Daftar Saldo Buku Besar. Neraca Saldo adalah suatu daftar yang 

berisi seluruh kode rekening beserta saldonya pada tanggal tertentu. 

I. Penyusunan Laporan Keuangan PPKD 

Laporan Keuangan yang dihasilkan pada tingkat PPKD dihasilkan melalui 

proses akuntansi lanjutan yang dilakukan oleh Fungsi Akuntansi PPKD. 

Jurnal dan posting yang telah dilakukan terhadap transaksi keuangan 

menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan. 

Dari 7 Laporan Keuangan wajib yang terdapat dalam PP 71/2010, 

terdapat 5 Laporan Keuangan yang dibuat oleh PPKD, yaitu: 
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a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 

b. Neraca; 

c. Laporan Operasional (LO); 

d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan 

e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 

1. Pihak-Pihak Terkait 

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur penyusunan laporan 

keuangan adalah: 

a. Fungsi Akuntansi PPKD 

Fungsi Akuntansi PPKD melakukan penyusunan atas Laporan 

Keuangan. 

b. Pengguna Anggaran 

Pengguna Anggaran akan melakukan otorisasi dan melaporkan 

Laporan Keuangan-nya sebagai entitas akuntansi untuk dapat 

dikonsolidasikan di entitas pelaporan. 

2. Prosedur penyusunan Laporan Keuangan 

a. Membuat Neraca Saldo 

Fungsi Akuntansi PPKD melakukan rekapitulasi saldo-saldo buku 

besar menjadi neraca saldo atau daftar saldo buku besar. 

b. Membuat Jurnal Koreksi dan Penyesuaian PPKD 

Fungsi Akuntansi PPKD membuat jurnal penyesuaian. Jurnal ini 

dibuat dengan tujuan melakukan penyesuaian atas saldo pada 

akun-akun tertentu dan pengakuan atas transaksi-transaksi yang 

bersifat akrual. Jurnal penyesuaian tersebut diletakkan dalam 

kolom "Penyesuaian" yang terdapat pada Kertas Kerja. 
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Jurnal koreksi dan penyesuaian yang diperlukan antara lain 

digunakan untuk: 

1) Koreksi kesalahan/Pemindahbukuan 

2) Pencatatan jurnal yang belum dilakukan 

3) Pencatatan piutang, persediaan dan atau aset lainnya pada 

akhir tahun 

Penjelasan atas jurnal koreksi tersebut dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

l)Koreksi kesalahan pencatatan 

Untuk melakukan koreksi atas terjadinya kesalahan pencatatan, 

Fungsi Akuntansi PPKD akan membuat bukti memorial yang 

akan diotorisasi oleh Pengguna Anggaran. Berdasarkan bukti 

memorial yang telah diotorisasi, Fungsi Akuntansi PPKD 

langsung membuat pembetulan atas jurnal yang salah catat 

tersebut. Misalnya, transaksi beban/belanja hibah dicatat pada 

beban/belanja subsidi. Untuk melakukan koreksi atas kesalahan 

tersebut, menjurnal "Beban Hibah" di debit dan "Beban 

Subsidi" di kredit. 

9.1.05.XX Beban Hibah Xxx 

9.1.04.XX Beban Subsidi XXX 

Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, juga mencatat 

koreksi belanja dan melakukan penyesuaian Perubahan SAL 

dengan menjurnal "Belanja Hibah" di debit dan "Belanja 

Subsidi" di kredit. 
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5.1.05.XX Belanja Hibah Xxx 

5.1.04.XX Belanja Subsidi XXX 

2)Penyesuaian Behan Penyisihan Piutang 

Pemerintah Daerah perlu membuat jurnal penyesuaian pada 

akhir periode untuk transaksi yang diperkirakan tidak dapat 

tertagih pada periode akuntansi . Sesuai dengan metode 

penyisihan piutang maka piutang yang tidak tertagih akan 

menjadi beban pada periode akuntansi . Fungsi Akuntansi 

PPKD akan mencatat penyesuaian tersebut dengan jurnal 

"Beban Penyisihan Piutang" di debit dan "Penyisihan Piutang" di 

kredit pada buku jurnal. 

9.1.08.XX Beban Penyisihan Piutang Xxx 

1.1.05.XX Penyisihan Piutang ... XXX 

c. Membuat Neraca Saldo Setelah Penyesuaian 

Berdasarkan jurnal penyesuaian yang telah dibuat Fungsi 

Akuntansi PPKD melakukan penyesuaian atas neraca saldo 

sebelumnya menjadi neraca saldo atau daftar saldo buku besar 

setelah penyesuaian. 

d. Membuat LRA, Membuat jurnal penutup LRA 

Berdasarkan Neraca Saldo atau daftar saldo buku besar setelah 

penyesuaian. Fungsi Akuntansi PPKD mengidentifikasi akun-akun 

yang termasuk dalam komponen Laporan Realisasi Anggaran 

(kode rekening yang berawalan 4, 5, dan 6) dan kemudian 

membuat "Laporan Realisasi Anggaran". 
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Bersamaan dengan pembuatan LRA, Fungsi Akuntansi PPKD juga 

membuat jumal penutup untuk menutup akun-akun LRA.Prinsip 

penutupan ini adalah membuat nilai akun-akun LRA menjadi O 

(nol). Berikut contoh jumal penutup LRA: 

4.01.01.XX Pendapatan-LRA Xxx 

5.01.01.XX Belanja XXX 

7.3.01.01 Surplus/Defisit LRA XXX 

7.01.01.XX Penerimaan Pembiayaan Xxx 

7.02.01.XX Pengeluaran Pembiayaan XXX 

7.3.02.01 Pembiayaan Netto XXX 

7.3.01.01 Surplus/Defisit LRA XXX 

7.3.02.01 Pembiayaan Netto Xxx 

7.3.03.01 SiLPA/SiKPA XXX 

7.3.03.01 SiLPA/SiKPA XXX 

7.3.04.01 Perubahan SAL XXX 

kemudian, setelah membuat jurnal penutupan, Fungsi Akuntansi 

PPKD menyusun Neraca Saldo setelah Penutupan LRA. 

e. Membuat LO dan jurnal penutup LO 

Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LRA, Fungsi 

Akuntansi PPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam 

komponen Laporan Operasional (kode rekening yang berawalan 8 

dan 9) untuk kemudian membuat Laporan Operasional. 
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Bersamaan dengan pembuatan LO, Fungsi Akuntansi PPKD juga 

membuat jurnal penutup untuk menutup akun-akun LO. Prinsip 

penutupan ini adalah membuat nilai akun-akun LO menjadi O. 

Kemudian, setelah membuat jurnal penutupan, Fungsi Akuntansi 

PPKD menyusun Neraca Saldo setelah Penutupan LO. Berikut 

contoh jurnal penutup akun LO. 

8.01.01.XX Pendapatan-LO XXX 

9.01.01.XX Beban XXX 

3.1.01.02 Surplus/Defisit LO XXX 

f. Membuat Laporan Perubahan Ekuitas dan jurnal 

penutup akhir 

Selanjutnya, Fungsi Akuntansi PPKD membuat Laporan Perubahan 

Ekuitas (LPE) menggunakan data Ekuitas Awai dan data 

perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh 

dari Laporan Operasional (LO) yang telah dibuat sebelumnya. 

Laporan Perubahan Ekuitas ini akan menggambarkan pergerakan 

ekuitas SKPD. 

Fungsi Akuntansi PPKD membuat jumal penutup akhir untuk 

menutup akun Surplus (Defisit) - LO ke akun Ekuitas. Berikut 

contoh jurnal penutup akhir : 

3. 1.01.02 Surplus/Defisit LO XXX 

3.1.01.01 Ekuitas XXX 
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g. Membuat Neraca dan Neraca Saldo Akhir 

Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LO, Fungsi 

Akuntansi PPKD membuat Neraca. Bersamaan dengan pembuatan 

Neraca, Fungsi Akuntansi PPKD menyusun Neraca Saldo Akhir. 

Neraca Saldo Akhir ini akan menjadi Neraca Awai untuk periode 

akuntansi yang selanjutnya. Format Neraca PPKD adalah sebagai 

berikut: 

h. Membuat Catatan atas Laporan Keuangan 

catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau 

rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, 

Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan 

Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Hal-hal yang 

diungkapkan di dalam catatan atas Laporan Keuangan antara 

lain: 

1) Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas 

Akuntansi; 

2) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi 

makro; 

3) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan 

berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam 

pencapaian target; 

4) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan 

kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan 

atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya; 

Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang dlsajikan 

pada lembar muka laporan keuangan; 
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5) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi 

Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka 

laporan keuangan; dan 

6) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang 

wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan 

keuangan. 
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PPKD 
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 

Bab I Pendahuluan 
1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan 

keuangan PPKD 
1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan 

PPKD 
1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan 

keuangan PPKD 
Bab II Ikhtisar oencaoaian kinerja keuanaan PPKD 

2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja 
keuangan PPKD 

2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam 
oencapaian target yana telah ditetapkan 

Babm Penielasan oos-oos laooran keuanoan PPKD 
3.1 Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos 

oelaporan keuangan Pemda 
3.1.1 Pendaoatan 
3.1.2 Beban 
3.1.3 Belanja 
3.1.4 Aset 
3.1.5 Kewaiiban 
3.1.5 Ekuitas 

3.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban 
yang timbul sehubungan dengan penerapan 
basis akrual atas pendapatan dan belanja dan 
rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, 
untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang 
menaaunakan basis akrual oada Pemda. 

Bab J.V Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan 
Pemda 

BabV Penutup 

i. Membuat Pemyataan Tanggung Jawab 

Sebagai entitas akuntansi, PPKD juga wajib menyelenggarakan 

sistem akuntansi untuk menyusun laporan keuangan SKPDsebagai 

alat akuntabilitas penggunaan anggaran dan penggunaan barang 

milik daerah.Laporan Keuangan SKPD merupakan tanggung jawab 
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pengguna anggaran sehingga pada saat menyampaikan kaporan 

keuangan PPKD untuk dikonsolidasi harus dilengkapi dengan 

Surat Pernyataan Tanggung Jawab.Surat Pernyataan Tanggung 

Jawab berisi pernyataan bahwa Laporan Keuangan telah disusun 

berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan 

isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan 

posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi 

Pemerintahan. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab adalah 

sebagai berikut: 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB 

PPKD 
Pernyataan Tanggung Jawab 

Laporan Keuangan Badan ............ Tahun Anggaran .............. sebagaimana 
terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami. 

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian 
internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan 
anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar 
Akuntansi Pemerintahan. 

XXX, ........................ . 
PPKD 

( ................................................... ) 
NIP. 
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J. Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Pemerintah 

Daerah 

1. Ketentuan Umum 

Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang 

merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas 

pelaporan, atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas 

tunggal. 

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun dengan melakukan 

proses konsolidasi dari seluruh laporan keuangan entitas akuntansi 

yang terdapat pada pemerintah daerah. Neraca saldo dari semua 

entitas akuntansi SKPD dan entitas akuntansi PPKD menjadi dasar 

dalam penyusunan laporan keuangan. 

Terdapat 7 Laporan Keuangan yang dibuat oleh PPKD, yaitu: 

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL); 

c. Neraca; 

d. Laporan Operasional (LO}; 

e. Laporan Arus Kas (LAK); 

f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan 

g. catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 

2. Pihak-Pihak Terkait 

Pihak-pihak yang melaksanakan penyusunan laporan keuangan 

pemerintah daerah adalah sebagai berikut : 
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a. Fungsi Akuntansi PPKD 

b. PPKD 

3. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan 

a. Penggabungan seluruh unsur tiap komponen laporan 

keuangan 

Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan 

menjumlahkan akun yang dlselenggarakan oleh seluruh entitas 

akuntansi yaitu yang diselenggarakan oleh seluruh SKPD dan 

PPKD, Laporan keuangan yang disusun entitas akuntansi harus 

sudah menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi 

yang secara organisatoris berada di bawahnya.Laporak keuangan 

entitas akuntansi yang digabungkan adalah: 

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 

b. Neraca; 

c. Laporan Operasional (LO); 

d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). 

Sehingga menghasilkan laporan pemerintah daerah atas laporan 

tersebut diatas hasil penggabungan. 

b. Melakukan Eliminasi 

Setelah unsur-unsur neraca entitas akuntansi digabungkan dan 

dijumlahkan maka masih terdapat akun aset yang dikonsolidasikan 

(R/K SKPD) dan kewajiban yang dikonsolidasikan (R/K PPKD), 

Kedua akun tersebut mempunyai nilai saldo yang sama. Akun 

tersebut merupakan gabungan rekening timbal balik (resiprocal 

account) atas transaksi antar entitas akuntansi SKPD dan entitas 

akuntansi PPKD sehingga secara entitas pelaporan saldo akun 

tersebut bukan merupakan hasil transaksi keuangan daengan pihak 
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eksternal. Akun akun tersebut harus dieliminasi agar neraca daerah 

tidak menyajikan hasil dari transaksi antar entitas 

akuntansi .sehingga. 

c. Menyusun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 

Setelah menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah 

Daerah yang merupakan gabungan dari seluruh entitas akuntansi 

pemerintah daerah maka tahapan berikutnya adalah penyusunan 

Laporan Perubahan SAL. Fomat Laporan Perubahan Saldo 

Anggaran Lebih 

d. Menyusun Laporan Arus Kas 

Laporan Arus Kas disusun oleh Bendahara Umum Daerah. Inti 

unsur dari Laporan Arus Kas ialah penerimaan kas dan pengeluaran 

kas. Informasi tersebut dapat diperoleh dari Buku Besar Kas dan 

juga jurnal yang telah dibuat sebelumnya. Semua transaksi terkait 

Arus Kas tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam aktivitas 

operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, aktivitas 

transitoris. Berikut merupakan contoh format Laporan Arus Kas. 

e. Menyusun Catatan atas Laporan Keuangan 

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau 

rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, 

Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan 

Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Hal-hal yang diungkapkan 

di dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain: 
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Bab I Pendahuluan 

1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan 

1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan 

1.3 Sistematlka penulisan catatan atas laporan keuangan 

Bab II Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan 

2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan 

SKPD 

2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian 

target yang telah ditetapkan 

Bab III Penjelasan pos-pos laporan keuangan 

3.1 Rincian dari penjelasan maslng-masing pos-pos 

pelaporan keuangan Pemda 

3.1.1 Pendapatan 

3.1.2 Beban 

3.1.3 Belanja 

3.1.4 Aset 

3.1.5 Kewajiban 

3.1.5 Ekuitas Dana 

3.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang 

timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas 

pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan 

penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas 

pelaporan yang rnenggunakan basis akrual pada Pemda. 

Bab IV Penjelasan atas informasi-informasl nonkeuangan Pemda 

BabV Penutup 
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f. Membuat Pernyataan Tanggung Jawab 

Sebagai entitas pelaporan, pemerintah daerah wajib 

menyelenggarakan sistem akuntansi untuk menyusun laporan 

keuangan pemerintah daerah sebagai alat akuntabilitas 

penggunaan anggaran dan penggunaan barang milik daerah. 

Laporan Keuangan pemerintah daerah pemerintah daerah 

merupakan tanggung jawab pengguna anggaran sehingga pada 

saat menyajikan laporan pemerintah daerah harus dilengkapi 

dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab. Surat Pernyataan 

Tanggung Jawab berisi pernyataan bahwa Laporan Keuangan telah 

disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, 

dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan 

posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi 

Pemerintahan. 
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SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB 

xxxxxxxxxxxx 

Pernyataan Tanggung Jawab 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah XXXXX Tahun Anggaran 

sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami. 

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian 

intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan 

anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar 

Akuntansi Pemerintahan. 

I WAKIL BUf>ATI 

! SEKO~. 

S·s-.... N ,-, i i ;,: 

KABAG 

KASUBBAG 
PELAK SANA 

xxxxx, ....................... . 
Kepala Daerah 

( ................... ............... ) 

BUPATI GUNUNG MAS, 
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SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB 

xxxxxxxxxxxx 

Pernyataan Tanggung Jawab 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah XXXXX Tahun Anggaran ....... . 

sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami. 

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian 

intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan 

anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar 

Akuntansi Pemerintahan. 

xxxxx, ....................... . 
Kepala Daerah 

( ................................... ) 

BUPATI GUNUNG MAS, 

Halaman 61 dari 61 



KOOE REKENING 

l 

1. l 

1. 1. l 

l. 1. l . 01 

l . l • l , 01 , 01 
l. 1, 1, 01. 02 

1 . 1 , 1 , 02 

1 , 1 , 1 , 02 . 01 

1. 1. 1.03 

1 . 1 . 1 • 03 . 01 
1 . 1 . 1 . 03 . 02 

1. l. 1.04 

1.1.1.04.01 

1. l. 1. OS 

1 . 1 . 1 • 05 . 01 

1.1.1.06 

1 • 1 , 1 . 06 . 01 

1. 1. 1.06.02 

1. l. 2 

1.1.2.01 

1.1. 2 .01.01 

1 . 1 • 2 . 01 . 02 

1.1.2.02 

1. 1. 2. 02. 01 

1.1.2,03 

1 . 1 . 2 . 03 . 01 

1.1.2.04 

1 . 1 . 2 . 04 . 01 

1.1.2.0s 

1 . 1 • 2 . OS . 01 

1.1.2,06 

1 , l , 2 . 06 , 01 

1,1.2.07 

1 . I . 2 . 07. 01 

V I. 1, 3 

1 . 1 . 3 . 01 

1 . 1 . 3 . 01 , 01 
1 . 1 , 3 , 01 . 02 

1 . 1 . 3 . 01 . 03 
1 . l . J • 01 . 04 

1 . 1 . 3 • 01 . 05 

1 . 1 , 3 . 01 • 06 
1 . 1 . 3 , 01 . 07 

1.1.3,01.08 
1.1,3.01,09 

1. 1.3.01, 10 

1 . 1 . 3 . 01 . 11 

LAMPIRAN Ill 
PERATURAN BUPATl OUNUNO MAS 

NOMOR n TAHUN 2015 
TENTANO PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATl GUNUNO MAS NOMOR 35 TAHUN 
2014 TENTANO SISTEM AKUNTANSI 
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNO MAS 

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA 

BAGAN AKUN STANDAR 

URAIAN 

ASET 

ASETLANCAR 

Kaa 

Kas di Kas Daerah 

Kas di Kas Oaerah ....... 
Ost ........... 

Kas di Bendaha111 Penerimaan 

Kas di Bendahara Penerimaan 

Kas di Bendahara Pengelua111n 

Kas di Bendahara Pengeluaran • Bank 
Kos di Bendahara Pengeluaran • Tunai 

Kas di BLUD -· Kas_.dt BLUO .. 
Kas Lainnya 

Kas Lainnya 

Setara Kas 

SetaraKas 
Ost. .......... 

Inveata,I Jangka Pendek 

lnvestasl dalam Saham 

rnvestasi dalam Saham 
Ost ........... 

Investasi dalam Oeposito 

Oeposito Jangka Pendek 

lnvestasl Oalam SUN 

lnvestasl Oalam SUN 

[nvestasl Dalam SBI 

lnvestasl Oalam SBI 

Investasl Oalam SPN 

lnvestasl Oalam SPN 

lnvestasl Janglca Pendek BLUD 

Investasl Jangka Pendek BLUD 

Investasl Janglca Pendek Lainnya 

Investasi Jangka Pendek Lalnnya 

Plutang Pendapatan 

Piutang Pajak Daerah 

Piutang Pajak Kendaraan Bermotor 

Plutang Bea Ballk Nama Kendaraan Bermotor 
Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 
Piutang Pajak Air Permukaan 
Piutang Pajak Rokok 
Piutang Pajak Hotel 

Piutang Pajak Ratoran 
Piutzlng Pajak Hiburan 
Plutang Pajak Reklame 

Plutang Pajak Penerangan Jalan 
Piutang Pajak Parkir 

SALOO 
NORMAL 

D 

D 

D 

' 



SAi.DO 
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1. 1. 3 , 01. 12 Plutang Pajak Air Tanah 

1. 1 . 3 . 01. 13 Plutang Pajak Sarang Burung Walet 

1. 1 . 3 . 01. 14 Piutang Pajak Minni Bukan Logam clan Batuan 

1. 1 . 3 . 01. 15 Plutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkcltaan 

1. 1. 3 . 01 , 16 Plutang Bea Peroleh11n Hak Atos Tanah dan Bangunan 

1.1.3.02 Piutang Retrlbusl 

1 . 1 . 3 . 02 . 01 Piutang Retribusl Pelayanan Kesehatan 

1.1.3.02.02 Piutang Rebibusi Pelayanan Petsampahan/ Keberslhan 

1.1.3.02.03 Piutang Relribusl Penggantian Blaya Cetak Kartu Tanda Penduduk 
dan Aleta catatan Slpll 

1.1.3,02,04 Plutang Retlibusl Pelayanan Pemakaman dan Pengab1111n Mayat 

1.1.3,02.05 Plutang Retribusl Pelayanan Partdr di Tesil Jalan Umum 
1.1.3 .02,06 Plutang Retribusl Pelayanan Pasar 

1,1.3.02.07 Plutang Reb1husl Pengujlan Kendaraan Bennator 

1.1.3.02.08 Plutang Retrlbusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 

1.1.3 .02.09 Plutang Retribusl Penggantilln Biaya Cetak Peta 

1. 1 . 3 . 02 . 10 Piutang Rebibusl Penyedlaan dan/atau Penyec!Qtan Kalws 

1.1.3 .02.11 Plutang Retrihusl Pen;olahan Umbah Calr 
1.1.3,02,12 Plutang Retribusl Pelayanan Ten/Tern Ulang 

1.1.3,02.13 Plutang Rebibusl Pelayanan Pendldlkan 

1. 1. 3 . 02 . 14 Plutang Retrihusl Pengendalllln Menant Telelmmunilcasl 

1.1.3.02.15 Piutang Relribusi Pemalcalan Kelrayaan Daerah 

1.1.3.02.16 Piutang Retrihusl Pasar Grosil" dan/ atau Perlllkoan 

l. 1. 3 . 02 • 17 Plutang Relribusl Tempat Pelelangan 

1.1.3 .02 .18 Plutang R.e1ribusi Termnal 

1. 1.3 .02 .19 Plutang Retribusl Tempat Khusus Parlclr 
1.1.3.02,20 Plutang Retrihusl Tempat Pen;lnapan/ Paanggrahan/ Villa 

1. l. 3 . 02 . 21 Plutang Retrihusl Rwmh Potong Hewan 
1.1.3.02.22 Piutang Retribusl Pelayanan Kepelabuhan 

1.1.3 .02.23 Piutang Retr1bus1 Ternpat Rekreas1 clan Olah raga 
1.1.3 .02.24 Piutang Retrihusl Penyebrangan Air 

1.1.3.02.25 Piutang Relribusl Penjualan Produksl Usaha Daerah 

1.1.3.02.26 Plutang Relribusl lzfn Mendlrilcan Bangunan 

1.1.3.02.27 Plutang R.elribusl lzfn Tempot Penjualan Mlnuman Berlllkohol 

1.1.3.02.28 Plutang Rm1bus1 lzfn Gllngguan 

1.1.3.02.29 Plutang R.elribusi 1zfn Trayek 

1.1.3.02.30 Piutang Retrihusl lz!n Perikanan 

1. 1. 3 . 02 . 31 Piutang Retrlbusi Pengendalilln lalu Untas 

1. 1.3.02.32 Piutang Relrlbusl Perpanjangan lzfn Mempelce,jakan Tenaga Ke,ja 
Aslng(IMTA) 

1. 1.3.03 Plutang Hasll Pengelalilan Kebyaan Dllerah yang Dtplsahkim 

1. 1. 3 • 03 • 01 Piutang llaglan Laba atas Penyettaan Modal pada Perusahaan Milllc 
Oaerah/BUMO 

1. t.3.03.02 Piutang llaglan Laba atas Penyettaan Modal pada Perusahaan Mililc 
Pemerintah/BUMN 

1.1.3.03.03 Plutang Baglan Laba alas l'81yataan Modal pada Perusahaan Ml"lik 
Swaslll 

1.1.3,03.04 Ost. .......... 

1.1.3.04 Plutang LaJn.laln PAD yang Sah 

1. 1 . 3 . 04 . 01 Piutang .1asa Gro 
1.1.3.04.02 Plutang Sunga deposito 

V 
1.1.3.04.03 Plutang Tuntutan Ganti Keruglan Dllerah 
1.1.3.04.04 Pildang Komlsi, Potongan clan Selislh Nilal Tulcar Rupiah 

1,1.3.04.05 Plutang Dcnda atas Kmrlambatan Pelabanaan Pekerjaan 
1. 1.3 .04.06 Piutang Dendil Pajak 

1. 1.3 .04 .07 Plutang 0enda Retrlbusl 

1.1.3 .04.08 Plutang Hasil Eksekusi atas Jamlnan 

1.1.3.04.09 Piutang dali Pengemballan 

1.1.3.04.10 Piutang dari Penye!enggmaan Pendidikan clan Pelatihan 

1.1.3,04.11 Piutang dall Angsuran/Cicllan Penjualan 

1. 1.3.04.12 Piutanglakat 

1. 1.3.04.13 Plutang Hasfl darl Pemanfaatan Kekayaan Daerah 

1.1.3 .04 .14 Piutang BWO 

1.1.3 .04.15 Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang lldak Olplsahlcan 
1.1.3.04.16 Piutang Hasil darl Pengelolaan Dana Bergullr 

1. 1.3 .04.17 Ost .......... 

1.1.3.05 Plutang Tntllftl' Pemerintah Pusat-Dana Perlmbangan 

1. 1. 3 . 05 • 01 Piutlno Bagi Hasil Pajak 
1.1.3.05,02 Plutang Bagi Hasll Bulcan Pajak/Sumbcr Dilyii Alam 

1.1.3.05.03 Plutang Dana Alokasl Unwm l 



SALDO 
KODI! Rl!Kl!NING URAIAN NORMAL 

l. l , 3 . 05 . 04 Plutang Dana Alokasl Khusus 
1. l . 3 . 05 . 05 Ost .......... 

1.1.3.06 Piutang Transfer Pemerlntah lalnnya 

l • l. 3 , 06 . 01 Plutang Transfer Dana BOS Kurang 5alur 
l.l.3,06.02 Ost .......... 

1.1.3.07 Piutang Transfer Pernettntah Daerah l.alnnya 

1 . 1. 3 • 07 . 01 Plutang Transfer Bagi Hasll Pajak Daerah 
1.1.3.07.02 Plutang Transfer Lalnnya ... 
l. 1. 3 , 07 • 03 Ost .......... 

1.1.3.08 Piutang Pendapatan Lalnnya 

1. 1.3 .08.01 Plutang Pmdapatan lalnnya .... 
l.l.3.08.02 Ost .... 

1.1.4 Plvtllng Llllnny■ D 

1. 1. 4. 01 Bagtan Lancar Tagihan Jangka Pan.Jang 

1. 1 . 4. 01 . 01 Bagtan Lancar Tagihan langka Panjang 
1. 1. 4 . 01 . 02 Ost .......... 

1. 1.4.02 Baglan lancar Taglhan Plnjamnn l4nglal Pan.Jang lcepada EnlllD5 
Lalnnya 

1. 1.4.02.01 Baglan Lancar Tagihan Plnjaman kepada Sadan usaha Mllik 
Negara 

1. 1.4.02.02 Bagtan lancar Tagihan Pin,lomiln kepada Sadan Usaha Mllik 
Daerah 

1. 1.4.02 .03 Bagtan Lancar Tagihan Pinjaman kepada Pemerintah 
1.1.4.02.04 Baglan Lancar Tl!Qlhan Pln,lomiln kepada Pemennlah Daerah 

l..oinnya 

1.1.4.02.05 Ost .......... 

1. 1.4.03 Ba!llan Lancar l'Bglhan Penjlllllan Anosuran 

1. 1.4.03 .01 Baglan Lancar Tagfhan Penjuatan Angswun Penjualan Rumah 
Dfnas Daerah Golongan Ill 

v 1.1.4,03.02 Bagian Lancar Taglhan Penjualan Angsuran Penjuatan Kendaraan 
Perora11911n Olnas 

1.1.4.03.03 Ost .... 

1. 1.4.04 Baglan la11C11r Tuntutan Gant! Keruotan Daerah 

1 . 1. 4 • 04 . 01 Baglan lancar Tuntutan Gantl Keruolan Daerah Terhadap 
Bendahara 

1.1.4.04.02 Bagtan lancer Tuntutan Gantl Keruolan Daerah Temadap Pegawal 
Ne;erl Bukan Bendahara 

1. 1.4.05 Uang Muka 

l . 1 . 4 , 05 • 01 Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa 

1.1.4.05.02 Ost .......... 

1.1.4.06 Panjar Keglatan 

1 . l . 4. 06. 01 Panjar Kegfatan 
1.1.4.06.02 Ost .......... 

1. 1. 5 Penylslh■n Plutllng K 

l. 1. S. 01 Penylslhan P!utang Pendapatan 

l. 1 , 5 . 01 . 01 Penylslhan Plutang PBjak Dacnlh 
1. 1 . 5 , 01 . 02 Penylslhan Plutang Rdrtbusl 
1 . 1 . 5 . 01 . 03 Penylslhan Plutang Hasll Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 

D!plsahkan 

u 1, 1,5 .01.04 Penylslhan Plutang lain-lain PAO yang Sah 
1. 1. 5. 01. 05 Penyislhan Plutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan 

l. 1.5 ,01.06 Penytsthan Plutang Transfer Pemerlntah Daerah Lalnnya 
l. 1. 5. 01. 07 Penylslhan Plutang Pendapatan Lalnnya 
1. 1 . S . 01 . 08 Ost ........... 

1.1.5.02 Penylslhan Plutang lainnya 

1. 1 . 5 . 02 . 01 Penytslhan Baglan lancar Taglhan Jangka Panjang 
1.1.5.02,02 Penylslhan Bagian lancar Tagihan Plnjaman Janglca Panjang 

kepada Entitas Lalnnya 
l.1.5.02.03 Penylslhan Baglan lancar Tl!Qlhan Penjualan Angsuran 
1.1.5.02.04 Penylsihan Boglan lancar Tuntutan Gantl Keruglan 

l.l.5.02.05 Penylslhan Uang Muka 

1.1.5.02.06 Ost .......... 

1.1.6 Beb■n Dlbayu Dlmulm D 

1.1.6 .01 Beban Pegawal Dibayar D!muka 

1. 1. 6 . 01 . 01 Beban Gall clan TunJanoan Dibayar D!muka ( 



SALDO 
KODE REl<ENING URAIAN NORMAL 

1 . 1 . 6 • 01 • 02 Seban Tambahan Pengh8sclan PNS Olbayar Oimulta 
1 , 1 . 6 . 01 . 03 Ost ........... 

1.1.6.02 Beban Barang Oibayar Oinwlca 

1. 1.6.02 .01 Beban Barang Olbayar D!nwka 

1.1.6.02.02 Ost. .......... 

1.1.6.03 Beban .1asa Oibayar Oimuka 

1 • 1. 6 . 03 . 01 Beban Jasa D!bayar Oinwlca 

1.1.6.03.02 Ost. .......... 

1.1.6.04 Beban l'emdiharaan Oibayar Oimuka 

1 . 1. 6 . 04 . 01 Beban Pernelihanlan Oibayar Dinwlca 

1. 1.6.04.02 Ost. .......... 

1.1.6.05 Beban LaJnnya 

1 . 1. 6 • 05 . 01 Beban Lainnya 

1.1.6.05.02 Ost. .......... 

1. 1.7 Penedlaan D 

1, 1. 7. 01 Persedlaan Bahan Palcai Habis 

1. 1. 7 • 01. 01 Penedlaan Alat Tulis Kantor 

1. 1. 7 .01 .02 P«sedlaan Dclwmen/Admlnlstrasl Tender 

1. 1. 7 . 01 . 03 Per5edlaan Alat Llstrik dan eleklronlk ( lampu pljar, battery kcrlng) 

1. 1. 7. 01. 04 PeBedlaan Perangko, materal dan benda pas la!nnya 

1. 1. 7 • 01 . 05 Persedlaan Peralatan keberslhan dan bahan pemberslh 

1. 1 . 7 . 01 . 06 Persedlaan Bahan Balcar Minyak/Gas 

1 . 1. 7 • 01 . 07 Persedlaan Isl tabung pemadam kebalraran 
1 . 1 . 7 • 01 . 08 Pcrsedlaan Isl tabung gas 

1. 1. 7 .01.09 Ost. .......... 

1. 1. 7 .02 Persedlaan Bahan/Malerial 

1. 1. 7 .02. 01 Persedlaan Bahan balw bangunan 

1.1.7.02.02 Persedlaan Bahan/bibit tanaman 
1.1.7.02.03 Persediaan Bibit temak 
1.1.7.02.04 Penedlaan Bahan obat-obatan 
1.1. 7 .02 .OS Penedlaan Bahan klmla 

1.1.7.02.06 Persedlaan 8ahan Makanan Pokok 

1.1.7.02.07 Ost. .......... 

1.1.7.03 Persediaan Barang Lainnya 

1 , 1 . 7 • 03 . 01 Pfflediaan Barang Yang Akan Oibenlcan Kepada Pihak KetfOa 
1.1.7.03.02 Ost ..... 

1.1.8 Asct Untuk OlllonsoDdaslbn D 

1.1. 8. 01 R/KSKPO 

1 . 1 • 8 • 01. 01 R/KSKPO 

1. 2 INVESTASI JANGKA PANJANG 

1. 2 .1 lnveslllsl Jangllll Panjana Non Pennancn D 

1, 2, 1, 01 Plnjaman Jangka Panjang kepada Entitas lalnnya 

1 . 2 , 1 , 01 , 01 Pinjaman kepada Sadan Usaha MUik Negara 
1. 2 . 1. 01. 02 Pinjaman kepada Badan Usaha Mmk Daerah 
1 , 2 . 1 . 01. 03 Pinjaman kepada Badan Usaha Mtlik swasta 
1 . 2 . 1 . 01 . 04 Pinjaman kepada Pemerintah Pusat 

1 . 2 . 1. 01. 05 Pinjaman kepada Pemenntah Daerah 

1 . 2 • 1. 01. 06 Ost. .......... 

1.2.1.02 lnvestasi dalam Ob!!gasl 

1. 2 • 1 . 02 . 01 lnvestasl dalam Ob!igasl ..... 

1.2.1.02.02 Ost. .......... 

1.2.1.03 lnvestasi dalam Proyek Pembangunan 

1.2.1.03 .01 lnvestasl dalam ProyekPembangunan 
1.2.1.03.02 Ost. .......... 

1.2.1.04 DanaBeivulir 
1 . 2 . 1. 04 . 01 Dana Bergullr 

1.2.1.04.02 Ost. .......... 

1.2.1.05 Deposlto Janglca Pan.Jang 

1. 2. 1.05 .01 lleposito Janglra Pan.Jang 

1.2.1.05.02 Ost .......... 

1.2.1.06 lnvestasl Non Permanen Lainnya 

1 , 2 . 1. 06 . 01 lnvestasl Non Pennanen Lalnnya I 
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1.2.1.06.02 Dst ........... 

1. 2. 2 ln'IC!llblsll Jangka PanJang Permanen D 

1. 2. 2. 01 Penyertaan Modal Pemerintah Da«ah 

1. 2. 2. 01. 01 Penyertaan Modal ICepada BUMN 

1. Z • Z • 01 . 02 Penyertaan Modal Kepada BIJMD 
1. 2 . 2 . 01 , 03 Penyeitaan Modal Kepada Badan Usaha Mllik Swasta 

1. 2 .2 ,01 .04 0$l. .......... 

1.2.2.02 Investasi Pemianen Lainnya 

1.2.2 .02 .01 lnvestasi Pmnanen Lainnya 

1.2.2.02.02 0$l. .......... 

1.3 ASl!TTETAP 

1. 3. 1 Tanah D 

1.3, 1.01 Tanah Perlcampungan 

1.3. 1.01.01 TanahKampung 

1.3. 1.01.02 TanahEmplasmen 
1.3. 1.01. 03 Tanah Kulxmin 

1.3.1.02 Tanah Pertanlan 

1 , 3 . 1. oz . 01 Tanah Sawah Satu T11hun Ditanami 
1.3,1.02.02 Tanah Tegalan 
1.3,1.02.03 Tanah Ladang 

1.3.1.03 Tanah Perkebunan 

1. 3. 1.03, 01 Tanah Perkebunan 

1.3.1.04 Kebun campuran 

1 , 3 , 1 , 04 . 01 Bldang Tanah Kebun Yang lldak Ada Janngan Pengalran 
1.3, 1.04.0Z Kebun Tumbuh I.Jar Bercampur Jenls Lain 

1.3,1.05 Hutan 

1 . 3 . 1 . OS • 01 Hutanlebat 
1.3, 1.05.02 Hutan Belulrar 
1.3, 1.05.03 Hulan Tanaman Jenls 

1.3.1.05.04 HIiian Alam Sejenls/Hutan Rawa 
1.3.1.05.05 HIiian Unlllk ~ Khusus 

1.3.1.06 Kolalnlkan 

l . 3 . 1 . 06. 01 Kolam lbn Tambak 
1.3 .1.06,02 Kolam Ilaln ~ Tawar 

1. 3. 1. 07 0anau/RaWa 
l . 3 . 1 . 07 . 01 Tanah Rawa 
1.3.1.07.02 Tanah Danau 

1.3.1.08 Tanah Tandus/Rusak 

l • 3 • 1. 08 , 01 Tanah Tandus 
1.3.1.08.02 Tanah Rusak 

1.3. 1.09 Alang-alang clan Padang Rumput 

1 , 3 , 1 , 09 . 01 Tanah Alang-alang 
1.3,1.09.02 Tanah Padang Rumput 

1.3,1.10 Tanah Pengguna Lain 

1. 3 . 1. 10 • 01 Tanah Penggallan 

1.3.1.11 Tanah Untuk Bangunan Gedung 

1. 3 .1. 11 .01 Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat 1lngg11l 
1.3.1,11.02 Tanah Untuk Bangunan Gedung l'erdagangan/Perusahaan 
1.3.1.11.03 Tanah Untuk Bangunan Induslri 
1.3.1.11.04 Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/lasa 
1.3.1.11.05 TanahKOSOl!ll 
1.3, 1.11.06 TanahPeb:malcan 
1. 3 . 1 , 11 • 07 Tanah Bangunan Pengairan 
1. 3. 1. 11. 08 Tanah Bangunan lalan clan Jembatan 

1.3.1.11.09 Tanah Lemblran/Bantaran/l,epe-lepe/Sd dst 

1.3.1.12 Tanah Pertambangan 

1. 3 . 1 . 12 , 01 Tanah Pertambangan 

1.3.1.13 Tanah Untuk Bangunan Blllcan Gedwlg 

1 • 3 • 1 . 13 . 01 Tanah Lapangan Olah Raga 
1.3 .1.13 .02 Tanah Lapangan Parlclr 

1.3.1.13.03 Tanah Lapangan Penlmbun Barang 
1.3.1.13.04 Tanah Lapangan Pemancar dan Sbldlo Alam l 
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1.3. l.13 .OS Tanah l.apangan f'enoujlan/Pengolahan 
1.3.1.13 .06 Tanah Lapangan Terbang 
1.3.1.13.07 Tanah Untuk Bangunan Jalan 
1.3.1.13.08 Tanah Untuk Bangunan t,Jr 
1.3.1.13.09 Tanah Untuk Bangunan lnstalasl 
1.3.1.13.10 Tanah Untuk Bangunan Jartngan 
1.3.1.13.11 Tanah Untuk Bangunan Benejarah 

1.3.1.13.12 Tanah Untuk Bangunan Gedung Olah Raga 

1.3.1.13.13 Tanah Untuk Bangunan Tempat lbadah 

1.3. 2 Peralatan clan Main D 

l. 3. 2. 01 Alat-Alllt Besar Oarat 

1.3. 2.01.01 Trader 
1 . 3 . 2 . 01. 02 Grader 
1.3.2.01.03 Excavator 
1.3 .2.01.04 Pile Driver 

1. 3 . 2 • 01. 05 Hauler 

1.3. 2.01.06 Asphal Equipment 
1.3 .2.01.07 Compadfno EquJpment 

1. 3 . 2 . 01 • 08 Aaoreoate $ Concrelll Equipment 

1. 3 . 2 • 01. 09 loader 
1 . 3 . 2. 01. 10 Alat Pengangkat 

1.3. 2.01. 11 Mesln Proses 

1.3.2.02 Alat-Alat 8esar Apung 

1 . 3 . 2 . 02 • 01 Dredger 
1.3.2.02.02 Floatlng Excavator 
1.3.2.02.03 Amphlbl Oredoer 
1.3.2.02.04 KllpalTarik 
l. 3 . 2 . 02 • 05 Mesln Proses Agung 

1.3 .2.03 Alllt-alat Bantu 

u 1.3 .2.03.01 AlatPenartk 
1.3.2.03.02 Feeder 
1.3.2.03.03 C:Cm11rasor 
1.3.2.03.04 Electric Generatlng Set 
l. 3 • 2 . 03 . 05 Pompa 
1.3.2.03.06 Mesln Bor 

1.3 .2 .03.07 Unit Peme!iharaan l.apangan 
1.3.2.03.08 Alat Pengolahan t,Jr Kotor 
1.3.2,03.09 Pembangklt Uap Alr Panas/SIStem Generator 

1.3.2.04 Alat Anglculan 0arat llermotor 

l • 3 . 2 . 04 • 01 Kendaroan Dlnas Bermotor Perorangan 
1.3.2.04.02 Kendaraan Bcnnotor Penumpang 

1.3.2.04.03 Kendaroan Bcnnotor Angkutan Barang 
1.3.2.04.04 Kendaraan Bennotor Khusus 
1.3. 2. 04. 05 Kendaraan Bermotor Beroda Dua 

1.3.2.04.06 Kendataan Bermotor Beruda Tiga 

1.3.2.05 Alat Anglwtan 0arat Tak llermotor 

l. 3 . 2 • 05 • 01 Kendaralln 8ermotor Angkutan 8arang 

1.3.2.05.02 Kendaraan Tak Bcnnotor 8erpenumpang 

1.3.2.05.03 Kendaraan Tak llermotor Khusus 

1.3.2.06 Alat Angkut Apling 8ermotor 

1. 3 . 2 . 06 • 01 Alat Angkut Apling llermotor Bar.mg 

1.3.2.06.02 Alat Angkut Apung 8ermotor Penumpang 

1.3.2.06.03 Alat Angkut Apung 8ermotor Khusus 

1. 3. 2. 07 Alat Angkut Apung Tak 8ermotor 

1. 3. 2. 07. 01 Alat Angkut Apung Tak Bcnnotor Untuk Barang 
1.3. 2.07 .02 Alat Angkut Apung Tak Bennotor Penumpang 
l. 3 . 2 . 07 • 03 Alat Angkut Apung Tak Bennotor Khusus 

1.3.2 .08 Alat Angkut BermGtor Udara 

1.3 .2 .08 .01 Kapal Terbang 

1.3.2.09 Alat Bengkel Bermesln 

1 . 3 • 2 . 09. 01 Perkakas Km111ruksl Logam Terpasang pada Pondasl 
1.3.2.09.02 Perkakas Konstruksl Logam yang llerplndah 
1.3. 2. 09. 03 Perkakas Bengkel Ustr1k 
1.3.2.09.04 Perlcakas Bengkel Setvlce 
1.3.2.09.05 Perlcakas Penoangkat Bermesln 
1.3.2.09.06 Perlcakas Bengkel Kayu l 
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1.3.2.09.07 Perlatlcas llengkel Khusus 

1.3.2.09.08 Peralatan Las 

1.3.2.09.09 Perlcakas Pabrlk Es 

1.3.2.10 Alat Bengkel Tak Bermesln 

1 • 3 • 2 • 10 • 01 Per1tak1Js 8engkel Konstrulcsl l.ogam 

1.3.2.10.02 Perlcakas 8engkel Ustrik 
1.3.2.10.03 Perbkas Bengkel 5eMal 

1.3.2.10.04 Perlcakas Pengangkat 

1.3.2.10.05 Pedcakas Standar (Standart Tool) 

1.3.2.10.06 Perkakas Khusus (5peclal Tool) 

1.3.2.10.07 Perkakas l!enQkd Keija 

1.3.2.10.08 Peralatan Tukang-tukang 8esl 

1.3.2.10.09 Peralatan Tulcang Kayu 
1.3.2.10.10 Pffltlatan Tukang Kulit 

1.3.2.10, 11 Peralatan Ulwr, Glp &. Feting 

1.3.2.11 AlatUkur 

1. 3 • 2 • 11 . 01 Alat Ukur universal 

1.3.2.11.02 Alllt Ulwr/TC!St Intelegensla 

1.3.2.11.03 Alat Ulwr/Test Alat KCJ)ribadlan 

1.3.2.11.04 Alat Ukur /Test Kllnls Lain 

1.3.2.11.05 Alat calibrasl 

1.3.2.11.06 Osdlloscope 
1.3.2.11.07 Universal Tester 

1.3.2.11.08 Alat Ukur/Pembanding 

1.3.2.11.09 Alat Ulwr Lalnnya 

1.3.2.11.10 Alat llmbangan/Blora 

1.3.2.11.11 Anak Tlmbangan/BlasD 

1.3.2.11.12 Talcaran Kaing 

1.3.2. 11 .13 Tabran Ballan Bangunan 2 HI. 

1 • 3 • 2 . 11 . 14 Takaran late)([Gdah Susu 

1.3.2.11.15 Gelas Takar l!erbagai capa$ila$ 

1.3.2.12 Alat Pengolahan 

1 • 3 . 2 . 12 . 01 Alat Pengolahan Tamm clan Tanaman 

1.3.2.12.02 Alat Panen/Pengolahan 

1.3.2.12.03 Alat·Alat Petemakan 

1.3.2.12.04 Alat Penyimpanan Has!I Percobaan Pertanlan 

1.3.2.12.05 Alat laboratmium Pertanian 

1.3.2.12.06 Alat Proceslng 

1.3.2.12.07 Alat Pasca Panen 

1.3.2.12.08 Alat Produlcsl Perlkanan 

1.3.2.13 Alat Pemellharaan Tanaman/Alat Penylmpan 

1. 3 • 2 • 13 • 01 Alat Pemeliharaan Tanaman 

1.3.2.13.02 Alat Panen 

1.3.2.13.03 Alat Penytmpanan 

1.3.2.13.04 Alat l.abcratl:,rium 

1.3.2.13.05 Alat Penaflllkap Ikan 

1. 3. 2. 14 AlatKantor 

1. 3 . 2 • 14 • 01 Meslnllk 
1 • 3 • 2 • 14 • 02 Mesin Hitung/Jumlah 

1. 3 • 2 • 14 • 03 Alat Reproclulcsl (l'engganda) 

1. 3 • 2 • 14 . 04 Alat Penyimpanan Perlen;lcapan Kantor 
1 • 3 • 2 • 14 • 05 Alat Kantor Lalnnya 

1.3.2.15 Alat Rumah Tan;va 

1 • 3 • 2 • 15 • 01 Meubelalr 
1.3.2.15.02 Alat Pengukur Waklu 

1.3.2.15.03 Alat Pembers!h 

1.3.2.15 .04 Alat Pendingin 

1.3.2.15.05 AlatDapur 

1.3.2.15.06 Alat Rumah Tangga Lalnnya (Home Use) 

1.3.2.15.07 Alat Pemadam Kebalcaran 

1.3.2.16 Komputer 

1 • 3 • 2 • 16 • 01 Komputer Un!tJJarlngan 

1.3.2.16.02 Pffltlatan Komputer Mainframe 

1.3.2.16.03 Cl'tJ 

1.3.2.16.04 l'enllatan Mini Komputer 

1.3 .2.16.05 Personal Komputer 

1.3.2.16.06 UPS/StabdiZer 
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1.3.2.16.07 Perlatan Jarlngan 

1.3.2.16.08 Peralatan Personal Komputer 

1.3.2.16.09 Setver Komputer 

1.3.2.16.10 Komputer Note Book 
1.3.2.16.11 Printer 

1.3.2.16.12 Monitor/Display 

1.3.2.16.13 Scanner 
1. 3 • 2. 16. 14 Kelenglcapan Komputer (Rash Disk, Mouse, Keyboard, Hardlsk, 

Speakl!r) 

1. 3. 2. 17 Meja Dan Kuni Kerja/Rapat Pejabat 

1 • 3 • 2. 17. 01 Meja Keija Pejabat 

1. 3 • 2 • 17 • 02 Moja Rapat Pejabat 

1. 3 • 2 • 17 • 03 Kulll Keija Pejabat 

1.3.2.17.04 Kursl Rapat Pejabat 

1 • 3 • 2 • 17 • 05 KUTSI Had!lp Depan Meja Kaja Pejabat 

1 • 3 • 2 • 17 • 06 Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 

1.3.2.17.07 Ltmarl clan Arslp Pejabat 

1.3.2.18 Alat Sbidlo 

1. 3 • 2 • 18 • 01 Peralatan Studio Visual 
1.3.2.18.02 Peralatan Studio Video clan Rim 

1.3.2.18.03 Peralatan Studio Video clan Rim A 

1.3.2.18.04 Peralatan Cetak 

1.3.2.18.05 Peralatan Camputlng 

1.3.2.18.06 Peralatan Pemetllan Ukur 

l. 3. 2. 19 Alllt Komwtlkml 

1 • 3 • 2 • 19 • 01 Alllt ICommllcasl Telephone 

1.3.2.19.02 Alat IComunllwl Radio 5SB 
l.3.2.19.03 Alat Komunlkasl Radio HF/FM 

1.3.2.19.04 Alat Komunlkasl RodJo VHF 

u 1.3.2.19.05 Alat Konwnllcasl Radio UHF 

1.3. 2 .19. 06 Alat Konwnilcasi Soslal 

1 • 3 • 2 • 19 • 07 Alat-alat Sandi 

1.3.2.20 Peralatan Pemimcar 

1. 3 • 2 • 20 • 01 Pematan Pemimcar MF/MW 

1.3.2.20.02 Peralatan Pemancar HF/SN 
1.3.2.20.03 Peralatan Pemancar VHF/FM 

1.3.2.20.04 Peralatan Pemancar UHF 

1.3.2.20.05 Peralatan Pemancar 5HF 

1.3.2.20.06 Peralatan Antena MF/MW 

1.3 .2 .20 ,07 Perallltan Antena HF/SW 

1.3.2.20,08 Peralatan Antena VHF/FM 

1.3.2.20.09 Peralatan Antena UHF 

1.3.2.20.10 Peralatan Antena SHF/Parabola 

1.3.2.20.11 Peralatan Translator VHFNHF 

1.3.2.20.12 Peralatan Translator UHF/UHF 

1.3.2,20.13 Peralatan Translator VHF/UHF 

1. 3 • 2 , 20 , 14 Peralatan Translator UHF/VHF 
1. 3 , 2 , 20 , 15 Peralatan Mlaovawu FPU 

1.3.2.20.16 Peralatan Mlaovawe Terestrlal 

1 • 3 • 2 • 20 • 17 Peralatan Mtaovawe 1VRO 

1.3.2.20.18 Peralatan Dummy Load 

1 • 3 • 2 • 20 • 19 Switcher Antena 
1.3.2.20.20 Swltdler/Menara Anteno 

1. 3 • 2 • 20 • 21 Feeder 
1.3.2.20.22 HumltltyControl 

1.3.2.20.23 Program Input Equipment 

1.3.2.20.24 Peralatan Antena Penarima VHF 

1.3.2.21 Alat Kedokteran 

1. 3 • 2 • 21 • 01 Alat Kedoldera:n Umum 

1.3 .2, 21.02 Alat Kedolcleran GQI 

1.3.2.21.03 Alat Kedolcleran Kelua,va Berencan11 

1. 3 , 2 , 21 • 04 Alat Kedokteran Mata 

1.3.2.21.05 Alat Kedolctenln T.H.T 

1.3.2.21.06 AlatRotgen 

1.3 .2.21.07 Alat Farmasl 
1.3.2.21.08 Alat Kedolcll:ran lledah 

1. 3 • 2 • 21 • 09 Alat Kesehatan Kebldanan dan Penyalclt Kandungan 

l. 3 • 2 • 21 • 10 Alat Kedokteran lloglan penyaldt Dalam 
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1. 3 . 2 . 21 . 11 Moltuary 

1.3.2.21.U Alat ICesehatan Analc 

1. 3 . 2 . 21 . 13 Po!ild"inik 5d 

1. 3 . 2 . 21. 14 Alat Kedokteran PcmderitD Cacat Tulruh 

1.3.2.21.15 Alat Kedolcleran Neurologl (1yaraf) 

1. 3 . 2 . 21 . 16 Alat Kedokteran Jantung 

1 . 3 . 2 . 21. 17 Alat Kedoktenln Nuldlr 

1 . 3 . 2 • 21. 18 Alat Kedolcman Radlologl 

1 . 3 . 2 . 21 • 19 Alat ~n Kullt clan Kelamin 

1.3.2.21.20 Alat Kedol(man Gilwat Darurat 

1. 3 • 2 . 21 . 21 Alat KedolcleRn .llwa 

1 . 3 . 2 • 21. 22 AlatKedolcleranHewan 

1 . 3 . 2 • 21. 23 Alat Kedokteran Bellah 

1.3.2.22 Alat Kesehatan 

1.3. 2. 22. 01 Alat Kesehatan Perawatan 

1.3.2.22.02 Alat Kesehatan Rehabllitasl Medls 

1.3.2.22.03 Alat Kesehatan Maira Laut 

1.3.2.22.04 Alat Kesehatan Maira Udara 

1.3. 2. 22. 05 Alat Kesehatan Kedcktaan Kepo!islan 

1.3.2.22.06 Alat Kcsehatan Olohnlga 

1.3.2.23 Unit-Unit Laboratorlum 

1.3.2.23 .01 Alat laboratorfum Kimlll Air 

1.3.2.23 .02 Alat laboratorium Mlcroblologl 

1.3.2.23.03 Alat Laboratorium Hldro Klmla 
1.3.2.23.04 Alat Laboratorfum Modet/Hlclrollka 
1.3.2.23.05 Alat laboratorium Buatan/Geologl 

1.3.2.23.06 Alat laboratorium Bahlln Bangunan Konstruksl 

1.3. 2. 23. 07 Alat Laboratorium Aspal Cat & Klmla 
1.3.2.23.08 Alat laboratorfum Mdcanik Tanah clan Baluan 

1.3.2.23 .09 Alat l.aboratorium Cocok Tanam 
1.3.2.23.10 Alat laboratorium Logam, Mcsin, Usbik 
1.3.2.23.11 Alat laboratorfum Logam, Mesln Ustnlc A 

1.3.2.23.12 Alat Laboratorfum Umum 
1.3.2.23.13 Alat Laboratorfum Umum A 
1. 3 . 2 . 23 • 14 Alat Laboratorfum Kedokteran 

1 . 3 . 2 . 23 • 15 Alat l.aboratorium Mlaoblologl 
1.3.2.23.16 Alat l.aboratorium Klmla 

1 . 3 . 2 . 23 . 17 Alat Laboratorfum Mlcroblologl A 
1.3.2.23.18 Alat laboratorium PatologJ 

1. 3 . 2 • 23 • 19 Alat Labonltorfurn lmmunologl 

1.3.2.23.20 Alat Laboratorlum Hematologi 
1 . 3 • 2 • 23 . 21 Alat Laboratorium Film 

1.3.2.23.22 Alat Laboratorium Makanan 

1.3.2.23.23 Alat Laboratorlum Standarlsasl, Kallbrasl clan Instrumentasi 
1.3.2.23.24 Alat Laboratorium Farmasl 
1.3.2.23.25 Alat Laboratorium Rslka 
1.3.2.23.26 Alat laboratorfum Hldrodlnamlka 
1.3.2.23.27 Alat laboratorfum Kllmatologl 
1.3.2.23.28 Alat laboratorfum Proses Pdeburan 
1.3.2.23.29 Alat Laboratorium Paslr 
1.3.2.23.30 Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cdabn 
1.3.2.23 .31 Alat l.aboratorium Proses Panbuatan Pola 

V 1.3.2.23.32 A/at Laboratorium Metalography 
1.3.2.23.33 Alat laboratorlum Proses l'llngelasan 
1.3, 2. 23.34 Alat Laboratorium Ujl Proses Pengelasan 
1.3.2.23.35 Alat Laboratorlum Proses Pembuatan Logam 

1.3 .2.23.36 Alat Laboratorfum Matrologie 
1.3.2.23.37 Alat Laboratorfum Proses Pelapisan l.ogam 
1.3.2.23.38 Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas 
1.3.2.23.39 Alat l.aboratoriwn Proses Telcnologi Textil 
1.3.2.23.40 Alat Laboratorium Ujl Teliml 
1 . 3 • 2 • 23 • 41 Alat Laboratorfum "'-Telcnologl Kensmlk 
1.3,2.23.42 Alat Laboratorfum Proses Teknologi Kulit !Caret 
1.3.2.23.43 Alat Laboratorium Ujl Kullt, Karet clan Plastlk 
1.3.2.23.44 Alat Laboratorium UJI Keramik 
1.3.2.23.45 Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa 
1.3.2.23.46 Alat laboratorfum Pertanlan 
1. 3 . 2 • 23 . 47 Alat Laboratorfum Pertanlan A 
1.3.2.23.48 Alat l.aboratorlum Pertanlan B l 
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1.3.2.23.49 Alat laboralDriwn Elelclronilca clan Daya 

1.3.2.23.50 Alat laboratmium Energl Surya 

1. 3 . 2 . 23 • 51 Alat Labcratlll'lum Konversi Batubara clan Biamas 

1.3.2.23.52 Alat Laboratorlum Oceanografl 

1.3 .2.23.53 Alat Laboratorlum Ungkungan Pcralran 

1.3.2.23.54 Alat laboratnrlum Blologl Peralatan 

1.3.2.23.55 Alat labotalDrlwn Biologl 

1.3.2.23.56 Alat Laboratorium GeofisjJra 

1.3 .2 .23 .57 Alat Laboratoriwn Tambang 

1.3.2.23.58 Alat Laboratoriwn Proses/Telcnik Klm!a 

1.3.2.23.59 Alat LaboratrJrlum Proses lndustrl 

1.3,2,23.60 Alat Laboratnrlum Kesehatlln Kerja 

1 • 3 . 2 . 23 . 61 Laboratorlum Kearslpan 

1.3.2.23.62 laboratorlum Hematalogl &. Urlnalisls 

1.3.2.23.63 Alat Laboratorium LalnnY<I 

1.3.2.23.64 laboratortum Hematologl &. Urlnalisis A 

1.3 .2.24 Alat Peraga/Praklek Selallah 

1 . 3 . 2 . 24 . 01 BldallQ Studi : Bahasa Indonesia 

1.3.2.24.02 Bldang Studl : Matematika 

1.3.2.24.03 Bldang Studl : IPA Dasar 
1.3.2.24.04 Bldang Studi : IPA Lanjutan 

1.3.2.24.05 BJdang Studi : IPA Menengah 

1.3 .2.24.06 Bldang Studi: IPAAtas 

1.3.2.24.07 Bidang Sludi : JPS 

1.3.2.24.08 Bidang Studl : Agama Islam 
1.3.2.24.09 Bldang Studi : l<etrmT!plan 
1.3.2.24.10 Bldana Studl : Kesenlan 
1.3.2.24.11 Bldang 5tudl : Olah Raga 
1.3.2.24.12 B!dang Studl : PMP 
1.3.2.24.13 Alat Peraga/Praklek Sekolah Bldang Pendidilcan/Kmampllan lain-

laln 

1.3.2.25 Unlt A1at Labondorium Klm!a Nuldlr 

1. 3. 2. 25. 01 Analyticlll lnwument 

1.3.2.25.02 Instrument Probe/Sensor 
1.3.2.25.03 General laboratory Tool 
1.3.2,25.04 Instrument Prohe/Sensor A 
1.3.2,25.05 Glauware Plaslk/Uti!nsils 
1.3.2.25.06 Labolatmy Safay Equipment 

1.3.2.26 Alat Labomorium Rsilca NuJdlr ' Eleldmnilra 

1 . 3 . 2 . 26 • 01 Rlldlatfon Detectw 
1.3.2.26.02 Modular Counting and Scentlflc 
1.3 .2. 26.03 Assembly/Accounting System 

1.3 .2.26.04 Recorder Display 

1.3.2.26.05 Systen\/Power Supply 

1.3 .2.26.06 Measuring I Testing Device 
1.3.2.26.07 Oslm Electnmlcs 
1.3.2.26.08 Aaela!Dr 
1.3.2.26.09 Reactor Eiq,ermental System 

1. 3. 2. 27 Alat Pnm!bl Radlasl / Pratelcsl Ungkungan 

1 , 3 . 2 . 27 • 01 Alat Pl'Ot.ebl Radlasl ' Proteksl Ungkungan Alat Ula.tr Rslka 
Kesehatan 

1.3.2.27.02 Alat Pratelcsl Radiasi / Pratelcsl Ungkllngan A1at Kesehatan Kerja 

1.3.2.27.03 Protebl Unglcungan 
1.3.2.27.04 Alat Prctelcsl Radlasl / Pratelcsl l.Jnokllngan Mmorologlcal 

Equipment 
1.3.2.27.05 Alat Protml Radiasl / Proteksl 1.Jnolwngan Sumber Radlasi 

l.3.2,28 Radiation Aplk:ation and Non Destructive T est!ng Laboratory 
(BATAM) 

1. 3 . 2 . 28 • 01 Radlatlon Appfiation Equipment 
1.3 .2.28.02 Non 0estructive Test (NOT) Device 

1.3.2.28.03 Peralatan Umum Kedotenln fl(llnilt Nuld!r 
1.3.2.28.04 Penllatlln Hldrolo!II 

1.3.2,29 Alat laboratorlum Ungkungan Hldup 

1.3 .2 .29.01 Alat laboratorium Kualitas Air clan Tanah 
1.3.2,29.02 Alat LaboralDrium Kualitas Udara 
1.3 .2.29.03 Alat labora!Drium Keblslngan dan Gelaran 
1.3.2,29.04 Laboralorium Ungkungan 
1.3.2.29.05 Alat Laboratorium Unglcungan Hldup Penunjang 



SALDO 
KODE REJQ!NING URAIAN NORMAL 

1.3.2.30 Peralatan laboratortum Hidnxfinamflm 

1.3.2.30.01 Penllatan LabolatDrium H"Jdnlcfinamilla Towing Olniage 

1.3.2.30.02 Peralatan Laboratorium Hldrodinamilca Wave Genenmir and 
Ab$orba-

1.3.2.30.03 Perolatan Labol'lllllrlum Hldrodlnamlka Data Aqqulstton and 
Analyzlng System 

1.3.2.30.04 Peralatan laboralDrlum Hldrodlnam!lla C&Yltlltlon Tunnel 

1.3.2.30.05 Peralatan LabotalDrium Hidrodinamlka 0Yerhead Cl8nes 

1.3.2.30.06 Peralatan laboratorium Hidrodinamilla Peralatan umum 

1.3.2.30.07 Peralatan Laboratmfum Hldrodinamika Peneslnan : Model Ship 
Workshop 

1.3.2.30.08 Peralatan Labomorlum Hidrodlnam!ka Pemeslnan : Propeaer 
Model WOl"lclhop 

1.3.2.30.09 Peralatan LaboralDrlum Hidrodlnamlka Pemeslnan : Me<hanlcal 
Workshop 

1.3.2.30.10 Peralatan Laborallltlum HldrodlnamlkD Perneslnan : Precision 
Mechanlclll Workshop 

1.3.2.30.11 Peralatan Laboratllrium Hidrodlnamllla Pemeslnan Painting Shop 

1.3.2.30.12 PaaJmn IAboralDr1um Hldrocllnamlla Puneslnan : Ship Model 
Preparation Shop 

1.3 .2.30.13 Peralatan LaboralDrium Hldrodlnamlka Pemesl114n : Eledrical 
Workshop 

1. 3 . 2 • 30 • 14 Peralatan LaboralDrium Hldrodlnamlka MOB 
1.3.2.30.15 Peralatan LaboratDrium Hidrodlnamilca Photo and Film Equi11ment 

1. 3. 2. 31 SenjataApl 

1.3 .2 ,31.01 SenjataGenggam 

l . 3 . 2 • 31 • 02 Senjatal'lnggang 

1. 3 . 2 . 31 . 03 Senjata llahu/Senjata Lams Panjang 

1.3 .2.31.04 Senapan Mesln 
1.3 .2.31.05 Mortlr 

V 1.3. 2.31.06 Anti Lapls Baja 
1. 3 . 2 . 31 , 07 Altllerl Medan (Armed) 

1.3 .2 .31.08 Altilerl Pfflllhanan Udara (Alhanud) 
l • 3 • 2 . 31 , 09 Pelwu ICendall/Rlldal 
l . 3 . 2 • 31 . 10 ICavalerl 

1. 3 . 2 • 31 . 11 Senjata Lafn.laln 

1.3.2.32 Penenjataan Non Senjata Apl 

1 . 3 . 2 • 32 . 01 Alat Keamanan 
1.3.2.32.02 Non Senjata Apl 

1.3.2.33 Senjata Slnar 

1 . 3 . 2 • 33 • 01 laser 

1.3.2.34 A1at Keamanan clan Perllndungan 

1.3.2.34.01 Alat Bantu Kemanan 
1.3.2.34.02 Alat Perlindungan 
1.3.2.34.03 Alat Bantu lalu Untas Darat clan Ak 

1. 3. 3 Geclung dan Bangunan D 

1, 3. 3, 01 Bangunan Gedung Tempat Kerja 

1 . 3 , 3 • 01. 01 Bangunan Gcdung Kantor 
1.3 .3.01.02 Bangunan Gudang 

1.3 .3 .01.03 Bangunan Gudang Untuk Bengkel u l . 3. 3 • 01 • 04 Bangunan Gcdung lnstalasi 
1 . 3 • 3 • 01. 05 Bangunan Gedung LaboralDrium 
1 . 3 , 3 • 01 . 06 Bangunan Keschatan 
1.3 .3.01.07 Bangunan Oeeanarlum/Ol)SefWIDrlum 
1 . 3 . 3 • 01. 08 Bangunan Gedung Tempat Ibadah 
1. 3 . 3 . 01. 09 llangunan Gedung Tempat Pertemuan 
l. 3 . 3 . 01. IO Bangunan Gedung Tempat Pentfldikan 
l . 3 . 3 , 01 . 11 Bangunan Gcdung Tempat Olah ~ 
1. 3 • 3 • 01 . 12 Bangunan Gedung l'ertoblan/KOperasl/Pasa 

1. 3 . 3 • 01. 13 Bangunan Gedung Untuk Pos ll!II 
1 • 3 . 3 , 01 • 14 Bangunan Gedung Garasl/Pool 
l , 3 , 3 • 01 . 15 Bangunan Gedung PemolDngan Hewan 
l . 3 . 3 , 01 • 16 Bangunan Gedung Pabrik 
l . 3 . 3 • 01. 17 Bangunan Staslun Bus 
1. 3 . 3 • 01 • 18 Bangunan Kandang Hewan/Temak 
1. 3 • 3 • 01. 19 Bangunan Gedung Perpustakaan 

1 . 3 . 3 • 01 • 20 Bangunan Gedung Museum 
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l. 3 . 3 . 01 . 21 SaflGUNIII Gedlmg Termlnal/PelabUhan/llar 

l. 3 . 3 . 01. 22 Bangunan Pengujian Kmailczln 

1 . 3 . 3 . 01 • 23 Bangunan Lembaga Pemasyaralcatan 

l. 3 . 3 • 01. 24 Bangunan Rumah Tahanan 

1 . 3 . 3 • 01 . 25 Bangunan Gedung Krama!Dnum 

l. 3 • 3 • 01. 26 Bangunan Pembalcaran Banglcal Hawan 

l. 3 • 3 • 01. 27 Bangunan Gedlmg Tempat Kelja Lalnnya 

1.3.3.02 Bangunan Gedlmg Tempat Tmogal 

l. 3 . 3 . 02 . 01 Rumah Negara Golongan 1 

1.3.3.02.02 Rumah Negara Golcngan ll 

1.3.3.02.03 Rumah Negara Go!ongan m 
1.3.3.02.04 Mess/Wlsmll/Bllngalow/Tempat Pertst!rahatan 
1.3.3.02.05 Asrama 

1.3 .J .02.06 Hotel 

1. 3 . 3 • 02 • 07 Motl!l 
1.3.J.02.08 Flat/Rumah SUsun 

1.3.3.03 Bangunan Menara 

1.3 .3 .OJ .01 Bangunan Menara Pcnrmbuan Pcnerang Pantaf 

1.3.3.03.02 Bangunan Perarnbut Penerangan Pantal lldak 8ermenara 

1.J.J.03.03 Bangunan Menara TelekDmunlkasl 

1.3.3.04 Bangunan Bersejarah 

1 . 3 . 3 . 04 • 01 lstana Pertngatan 

1.3.3.04.02 RumahAdat 
1.3.3.04.03 Rumah Penlnggalan Sejarah 

1.3.3.04.04 MakamSejarah 
1.3 .3 .04.05 Bangunan Tempat lbadah Benejarah 

1.3.3.05 Tugu Pertngatan 

l. 3 . 3 • 05 . 01 Tugu Kemerdekaan 
1.3 .3 .OS.OZ Tugu Pembangunan 
1,3 .3 .05.03 Tugu Pertngatan Lainnya 

1.3.3,06 Candi 

1 , 3 . 3 . 06 . 01 Candi Hlndhu 

1.3.3.06.02 CandlBudha 
1.3.3.06.03 Candll.alnnya 

1.3.3.07 Mcnumen/Bangunan Bersejarah 

1. 3 • 3 • 07 . 01 Bangunan Bersejarah Lainnya 
1.3.3.07.02 Bangunan Monumen 

1.3 .3 .08 Tugu 1\tlk Konlrol/Pastl 

1 . 3 . 3 . 08 , 01 Tugu/Tanda Batas 

1.3.3.09 RamtJu.Rambu 

1.3. 3. 09. 01 Rambu Bersuar Lalu Untas carat 
1.3.3.09.02 Rambll lldak Bersuar 

1.3.3.10 Rambu-Rambll Latu Untas Uclara 

1 . 3 . 3 . 10 • 01 Runwoy/Threshold Light 

1.3 .3. 10.02 Visual Approach Slope lndlc.itor (VASI) 
1.3.3.10.03 Approach Light 

1.3.3.10.04 Runway ldentlflc.ation Ught(Rdls) 

1.3,3.10.05 Signal 

V 
1.3.3.10,06 Rood Ught 

1.3 .4 Jalan, lrfgall, dan Jarlngan D 

l. 3. 4. 01 Jalan 

1 . 3 . 4. 01 , 01 Jalan Negara/Nasional 
l. 3 . 4, 01 . 02 Jalan PIOplnsl 
1. 3 • 4. 01 . 03 Jalan Kabupaten/Kota 
1. 3 , 4. 01 . 04 Jalan~ 

1.3.4.01.05 Jalan Khusus 
1 . 3 . 4 . 01. 06 Jalan Toi 
1.3 .4.01.07 JafanKereta 
1 . 3 , 4 . 01. 08 Landasan Pacu Pesawat Terbang 

1.3 .4.02 Jembatan 

l. 3 . 4 . 02 . 01 .Jembmn Negara/Naslonal 
1.3.4.02.02 .Jembatan Propinsi 
1.3.4.02.03 Jembatan Kabupatai/l(ola 

1.3.4.02.04 Jcmbatan Desa 
1.3 ,4,02.05 Jembatan Khusus 
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1.3.4.02.06 .Jembatan Pada Jalan Toi 

1.3.4.02.07 lembatan Pada Jalan Kerm Api 

1.3.4.02.08 Jembatan Pada L1ndasan Paal Pesawat Tedlang 

1.3.4.02.09 .lembatanl'enyeberangan 

1.3.4.03 Bangunan Air lrlgasl 

1 . 3 . 4 • 03 • 01 Ban;unan Waduk 

1.3.4.03.02 Banounan Pengambilan lrigasl 
1.3.4,03.03 Banounan Pembawa lriga,l 

1.3.4.03.04 Bangunan Pembuano lrigasi 

1.3.4.03.05 Bangunan Pengaman lrlgasl 

1.3.4.03.06 Bangunan Pelengkap lrlgasl 

1.3.4.04 Bangunan Air Pasang SUrut 

1 . 3 . 4 . 04 • 01 Banounan Waduk 
1.3.4.04.02 8anounan Pengambilan Pasang Swut 

1.3.4.04.03 Ban;unan Pembawa Pasang SUrut 
1.3.4.04.04 Bangunan Panbuang Pasang Surut 

1.3.4.04.05 Bangunan Pengaman Pasang Swut 

1.3.4.04.06 Bangunan Pelengkap Pasang Surut 

1.3.4.04.07 Bangunan Sawah Pasang Surut 

1.3 .4 .05 Bangunan Alr Rawa 

1. 3 . 4 . 05 . 01 Bangunan Air P9,gembang Rawa dan Poder 
1.3.4.05.02 Bangunan Pengembalian Pasang Rawa 

1.3.4.05.03 Bangunan Pembawa Pasang Rawl! 

1.3.4.05.04 8anounan Pembuang Pasang Rawa 
1.3.4.05.05 Bangunan Pengamanan Pasang Swut 

1.3.4.05.06 Bangunan Pelenglalp Pasang Rawa 
1. 3 . 4 . OS • 07 Bangunan Sawah Pengembangan Rawa 

1.3.4.06 Banounan Pengaman Sungal clan Penanggulanoan Bencana Alam 

V 
1. 3 • 4. 06 . 01 Bangunan Waduk Penanggulangan SUngai 

1.3.4,06.02 Bangunan Pengambilan Pengamanan SUngal 
1.3.4.06.03 Bangunan Pernbuang Pengaman 
1.3.4.06.04 Bangunan Pembuang Pengaman Sunglll 
1.3 .4.06.05 Bangunan Pengaman Pengamanan Sunglll 
1.3 .4.06.06 Bangunan Pelengkap Penoamanan Sungal 

1.3.4.07 Bangunan Pengembangan SUmber Air clan Air Tanah 

1. 3 . 4 . 07 • OJ Bangunan Waduk Pengembangan SUmber Air 
1.3 .4.07 .02 Banounan Pqambilan Pengen,bangan SUmber Air 
1.3.4.07.03 Bangunan Pembawa Pengernbangan Sumber Air 
1.3.4.07.04 Banounan Pembuang Pengembangan Sumber Air 
1.3.4.07.05 Bangunan Pengamanan Pengembangan Sumber Air 
1.3.4.07.06 Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air 

1.3 .4.08 Bangunan Air Berslh/Baku 

1. 3 . 4 . 08 • 01 Waduk Air Bersih/Alr Baku 
1.3.4.08.02 Bangunan Pengambilan Air Berslh/Baku 
1.3.4.08.03 Bangunan Pembawa Air Berslh 
1.3.4.08.04 Bangunan Pembuang Air Benlh/Alr Baku 
1.3.4.08.05 Bangunan Pelengkap Air Benlh/Alr Baku 

1.3 .4.09 Blmgunan Air Kotor 

1.3.4.09.01 Bangunan Pembawa fv1 KO!Dr 
1.3.4.09.02 Bangunan Waduk fv1 KOIDr 
1.3.4.09.03 Bangunan l'ffllbuangan Air Kcb:lt" 
1.3 .4.09.04 Bangunan Pengaman Air Kotor 
1.3.4.09.05 Bangunan Pelengkap Air Kotor 

1.3.4.10 Bangunan Air 

1 . 3 . 4 • 10 . 01 Bangunan Air Laut 

1.3.4.10.02 Bangunan Air Tawar 

1.3.4.11 lnstalasl Air Minum/Alr Berslh 

1.3 .4. 11.01 Air Muka Tanah 
1. 3 .4.11.02 Air SUmber /Mala Air 
1.3.4.11.03 Air Tanah Dalam 
1.3.4.11.04 Air Tanah Dangkal 
1.3.4.11.05 Air Berslh/Alr Baku lalnnya 

1.3.4.12 lnstalasl Air Kotor 

1.3 .4. 12.01 lnstalasl Air Kotor 
1.3.4.12.02 lnstalasl Alr Buangan lndustrl 
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1.3.4.12.03 Instalasi PJf Buangan Pertanlan 

1.3.4.13 Instalasi Pengolahan Sampah Organlk clan Non Organik 

1.3 .4. ll .01 Instalasi Pengolahall Sampah 0rQanlk 

1.3 ,4.13.02 Instalasi Pengolahan Samp4h Non Organilc 

1. 3. 4 .14 Instalasl Pengolahan Ballan Bangunan 

l . 3 , 4 , 14 • 01 Instalasi Pengolahan Ballan Bangunan 

1.3.4.15 lnstalasi Pembangldt Wrlk 

1. 3 . 4 . 15 . 01 Pembangkit UstrUc Tenaga Alr (Pl TA) 

l. 3 . 4 . 15 . 02 Pembangkit Ustrik Tenaga Olesel (Pl TO) 

1.3 .4.15.03 Pembangkit Liatrik Tenaga Milcro (Hldro) 

1.3 .4. 15.04 Pernbangldt Llstrik Tenaga Angln (Pl TAN) 

1.3 .4. 15.05 Pembanglclt Llstrik Tenaga IJap (Pl 1\1) 

1.3.4.15.06 Pembangldt Llstrik Tenaga Nuldlr (PL lN) 

1. 3 . 4 . 15 . 07 Pembangkit listrik Tenaga Gas (Pl TG) 

1.3.4.15.08 Pembangkit lislJik Tenaga Panas Bumi (Pl TP) 

1.3.4.15 ,09 Pembangkit listrik Tenaga Tenaga Surya (Pl TS) 

l . 3 . 4 . 15 . 10 Pembangkit Ustrik Tenaga Blogas (Pl1B) 

1.3.4.15,11 Pembangklt Ustrik Tenaga Samudro/Gelombang Samudro 
(PLTSm) 

1.3.4.16 lnstalasi Gardu Ustrlk 

1. 3 . 4 . 16 . 01 Instalasl Gardu Ustrik Induk 

1.3.4.16.02 Instalasi Gardu Listrik Oistribusl 

1.3.4.16.03 11'15talasi Pusat Pengatur Ustrlk 

1. 3. 4. 17 lnstalasi Pertahanan 

l. 3. 4. 17. 01 lnstalasl Peitahanan DI Darot 

1.3.4,18 Instalasl Gas 

l. 3 . 4. 18. 01 lnstalasl Gardu Gas 
1.3.4,18.02 Instalasl Jar!ngan Pipa Gas 

u 1.3.4.19 Instalasl Pengaman 

l. 3 . 4 . 19 . 01 lnstalasi Pengaman Penangkal Petfr 

1.3.4.20 larlngan /!Jr Mlnum 

1. 3 . 4 . 20 . 01 JarlnganPembawa 

1.3.4.20.02 Jaringan lnduk Dlstribusl 

1.3.4.20.03 Jaringlln Olbang Distrlbusl 
1.3.4.20.04 Jar!ngan Sambungan Ice rumah 

1.3.4.21 Jaringan Ustrik 

1, 3. 4. 21. 01 Jaringan Transmlsl 
l. 3 • 4 • 21. 02 Jaringan Olstr!busl 

1.3.4.22 Jaringan Telepon 

1 . 3 . 4 . 22 . 01 Jar!ngan Telepon DI ms Tanah 
1.3.4.22.02 Jaringan Telepon DI bawah Tanah 
1.3.4.22.03 Jatingan Telepon Dldalam Pk 

1.3.4.23 Jaringan Gas 

1.3 .4.23 ,01 Jaringan Pipa Gas Transmlsl 
1.3.4.23,02 Jaringan Pipa Dtstribusl 
1.3.4.23 ,03 Jar!ngan Plpa Olnas 
1.3.4.23 .04 Jaringan BBM 

1.3.5 Aset:Tetap I.Zllnnya D 

V 1, 3. 5 .01 Bula, 

1.3 .5 .01.01 Buku Im11 Pengdahuan Ull'llm 
1.3. 5 .01.02 Buku Rlsafat 
1.3.5.01 .03 8uku Keagamaan 
1. 3 . 5 . 01 . 04 BuJw Im11 Soslal 
1.3 .5 .01.05 Buk1w llmu Bahasa 
1. 3 . 5 . 01 , 06 Bufcu Matematika & Pengetahuan alam 
1 . 3 . 5 • 01. 07 Buku llmu Pengetahuan Pruktls 
1 . 3 , 5 • 01 • 08 Buku Arsitelctur, Kesenlan, Olah raga 
l , 3 . 5 • 01. 09 Buku Geografl, Blografl, SeJarah 

1.3.5.02 Tetbltlln 

1. 3 . 5 . 02 • 01 Terb!tan 8erlcala 
1.3.5.02.02 Bukulaporan 

1.3.5.03 Barang-8arang Perpustalcaan 

l . 3 . 5 . 03 . 01 Peta 
1.3.5.03.02 Naskah (Manuslcrip) l 
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1.3.5.03.03 Musik 

1.3.5.03.04 Karya Grafika (Graphic Material) 

1.3.5.03.05 Three Dimensional Artelacs and Reafita 

1.3 .5 .03.06 Bentuk Mlao (Mlcroform) 

1.3.5.03.07 Rebman SUara Sound Recording 

1.3.5.03.08 Berlcas l(omputer (Computer files) 

1.3.5.03.09 Rim Berge,ak clan Rebman 1/ldeo 

1.3.5.03.10 Tarsc.alt 

1.3.5.04 Barang Bercorak Kebudayaan 

1. 3 . 5 • 04 • 01 Pahatan 
1.3.5.04.02 luldsan 
1.3.5.04.03 Alat Kesenlan 

1.3.5.04.04 AlatOlahRaga 

1.3.5.04.05 Tanda Penghargaan 
1.3.5.04.06 Maket clan Foto Dokumen 

1.3.5.04.07 Bendit-benda Bersejarah 
1.3.5.04.08 Barang Kerajinan 

1.3.5.05 Alat Olah Raga Lalnnya 

1 . 3 • 5 • OS . 01 Senam 
1.3.5.05.02 Alat Olah Raga Air 
1.3.5.05.03 Alat Olah Raga Udara 
1.3.5.05.04 Alat Olah Raga Lalnnya 

1.3.5.06 Hewan 

1. 3 • 5 • 06 • 01 Blnatang Temak 
1.3.5.06.02 B!natang Unggas 

1.3.5.06.03 B!natang Mdata 
1.3.5.06.04 Blnatilng Dean 

1.3.5.06.05 Hewan Kebun B!natang 

1.3.5.06.06 HfflanPengamanan 

1.3.5.07 Tanaman 

1 . 3 . 5 . 07 . 01 Tanaman Perkebunan 
1.3.5.07.02 Tanaman Haltikultura 
1.3.5.07,03 Tanaman Kehutanan 
1.3.5.07.04 Tanaman Hlas 
1.3.5.07.05 Tanaman Obat clan Kosmetika 

1.3.S.08 Aset Tetap Renovasl 

1 . 3 • S • 08 . 01 Aset Tetap Renovasi 

1.3.6 Konstrubl O.lam Pengel'jaan D 

1. 3. 6. 01 Konstruksl D!llam Pengerjaan 

l . 3 . 6 . 01 . 01 Konstruksl Dalam Pengerjaan 
1. 3. 7 Altvmulul Pcm,usutan D 

1. 3. 7. 01 Akwnu1asi Penyusutan Peralatan clan Mestn 

1.3. 7 .01.01 Alwmulasi Penyusutan Alat-Alat Besar Darat 
1.3. 7 .01.02 Alwmu1asi Penyusutan Alat-Alat Besar Apung 

1 . 3 • 7 . 01 . 03 Alcurnu1asl Penyusutan Alat-alat Bantu 

1.3. 7 .01.04 Alcumulas1 Penyusutan Alat Angllutnn Danit 8ermotor 
l. 3 . 7 . 01. OS AlcunlJ1asi Penyusutan A1at Angllutnn ~ Tllll BermCltor 
1.3 .7 .01.06 Alcllmulasl Penyusutan Alat Ang1wt Apung 8ermotor 
1.3. 7 .01.07 A1amw1asi Penyusutan A1at Anglcut Apung Tak 8ermotor 

V 
1. 3 , 7. 01 . 08 Alcumulas1 Penyusutan Alat Anglcut 8ermotor Udara 
l. 3 • 7 . 01. 09 Alcumulasi Penyusutan A1at 8englcel Bermesln 
1 • 3 • 7 . 01 . 10 Alcumulasl Penyusutan Alat Beng1cel Tak llennesln 
1 • 3 • 7 . 01 . 11 Alwmulasl Penyusutan Alat Ulwr 
1. 3 . 7 • 01. 12 Alwmulasl Penyusutan Alat Pengolahan Pettanlan 
1 . 3 . 7 • 01. 13 Akumulasl Penyusutan Alat Perneliharaan Tanaman/Alat 

Penylmpan 
1. 3 • 7 • 01. 14 Akumulasi Penyusutan Alat Kantor 
1. 3 . 7 . 01. 15 Alcumulasl Penyusutan Alat Rumah Tangoa 
l. 3 . 7 . 01 . 16 Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer 
1.3. 7. 01 .17 Akumulasl Penyusutan Meja Dan Kursl Kmja/Rapat Pejabat 
1 • 3 . 7. 01 . 18 Alcumulasl Penyusutan Alat Studio 

1 . 3 . 7 . 01 . 19 Alcumu1asi Penyusutan Alat Komunlkasl 
l. 3 • 7 • 01. 20 Alcumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar 
1. 3 • 7 • 01. 21 Alcumulasi Penyusutan Alat Keclclcleran 
1.3. 7 .01.22 Alamuilasl Penyusutan Alat Kesehatan 
1. 3 . 7 . 01. 23 Alcumulasi l'enyusutan Unit-Unit Laboratllrlum 
1. 3 . 7. 01 • 24 Alcumulas1 Penyusutan Alat Per.lga/Pralotek SelCDlah 
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1. 3 . 7 . 01. 25 Abunulasl Penyusumn Unit Alat Labor.llorium Klmla Nuldir 

1. 3 . 7 . 01. 26 Alcumulasl Penyusutan Alat laboralllrium Flsika Nuldlr / Elektronika 

1 • 3 • 7. 01 • 27 A1cumu1as1 Penyusutan Alat Proteksl Radlasi / Protelcsl Unglcungan 

1.3. 7 .01.28 Alwmulasl Penyusutan Radiation Aplication and Non DestruclMI 
Testing laboratoly (BATAM) 

1 . 3 . 7 . 01. 29 Alcumulasi Penyusutan Alat Labcmlmrlwn Ungkungan Hidup 

1. 3 . 7 . 01 . 30 AkumulHI Penyusutan Peralatan laboratcriwn Hldrodinamilra 

1. 3 . 7 . 01 . 31 Akumulasl Penyusutan Senjata Api 

1 . 3 . 7. 01. 32 Alwmulasl Penyusllllln PerRnJataan Non Senjata Api 

1 . 3 . 7 . 01. 33 AkumulMI Penyusutan SenJata S!nar 

1. 3 . 7. 01 . 34 Akumulasl Penyusutan Alat Keamanan dan Perllndungan 

1.3.7.0Z AlwmuJasl Penyusutan Gedung clan Bangunan 

1. 3 . 7 • 02 . 01 Akumulasl Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Ke,ja 

1.3.7.02.02 Akumulasl Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tingoal 

1.3.7.02.03 AkumulHI Penyusulan Bangunan Menara 

1.3.7.02.04 AlwmulHI Penyusulan Bangunan Bfflejarah 

1.3.7.02.05 Akumulasl Penyusutan Tugu Petlngatan 

1.3.7.02.06 Alcumulasl Penyusulan Candi 

1.3.7.02.07 Alwmulasl Penyusutan Mcnurnen/BaJl!IW18 8ef'Sejarah 

1.3.7.02.08 Alwmulasl Penyusutan Tugu Perlngatan lain 

1.3.7.02.09 Alwmulasl Penyusutan Tugu Titik Kontrol/PaSti 
1.3.7.02.10 Alwmulasl Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu 

1.3. 7 .02.11 Alcumulasl Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu Lalu Untas Udara 

1.3.7.03 Akumulasl Penyusutan Jalan, lrlgasl, clan jarlngan 

1 . 3 . 7 • 03 • 01 Akumu1asl Penyusutan Jalan 
1.3.7.03.02 Akumulusl Penyusutan Jembatan 
1.3.7.03.03 Akumulasl Penyusutan Bangunan Air lrlgasi 

V 
1.3.7.03.04 Alwmulasi Penyusutan Bangunan Air Pasang SUrut 

1.3.7.03.05 Alcumulasl Penyusutan Bangunan Air Rawa 

1.3.7.03.06 Abunulul Penyusutan Bangunan Pengaman Sungal clan 
Penanggulangan Bencana Alam 

1.3. 7 .03.07 AJcumulasl Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air clan 
AlrTanah 

1.3.7.03.08 Alwmulasl Penyusutan Bangunan Air Bersih/Baku 
1.3. 7 .03.09 Akumulasl Penyusutan Bangunan Air KotDr 
1.3.7.03.10 Akumulasl Penyusutan Bangunan Air 
1.3.7.03.11 Akumulasl Penyusutan Instalasl Air Minum[Alr Bersih 
1.3.7.03.12 Akumulasl Penyuswin Instalasl Air Kotor 
1.3.7.03.13 Akumulasl Penyusutan lnstalasl Pengolahan Sampah 
l . 3 . 7 . 03 . 14 Akumulasl Penyusutan Instalasl Pengolahan Dahan Bangunan 
1.3.7.03.15 Akumulasl Penyusutan Instalasl Pembangkit Ustrik 
1.3.7.03.16 Akumulasl Penyusutan Instalasl Gardu Usbik 
1.3. 7 .03 .17 Akumulasl Penyusutan Instalasl Pettahanan 
1.3.7.03.18 Akumulasl Penyusutan Instalasl Gas 
l . 3 • 7 • 03 . 19 Alwmulasl Penyusutan Instalasl Pengaman 
1.3.7.03.20 Alwmulasl Penyusutan Jarlngan Air Mlnum 
l . 3 • 7 • 03 . 21 Akumulasl Penyusutan Jarlngan Usbik 
1.3.7.03.22 Alwmulasl Penyusutan Jartngan Telepon 
1.3.7.03.23 Akumulasl Penyusutan Jarlngan Gas 

u 1.3.7.04 Akumulasl Penyusutan Aset Tetap Lalnnya 

1.3. 7 .04.01 Akumulasl Penyusutan Bula/ 
1.3. 7 .04.02 Alwmulasl Penyusutan Tetb!tan 
1.3.7.04.03 AkumulHI Penyusutan Barang-8arang Pefl)Wtakaan 
1.3.7.04.04 Alwmulasi Penyusutan Barang Elercorak Kebudayaan 
1.3.7.04.05 Alwmulasl Penyusutan Alat Olah Raga lalnnya 
1.3.7.04.06 Alwmulasl Penyusutan Aset Tetap - Renovasi 

1.4 DANA CADANGAN 

1. 4. l Dana Clldangan D 

1.4. 1.01 Dana Cadangan 

l. 4 . 1 . 01 • 01 Dana Cadangan 

1.5 ASETLAINNYA 

1. 5 .1 Taglhan Jantlm Panjang D 

1.5 .1.01 Tagihan Penjuallln Angsuran 

l • 5 . l. 01. 01 Tagihan Angsuran Penjualan Rumah Oinas Daerah Golcmgan UI 
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1.5. 1.01.02 Tll!l!han Angsuran Penjualan Kenderaan Perorangan D!nas 

1.5.1.02 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 

1.5 .1.02.01 Tuntutan Gant! Kenlglan Daerah Terhadap Bcndahara 

1.5.1.02.02 Tlll\tlltan Gant! Keruglan Daerah Terhadap PeQawal Bulcan 
Bendahara 

l. 5. 2 Kemltrun deng■n Plhak Ketlg11 D 

1. 5. 2 .01 Sewa 

1 . 5 . 2 . 01 . 01 Sewa 

1.5.2.02 l(erJasama Pemanfaatan 

l. 5. 2. 02. 01 Kerjasama Pemanfaatan 

1.5.2.03 Bangun guna serah 

1. 5 • 2 • 03 . 01 Bangun guna serah 

1.5.2.04 Blngunsaahguna 

1.5.2.04.01 Bangun serah guna 

l. 5 .3 AsetTldalc Bclwujud D 

l. 5. 3. 01 Goodwill 

l. S • 3 . 01 . 01 Goodwill 

1.5.3 .01.02 Dst ................... 

1.5.3.02 Usensl clan frenchlse 

1.5.3 .02.01 Usensl clan frmlchise .... 

1.5.3.02.02 Ost. .................. 

1.5.3.03 HakOpta 

l. 5 . 3 . 03 . 01 HakOpla .... 

1.5.3.03.02 Dlt ................... 

1.5.3.04 Pllllln 

1. 5 .3 .04. 01 Pat1!n .... 

u 1.S.3.04.02 Dst ................... 

l. 5 .3 .05 Aset Tklat Belwujud l.ainnya 

1 . 5 . 3 . 05 • 01 Soltwllre 

1.5.3.05.02 Kajlan 
1.5.3.05.03 Ost. .................. 

1.S.3.06 Alcumulasl Amc1tisas1 Asd lldak Belwujud 

l. 5 . 3 . 06 . 01 Alcumulasi Amoftisasi Goodwill 

l.S.3.06.02 Akumulasi Amortisasi l.isensi clan frencltlse 
1.5.3.06.03 AlallTwlasl Amonlsasl Hak Opla 

l.S.3.06.04 Alwmulasl AfflOltisasl Pmn 
1.S.3.06.0S Alwmulasl Amortlsasi Aset Tldat Berwujud l.alnnya 

1. 5 .4 Alet lain-lain D 

1.5 .4.01 Asel Lain-lain 

1.5 .4.01.01 Asel Lain-lain ............ 
1. S • 4 . 01 . 02 Ost. .................. 

2 KEWAJIBAN 

2 '. 1 KEWAJIBAN lANGKA PENDEK 

2.1.1 lltllng Pcdlltllnpn Plhalc Kelltl• (Pfl<) K 

2 .1. 1.01 UtangTaspen 

V 
2 . 1 . 1 . 01. 01 Utang Taspen 
2.1.1.01.02 Ost. .................. 

2.1.1.02 Utllng Iuran Jamlnan Kesehalan 

2.1. 1.02 .01 Utang Iuran Jamlnan Kesehatan 
2.1.1.02.02 Ost ................... 

2.1.1.03 Utang PPh Pusat 

2 . 1 . 1. 03 . 01 Utang PPh 21 
2.1. 1.03.02 Utang PPh 22 
2.1.1.03.03 Utang PPh 23 
2.1.1.03.04 Ulang PPh 25 
2.1.1.03.0S Ost. .................. 

2.1.1.04 Utang PPN Pusat 

2 . 1. 1. 04 . 01 Utang PPN Pusat 
2.1.1.04.02 Ost. .................. 

2.1.1.05 Utang Taperum 

2. 1 • 1 . OS . 01 Utang Taperum 
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2.1.1.05.02 Ost. .................. 

2.1.1.06 utang Iuran wajib Pegawal 

2.1. 1.06.01 utang luran Wajib PeQnwal 

2.1.1.06.02 Ost. .................. 

2.1.1.07 utang Pemltllngan Pihalt Kdlga lalnnya 

2 . 1. 1 . 07 . 01 utang Perltitun9an Plhak Kellga lalnnya 

2. 1. 1.07 .02 Ost. .................. 

2.1.1.08 utang Jamlnan 

2.1.1.08.01 Utang Jam!nan 

2.1.1.08.02 Ost ................... 

2 .1.2 utDno Bunoa K 

2. 1. 2. 01 utang Bunga kepada Pemertntah 

2. l. 2.01.01 utang Bunga kej)ada Pemerlntah 

2 • 1. 2 • 01 . 02 Ost. .................. 

2.1.2.02 Utang Bunga kepada Pemer!ntah Daerah lalnnya 

2 . 1. 2 . 02 . 01 Utang Bunga kepada Pemerlntah Daerah lalnnya 

2.1.2.02.02 Ost. .................. 

2.1.2.03 Utang Bunga Kepada BUMN/BUMD 

2 . 1. 2 • 03 , 01 Utang Bunga Kepada BUMN 

2.1.2.03.02 utang Bunga Kepada BUMD 

2.1.2.03.03 Ost. .................. 

2.1.2.04 Utang Bunga kepada Bank/1,.embaga Keuangan Bukan Bank 

2 , l • 2 . 04 • 01 Ulang Bunga kepada Bank 
2,1.2.04.02 Ulzmg Bunga kepada Lembaol Keuangan Bukan Bank 
2.1.2.04.03 Ost. .................. 

2.1.2.os utang Bunga Obllgasl 

u 2 . 1 . 2 • 05 , 01 Utang Bunga Obllgasl... ..... 

2.1.2.05.02 Ost ................... 

2, l.Z.06 Utang Bunga Dalam Negerl lalnnya 

2 , 1. 2 • 06 . 01 Utang Bunga Dalam Negerl lalnnya 
2.1.2.06.02 Ost ................... 

2.1.2.07 Utang Bunga luar Negeri 

2 . 1 . 2 . 07 . 01 Utang Bunga Luar NeQeri 

2.1.2.07.02 Ost .................. 

2.1.3 Baolan LaJICllr utang .Jangb Panjaflg K 

2. 1. 3. 01 l!aglan Lancar UtanQ Dalam NeQert Sclclor Perbankan 

2. 1. 3. 01.01 Baglan Lancar Utang Dalam Neg8I Sektor Perbankan 
2 • l. 3 . 01 . 02 Ost. .................. 

2.1.3.02 Baglan Lancar Utang darl l.embaga Keuangan Bukan Bank 

2 • 1. 3 . 02 . 01 Bagian Lancar Utang darl l.embaga Keuangan Bulcan Bank 
2.1.3.02.02 Ost ................... 

2.1.3.03 l!aglan l.ancar Utang Pemerfntllh Pusat 

2 . 1. 3 , 03 • 01 Baglan Lancar Utang Pemerfntah Pusat 
2,1.3,03.0Z Ost ................... 

2.1.3,04 Baglan Lancar Utang Pemerlntah Provlnsl l.alnnya 

Z.1,3.04.01 Baglan l.ancar \Jiang Pemerfntah Provlnsl Lalnnya 

u 2.1.3.04.02 Ost. .................. 

2.1.3.05 Bagian lancar Utang Pemerintah Kabupaten/l(ota 

2 • 1. 3 . 05 , 01 Bagian Lancar Utang Panenntah Kabupall!n/Kota 
2.1.3.05.02 Dst. .................. 

2.1.4 Pendapatan D1tu1ma Dlmulra K 

2. l. 4. 01 Sdolan Kelebihan Pembayaran Dart Plhak m 
2.1.4.01.01 Setm:n Kelebihan Pembayaran Dari Pihak m 
Z.1.4 ,01.02 Ost. .................. 

2.1.4,02 Uang Muka Penjualan Prociuk Pernda Dari Plhak 111 

2 . 1. 4 . 02 , 01 Uang MuJra Penjualln Prociuk Pemdm Dari Pihok 111 
2.1.4.02.02 Ost. .................. 

2.1,4,03 uang Muka lelang Penjualan Aset Daerah 

2 • l. 4 . 03 . 01 Uang Muka Letang Penjualan Aset Daerah 
2.1,4.03.02 Dst ................... 

2.1.4.04 Pendapatan Dlterfma 0lmuka lalnnya 
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2 • 1 • 4 • 04 . 01 Pendapatan Oiterima O!muka lalnnya 

2. 1.4.04.02 Ost. .................. 

2 .1. 5 Ut:ang BelNtn K 

2. 1. 5. 01 Utang Beban l'egawai 

2. 1 • 5 . 01 . 01 Utang Behan Pegawal 

2.1.5.02 Utang Beban Batang clan Jaa 

2 • 1 . 5 . 02 . 01 Ulang Bellan Bmang dan Jasa 

2.1.5.03 utang Beban B11noa 

2 . 1 . 5 . 03 . 01 Utang Beban Bunga 

2.1.5.04 Utang Beban SUbllldl 

2 . 1 • 5 . 04 , 01 Utang Beban SUbsldl 

2.1.5.05 Utang Beban Hlbah 

2. 1. 5. 05. 01 Utang Beban Hlbah 

2.1.5 .06 Utang Beban Bantuan Soslal 

2 . 1 . 5 . 06 • 01 Utang Behan Bantuail Soslal 

2.1.5.07 Utang Beban Transfer 

2 . 1 . 5 • 07 • 01 Ulang Beban Transfer 

2.1.5.08 Utang Bebmn Lain-lain 

2 . 1. 5 • 08 • 01 utang Beban lain-lain 

2.1.6 utang Janglm Pendek Lalnnyq K 

2, 1. 6. 01 utang Kelebihan Pembayaran PAO 

2 .1. 6. 01. 01 Utang Keleblhan Pembayaran Pajak 
2. 1 . 6. 01 . 02 utang Kelebthan Pembayanm Retrlbusl 
2 • 1 , 6 , 01 . 03 Utang Keleblhan Pembayaran Hasll Pengelolaan Kelcayaan Daerah 

yang Dlplsahkan 
2 . 1 . 6 . 01 , 04 Ulang Ke!eblhan Pembayanin lain-laln PAD yang sah 

V 2.1.6.02 utang Kelebihan Pembayanin Transfer 

2. 1.6.02.01 Utang Keleb!han Pembayaran Transfer Panerin1ah Pusat • Dana 
Perlmbangan 

2.1.6.02.02 utano Kelebihan Pembayaran Thlnsfer Pemerlntah Pusat Lalnnya 

2.1.6.02.03 Utang Kdellitmn Pembayanin Transfer Pemerintah Daerah lalnnya 

2.1.6.02.04 Utang Keleblhan Pembayanin Tl'lfflSfa' Bantuan Keuangan darl 
Provfnsi clan Pemerintah Daerah Lalnnya 

2. 1.6.03 Utang Kelebfhan Pembayaran Lain-lain Pendapatan yang Sah 

2. 1.6 .03 .01 Utang Keleblhan Pembayaran Hlbah 
2.1.6.03.02 Utang Kcleblhan Pembayaran Pendapatan lalnnya 

2. 1.6.04 utang Jangka Pendek Lalnnya 

2 , 1 . 6 • 04 . 01 Utang Jangka Pendek Lalnnya 
2.1.6.04.02 Dst ................... 

2.1.6.05 utang Pengadaan Aset Tetap 
2. 1.6. 05. 01 Utang Pengadaan Asd Tetap I 
2.1.6.06 Ulang Pem>layaan 
2 . 1. 6 • 06 . 01 utano l'emblllyaan 

2 .1. 7 KewaJlban Untllk DikOMOlldulkan K 

2. 1. 7. 01 R/KPPKD 

2 • 1. 7 . 01 . 01 R/KPPKD 

2.2 KEWAJJBAN JANGKA PANJANG 

2. 2 .1 Utang Dalam Nqerl K 

2. 2. 1 .01 Utang Olllam Negerl Sl!ldor Perbankan 

2.2.1.01.01 utang Dalam Negeri Selctor Perbankan 

2.2.1.02 Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank 

2.2.1.02.01 utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Banlt 

2.2. 1.03 Utang Dlllam Negeri-Obligasl 

2 • 2 , 1 . 03 . 01 Utang Dalam Negeri-Obllgasl 

2.2. 1.04 Ulang Pemetlntah Pusat 

2.2. 1.04.01 utang Pemertntah Pusat 

2.2.1.05 utang Pemerintah Daerah latnya 

2 • 2 • 1 . 05 . 01 Utang Pemer!ntah Daerah Lalnnya 

2.2.1.06 Utang Dalam Negerl Llllnnyit 

' 
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2 • 2 , 1 . 06 • 01 Uta119 Dalam Negeri Lalnnya 

2.2.2 Uta1111 Janoka PanJano Lalnnya K 

2. 2, 2, 01 Utang langka Panjang Lalnnya 

2 • 2 , 2 • 01. 01 Utang Jangka Panjang lalnnya 

3 EKUITAS 

3 .1 EKUITAS 

3. 1. 1 Elwlbts K 

3. 1. 1. 01 Elwllas 

3 • 1 , 1 • 01 . 01 Ekultas 

3.1.1.02 Kcreksl Elcultas 

3.1. 1.02 .01 Kcreksl Nllal Persedlaan 

3.1.1.02,02 Sellslh Revaluasl Aset Tetap 

3.1.1.02.03 lain-lain 

3 .1. 2 Surplu•/Dcflslt LO K 

3. 1. 2. 01 Surplus/DefisltLO 

3. 1. 2. 01. 01 SUrplus/Deftslt LO 

4 PENDAPATAN • LRA 

4.1 PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD) • LRA 

4. 1.1 Pandapatan Pajak Daenah - LRA K 

4. 1. 1.01 Pajak Kendaraan Bennotor (PKB) • I.RA 

4.1. 1.01.01 PKB - Mcbll Penumpang - Sedan • I.RA 
4.1. 1.01.02 PKB · Mobil Penumpang • Jeep • I.RA 
4.1. 1.01.03 PKB • Mobil Penumpang • Minibus • LRA 

4.1. 1.01.04 PKB • Mobil Bus • Mlcrobus • LRA 
4 .1.1.01.05 PKB • McbU Bus - Bus • LRA 

4.1.1.01.06 PKB • Mobil Barang/ Beban • Pidc Up - LRA 

V 4.1. 1.01.07 PKB • Mcbil Barang/ Beban • Light Truck • I.RA 
4.1.1.01.08 PKB • Mobil Batang/ Beban - Truck· I.RA 

4 • 1 • 1 • 01 • 09 PKB • Sepeda Moll)r- Sepeda Motor Roda 2 - I.RA 
4 .1. 1.01.10 PKB • Sepeda McltDr • Sepeda Motor Roda 3 • I.RA 
4 . 1 • 1. 01. 11 PKB • Kendaraan 8ermotllf' yang Oloperastkan di /IJr - I.RA 
4.1.1.02 Bea Ball1t Nama Kendaraan Bem1Gtor (BBNKB) - I.RA 

4.1.1.02.01 BBNKB -Mcbll PenUJ111111119 • Sedan • I.RA 

4.1.1.02.02 BBNKB -Mobil Penu~ng •Jeep• I.RA 
4.1.1.02.03 BBNKB -Mobil Penumpang • Mlnlbus • LRA 
4.1.1.02.04 B8NKB -Mobil Bus • Microbus • LRA 
4.1.1.02,05 BSNKB -Mcba Bus • Bus • I.RA 
4.1.1.02,06 BBNKB -Mobil Barang/ Behan - Pick Up - I.RA 
4.1.1.02.07 BBNKB -Mobll Barang/ Beban • Light Truck • LRA 
4.1.1.02.08 BBNKB -Mobil Barang/ Beban • Truck • I.RA 
4.1.1.02.09 B8NKB -Sepeda Matar • Sepeda Mctor Roda 2 • I.RA 
4.1.1.02.10 B8NKB -Sepeda Mctor • Sepeda Motor Roda 3 • I.RA 
4.1.1.02.11 BBNKB -Kendaraan Bennctllr yang Dicperaslkan dl Air - I.RA 

4.1.1.03 Pajak Bahan Bakar Kendanlan Bermotcr • I.RA 

4 • 1. 1. 03 • 01 Pajak &hall Bakar Premium • I.RA 
4.1.1.03.02 Pajak Ballan Bakar Pertamax • I.RA 

4.1.1.03.03 Pajak Bahan Bakar Patamax Plus • I.RA 
4.1.1.03.04 Pajak Bahan Balcar Sclar • I.RA 

V 4.1.1.03.0S Pajak BalNln Sa1:ar Gas • I.RA 

4.1.1.03.06 Ost .............. 

4.1.1.04 Pajak Al.r Permuban • I.RA 

4.1. 1.04.01 Pajak Air Pennukaan - I.RA 

4.1. 1.05 Pajak Rcla)f( - I.RA 

4.1.1.05.01 PajakRolcDk-1.RA 

4.1.1.06 Pajak Hctel • I.RA 

4.1. 1.06.01 Hotel· I.RA 
4.1.1.06.02 Motel• I.RA 
4.1.1.06.03 Lcsmen-1.RA 
4.1.1.06.04 Gubuk Partwls.lta • I.RA 
4.1.1.06.05 Wlsma Pariwisata - I.RA 
4.1.1.06.06 Pe.sanilllrahan • I.RA 
4.1.1. 06 .07 Rumah Penginapan clan Sejenlsnya • I.RA 
4.1.1.06.08 Rumah Kcs dengan Jumlah Kamar l.eb!h dall 10 {Sepduh) • I.RA l 
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4.1.1.07 Pajak Restoran • LRA 

4. 1. 1.07 .01 Restoran•LRA 
4.1.1.07.02 Rumah Makan • LRA 
4.1.1.07.03 Kafdaria • LRA 
4 . 1 . 1 . 07 . 04 Kantln • LRA 
4.1.1.07.05 Wanmg•LRA 
4 . 1 . 1 • 07 • 06 Bar· lRA 
4.1.1.07.07 lasa Boga/ Kater!ng • LRA 

4.1.1.08 Pajak Hlburan • LRA 

4 . 1 . 1 . 08 . 01 Tonlxlnan Rlm/Bloskcp • LRA 
4.1.1.08.02 Pagelaran Kaenlan/Muslk/Tarl/Busana • LRA 
4.1.1.08,03 Kontes Kecantikan, Blnaraga, clan Sejenlsnya • LRA 
4.1.1.08.04 Pameran • lRA 
4.1.1.08.05 O!skotik, Kamoke, Klab Malam clan Sejenlsnya - LRA 
4.1.1.08.06 S!rlcus/Alcrobat/Slllap • I.RA 
4.1.1.08.07 Permalnan Bllyar, Golf, Bowling • I.RA 
4. 1. 1.08.08 Paalan Kuda, Kendaraan Bermotor, Pennalnan Ketangkasan • I.RA 

4.1.1.08.09 Panti Pijat, Rellebl, Mandi lJap/ Spa clan Pusat Kebugaran (Rtnes 
Center) • lRA 

4.1.1.08.10 Peltandingan Olahraga • lRA 

4.1.1.09 Pajak Reklame • I.RA 

4.1. 1.09 .01 Reldame Papan/Billboard/Vk!eolrcn/Megatron • lRA 
4.1.1.09.02 Reldame Kain• LRA 
4.1.1.09.03 Reldame Meld:at/Sliur • I.RA 
4, 1. 1.09.04 Reldame Selebaran • lRA 
4.1.1.09.05 Reklame Berjalan • LRA 
4. 1.1.09.06 Reklame Udara • LRA 
4 , 1 . 1 . 09 . 07 Reldame Apung • lRA 
4.1.1.09.08 RddameSuara-LRA 
4.1.1.09.09 Reldame Rim/Slide • I.RA 
4.1.1.09. 10 Relclame Peragaan • lRA 
4.1.1.10 Pajak Penerangan J11lan • I.RA 

4 . 1 . 1. 10 . 01 Pajak Penerangan Jabn Dihasilkan Sendlri • lRA 
4.1.1.10.02 Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain • lRA 

4.1.1.11 Pajak Parlcir • lRA 

4 . 1 . 1 . 11 . 01 Pajak Parkfr • lRA 

4. 1. 1. 12 Pajak Air Tanah • lRA 

4 . 1. 1. 12 • 01 Pajak Air Tanah • lRA 

4.1.1.13 Pajak Sarang Burung Wald • lRA 

4 • 1 . 1. 13 . 01 Pajak Sarang Bunmg Walet • I.RA 

4, 1. 1. 14 Pajak Mineral Bulcan Logam clan Batuan • LRA 

4 . 1 . 1. 14 • 01 Asbes ·LRA 
4 . 1. 1 . 14 . 02 Batu Tulis • LRA 
4 . 1. 1. 14 • 03 Batu Setalgah Pennata • I.RA 
4 . 1 . 1 . 14 • 04 Batu Kapur • lRA 
4 • 1. 1 . 14 . OS Batu Apung • LRA 
4 • 1. 1. 14 . 06 Batu Pfflnala • LRA 
4 . 1. 1. 14 • 07 Bentllnlt·LRA 
4 . 1. 1 . 14 • 08 Oo!cmit • LRA 
4 • 1. 1. 14 . 09 Feldspar • LRA 
4. 1. 1. 14. 10 Garam Batu (Hal!te) • LRA 
4 , 1 , 1 . 14 . 11 Grllflt • LRA 
4 . 1 . 1 . 14 . 12 Granlt/Andesit • lRA 
4. 1.1. 14.13 Glps· LRA 
4 . 1. 1. 14 • 14 Kalslt-LRA 
4 . 1. 1. 14 • 15 Kaolin •LRA 
4 . 1 . 1 . 14 • 16 leuslt· LRA 
4. 1 . 1 . 14. 17 Magnesit • lRA 
4 . 1 • 1 . 14 . 18 Mib • LRA 
4. 1. 1. 14 . 19 Mumer-LRA 
4 • 1. 1 . 14 . 20 Nllrat • LRA 
4 • 1 . 1 . 14 . 21 Opsldlen • lRA 
4 . 1. 1. 14 . 22 Oker-LRA 
4. 1. 1. 14. 23 Paslr clan kel1ldl • lRA 
4. 1. 1 . 14 . 24 Paslr Kuarsa • lRA l 
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◄ . l. 1 . 1◄ . 25 l'ertit·LRA 

◄. l. 1. 1◄ .26 Phospat • lRA 

◄ . l . l . 14 • 27 Talk• LAA 

4 . l . 1. 14 • 28 Tanah Serap (Fullers earth) • lRA 

4 • l. l • 14 • 29 'nlnah Diatome • lRA 
4 . l. l . 14 . 30 Tanah Uat • lRA 

4 • l. l . 14 . 31 Tawas (Alum) • lRA 

4 • l. l. 14 . 32 Tras ·LRA 
4 . 1 . 1 . 14 . 33 Yaroslf • LRA 
4.1. 1. 14.34 Zeo!lt· LRA 
4 . l. l. 14 . 35 Basal• LRA 
4 . 1 . 1 . 14 • 36 Traklt • LRA 
4 . 1 . l . 14 . 37 Mfncnil Bukan LoQam dan Lalnnya - lRA 

4. l. l .15 Pajak Bumi d4n Bangunan Pedesaan d4n Pelt(ctDan • lRA 

◄ . l . l . 15 • 01 Pajak Bumi clan Bangunan Pcdesaan clan Pcrkataan • lRA 

4.l.l.16 Bea Perolellln Hak Alas Tanah clan Bangunan (BPHlll) • lRA 

4 . l . l. 16 • 01 BPHTB • Pemfndahan Hak • lRA 
4.1.1.16.02 Bl'HTB • Pemberian Hak Bani • lRA 

4.1.2 Pendapatlln Rllbtbul Daenih • LRA K 

4. l. 2. 01 Relrlbusl Pelayanan Kesehatan • lRA 

4 • 1. 2 . 01. 01 Pelayanan kesehatan di Puskesmas - LRA 
4. 1.2.01.02 Puskesmas kelalng • lRA 

4. 1.2.01.03 Puskesmas pembantu • lRA 

4. 1.2.01.04 Dalal Pengobatan • LRA 
4 • l . 2 . 01. OS Rumah Saklt Umum Daerah • lRA 
4. 1 • 2 . 01 . 06 Tcmpat Pclayonan Kesehatan LaJnnya yang Sejenls yang Olmllikl 

dan/atau Dlkelola o!eh Pemda • LRA 

4.1.2.02 Retribusl Pelayanan Persampahan/ Kebersihan • lRA 

V 
4. l.2.02 .01 Pengambilan}Pelgumpulan Sampah clan SUmbcmya Ice l.okasi 

Pembuangan Sementara • lRA 
4.1.2.02.02 Penganglwtan Sampah dari Sumbemya dan/atau Lolcasl 

Pembuangan Sementara Ice l.obsl Pembuangan}Pcmbuangan 
Akl1lr Sampoh • LRA 

4.1.2.02.03 Penyedban lolcasl Pembuangan/Pemusnahan Alchlr Sompah • lRA 

4.1.2.03 Relrlbusl Penggantlan Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan AJtta 
Catalan S111il • lRA 

4. l.2.03 .01 Kartu Tanda Penduduk • lRA 
4.1.2.03.02 Kartu Keterangan Bertempat 'T1nggaJ • lRA 

4.1.2.03.03 Kartu ldentttas Ketja • lRA 
4.1.2.03.04 Kartu Penduduk Scmentara • lRA 
4.1.2.03.05 Kartu ldenlllas Penduduk Musunan • lRA 
4.1.2.03.06 Kartu Keluarga • lRA 
4.1.2.03.07 Aleta c:atatan Sqiil • lRA 

4.1.2.04 Retribusl Pelayanan Pemakaman clan Pengabuan Mayat • lRA 

4 • l. 2 . 04 . 01 Pelayanan Penguburan/Pemakaman • lRA 

4.1.2.04.02 5ewD Tcmpat Pernalcaman atau Pembalcaran/Pengabuan Mllyat • 
lRA 

4.1.2.05 Retrlbusl Pelayanan Parlclr ell Te,,I Jalan Umum • LRA 

4 . 1. 2 . 05 . 01 Penyedlaan Pelayanan Parlclr di Tcpl Jalan Umum • lRA 

u 4.1.2.06 Retribusl Pelayanan Pasar • lRA 

4 . 1 . 2 . 06 • 01 Relrlbusl Pelayanan Pasar • PelMMan • LRA 
4.1.2.06.02 Retrlbusl Pelayanan Pasar • Los • lRA 

4.1.2.06.03 Ratrlbusl Pclayanan Pasar - Klos • LRA 

4.1.2.07 Rdnbusl Pengujlan Kendaraan llermatx)r • LAA 

4 • 1 . 2 . 07 . 01 Retrlbusl PKB • Mobil Penumpang • Sedan • lRA 
4.1.2.07.02 Retrlbusi PKB • Mobil Penumpang - Jeep • lRA 
4.1.2.07.03 Retribusl PK8 • Mobil Penwnpang • Minibus • lRA 
4.1.2.07.04 Retribusl PKB • Mobil Bus • Mkrobus • lRA 
4.1.2.07.05 Relribusl PKB • Mobil Bus • Bus • lRA 
4.1.2.07.06 Retrfbusl PKB • Mobfl Barang/ Beban • Pick Up • lRA 
4.1.2.07.07 Retrlbusl PKB • MobD Barang/ Beban • Light Truck • lRA 
4.1.2.07.08 Retrlbusl PKB • Mobil Barang/ Beban • Truck • lRA 
4.1.2.07.09 Retrlbusl PKB • Sepeda Motor • Sepeda Motor Roda 2 • lRA 
4.1.2.07.10 Retrlbusl PKB • 5el)eda Motor • Sepeda Motor Roda 3 • lRA 
4.1.2.07.11 Retnbusl PKB • Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air • 

lRA 
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◄ .l.2.08 Rdribusl Pemeriksaan Alat Pemadam Kebalraran • I.RA 

◄ . 1 . 2 • 08 • 01 Pdayanan Pemerilcsaan clan/at.au Pengujlan Alat Pemadam 
Kebalcaran • I.RA 

◄ .1.2.os.02 Alat PcnanggulanQan Kebakaran • I.RA 

◄. 1.2.08.03 Alat Penyelematan Jlwll • I.RA 

4.1.2.09 Relrtbusl ~ 8laya Cdllk Pda • I.RA 

◄. 1.2 .09.01 Penya!laan Pda Dasar (Garis). I.RA 

4.1.2.09.02 Penya!laan Peta FolO • I.RA 

◄ .1.2.09.03 Penyediaan Peta Digital • I.RA 

4.1.2.09.04 Penyedlaan Peta Tematil< • I.RA 

4.1.2.09.05 Penyedlaan Peta Telcnls (struld:ur) • lRA 

4. 1.2.10 Retribusl Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus • lRA 

4 . 1 . 2 . 10 . 01 Penyedl!lan dan/atau Penyedotlln Kakus • lRA 

◄ .1.2.11 Retribusi Pengolahan Umbah ca1r • lRA 

4 • 1 . 2 . 11 • 01 Rumah Tangga • lRA 

4.1.2.11.02 Perkantoran • lRA 

4.1.2,11.03 lndustri • lRA 

4. 1. 2. 12 Relnbusl Pelayanan Tera/Tern Ulang • I.RA 

4 • 1 . 2 . 12 . 01 Pengujlan Alat-alot Ukur, T11kar, 'llmbllng, clan PerlengkaP1111nya • 
lRA 

4.1.2.12.02 Pengujlan clalam Kelldaan Terbungkus • lRA 

4.1.2.13 Rdribusi Pelaya:nan Pendidilcan • l.RA 

4 . 1 • 2 • 13 • 01 Pdayanan Penyelengga,aml Pendldibn • lRA 
4.1.2,13.02 Pelatihlln Tclatis • LRA 

4 .1. 2 .14 Retrtbusi PengendllllDn Mcnarn Tdd<omunlkasl • lRA 

4 • 1. 2 . 14 . 01 Pemanfulltan Ruang untuk Menara TclelcDmunlkasl • LRA 

4.1.2,15 Retribusl Pemakalan Kekayaan Daerah • LRA 

◄ . 1. 2 . 15 . 01 Penyewaan Tanah clan Bangunan • LRA 

V 4.1.2.15.02 Laboratorlum • LRA 
4.1.2.15.03 RullllQlln-t.AA 

4.1.2.15.04 Kenda1a11n Bermolllr • LRA 

4.1.2.16 Retrlbulll Pasar Groslr dan/ atau Pertolman • I.RA 

4 . 1 , 2 • 16 . 01 Penyedlaan Fasllitas Pasar ~fr berbagat Jenls Barang • I.RA 
4.1.2.16.02 Fasilitas Pasar/Peimkoan yang Dlkontrakkan • I.RA 
4.1.2.16.03 Fasllftas Pasar atau Peitokoan yang Dlsedlabn/Oiselenggarakan 

oleh Pemefintah Daenlh • lRA 

4. 1. 2. 17 Relribusi Temp11t Pelelangan • I.RA 

4. 1 . 2. 17. 01 Pelelangan lkan • LRA 
4 . 1 . 2 . 17 . 02 pelelangan Temak • l.RA 
4 • 1 . 2 . 17 • 03 Pelelangan Has!1 Bumi • lRA 
4 • 1. 2 . 17 . 04 Pdelangan Hasll Hutan • l.RA 
4 • 1 . 2 . 17 • 05 Jasa Pelelangan serta Faslfitas lalnnya yang Disedialcan di Tempat 

Pelelangan•LRA 

4. 1.2. 18 Relrib11$1 Term!nal • I.RA 

4 . 1. 2 . 18 • 01 Pelayanan Penyediaan Tempat Parldr untuk Kenda!11an 
Penumpang clan Bis Umum • I.RA 

4.1.2.18.02 Tempat Keglatan Usaha • lRA 
4.1.2.18.03 Fasllltas lalnnya di Ungkungan Tennlnal • I.RA 

◄ .1. 2. 19 Rebibusl Tempat: Khusus Parldr • lRA 

4 . 1 . 2 . 19 • 01 Pelayanan Tempat KhUJUS Parldr • LRA 

4.1.2.20 Relribusi Tempat Penglnapan/ Pesanggrahan/ Villa • I.RA 

4 . 1 . 2 • 20 • 01 Pelayanan Temp11t l'englMpan/Pesanograhan/Vlla • I.RA 

4 .1. 2. 21 Relrtbusl Rumah Potong He\ml • l.RA 

4 • 1. 2 . 21. 01 Pelayanan Pemer!lcsaan Keschatlln Hewan Sebdum Oipotong • 
I.RA 

4.1.2.21.02 Pelayanan Pemerilcsaan Kesehallln Hewlin Sesudah Oipotong • 
lRA 

4.1.2.22 Relribusl Pelayanan Kepelabuhlln • I.RA 

4 . 1 . 2 . 22 . 01 Pelayanan Jasa Ire Pelabuhan • lRA 

4.1.2.23 Rdribusl Tempat Re1crus1 dan Olah rag• I.RA 

4 • 1 . 2 . 23 . 01 Pelayanan Templlt Relcreasl • I.RA 
4.1.2.23.02 Pelayanan Tempat Panwlsata • I.RA 
4.1.2.23.03 Pelayanan Tempat Olahraga • lRA 

4.1.2.24 Retribusl Penyebrangan Air • I.RA 

l 
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4. l . 2. 24. 01 l'elayanan Penyebrangan Orang • lRA 

4.1.2.24.02 Pelayanan Pcnyebrangan Barang • LRA 

4.1.2.25 Rdrtbusl Penjualan Produksl Usaha Daerah • lRA 

4 • 1 . 2 . 25 • 01 Penjualan HasU Produksl Usaha • lRA 

4.1.2.26 Rlltribusl Iztn Mendlribn Bangun11n • LRA 

4 • l. 2 . 26 . 01 Pemberian lztn Untuk Mendtrlkan Suatu Bangunan • LRA 

4.1.2.27 Rctnbusl Izln Ten,pat Penjualan Mlnuman Beratkohol • lRA 

4.1.2.27.01 Pemberian Izln untuk melakulcan Penjualan Mlnuman Beralkohol • 
LRA 

4.1.2.28 Rdribusl Izln Gangguan • LRA 

4 .1. 2. 28 .01 Pembellan Iz!n Gan;guan tempat Usaha/Keglatan kepada Orang 
Pribadl • lRA 

4.1.2.28.02 Pemberian Iz!n Gangguan wnpat Usaha/Keglatan kepada Badan • 
lRA 

4.1.2.29 Retribusl Iz!n Trayek • LRA 

4.1.2.29.01 Pemberlan Iz!n Trayek kepada Orang Pribadt • LRA 
4.1.2.29.02 Pernberlan lzln Trayek kepllda Sadan • LRA 

4.1.2.30 Rlltrlbusl Izln Perikanan • LRA 

4 • l. 2 . 30 . 01 Pemberian Izln usaha Perilcanan kepada Orang Prlbadl • LRA 
4.1.2.30.02 Pemberlan Izln usaha Perikanan kepada Badan • LRA 

4. l. 2. 31 Retnbusi Pengendalian l.alu Untas • LRA 

4. 1.2.31.01 Pellllllunaan Rllas lalan Tertentu • LRA 
4 • 1. 2 . 31 . 02 Penogunaan Koridor Tatentu -LRA 
4.1.2.31.03 Pen;ounaan Kawasan Tertentu pada Waktu Tatentu oleh 

Kendaraan llermotllr Perseorangan clan Baning • lRA 
4.1.2.32 Rebibusl Perpanjangan Izln Mern;>ek.erjakltn Tenaoa Kerja Aslng 

(lMTA) • LRA 
4 . 1 . 2 . 32 . 01 Pemberian Perpanjangan lMTA kepada Pemberl Kerja Tenaga 

Kerja Asing • LRA 

4.1.3 Pendapatan HasD Pengelolaan Kclmyun Daer■h yang K 
DlplsDhkan • LRA 

4. 1.3. 01 Boglan Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Mllik 
Daerah/BUMD • lRA 

4 . 1. 3 • 01 . 01 Baglan Laba alas Penyertaan Modal pada Perusahaan Millk 
Daerah/BUMD • lRA 

4.1.3 .01.02 Baglan Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD •..•...••..••• • LRA 

4.1.3.01.03 Ost .............. 

4.1.3.02 Bqlan Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Millk 
Negara/BUMN • lRA 

4 . 1 . 3 • 02 • 01 Baglan Laba atas Penyertaan Modal puda BUMN .............. • LRA 

4.1.3.02.02 Ost .............. 

4.1.3.03 Baglan Laba alas Penyertaan Modal pada Perusahaan MlHk Swasta -
lRA 

4 • 1. 3 • 03 . 01 Baglan Laba alas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan -
LRA 

4.1.3.03.02 Ost .............. 

4. 1.4 l.aJn.aln PAD Yang SU • LRA K 

4. 1. 4. 01 Huil Penjualan Asd: Daerah Yang lldak Dlplsahkan • lRA 

4 . 1 . 4 . 01. 01 HasO Penjualan Tanah • lRA 
4. 1.4.01 .02 Hasil Penjualan Peralatan/Mesin • lRA 
4. 1.4.01.03 Hasll Penjualan Gedung dan Banounan • lRA 
4.1.4.01.04 Hasil Penjualan lalan, lrigasl dan larlngan • LRA 
4 , 1 , 4 . 01 • 05 Hasll Penjualan Aset Tetap Lalnnya • LRA 

4.1.4.02 Halli Penjualan Aset Lalnnva • LRA 

4. 1 . 4. 02. 01 Hasil Penjualan A5et Lalnnya - LRA 

4.1.4.03 Pener!maan Jasa Giro • LRA 

4 . 1. 4 • 03 . 01 .Jasa Giro Kas Daerah • LRA 
'l.l.4.03.02 .Jasa Giro Bendahara • LRA 
4.1.4.03.03 lasll Giro Dana Cadangan • lRA 
4.1.4.03.04 Ost .............. 

4.1.4.04 Pendapntan Bunga • LRA 

4 . 1 . 4 • 04. 01 Pendapatan Bunga DeposilD ...... • LRA 
4.1.4,04.02 Pendapatan Bunga Dana Betgullr .............. • LRA 
4.1.4.04.03 Ost .............. 

4. 1.4.05 Tuntutan Ganll Keruglan Daerah • lRA 
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4 . 1. 4 . 05 . 01 Tuntutan Ganti Keruglan Daetah Temadap Bendaharawan • LAA 

4.1.4.05.02 Tuntutan Gantl Keruglan Oaetah Terhadap Pegawai Negeri Bubn 
Bendaharawan • lRA 

4. 1.4,06 Komlsl, Poti,ngan dan Sellslh Nllal Tukar Rupiah • lRA 

4. 1.4.06.01 Penertmaan Komlsl dar1 Penempatan Kas Daerah • lRA 

4.1.4,06,02 Penerimaan Potongan dar1 .............. - lRA 

4.1.4.06.03 Penerimaan Keuntungan Sellslh Nilal Tokar Rupiah dar1 .............. • 
lRA 

4.1.4.06.04 Ost .............. 

4.1.4.07 Pendapatan Denda atas Kdatambatan Pelalcsanaan Pekerjaan • LRA 

4 • 1 . 4 . 07 . 01 Pendapatan Denda atas Kewtambatan Pelalasanaan Pebljaan 
Bldang Pendldikan • lRA 

4.1.4.07.02 Pendapatan Denda atas Kderlambatan Pelalcsanaan Pelcerjaan 
Bldang Kesehatan - LRA 

4.1.4.07.03 Pendapatan Oenda atas Keterlambatan Pelabanaan Pekerjaan 
Biclang Pelcerjaan Umum - lRA 

4 . 1 . 4 . 07 . 04 Pendapatan Denda alas Keteriambatan Pelalcsanaan Pekerjaan 
B1c1ang PmwMhan Rakyat • lRA 

4 . 1. 4 . 07 . 05 Pendapatan Denda alas Kebltlambatan Pelaksanaan Pelcerjun 
Bldang Penataan Ruang • LRA 

4.1.4.07.06 Pendapatan Oenda atas ~n Pelaksanaan Pelcerjaan 
Blclang Perencanaan Pembangunan - LRA 

4.1.4.07.07 Pendapalan Denda atas KelBtambatan Pelaksanaan Pelcerjaan 
Bldang Perhubungan • LRA 

4.1.4.07.08 Pendapatan Denda atas Keteriambatan Pelaksanaan Pekajaan 
Bldang Unglcungan Hldup • lRA 

4.1.4.07.09 Pendapatan Denda alas Keterlambatan Pelalcsanaan Pckerjaan 
Bldang Pertanahan • lRA 

4.1.4.07 .10 Pendapatan Denda alas Keteriambatan Pelalcsanaan Pekerjaan 
Bidang Kependudukan clan C&tatan Slpil - LRA 

4.1.4.07.11 Pendapatan Denda atas Kewlambalan Pelaksanaan Pelcerjaan 

V Blclang Pemberdayaan Pemnpuan clan Perlindungan Analc • lRA 

4.1.4.07.12 Pendapatsn Oenda atas Kelertamba1an Pelaksanaan Pekcrpan 
Bidang Kelullrga llerencuna dan Keiwlrga Sejahtera ·LRA 

4.1.4.07 .13 Ost .. 

4. 1.4.08 Pendapatan Oenda Pajak· lRA 

4. 1.4.08 .01 Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotcr • lRA 
4.1.4.08.02 Pendapatan Denda Bea Ballk Nama Kendaraan Bermotor • lRA 
4.1.4.08,03 Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bennotor • LRA 

4.1.4.08.04 Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan • LRA 
4.1.4.08.05 Pendapatan Denda Pajak Rokok • lRA 
4. 1.4.08.06 Pendapatan Denda Pajak HOU! • lRA 
4. 1.4.08.07 Pendapatan Denda Pajak Restoc-an • LRA 
4.1.4.08.08 Pendapatan Denda Pajak HJburan • LRA 
4.1.4.08.09 Pendapatan Denda Pajak Reldame • LRA 
4.1.4.08,10 Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan • LRA 
4.1.1.08 .11 Pendapatan Denda Pajak Parklr - I.RA 
1.1.4.08.12 Pendapatan Denda Pajllk Air Tanah • LRA 
4.1.4.08.13 Pendapatan Oenda Pajak 5arang Burung Walet - lRA 
4 . 1 , 4 . 08 • 14 Pendapatan Denda Pajak Mineral Bubn Logam clan Batuan • LRA 

V 
4.1.4.08.15 Pendapatan Oenda Pajak Bumi clan Bangunan Pedesaan clan 

Peridaan-lRA 
4,1.4.08.16 Pendapatan Dencla Sea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan -

LRA 

4.1.4.09 Pendapatan Denda Retribusl - I.RA 

1.1.4.09.01 Pendapatan Denda Retribusl Pelayanan Kesehatan - I.RA 
1.1.4.09.02 Pendapatan Denda Rebibusl Pelayanan Persampahan/ Keberslhan 

lRA 
4.1.4.09.03 Pendapatan Denda Rel1lbusl Penggantia/1 Biaya CdDk Kartu Tamla 

Penduduk dan Aleta catatan Slpll - I.RA 
4.1.4.09.04 Pendapatan Dencla Rebibusl Pelayanan Pemakaman dan 

Pengabuan ~ • LRA 
4.1.4.09.05 Pendapatan Dencla Rdribusl Pelayanan Paridr ell Tepl Jalan Umum 

LRA 
4. 1.4.09.06 Pendapatan Dencla Retribusl Pelayanan Pasar - LRA 
4.1.4.09.07 Pendapatan Denda Rebibusl Pengujlan Kendaraan Bermotor - LRA 

4.1.4.09.08 Pendapatan Dendo Retrfbusl Pemertksaan Alat Pemadam 
Kebakaran - I.RA 

l 
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4.1.4.09.09 Pendapatan Denda Retrlbusl Pen;ganllan lliaya Celalc Pela· I.RA 

4.1.4.09.10 1'8tdapalan Denda Rdrihusl Penyediaan danfataU Penyedotan 
Kakus-1.RA 

4.1.4.09.11 Pendapatan Oenda Rl!lrlbusl Pengo!ahan Umbah Cair • I.RA 

4.1.4.09.12 Pendapatan Oenda Retrlbusl Pclaynnan Tera/Tera Ulang • I.RA 

4.1.4.09.13 Pendapatan Oencla Rl!lrlbusl Pelayanan Pendldikan • I.RA 

4 • 1 • 4 • 09 • 14 Pendapatan Denda Rl!lrlbusl Pengendallan Menara Telekomunlkul 
-I.RA 

4.1.4.09.15 Pendapatan Denda Retribusl Pemtkalan Kelcayaan Oaerah • I.RA 

4.1.4.09.16 Pendapatan Denda Retlibusl Pasar Gloslr dan/ atau Pe:r1Dkoan • 
I.RA 

4 . 1 • 4 • 09 • 17 Pendapatan Oenda Retr!busl Tempat Pelelangan • lRA 

4.1.4.09.18 Pendapatan Denda Rmlbusl Terminal • lRA 

4 • 1 • 4 • 09 • 19 Pendapatan Denda RdJ1busl Tempat Khusus Parlcir • I.RA 

4.1.4.09.20 Pendapatan Dencla Retribusl Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ 
Villa• I.RA 

4 • 1. 4 • 09 • 21 Pendapatan Denda Retribusl Rllmah Polling Hew.in • LRA 

4.1.4.09.22 Pendapatan Denda Retnbusl Pelayanan Kepelabuhan • lRA 

4.1.4.09.23 Pendapatan Denda Rebibusl Tempat Rekreas1 dan Olah ragit-1.RA 

4. 1.4.09.24 Pendapatan Denda RdJ1busl Penyebrangan Air • I.RA 

4. 1.4.09.25 Pendapatan Denda Retribusl Penjualan Produbi Usaha Daerah • 
lRA 

4.1.4.09.26 Pendapalan 0enda Retnbusi Izfn Mendirikan 8angwlan • LRA 

4.1.4.09.27 Pendapatan Oenda Retribusl Izfn Tempat Penjualan Minuman 
8eraflrohol • I.RA 

4.1.4.09.28 Pendapatan Oenda Retribusl lzln Gangguan • lRA 

4.1.4.09, 29 Pendapatan Oenda Retribusl lzln Trayek • LRA 
4.1.4.09.30 Pendapatan Oenda Rllbibusl lzln Pcrikanan • I.RA 
4 • 1. 4 • 09 • 31 Pendapatan Oenda Rebibusl Pengendallan Lalu Untas • I.RA 
4.1.4.09.32 Pendapatan Denda Retribusl Perpanjangan lzin Mempelcerjakan 

Tenaga Kerja Asing (lMTA) • lRA 

4.1.4.10 Pendapatan Denda Pemanfaatan Asel Daerah • lRA 

4 • 1 • 4 • 10 • 01 Pendapatan Denda Sewa Aset Daerah • lRA 
4.1.4.10.02 Pendapatan Denda Kerjas8ma Pemanfaatan Aset Oai!rah • lRA 
4.1.4.10.03 Pendapatan Oenda 8angun Gulla 5erah • I.RA 
4.1.4.10.04 Pendapatan Oenda 8angun Serah Guna • LRA 

4.1.4.11 Pendapatan Oencla Atas Pelanggaran Perda - LRA 

4 • 1 • 4 • 11 . 01 Pendapatan Oenda At.as Pelanggaran Perda - lRA 
4.1.4.11.02 Ost .............. 

4.1.4.12 Pendapatan HMII Elcsdcusl aw Jamlnan - LRA 

4 , 1 • 4 • 12 • 01 Hasil Ekselcusl Atas Jamlnan atas Pengadaan 8arang/Jasa - I.RA 
4.1.4.12.02 Hasil Ekselcusl Alas lamlnan atas Penmongkaran Reldame - LRA 
4.1.4.12.03 HasU Elc:selcusi Ataslaninan atas KlP Muslman • LRA 
4.1.4.12.04 Ost .............. 

4.1.4.13 Pendapatan dari Pengembalian 

4 , 1. 4 • 13 • 01 Pendapatan dari Pengcmbiillan Pajak Penghasilan Pasal 21 • LRA 

4.1.4.13.02 Pendapatan Dari Pengemballan Keleblhan Pembayaran Asuranst 
Kesehatan - I.RA 

4.1.4.13.03 Pendapatan Dari Pengemballan Keleb!han Pembayaran Gaji dan 

0 
Tunjangan • I.RA 

4.1.4.13.04 Pendapatan Dari Pengemballan Keleb!han Pembayaran Perjalanan 
DinBs • LRA 

4.1.4.13.05 Ost .............. 

4. 1. 4. 14 Fasifttas Soslal clan Fasffitas Umum • LRA 

4 • 1. 4 . 14 • 01 filsilitas Soslal • LRA 
4 • 1. 4 • 14 • 02 Fasililas Umum - LRA 
4 • 1. 4 • 14 • 03 Ost ..••...•..••.• 

4.1.4.15 Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah clan Oildat • LRA 

4 • 1 , 4 • 15 • 01 Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah - LRA 
4 • 1 • 4 • 15 • 02 Pendapatan Penyelenggaraan Dildat • LRA 
4 • 1. 4 • 15 • 03 Ost .............. 

4.1.4.16 Pendapatan dari Penyelenggaraan Sekolah clan Dl1dat - I.RA 

4 • 1. 4 • 16 • 01 uang Pendaftaran/lJj Masuk - LRA 
4.1.4.16.02 U8ng Sdrolah/Pendldibn clan Pelatihan • lRA 
4.1.4.16.03 Uang Ujian Kena!lcan llngkat/l(elat • LRA 
4.1.4.16.04 Ost .............. 

\ 
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4. l .4. 17 Pendapatan dari Angsuran/Odlan Penjualan • I.RA 

4. 1.4.17 .01 Angsuran/adlan Penjualan Rumah D!nas Daerah Gc!ongan ru • 
LRA 

4 • l. 4 • 17 . 02 Angsuran/Cldlan Penjualan Kendaraan Percrangan Oinas • LRA 

4. 1.4.18 Hasil dari Pemanfaatan Kebyaan Daerah • LRA 

4 • l . 4 . 18 • 01 Hasil dart Pemanfaatan Kelcayaan Daerah Sewa • LRA 

4.1.4.18.02 HasU dart Pemanfaatan Kelcayaan Daerah Kerjasama Pemanfaatan• 
LRA 

4.1.4.18.03 Has11 darl Pemanfaatan Kelcayaan Daerah Bangun Guna Serah • 
LRA 

4.1.4.18.04 HasU darl Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bafl!lun Serah Guna • 
LRA 

4. l. 4. 19 Pendapatan Zalcat • LRA 

4 . 1 . 4 • 19 . 01 Pendapatan Zakat • LRA 

4 . l . 4 . 19 • 02 Ost .............. 

4.1.4.20 Pendapatan BLUO • LRA 

4 . l . 4 • 20 . 01 Pendapatan Jasa layanan Umum BLUO • LRA 

4.1.4.20.02 Pendapatan Hlbah BLUO • LRA 

4. 1.4.20 .03 Pendapatan Hasil Kerjasama BLUO • LRA 

4.1.4.20 .04 Pendapatan Lain-lain BLUO - LRA 

4. 1. 4. 21 Hasll dart pengelclaan dana bergullr 

4. 1.4.21.01 Hasll dart pengelclaan dana bergullr datl Kelompok 
Masyarakat. ............ • LRA 

4 . l . 4 . 21. 02 Ost .............. 

4.1.4.22 Laln•laln PAO yang Sah Lalnnya • LRA 

4 • l . 4 . 22 . 01 Laln-la!n PAO yang Sah Lalnnya • LAA 

4.2 PENDAPATAN TRANSFER· LRA 

4.2.l Pendapatan Transfer Panerlntzlh Pusat • LRA K 

4.2. 1.01 Bagi Hasil Pajak • LAA 

4 . 2 . 1 • 01 . 01 Bagi Hasil dart Pajak Bwnl clan Bangunan seklor Pertambangan -
LRA 

4. 2. 1.01.02 Bagi Hasil dart Pajak Bumi clan Bangunan seklor Perlcebunan • LAA 

4.2. 1.01.03 Bagi Hasil dart Pajak BwnJ clan Bangunan seklor Perhutanan • LRA 

4 • 2 . l . 01. 04 Bagi HasiJ dari PPh PasaJ 25 clan PasaJ 29 WP Orang Pribadl Dalaln 
Nc,ge,t clan PPh Pasal 21 • LAA 

4 • 2 . l . 01 . 05 Bagi Hasi1 Culfal HasU Tembabu • LRA 

4.2. 1.01.06 Ost .............. 

4.2.1.02 Bagi Hasll &dean Pajak/Swnbel' Daya Alam • LAA 

4 . 2 . 1 • 02 • 01 Bagi Hasil darl luran Hak Pengusahaan Hulan • LAA 

4.2.1.02.02 Bagi Hasil darl Pravlsl Sumber Daya Hulan • LAA 

4.2.1.02.03 Bagi Hasil darl Dana Reboisasi • LAA 
4.2. 1.02.04 Bagi HasU darl Iuran Tetap (Land-Rent)· LAA 

4.2.1.02.05 Bagi Hasil darl luran Eksplorasi clan Iuran Eksploitasl (Royall!) -
lRA 

4.2.1.02.06 Bagi Hasil darl Pungutan Pengusahaan Perlkanan - LAA 

4 . 2 • l . 02 , 07 Bagi Hasll dart Pungutan Hasil Perlkanan • LAA 
4.2.1.02.08 Bllgl Hasll darl Patambangan Minyak Bumi - LAA 

4.2.1.02.09 Bagi Hasll darl Pertambangan Gas Bumi • lRA 

4.2.1.02.10 Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - LAA 

4.2.1.02.11 Ost .............. 

4.2. 1.03 Dana Alokasl Umum (DAU) - LRA 

4. 2. 1.03 .01 Dana Alokasl Umum • LAA 

4.2.1.04 Dana Alobsl Khusus (OAK) • lRA 

4 . 2 . 1 . 04 • 01 OAK Bldang lnfrastruktur Jalan • LRA 
4.2.1.04.02 OAK Bldang Infrastruktur Irigasi • LAA 

4.2.1.04.03 OAK Bidang lnfrastruktur /,Jr Minum • LRA 

4.2.1.04.04 OAK Bldang Infrastruklur SanitasJ. LRA 

4.2.1.04.05 OAK Bldang Keluarga Berentana - LAA 

4.2.1.04.06 OAK Bldang Kehutanan • LAA 

4.2.1.04.07 OAK Bldang Pennnahan clan Kawasan Pemuldman • LRA 
4.2.1.04.08 OAK Bldang ICesdlatan • LRA 
4.2.1.04,09 OAK Bldang Kelaulan clan Perilcanan - LAA 
4.2. 1.04.10 OAK Bldang Prasarana Pemerintahan - LRA 
4.2.1.04.11 OAK Bldang Transportasl Penresaan • LRA 
4.2.1.04.12 OAK Bldang Penlagangan • LRA 
4.2. 1.04.13 OAK Bldang Ungkungan Hldvp • LAA 
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4.2. l .04.14 DAK Bidang Sarara clan Prasarana 0aerah Tertlnggal (SPOT) • LAA 

4.2.1.04.15 OAK BidanQ Pertanlan • LAA 

4.2.1.04.16 OAK Bidang Energi Pedesaan • LAA 

4.2. 1.04.17 OAK Bidang 5uana clan Pnls4raM KIIWllSlltl Perbll1asan • LAA 

4.2.1.04.18 DAK BidanQ Pendldllwl • LAA 

4.2.1.04.19 OAK Bidang Keselamatan Transpo,tasl Darat • LAA 

4.2.2 Peftckpatan Transfer Pcmorfntah PIIAt • Lalnnya • LRA K 

4. 2. 2. 01 Dana Otonomi Khusus • LAA 

4. 2 . 2. 01. 01 Dana 0tonoml Khusus • LAA 
4 . 2 . 2 . 01. 02 Dana Tambahan lnfnlsbuktur • LAA 

4.2.2.02 Dana K~an • LAA 

4 . 2 . 2 . 02 . 01 Dana Kelstemewaan • LRA 

4.2.2.03 Dana Penyesualan • LRA 

4 . 2 . 2 . 03 . 01 Tunjangan Profesl Guru PNSD • LAA 

4.2.2.03.02 Dana Tambahan Penghullan Guru PNSD • LAA 

4.2.2.03.03 Dana lnsentif Dacrah • LRA 

4.2.2.03.04 Dana Proyck Pemcrintah Daerah clan Desentralisasl Provins! • LAA 

4.2.2.03.05 Bantuan Operaslonal SdcDlah • LAA 
4.2.2.03.06 Ost •••••••••••••• 

4.2.3 Pendopatan Transfer Pemertntah Dnnlh lalnnya - LRA K 

4 .2 .3 .01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak· LAA 

4.2.3 .01.01 Pendapatan &gi Hasl.l P1tj4k • LAA 

4 . 2 . 3 . 01 • 02 Ost .............. 

4.2.3.02 Pendapatan Bagi hasll Lalnnya • LAA 

4 . 2 . 3 , 02. 01 Pendapatan Ba;i has!I Lalnnya • lRA 

4,2.3.02.02 Ost •••..•.......• 

V 4.2.3.03 Pendapatan Dana otonoml Khusus • LRA 

4 . 2 . 3 . 03 . 01 Pendapatan Dana otonoml Khusus • LRA 

4.2.4 Bllntuan Keuangan • LRA K 

4. 2. 4. 01 Santuan Keuangan dari Pemerlntah Daerah Provins! lalnnya • LRA 

4.2 .4 .01.01 8anbJan Keuangan dari Pemerintzlh Daerah Provlnsi ...... • LRA 
4. 2.4.01.02 Ost •••..•..•••.•• 

4.2.4.02 Bantuan Keuangan dart Pemerlntlh Daerah Kabupaten • LAA 

4. 2. 4. 02. 01 Bantuan Keuungan dari Perner!ntah D=ah Kabupaten 
....................... LAA 

4.2.4.02.02 Ost .............. 

4.2.4.03 Bantuan Keuungan dari Pemerintah Daerah Kola • lRA 

4 . 2 • 4 • 03 . 01 Bantuan Keuangan dari Pemerln1ah Daerah Kola 
............................. LRA 

4,2.4.03.02 Ost .............. 

4.3 WN-wN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH • LRA 

4, 3. 1 Pendapatan Hlbah • LRA K 

4, 3. 1. 01 Pendapatan Hibah dart Pemerlntah • LRA 

4 . 3 . 1 , 01. 01 Pendapatan Hibah dart Pemerintah 

4.3 .1.01.02 Ost .............. 

4.3,1.02 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah lalnnya • LAA 

4 . 3 . l. 02 , 01 Pendapatan Hibah dari Pernerlntah Daerah lalnnya • lRA 
4.3.1.02.02 Ost .............. 

4.3.1.03 Pendapatan Hlbah darl Blldan/l.ernb8oa/OrQanlsasl Swasta dalaln 
Negeri-LAA 

4 • 3 • l. 03 . 01 Pendapatan Hibah dari Baclan/LembDga/0rganlsasi 5wasta dalam 
Negeri- LRA 

4.3.1.03.02 Ost .............. 

4.3.1.04 Pendapatan Hibah darl kelompok masyarakat/perorangan • LRA 

4 . 3 . 1 . 04 . 01 Pendapatan Hibah darl kelompok masyaralcat • LAA 
4.3. 1.04.02 Pendapatan Hlbah clan pero,angan • LRA 

4.3.2 Dana Dllrvrat • lRA K 

4. 3. 2. 01 Dana Darurat • LRA 

4 . 3 . 2 , 01 , 01 Kolban}Kerusakan Alclbat Bencana Alam - LAA 
4.3.2 .01.02 Ost .............. 

4.3.3 Pendapatan lalnnya • LRA K 

l 
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4.3 .3. 01 Pendapatan Lalnnya - lRA 

4. 3 • 3 , 01 • 01 Pendapatan SUmbangan Pihak Ketlga - lRA 

4 . 3 . 3 . 01 . 02 Ost .............. 

5 Bl!lANJA 

5.1 8£1ANJA OPl!RASI 

5 .1. 1 Belllnla Pct•-• D 

5 .1. 1.01 Belanja Gajl dan Tunjangan 

5 .1. 1.01.01 Gajl Pokok PNS/ Uang Representasi 

5.1. 1.01.02 Tunjangan Keluarga 
5 , 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabmn 

5 .1.1.01.04 Tunjangan Fungslonal 
5 . 1 • 1. 01. 05 Tunjangan Fungslonal Umum 

5 . l. 1. 01. 06 Tunjangan Beras 
5.1. 1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan KIIU5US 

5 . 1. 1. 01. 08 PembulatanGajl 

5 .1. 1.01.09 llmin .Jamlnan Kesehatan 
5 . 1 . 1 • 01. 10 lJang Palu!t 
5 . 1 • 1 • 01 . 11 Tunjangan Badan Musyawarah 
5 .1. 1.01.12 Tunjangan Kcmlsl 

5 .1.1.01.13 Tunjangan Badan AnQoaran 
5. 1.1.01.14 Tunjangan Badan Kdlormat3n 
5 .1. 1.01.15 Tunjangan Alat Kelengbpan Lalnnya 

5 .1. 1.01.16 Tunjangan Perumahan 
5 . 1 . 1 . 01. 17 lJang Oulca Wafst/T-
5 . l. 1 , 01 • 18 uano .1asa Pengabdlan 
5 . 1. 1 , 01. 19 8elanja PenunJano Operaslonal P!mpfnan DPRO 
5 . l. 1 , 01. 20 Tunjangan Kesehatan DPRO 
5 • 1. 1 . 01 • 21 Ost. .......... 

5.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasllan PNS 

5 . 1 . 1 . 02 . 01 Tambahan Pa,ghasilan Berdasartcan 8eban Kerja 

s.1.1.02.02 Tambahan Pcnghasilan 8erdasallaln Tempat 8ertugas 

5.1.1.02,03 Tambohan Penghas!lan llenlasilrbn Kondlsl Kaja 
5 .1. 1.02 .04 Tambolhlln Pcnghasllan Berdasarbn Keh1ngkaan l'nlfesl 

5.1.1.02.05 Tambaluin Penghas!lan Berclawbn Platasl Kerja 

5.1.1.03 Befmija Penerlmaan lalnnya Plmp!nan clan Anggota DPRD serta 
KOH/WKDH 

5 .1. 1.03.01 Tunjangan Komunlkasl lntenstf Plffllllnan dan Anggota DPRD 
5.1.1.03.02 Befanja Penunjang Operastonal KDtf/WKOH 

5.1.1.04 Blaya Pemungutan Pajak Buml clan Bangunan 

5 . l. 1 , 04 . 01 Blaya Pemungutan Pajak Buml clan Bangunan Pertambangan 
5.1. 1.04.02 Blaya Pemungutan Pajak Buml clan Bangu1111n Perkebunan 
s. 1. 1.04.03 Blaya Pemungutan Pajak Buml clan Bangunan Perhutanan 
5.1.1.04,04 Blaya Pemungutan Pajak Buml dan Bangunan Perlcotaan dan 

Pedesaan 
S.1.t.04.05 Blaya Pemungutan PBB 

5.1.1.05 lnsentifPemungutanPajakDaerah 

5 . 1. l. 05 • 01 lnsentlf Pemungutan Pajak Daerah • Pajak Kendaraan BermCltcr -
lRA 

S .1. 1.05 .02 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Balik Nama Kendaraan 
8ermoto4' • lRA 

S .1.1.05.03 lnsenllf Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bahan Bakar 
Kendaraan Benncl1l)r - lRA 

5.1.1.05,04 Insentlf Pemungutan Pajak Daerah • Pajak flJr Permukaan - lRA 
5.1. t.05 .OS Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Rotcok - LAA 
5.1.1.05.06 lnsentif Pemungutan Pajak 0aerah - Pajak Hotlll • lRA 
5.1.1.05.07 lnsentlf Pemungutan Pajak Oaerah - Pajak Restcran - lRA 
5.1.1.05.08 Insentlf Pemungutan Pajak Daerah • Pajak Hlburan - lRA 
5.1.1.05.09 Insentlf Pemungutan Pajak Daetah - Pajak Reklame • lRA 
5.1.1.05.10 lnsentif Pemungutan Pajak Daerah • Pajak Penerangan Jalan -

lRA 
5.1.1,05.11 lnsentlf Pemungutan Pajak Daerah • Pajak Par1dr • lRA 
5.1.t.05.12 Insent!f Pemungutan Pajak Daerah - Pajak flJr Tanah - I.RA 
S.1.t.05.13 Insentif Pemungutan Pajak Daerah • Pajak Sarang Bwung Walet -

I.RA 

S .1. t.05. 14 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Minaai Bukan Logam 
clan Bab.Ian • I.RA 

5.1.1.05.15 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi clan Bangunan 
Pedesaan clan Pa1allaan • I.RA 

5.1.1.05.16 lnsentlf Pemungutan Pajak Daerah - Ilea Paolehan Hak Alas - .. - .... 



SALDO 
KODE REKENING URAIAN NORMAL 

I anan aan 1111ngunan - I.HA 

5 . 1 . 1 . 05. 17 Insentif Pemungutan Pajak Daerah 

5.1.1.06 Insentlf Pemungutan Retribusl Oaerah 

5 . 1 . 1 • 06 . 01 Insentlf Pemungutan Retribusl Oaerah - Pelayanan Kesehatan • 
LRA 

5.1.1.06.02 lnsentif Pemungutan Retribusl Damh - Pelayan11n Persampahan/ 
Keberslhan • lRA 

S.1.1.06,03 lnsentif Pemungutan Retribusl Oaerah - Penggantlan Btayzi Cdak 
Kartu Tancla Penduduk dan Aleta catat!ln Slptl - LRA 

5.1. 1.06.04 Insentif Pemungutan Relrlbusl Daerah - Pelayanan Pemakaman 
dan Pengabuan Mayat - LAA 

5.1.1.06.05 Insentif Pemungllllln Rdrlbusl Oaerah • Pelayanan Parldr di Tepl 
Jalan Umum - LRA 

5.1.1.06.06 Insentif Pemungutan Retrlbusl l>Hnlh - Pelayanan Pasar • LAA 
5.1.1.06.07 Insentif Pemungutan Relribusl Daerah • Pengujlan Kendaraan 

BermolDr • LRA 
5.1.1.06.08 Insentif Pemungutan Reb1bus1 Oaemh • Pemeriksaan Alllt 

Pemadam Kebakaran - LAA 
5.1.1.06.09 Insentif Pemungutan Retribusl Daerah • Penggantlan Blaya Cetak 

Peta· LAA 
5.1.1.06.10 lnsentif Pemungutan Retribusl Daerah • Penyedlaan danJatau 

Penyedotan Kaiwi· LRA 
5.1.1.06.11 lnsentlf Pemungutan Reblbusl Daerah • Pengolahan Umbah Clllr -

lRA 
5. 1.1.06.12 lnsentif Pemungutan Retribusi Daerah • Pdayanan Tera{Teni 

lJlang • LRA 
5.1.1.06.13 lnsentif Pemungutan Retribusl Oaerah • Pelayanan Pendldilcan -

LRA 
5 . 1 . 1 . 06 . 14 lnsenlif Pemungutan Rdribusl 0aerah • Pengendallan Menam 

Telelcomunlkasl • LAA 
5.1.1.06.15 lnsentlf Pemungutan Retrlbusl Daerah • Pemablan Kelcayaan 

Oaemh·LRA 
5.1.1.06.16 Insentlf Pemungutan Relribusl Oaerah • Pasar Groslr dan/ atau 

PertDlcoan·LAA 
5 .1. 1.06 .17 lnsentif Pemungutan Retribusl Daerah • Ten.,at Pelelangan • lRA 

5.1.1.06.18 Insentlf Pemungutan Retribusl Oaemh • Termlnal • LRA 
5 • 1 . 1 . 06 . 19 Insentif Pemungutan Retrlbusl Daerah - Tempat Khusus Parldr • 

LRA 
5.1.1.06.20 Insentlf Pemungutan Rdribusl 0aerah • Tempat Penglnapan/ 

Pesanggrahan/ Vtlla • lRA 
5.1.1.06.21 Insentif Pemungutan Retribusl 0aerah • Rumah Polllng Hewan -

lRA 
5.1.1.06.22 lnsentlf Pemungutan Relrlbusl Daerah • Pelayanan Kepelabuhan • 

LAA 
5.1.1.06.23 lnsent!f Pemungutan Relrlbusl Daemh • Tempat Relcreasl dan Olah 

raga-LAA 

5.1.1.06.24 Insentif Pemungutan Retribusl Daerah - Penyebmngan Alr • LRA 
5.1.1.06.25 Insentlf Pemungutan Relrlbusl Daerah • Penjualan Produksl Usaha 

Daerah-LRA 
5.1. 1.06.26 Insentlf Pemungutan Rdrlbusi Daerah • Iztn Mendlrilcan Bangunan 

•LRA 
5.1.1.06.27 lnsentif Pemungutan Retribusl Daenth • Izln Teffll)Bt Penjualan 

Mlnuman Bemkohol - LRA 
5.1. 1.06.28 Insentif Pemungutan Retribusl Oacrah • Izln Gungguan • LRA 
5.1.1.06.29 Insentif Pemungutan Retribusl Daerah • IzJn Trayelt • LAA 
5.1.1.06.30 lnsentif Pemungutan Retrlbusl Daerah • Izln Pertkanan • LRA 

u S • 1. 1. 06 . 31 lnsenlif Pemungutan Retrlbusl Daerah • Pengendalian Lalu Untas • 
LRA 

5.1.1.06.32 lnsentff Pemungutan Retrtbusl Oaerah - PerpanJangan Izln 
Mempeke,jakan Te1111ga Kerja Aslng (IMTA) • LRA 

5. 1. 1.07 Uang Lembur 

5 . 1 . 1 • 07 • 01 uang Lembur PNS 
5 . 1 . 1 • 07 • 02 Ullng Lembur Non PNS 

5. 1. 2 BelanJa Barang dan JUIII D 

5. 1.2.01 Belanja Ballan Pakal Habls 

5 . 1 . 2. 01 • 01 Belanjll Alat Tolls Kan!Dr 

l 
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5 . 1 . 2 • 01. 02 Belanja Dolwmen/Adm!nlstrasl Tender 
5 .1. 2.01.03 Belanja Alat l.istnk clan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kerlng) 

5 . 1. 2 • 01. 04 Belanja Peranglco, Materal clan Benda Pos Lalnnya 

5 . 1 , 2 . 01. 05 BelanJa Peralatan Kebelslhan clan Ballan Pembus!h 
5 .1. 2.01.06 BdanJi, Bahan Bakar Mlnyak/Gas 

5 . 1 . 2 . 01. 07 BelanJi, Penglslan Tabung Pemadam Kebalcaran 

5 • 1 . 2 . 01 . 08 Belanja Penglslan Tabung Gas 
5 • 1 . 2 . 01. 09 Ost. ...................................... 

5. 1.2.02 Belanja Bahan/Material 

5 . 1 . 2 . 02. 01 Belanja Bahan Baku BangWlln 
s.1.2.02.02 Bdanja Bahal\{Blbit Tanaman 
5,1.2.02.03 Belanja Blblt Ternak 
5.1.2.02.04 BelanJa Bahan ~n 
5 .1.2.02.os Belanja Bahan KJmJa 
5 .1.2.02.06 Belanja Persediaan Malcanan Pokok 
5 . 1 . 2 . 02 • 07 Ost. ...................................... 

5.1.2.03 Belanja Jasa Kantor 

s. 1.2.03 .01 8elanjaTdepon 

5.1.2.03.02 8elanja PJ.r 

5.1.2.03.03 Belanja Us1rik 
5,1.2.03.04 8elanja Jasa Palgumuman LdangJPemenang Lelang 

5.1.2.03.05 Belanja Sum Kabat/MaJalah 
5.1.2.03.06 Belanja Kawat/FakSlm!lintemet 
5.1.2.03.07 BelanJa~ 
5.1.2.03.08 Belanja Ser1ffikasl 

5.1.2.03.09 Belanja Jasa Transabl Keuangan 
5.1.2.03.10 Belanja Jasa Admlnlstml Pungutan Pajak Penerangan Jalan 

Unwm 
5.1.2.03 .11 Belanja Jasa Adrnnlstrasi Pungutan Pajak Bahan Balcar Kendilruan 

llermolxx' 
5.1.2.03,12 Dst. ...................................... 

5.1.2.04 BelanJa Prem! Asuransl 

5 . 1 . 2 . 04 . 01 Belanja Premi Aluransl Kesehatan 
5.1.2 .04.02 Belanja PTeml Asuransl Barang MUlk Daeruh 
5.1.2.04,03 Ost. ...................................... 

5.1.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bennator 

5 . 1. 2 • 05 . 01 BelanJa Jasa 5efvke 
5.1.2.05.02 Belanja Penggantlan Sulw cadang 

5 .1.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Mlnyak/Gas dan pclumas 

5.1.2.05.04 Belanja Jasa KIR 
5 . 1. 2 . 05 . 05 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 
5.1.2.05.06 Belanja Bea Batik Nafflll Kendaraan Bermctcr 

5.1.2.05.07 Belanja Sllrat Tanda NofflGI' Kendaraan 
5.1.2.05.08 Belanja Perpanjangan Surat IJin Mengcmudl 

5.1.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 

5 . 1. 2 • 06 • 01 BelanJa Cctak 
5.1.2.06.02 Belanja Penggandaan 

5.1.2.06.03 Ost ....................................... 

5.1.2.07 BelanJa Sewa Rufflllh/Gedung/Gud11ng/P11rlclr 

5 . 1 . 2 . 07 • 01 BelanJa Sewa Rufflllh Jabatan/Rufflllh Dlnas 
5.1.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/ Kantxir{Tem;,at 
5.1.2.07,03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertiemuan 
5.1.2.07.04 BelanJa Sewa Tempat Pi,rlclr{Uang TambotJHanggar Sarana 

Mobilltas 
5 .1. 2.07 .OS Ost ....................................... 

5.1.2.08 Belanj11 Sewa Sarana MobiUtas 

5 . 1 . 2 . 08 . 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Carat 
5.1.2.08.02 Belanja Sewa Sarana Mobilltas PJ.r 
5.1.2.08.03 Belanja Sewa Sarona Mobil!las Uclara 
5.1.2.08.04 Ost ... 

5.1.2.09 Belanja Sewa Alat Benit 

5 . 1 . 2 . 09 . 01 Belanja 5ewa Esbwtor 
5.1.2.09.02 Belanja Sewa B4lldoser 
5.1.2.09.03 Dst ..• 

5.1.2.10 8danja Sewa Perlenglcapan clan Peralamn KanlDr 

5 . 1. 2 . 10 . 01 8elanja 5ewa Meja Kursi 

5.1.2.10.02 Belanja Sewa !Computer clan Prlntl!f 
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5.1.2,10,03 Belanja S- ProyelclD( 

5.1.2.10.04 Belanja Sewa Generator 
5.1.2.10.05 BelanJa Sewa Tenda 

5.1.2,10.06 Belanja Sewa Palallan Adat/Tnidlslonal 

5.1.2.10.07 Ost. ...................................... 

s.1.2.11 Bdanja Mabnan clan Mlnuman 

5 .1. 2. 11 .01 Belanja Mabnan clan Mlnuman Harlan Pegawal 

5. 1.2.11.02 Belanja Mabnan clan Minuman Rapat 

5.1.2.11.03 Belanja Mabnan clan Minuman Tamu 

5.1.2,11.04 Belanja Malcanan clan Minuman Pelallhan 

5.1.2.11.05 Ost. ...................................... 

5, 1. 2 .12 Belanja Pakalan O!nas clan Alrlbutnya 

5 . 1 . 2 . 12 • 01 Belanja palra)an Olnas KOH clan WKDH 
5 . 1. 2 • 12 • 02 Belanja Palralan Slpil Harlan (PSH) 
5 , 1 , 2 . 12 . 03 Belanja Pakalan Slpll Lengkap (PSL) 

5.1.2.12.04 Belanja Pakalan Olnas Harlan (POH) 

s.1.2.12.os Belanja Pakalan Dlnas Upacara (POU) 

5.1.2.12.06 Ost ....................................... 

5,1.2,13 Belanja Pakalan Kerja 

5 . 1. 2 • 1J • 01 Belanja Pakalan Kerja Lapangan 
5.1,2.13.02 Ost. ...................................... 

5. 1. 2. 14 Belanja Pakaian Khusus clan Harl-hart Teitentu 

5 . 1 . 2 . 14 • 01 Belanja Pakaian KORPRI 
5 . 1 . 2 , 14 • 02 Belanja Pabian adat ~ 
5 . 1. 2 . 14 . 03 Belanja Palralan Batik Tradlslonal 
5 . 1 . 2 . 14 . 04 Belanja Palallan Olahraga 
5 . 1 . 2 , 14 . 05 Ost ......................... 

5.1.2.15 Belanja Perjalanan Dlnas 

5 • l. 2 , 15 . 01 Belanja Parjalanan Dinas Dalam Daerah 

5.1.2,15.02 Belanja Parjalanan O!nas Luar Daerah 
5,1.2.15.03 Belanja Perjalanan O!nas Luar Negert 

5.l.2.16 Belanja Perjalanan Plndah Tuaas 
5 . 1 . 2 . 16 . 01 Belanja Peijalanan Plndah Tuams Oalam Daerah 
5.1.2.16.02 Belanja Perjalanan Pindah Tugms Luar Daerah 

5, 1. 2. 17 Belanja Pemulangan Pegawal 

5 . 1 • 2. 17. 01 Belanja Pemulangan Pegawal yang Penslun Dalam Daerah 
5 . l. 2 . 17 . 02 Belanja Pemufangan Pegawnl yang Penslun Luar Oaerah 
5 , 1 • 2 , 17. 03 Belanja Pemulangan Pegawul Yang Tewas Dalam Melalcsunakan 

Togas 

5. l.2.18 Belanja Pemellharaan 

5 • l. 2 . 18 , 01 Belanja Pemellharan Tanah 
5.l.2.18.02 Belanja Pcmeliharan Peralatan clan Mcsln 
5.1.2.18.03 Belanja Pemeliharan Gedung clan Bangunan 
5. l.2.18.04 Belanja Pemellharan Jalan, lrlgasl, clan Jar1nQan 
5.1.2.18.05 Belanja Pemeliharan Alet TdDp Lalnnya 
5.1.2.18.06 Ost. ...................................... 

5. 1. 2. 19 Belanja lasa Konsultansl 

5 , 1 . 2 , 19 . 01 Belanja lasa Konsultllnsl Penelitlan 
5 . l. 2 . 19 • 02 Belanja lasa Konsultansl Perencanaan 
5 . 1 . 2 , 19 • 03 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 
5. 1. 2 .19.04 Dst ....................................... 

s.1.2.20 Belanja Barang Untuk Dlserahkan ke114da Masyarakat/Pllulk Ketlga 

5 , 1. 2 . 20 . 01 Belanja Barang Yang Akan Olserahlam Kepada Masyarakat 
5.1.2.20.02 Belanja Barang Yang Akan Dlserahkan Kepada Pihak Ketlga 
5, 1.2.20.03 Dst ....................................... 

5 .1. 2. 21 Belanja Barang Untuk Oljual lcepada Masyarakat/Plhak Ketiga 

5. 1. 2. 21. 01 Belanja Baiang Yang Akan O!Jual Kepada Masyarakat 
5 . 1. 2 , 21 . 02 Belanja Baiang Yang Abn Oljual Kepada Pihak Ketiga 
5 • 1 . 2 • 21 . 03 Ost. ...................................... 

5.1.2.22 Bdanja Beas1swa Pendldibn PNS 

5 . 1 . 2 • 22 • 01 Belanja 8-iswa Tllgas Belajar 03 
5.1.2.22.02 Belanja 8easiswa Tugas Belajar 51 
5.1.2.22.03 Belanja Beasiswa TUgas Belajar 52 
5.1.2.22.04 Belanja Beaslswa Tugas Belajar S3 I 
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5.1.2.22.05 Ost ............................ 

5.1.2.23 Belanja Kur.;us, Pelatihan, Sosiallsasl clan Blmb!ngan Teknls PNS 

5 . 1 . 2 . 23 . 01 Bdanja KIIISUS-lomus Slngkat/ Pelatihan 

5.1.2.23.02 Belanja Sosialisasi 

5.1.2.23.03 Belanja Blmb!ngan Tdcnis 

5.1.2.23.04 Ost ...................................... 

5.1.2.24 Belanja Honorarium Non Pegawai 

5 . 1 . 2 . 24 . 01 Honorarium Tenaga Ahll/Narasumber/lnstruktur 

5.1.2.24.02 Moderator 
5.1.2.24.03 Ost ............. 

5.1.2.25 Honorarium PNS 

5 . l. 2 • 25 . 01 Honorarium Panltla Pelaksana Keglatan 
5.1.2.25.02 Honorarium 11m Pengadaan Barang clan Jasa 
5.1.2.25.03 Honorarium Tenaga Ahfl/Instruktur/NarasUmber 
5.1.2.25.04 Honorarium PNS Lainnya 

5.1.2.25.05 Ost ............. 

5.1.2.26 Honor.lrlum Non PNS 

5 . 1 . 2 . 26 • 01 Honorarium Tenaga Ahll/lnstruktur/Namumber 

5.1.2.26.02 Honorarium Pegawal Honorer/Tldak Tetap 

5.1.2.26.03 Ost .... , ......•• 

5.1.2.27 Uang untuk Oiberikan kepada Plhak Ketlga/Masyarakat 

5 • 1. 2 . 27 . 01 uang untuk Oiberikan kepada Pihak Ketiga 

5.1.2.27.02 Uang untuk O!benkan kepada Masyaralcat 

5.1.2.27.03 Ost ............. 

5 .1.3 BelanJoBunga D 

5. 1. 3. 01 Bunga Utang P!njaman 

5 .1.3 .01.01 Bunga Utang P!njaman kepada Pemerintah 
5 . l. 3 . 01 . 02 Sunga utang Plnjaman kepada Pemerintah 0aerah lafnnya 
5 .1.3 .01.03 Sunga Utang Plnjaman kepada Lembaga Keuangan Bank 
5 . 1. 3 • 01 . 04 Bunga Utang Pinjaman kepecla l.embaga Keuangan Bukan Bank 
5 . 1 • 3 • 01. 05 Bunoa Utang Plnjaman kepada SUMO 
5 . 1. 3 • 01. 06 Bunga Utang Pfnjaman kepada SUMN 
5 . 1 • 3 • 01. 07 Bunga Utang P!njaman Lainnya 

5 . 1. 3 . 01. 08 Ost. ...................................... 

5.1.3.02 Bunga Utang Obligasi 

5 . 1. 3 • 02 . 01 Bunga Ulang Obligasi ......... 

5.1.3.02.02 Ost ...................................... 

5.1.4 BelanJa Subsldl D 

5. 1. 4 .01 BeL:lnja Subsldi 

5 . 1. 4 • 01. 01 Belanja Subsidl kepada SUMN 
5 .1.4.01.02 Belanja Subsldl kepada SUMO 
5 . 1 . 4 . 01. 03 Belanja Subsidi kepada Pihak Ketlga lalnnya 

5 .1. 5 Belanja Hlbah D 

5 .1. 5 .01 Belanja Hlbah kepada Pemerlntah 

5 .1. 5.01.01 Belanja Hlbah kepada Pemerlntzih 

5.1.5.02 Belanja Hibah kepada Pemerintllh Oacrah laJnnya 

5 . 1. 5 • 02 . 01 Hibah kepada Pemerlntah Pruvinsl 

V 
5.1.5.02.02 Hibah kepada Pemerintah Kabupaten 
5.1.5.02.03 Hibah kepada Pemerintah Kota 

5.1.5.03 Belanja Hlbah kepada Perus!lhaan Oaetah/BUMO 

5 . 1 . 5 . 03 • 01 Belanja Hibah kepada Penlsahaan Oaerah/SUMO 
5.1.5.03.02 Ost. ......... 

5.1.5.04 Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat 

5 • l. 5 . 04 . 01 Belanja Hlbah kepada Kelompok Ma&yarakat 

5.1.5.05 Belanja Hibah kepada Organlsasl Kernasyarakatan 

5 . l. 5 . 05 . 01 Belanja Hibah kepada Organisasl Kemasyarakatan 
5.1.5.05.02 Ost ... 

5.1.5.06 Belanja Hlbah Dana BOS untuk 5atuan PendldJkan Dasar 

5. 1.5.06 .01 Belanja Hibah Dana BOS ke Satuan Pendldikan Casar di 
Kabupaten/Kota .••• 

5.1.5.06.02 Ost .................................... ,. 

5. l. 6 BelllnJa llantuan Soslal D 

l 
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5. 1. 6. 01 Belanja Bantuan Saslal kepada OllJanlsasi Saslal Kemasyaralratan 

5 . 1 . 6 . 01. 01 Belanja Bantuan Soslal kepada Clrganisasi Sosial Kemasyarakatan 
.... 

5 .1.6.01.02 Dst. ......... 

5.1.6.02 Belanja Bantuan Soslal lcepada Masyarakat 

5 • 1. 6 . 02 . 01 lldllnja Bantuan Soslal kepada ........................ 

5.1.6.02.02 Ost.. ..................................... 

5.2 BELANJA MODAL 

5.2.1 BelallJa Modal Tanah D 

5 .2. 1.01 Bdanja Modal Pengadaan Tanah PerblT1jlUllgal1 

5 • 2. l . 01 . 01 11e1anJa Modal Pengadaan Tanah Kampung 

5 • 2 • l . 01 . 02 Belanja Modal Pengadaan Tanah Emplasmen 

5.2. 1.01.03 Belanja Modal Pengadaan Tanah Kuburan 

5.2.1.02 Belanja Modal Pengadaan Tanah Pertanian 

5 .2. 1.02 .01 Belanja Modal Pengadaan Tanah Sawah Sa111 Tahun Dltanaml 
s.2.1.02.02 Belanja Modal Pengadaan Tanah Tegalan 
5.2.1.02.03 Belanja Modal Pengadaan Tanah Ladang 

5.2.1.03 Belanjo Modal Pengadaan Tanah Perbbunan 

5 .2. 1.03.01 Belanja Modal Pengadaan Tanah Perlceburum 

5.2.1.04 BelanJa Modal Pengadaan Kebun campuran 

5 . 2 . l . 04 • 01 Belanja Modal Pengadaan Bidang Tanah Kebun Yang lldak Ada 
larlngan Pengairan 

5.2.1.04.02 BelanJa Modal f'el:!Oadaan Kebun Tumbuh Uar Bercampur Jeni$ 
Lain 

5.2.1.05 Belanja Modal Pengadaan Hutan 

5 , 2 . l . 05 , 01 Belanja Modal Pengadaan Hutan lebat 
5.2.1.05.02 Belanja Modal Pengadaan Hutan Belukar 
5.2.1.05.03 Belanja Modal Pengadaan Hutan Tanaman lenis 
5 .2.1.05.04 Belanja Modal Pengadaan Hutan Alam Sejenis/Hutan Rawa 
5.2.1.05.05 llelanja Modal Pengadaan Hutan Untuk Penggunaan Khusus 

5.2.1.06 Belanja Modal Pengadaan Kclam llcan 

5 . 2 • l . 06 . 01 Belanja Modal Pengadaan Kolam lkan Tambak 
5.2.1.06.02 BM!Ja Modal Pengadaan Kolam lklln Air Tawar 

5.2.1.07 Belanja Modal Pengadaan Tanah DanauJR,awa 

5. 2. 1.07 .01 Belanja Modal Pengadaan Tanah Rawa 
5.2.1.07.02 11e1anJa Modal Pengadaan Tanah Danau 

5.2.1.08 Belanja Modal Pengadaan Tanah Tandus/Rusak 

5 • 2 • 1 . 08 . 01 Belanja Modal Pengadaan Tanah Tandus 
5.2.1.08.02 Belanja Modal Pengadaan Tanah Rusak 

5.2.1.09 Belanja Modal Pengadaan Tanah Alang-alang 12n Padang Rumput 

5 . 2 • 1. 09 . 01 Belanja Modal Pengadaan Tanah Alang-alang 
5.2.1.09.02 Belanja Modal Pengadaan Tanah Padang Rumput 

5.2.1.10 Belanja Modal Pengadaan Tanah Pengguna Lain 

5 • 2 . 1 . 10 • 01 Belanja Modal Pengadaan Tanah Pengoallan 

5.2.1.11 Belanja Modal Pengad&an Tanah Unlllk Bangunan Gedung 

5 • 2 • 1 • 11 . 01 Belanja Modal Pengadaan Tanah Bangunan Perumahan/G. Tempat 
llnggal 

u 5.2.1.11.02 Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung 
l'erdilgangan/Perusahaan 

5. 2, 1. 11.03 BelanJa Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan lndustrl 
5.2.1.11.04 Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat 

Kerjll/.lasa 
5.2.1.11.05 Belanja Modal Pengadaan Tanah Kosong 

5.2.1,11.06 Belanja Modal Pengadaan Tanah Petemakan 

5.2. 1. 11.07 Belanja Modal Pengadaan Tanah Bangunan Pengafran 
5.2.1.11.08 Belanja Modal Pengadaan Tanah Bangunan lalan 12n Jembatan 

5.2.1.11.09 Belanja Modal Pengadaan Tanah l.emb!ran/Banta 
lcpe/Selrendst 

5.2.1.12 Belanja Modal Pengadaan Peltambangan 

5 • 2 • 1 . 12 . 01 Belanja Modal Pengadaan Pertambangan 

5.2.1.13 Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung 

5 . 2 . 1. 13 . 01 BelanJa Modal Pengadaan Tanah t.apanvan Olah Raga 
5.2.1.13.02 Belanja Modal Pengadaan Tanah Lapangan Parldr 
5.2.1.13.03 Belanja Modal Pengadaan Tanah Lapangan Penlmbun Barang 
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5.2.1.13.04 Belanja Modal Pengadaan Tanah lapangan Pemancar clan Studio 
Alam 

5.2.1.13.05 Belanja Modal Pengadaan Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan 

5.2.1.13.06 Be!Mja Modal Pengadaan Tanah Lapangan Tetbang 

5.2.1.13.07 Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk &ngunan Jalan 

5.2.1.13.08 Belanja Modal Pengadaan Tanah Unluk Bangunan /IJr 

5.2.1.13.09 Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Instalasi 

5.2.1.13.10 Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jaringan 

5.2.1.13.11 Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Betsejarah 

5.2.1.13.12 Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Geclung Olah 
Raga 

5.2.1.13.13 Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat lbadah 

5.2.2 BelanJa Modal Peralatan d■n M•ln D 

5. 2. 2. 01 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat 

5 . 2 • 2 • 01 . 01 Belanja Modal Pengadaan Trader 

5 . 2 . 2 • 01. 02 Belanja Modal Pengadaan Gradtr 
5. 2. 2.01.03 BelanJa Modal Pengadltan Excavator 
5 .2. 2.01.04 Belanja Modal Pengad11an Pile 0nm 

5 . 2 . 2 • 01. 05 Belanja Modal Pengadaan Haulu 

5 . 2 . 2 . 01. 06 Belanja Modal Pengadaan Asphal Equipment 

5 .2.2 .01.07 Belanja Modal Pengadaan Compadino Equlpment 

5 • 2 . 2 . 01. 08 Belanja Modal Pengadaan Aggregate $ Concrete Equipment 

5 • 2 . 2 . 01. 09 Belanja Modal Pengadaan Loader 
5 • 2 . 2 . 01 . 10 Belanja Modal Pengadaan Alat Penoimglcat 

5 • 2 . 2 . 01 . 11 Belanja Modal Pengadaan Main Proses 

5.2.2.02 Belanja Modal Pengadaan Alat·Alat Besar Apung 

5 . 2 • 2 • 02 . 01 Belanja Modal Pengadaan Dredger 
5.2.2.02.02 Belanja Modal Pengadaan Floatlng Excavalllf 
5.2.2.02.03 Belanja Modal Pengadaan Amphlbl Dredger 
5.2.2.02.04 Belanja Modal Pengadaan Kapal Tank 
5.2.2.02.05 Belanja Modal Pengadaan Main Proses Agung 

5.2.2.03 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bantu 

5 . 2 . 2 . 03 . 01 Belanja Modal Pengadaan Alat Penank 
5.2.2.03.02 Belanja Modal Pengadaan Feeder 
5.2.2.03.03 Belanja Modal Pengadaan Compressor 

5.2.2.03 .04 Belanja Modal Pengadaan Eledrlt Generating Set 

5.2.2.03.05 Belanja Modal Pengadaan POff1)a 

5.2.2.03.06 Belanja Modal Pengadaan Mesln Bor 

5 . 2 . 2 . 03 . 07 Belanja Modal Pengadaan Unit Pcmellharaan Lapangan 
5.2.2.03.08 Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan Air Kotor 

5.2.2.03.09 Belanja Modal Pengadaan Pembangklt Uap /IJr Panas,'Slstem 
Generator 

S.2.2.04 Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat BermotDr 

5 . 2 . 2 . 04 • 01 Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dlnas Bermotor Perorangan 

5.2.2.04.02 Belanja Modal Pengaden Kendaraan Bermotor Penumpang 
5 .2. 2.04.03 Belanja Modal Pengadlllln Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 

5.2.2.04.04 Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermolllr Kh11$11S 
5.2.2.04.05 Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermolllr Beroda Dua 

v 5.2.2.04.06 Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bennotor Beroda Tiga 

5.2.2.05 Belanja Modal Pengadaan Alat Anglwtan Darat Tak Bennotor 

5 . 2 . 2 • 05 . 01 Belanja Modal Pengadaan Kendaraan BermotDr Angkutan Barang 

s.2.2.05.02 Belanja Modal l'engadll8n Kendaraan Tak Bennotor 
Berpenumpang 

5.2.2.06 Belanja Modal Pengadaan Alat Anglwt Apung BermotDr 

5 • 2 • 2 . 06 • 01 Belanja Modal l'engadMn Alat Anglwt Apung BermotDr Bar.mg 
5.2.2.06.02 Belanja Modal Pengadaan Alat Anglcut Apung llermotor 

Penumpang 
5.2.2.06.03 Belanja Modal Pengadlllln Alat Angkut Apung Bennotor Kllusus 

5. 2. 2. 07 Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermator 

5 • 2 . 2 . 07 . 01 Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermolllf Untuk 
Barang 

5.2.2.07.02 Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor 
Penumpang 

5.2.2.07.03 ~nja Modal Pengadaan /IJat Angkut Apung Tak Bermcltcr 

l 
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5.2.2.08 Belanja Modal Pengadaan Alat AnQkut Bennotllf Udani 

5 • 2 . 2 . 08 . 01 Belanja Modal Pengadaan ICapal Terbang 

5,2,2.09 Belanja Modal Pengadaan Alat llengkel Bermesln 

5 , 2 . 2 . 09 . 01 Belanja Modal PenQadaan Pertcakas Konstrulcsl Loaam Terposang 
padaPondasl 

5.2.2.09.02 Belanja Modal Pengadaan Perblcn Konstrulcsl Logam yang 
Belp!ndah 

5 .2.2.09.03 Belanja Modal Pengadaan Perlcakas Bengkel Ustrlk 

5.2.2.09.04 Belanja Modal Perlcakas llengkel 5eMce 
5.2.2.09.05 Belanja Modal Pengadaan Perlcakas Pengangkat Bermesln 

5.2.2.09.06 Belanja Modal Pengadaan Perlcakas Bengkel Kayu 

5 . 2 . 2 • 09 . 07 Belanja Modal Pengadaan Perlcakas Bengkcl Khusus 

5.2.2.09.08 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Las 

5.2.2.09.09 Belanja Modal Pengadaan Perbkas Pabrik Es 

s.2.2.10 Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bennesln 

5 . 2 • 2 • 10 • 01 Belanja Modal Pengadaan Perbkas Bengkel Konstruksl Looam 

s.2.2.10.02 Belanja Modal Pengadaan Perbkas Bengkel Ustrlk 

5.2.2. 10.03 Belanja Modal Pengadaan P«lcakas llengkel Service 

5.2.2.10.04 Belanja Modal Pengadaan Perlcakas Pengangkllt 

5.2.2.10.05 Belanja Modal Pengadaan Perlcakas Sbllldar (Standart Tool) 

5.2.2.10.06 Belanja Modal Pengadaan Pet1cakas Khusus (Special Tool) 

5 • 2 . 2 . 10 . 07 Belanja Modal Pengadaan Perlcalcas Beng1cel Kerja 

5.2.2.10.08 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Tukang-lubng Bes! 
5.2.2.10.09 Belanja Modal l'engadoan Peralatnn Tulalng Kayu 

5.2.2.10.10 Belanja Modal Pengadaan Petalallln Tukang Kullt 

5.2.2.10.11 Belanja Modal Pengadaanl'eralatan Ukur, G!p & Fd1ng 

5 .2.2.11 Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur 

5 . 2 • 2 • 11 . 01 Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Universal 

V 5 .2.2.11.02 Belanja Modal Pengadaan Alat Ulwr/Test Intelegensia 
5.2.2.11.03 Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur/Test Alat Kopribadlan 
S.2,2,11.04 8danja Modal Pengadaan Alat Ulwr /Test Kllnls Lain 
5 • 2 . 2 . 11 . 05 Belanja Modal Pengadaan Alat Kallbml 
5.2 .2 .11.06 Belanja Modal Pengadaan Oscllloscopo 
5.2.2.11.01 Belanja Modal Pengadaan Universal Tester 
5.2.2.11.08 Belanja Modal Pengadaan Alat Ulwr/Pembanding 
5.2.2.11.09 Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Lalnnya 
5.2.2.11.10 Belanja Modal Pengadaan Alat Timbangan/Blora 
s.2.2.11.11 Belanja Modal Pengadaan Anak Tlmbangan/Blasa 

5.2.2.11.12 Belanja Modal Pengadaan Takamn Kerlng 

5.2.2.11.13 Belanja Modal Pengadaan Takaran Bohan Bangunan 2 HL 
5.2.2.11.14 Belanja Modal Pengadaan Talwnn Latu/Getnh Susu 

5.2.2.11.15 Belanja Modal Pengadaan Gelas Takar Belbagal Kapa$ltaS 

5.2.2.12 Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan 

5 • 2 • 2 • 12 . 01 Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan Tanah clan Tanaman 

5 • 2 , 2 . 12 . 02 Belanja Modal Pengadaan Alat Panen/Pengolahan 
5.2.2.12.03 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Petemakan 
5.2.2.12.04 Belanja Modal Pengadaan Alat Penytmpanan Hasll Ptmlbaan 

Pel1anlan 

s.2.2.12.os Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan Laboratllrium Pertanian 

V 5.2.2.12.06 Belanja Modal Pengadaan Alat Proceslng 
5 . 2 • 2 . 12 . 07 Belanja Modal Pengadaan Alat Pasca Panen 
5.2.2.12.08 Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan Produlcsl Perikanan 

5.2.2.13 Belanja Modal Pengadaan Alai Pemellharwi TDnlllTIIIII/Alat 
Penyimpan 

5 . 2 . 2 , 13 . 01 Belanja Modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman 
5.2.2.13.02 Belanja Modal Pengadaan Alat Panen 
5.2.2.13.03 Belanja Modal Pengadaan Alat Penyimpanan 

5.2.2.13.04 Belanja Modal Pengadaan Alat l.aboratorium 
5.2.2.13.05 Belanj11 Modal Pengadaan Alat Pena1111kap lkan 

S. 2. 2. 14 Selanja Modal Pengadaan Alat Kantor 

5 . 2 . 2 . 14 . 01 Belanja Modal Pengadaan Mesln Ketik 

5 • 2 . 2 . 14 . 02 Belanja Modal Pengadaan Mesln Hltung/lumlah 
5. 2. 2 .14. 03 Belanja Modal Pengadaan Alat Reiinx1u1cs1 (Pengganda) 

5 . 2 . 2 . 14 . 04 Belanja Modal Pengadaan Alat Penylmpanan Perlengkapan Kantllr 

5 • 2 , 2 . 14 • 05 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantllr Lalnnya 

\ 
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5.2.2.15 Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 

5 • 2 . 2 . 15 . 01 llclanja Modal Pengadaan Meubelalr 

5.2.2.15.02 Belanja Modal Pengadaan Alat Pengulair Waklu 

5.2.2.15 .03 Belanja Modal Pengadaan Alat Pembenih 

5.2.2.15.04 llelanJa Modal Pengadaan Alat Pendlngln 

5.2.2.15.05 11e1anJa Modal Pengadaan Alat Dapur 

5.2.2.15.06 Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah T~ lainnya (Home 
Use) 

5.2.2.15.07 Belanja Modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran 

5.2.2.16 Belanja Modal Pengadaan Kollll)uter 

5 . 2 • 2 , 16 . 01 Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit Jaringan 

5.2.2,16.02 BelanJa Modal Pengadaan Peralatan KOllll)uter Mafnfnlme 

5.2.2.16.03 BelanJa Modal Penoadaan CPU 
5.2.2.16.04 11e1anJa Modal Pengadaan Peralatan Mini Komputer 

5.2.2.16.05 Belanja Modal Pengadaan Peralalan Personal Komputer 

5.2.2.16.06 Belanja Modal Pengadaan UPS,'St,abUizer 

5.2.2.16.07 llelanja Modal Pengadaan Peralatm Jar!ngan 

5.2.2.16.08 l'efalatan Penonal Komputer 

5.2.2.16.09 Belanja Modal Pengadaan Server IComputer 

5.2.2.16.10 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 

5.2.2.16.11 11e1anJa Modal Pengadaan Printer 

5.2.2.16.12 Belanja Modal Pengadaan Monilllr/OlsJllay 

5.2.2.16.13 Belanja Modal Pengadaan Scanner 
5 • 2 . 2 . 16 . 14 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Kollll)uter {Flash Disk, 

Mouse, Keyboard, Hardlsk, Speaker) 

5. 2. 2. 17 BelanJa Modal Pengadaan Meja Dan Kursl Kerja/Rapat Pejabat 

5 . 2 • 2 • 17 . 01 Belanja Modal Ptngadaan Meja Kerja Pejabat 
5 . 2 • 2 • 17 . 02 Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat PeJabat 
5 , 2 • 2 • 17 . 03 Belanja Modal Pengadaan Kursl Kerja Pejabat 
5 • 2 . 2 . 17 . 04 Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat Pejabat 
5 . 2 . 2 . 17 . 05 Belanja Modal Pengadaan Kursi Hadap Oepan Meja Kerja Pejabat 

5 . 2 . 2 , 17 . 06 Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 
5 . 2 . 2 . 17 . 07 Belanja Modal Pengadaan lannl1 clan Arslp Pejabat 

5.2.2.18 Bebnja Modal Pengadaan Alat Studio 

5 . 2 • 2 • 18 . 01 11e1anJa Modal Pengadaan Peralatan Studio VISUal 
5.2.2.18.02 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film 

5.2.2.18.03 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Video clan Rim A 
5.2.2.18.04 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Cetak 
5.2.2.18.05 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Comjlutfng 
5.2.2,18.06 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur 

5. 2. 2 .19 BelanJa Modal Pengadaan Alat Komunlkasl 

5 • 2 . 2 . 19 . 01 Belanja Modal Pengadaan Alat Komunlkasi Telephone 
5 • 2 • 2 . 19 . 02 Belanja Modal Pengadaan Alat Komunlkasi Radio SS8 
5.2.2.19.03 Belanja Modal Pengadaan Alat Komunlkasi Radio HF/FM 
5.2.2.19.04 Belanja Modal Pengadaan Alat Korlllnikasl Radio VHF 
5.2.2.19.05 Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasl Radio UHF 
5 . 2 . 2 . 19 . 06 Belanja Modal Pengadaan Alat Komunllcasl Sosial 
5 . 2 . 2 , 19 . 07 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Sandi 

5.2.2.20 11e1anJa Modal Pengadaan Peralatan Pemancar 

5 • 2 • 2 . 20 . 01 llelanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar MF/MW 
5.2.2.20.02 Belanja Modal Pengadaan Petalatan Penuncar HF/SW 
5.2.2.20.03 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar VHFJR,1 
5.2.2,20,04 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar UHF 
5.2.2.20.05 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar SHF 
5.2.2,20.06 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Antena MF/MW 
s.2.2.20.07 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Antena HF/SW 
5.2.2.20.08 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Antena VHF/FM 
5 .2. 2.20.09 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Antena UHF 
5.2.2.20.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Antena SHF/Parabola 
5.2.2.20.11 Belanjm Modal Pengadaan Peralatan llanslator VHF/VHF 
5.2.2.20.12 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Translator UHF/UHF 
5.2.2.20.13 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Translatllr VHF/UHF 
5 . 2 . Z . 20 . 14 Belanja Modal Pengadaan l'enllatan Translator UHF/VHF 
5.2.2.20.15 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Mlcrowwe R'IJ 

5.2.2.20.16 Bdanja Modal l'1!ngadaan Petalatan Micnwawe Terestrial 
5 • 2 • 2 . 20 . 17 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Microvmw 1VRO 
5.2.2.20.18 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dummy Load 
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5.2.2.20.19 Belanja Modal Pqadaan SWilcMrAntena 

5.2.2.20.20 Belanja Modal Pengadaan Switdler/Menara Anla1a 

5 . 2 • 2 • 20 • 21 8elanja Modal Paigadaan Feeder 

s.2.2.20.22 Belanja Modal Pengaduan Humility Control 

5.2.2.20.23 BelanJa Modal Pengadaan Program lnput Equipment 

5.2.2.20.24 Bc1anja Modal Pengadaan Peralmn Antena Penerima VHF 

5.2.2.21 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedolderan 

5. 2. 2. 21. 01 Belanja Modal Pengaduan Alat Kedokleran Umum 

5 • 2 • 2 . 21 . 02 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Gigi 

5 . 2 . 2 . 21 . 03 8elanja Modal Pengadaan Alat Kedolcleran Keluarga Berem:ana 

5 . 2 . 2 . 21 . 04 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedolderan Mata 

5 • 2 . 2 . 21 . OS BelanJa Modal Pengadaan Alat Kedokleran T.H.T 
5 . 2 . 2 • 21. 06 BelanJa Modal Pengadaan Alat Rotgen 
5 • 2 • 2 . 21 . 07 Belanja Modal Pengadaan Alat Farmasl 
5 . 2 • 2 . 21. 08 Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Kebldanan dan Penyakit 

Kandungan 

5 . 2 . 2 . 21 . 09 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedolcteran Baglan penyakit Dalam 

5 . 2 • 2 • 21. 10 Belanja Modal Pengadaan Mortuary 

5 . 2 . 2 • 21. 11 Belanja Modal PenQadaan Alat Kesdlatan Anak 

5. 2 .2 .21. 12 Belanja Modal Pengadaan Po!tkllnlk Set 

5 . 2 • 2 • 21. 13 Belanja Modal PenQadaan Alat KedolclDan Penderita cacat Tubuh 

5.2.2.21.14 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedolcb!nn Nel!rologi (syaraf} 

5.2.2.21.15 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedoktaan Jantung 

5.2.2.21.16 Bclanja Modal Pengodaan Alat Kedolcleran Nuldlr 
5 • 2 . 2 • 21 • 17 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedoktlran RadioloQi 

5 . 2 . 2 . 21 . 18 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedolderan Kullt clan Kelam!n 
5 . 2 • 2 . 21 . 19 8elanja Modal Pengadaan Alat Kedolcletan Gawat Darurat 
5 • 2 • 2 . 21 . 20 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedolltenln Jiwll 

s.2.2.21.21 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedolcteran Hewan 
5 • 2 • 2 . 21 . 22 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah 

5.2.2.22 8elanj11 Modal Pengadaan Alat Kcsehatan 

5 . 2 . 2 . 22 • 01 Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Perowatan 
5.2.2.22.02 Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Rehabllltasl Medis 
5.2.2.22.03 Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Maira Laut 

5.2.2.22.04 Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Maira Udara 
5.2.2.22.05 Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Kedolcleran Kepolisian 

5.2.2.22.06 Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehalan Ol4hraga 

5.2.2.23 Belanja Modal Pengadaan Unit.Unit Laboratortum 

5 . 2 • 2 . 23 . 01 Belanja Modal Pengadaan Alat l.abomDrtum Klmla AJr 

5.2.2.23.02 Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Mlcroblologi 

5.2.2.23.03 Belanja Modal Pengadaan Alat laboratollum Hidn> Kimia 
5.2.2.23.04 Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Model/HldroUlca 
5.2.2.23.05 Belanja Modal Pengadaan Alat laboratorium 8uatan/Geologi 
5.2.2.23.06 Belanja Modal Pengadaan Alat laboratorium 8ahan 8angunan 

Konstruksl 
5.2.2.23.07 Belanja Modal Pengadaan Alat laboratortum Aspal Cat &. Kimla 
5.2.2.23.08 Belanja Modal Pengadaan Alat laboralloflum Melcanlk Tanah dan 

Batuan 
5.2.2.23.09 Belanja Modal Pengadaan Alat laboratollum Cocolc Tanam 

u 5.2.2.23.10 Belanja Modal Pengadaan Alat laboratonum logam, Mesln, Ustrlk 

5.2.2.23.11 Belanja Modal•Peng!lclaan Alat Labora1Dr1um logam, Mesln Usbik 
A 

5.2.2.23.12 Belanja Modal Pengadalln Alat laboratorium Umum 
5.2.2.23.13 BelanJa Modal Pengaman Alat Laboratortum Umum A 
5 . 2 . 2 • 23 . 14 Belanja Modal Pengadaan Alat LaborZltorium Kedolcletan 
5.2.2.23.15 8elanja Modal Pengadaan Alat laboratorium Mlcrobiologi 

5.2.2.23.16 8elanja Modal Pengadaan Alat laboratorium Kimia 

5.2.2.23.17 Belanja Modal Pengadaan Alat labonltorium Mlcrcblologl A 
5.2.2.23.18 Belanja Modal Pengadaan Alat Laborntortum Patdogl 
5 . 2 . 2 . 23 . 19 8elanja Modal Pengadaan Alat labotatDrtum Immunologi 
5.2.2.23.20 Belanja Modal Pengadaan Alat labotatDrtum Hematolooi 
5 . 2 . 2 . 23 . 21 Belanja Modal Pcngadaan Alat labol'Dlllrium Rim 
5.2.2.23.22 BelanJa Modal Pengadaan Alat laborator111m Malcanan 
5.2.2.23.23 Belanja Modal Pengadaan Alat Labora1Dr1um Standarisasl, Kalibrasi 

dan tnstrumentasl 
5.2.2.23.24 BelanJa Modal Pengadaan Alat Laboratorium Farmasl 
5.2.2.23.25 Belanja Modal Pengadaan Alat Laborator1um Rsllca 
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5.2.2.23.26 Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Hldrodlnamlka 

5.2.2.23.27 Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratllrium Kllmatologl 

5.2.2.23.28 Belanja Modal P~n Alat Laboratmium Proses Peleburan 

5.2.2.23.29 BelanJa Modal Pengadaan Alat Laboratllrium Paslr 

5.2.2.23.30 Belanja Modal PenQadaan Alat Labora1olf11m Proses Pembuatan 
Cetakan 

5 , 2 . 2 . 23 . 31 Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratortwn Proses Pembultan 
Pola 

5.2.2.23.32 Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Meta1ogra¢iy 

5.2.2.23.33 Belanja Modal Pengadaan Alat labomoriwn Proses Pengdasan 

5.2.2.23.34 Belanja Modal Pengadaan Alat Labcn!Drium Uji Proses Pengelasan 

5.2.2.23.35 BelanJa Modal Pengadaan Alat Laboratmlum Proses Panbu4tzln 
Logam 

5.2.2.23.36 BelanJa Modal Pengadaan Alat Laboratllrium Matrologle 

5,2.2.23.37 Be1anJa Modal Pengadaan Alat Laboratllrium Proses Pelaplsan 
l.ogam 

5.2.2.23.38 Belanja Modal Pengadaan Alat Labcralllrium Proses Pengolahan 
Panas 

S.2.2.23.39 Belanja Modal Pengadaan Alat Laberatcrium Proses Teknologi 
Tutll 

5.2.2.23.40 Belanja Modal Pengaclaan Alat Laboratclrium UJI Tekstel 

5 • 2 . 2 . 23 . 41 Belanja Modal Pengadaan Alat Labomorium Proses Teknologl 
Keramlk 

5.2.2.23.42 Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratonum Proses Teknclogl 
Kulit Karet 

5.2.2.23.43 BelanJa Modal Pengadaan Alat Laboralllfium UJI Kullt, Karet dan 
Plast!k 

5.2.2.23.44 BelanJa Modal Pengadaan Alat l.aboratllrtum UJI Keramlk 
5.2.2.23.45 Belanja Modal Pengadaan Alat Laboralllrtum Proses Teknologl 

Selulosa 
5.2.2.23.46 Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratmium Pertanlan 

5.2.2.23.47 Belanja Modal Pengadaan Alzrt Labcralllrium Pertanlan A 
5 .2.2.23.48 Belanja Modal Pengadaan Alat Labonltmium Peltanlan B 
5.2.2.23.49 BelanJa Modal Pengadaan Alat Laboratmlum Elelctron!ka dan Daya 

5.2.2.23.50 Belanja Modal Pengadaan Alat Labomoriwn energl Surya 

5 • 2 . 2 . 23 . 51 Belanja Modal Pengadaan Alat Laboralllrtum Konvenl Batubara 
dan Blamas 

5.2.2.23.52 Belanja Modal Pengadaan Alat lJlboratoriwn Oceanografl 

5.2.2.23.53 Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Llnglcwtgan Peralran 

5.2.2.23.54 Bdanja Modal Pengadaan A/at Labonrtcrium Blologl Penilatan 

5.2.2.23.55 BefanJa Modal Pengadaan Alat Lllboratorlum Blologl 

5.2.2.23.56 Belanja Modal Pengadaan Alat Labor=rium Geoflsib 

5.2.2.23.57 Be1anJa Modal Pengadaan Alat Laboratlltlum Tambang 
5.2.2.23.58 Belanja Modal Pengadaan Alat l.abcratorium Proses/Teknlk Klmla 

5.2.2.23.59 Belanja Modal Pengadaan Alat Labcmltorium Proses lndustrl 
5.2.2.23.60 Belanja Modal Pengadaan Alat l.abcntcrium Kesehatan Ke,ja 
5.2.2.23.61 BelanJa Modal Pengadaan Laboralorium Kearsipan 
5.2.2.23.62 Belanja Modal Pengadaan laboratortum Hematologl & Urtnalfsls 
5.2.2.23.63 BelanJa Modal Pengadaan Alat Laboratclrium Lalnnya 
5.2.2.23.64 Belanja Modal Pengadaan Laboratortum Hematologl & Urtnallslt A 

u 5.2.2.24 Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga/Prakt.ek Sekolah 

5 . 2, 2. 24, 01 Belanja Modal Pengadaan Bldang Studl : Bahasa Indonesia 
5.2.2.24,02 Belanja Modal Pengadaan Bldang Studi : Matematlka 
5.2.2.24.03 BelanJa Modal l'eng8daan Bldang Studl : IPA Dasar 
5.2.2.24.04 Belanja Modal Pengadaan Bldang Studl : IPA Lanjutan 

5.2.2.24.05 Belanja Modal Pengadaan Bldang Studi : IPA Menengah 
S.2.2.24.06 Belanja Modal Pengadaan Billang Studi : IPA Atas 

5 . 2 • 2 • 24 . 07 Belanja Modal Pengadaan Bldang Studi : JPS 
5.2.2.24.08 Belanja Modal Pengadaan Bldang Studl : Agamm Islam 

5.2.2.24.09 Belanja Modal Pengadaan Bidang Studi : Ketrampilan 

5.2.2.24.10 Belanja Modal Pengadaan Bldang Sllldl : K.esenlan 
5.2.2.24, 11 Be1anJa Modal Pengadaan Bldang Studl : Olah Raga 

5.2.2.24.12 Belanja Modal Pengadaan Bldang Studl : PMP 

5.2.2.24.13 Belanja Modal l'eng8daan Bldang PendidilcanJlCemp!lan LaJn.laln 

5.2.2.25 Belanja Modal Pengadaan Unit A/at l.abotalDtium Klmla Nuldlr 

5 • 2 . 2 . 25 . 01 Belanja Modal Pengadaan Analytlcal lns1rument 

5.2.2.25,02 Belanja Modal Pengadaan Instrument Probe/Sensor 

l 
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5.2.2.25.03 Belanja Modal Pengadaan General labora1Xlry Tool 

5.2.2.25.04 llelanja Modal Pengadaan In,tnnnent Probe/Sensor A 

5.2.2.25.05 Belanja Modal Pengadaan Glassware Plastic/Utensil 
5.2.2.25.06 Belanja Modal Pengadaan Laboratory Safety Equipment 

5.2.2.26 Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratllrium Flslka Nuldir / 
ElektronlJca 

5 . 2 • 2 . 26 . 01 Bdanja Modal Pengadaan Radiation Dmdm-

5.2.2.26.02 Bdanja Modal Pengadaan ModulM Counting and Scentiflc: 
5.2.2.26.03 Belanja Modal Pengadaan Assembly/Accounting System 

5.2.2.26.04 Belanja Modal Pengadaan Recorder Display 

5.2.2.26.05 Belanja Modal Pengadaan System/Power Supply 

5.2.2.26.06 BelanJa Modal Pengadaan Measuring/ Testing Device 

5.2.2.26.07 Belanja Modal Pengadaan Opto Eledrunlcs 

5.2.2.26.08 Belanja Modal Pengadaan .Acxelatcr 

5.2.2.26.09 Belanja Modal Pengadaan Reactor Expennental System 

5.2.2.27 Belanja Modal Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Ungkungan 

5 . 2 • 2 • 27 . 01 llelanja Modal Pengadaan Alat Ukur Fisika Kesehatan 

5.2.2.27.02 Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan ICelja 

5.2.2.27.03 Belanja Modal Pengadaan Protml Unglwngan 

5.2.2.27.04 llelanja Modal Pengadaan Meteorologlcal Equipment 

5.2.2,27.05 Bdanja Modal Pengadaan Sumber Radiasl 

5.2.2.28 8elanja Modal Pengadaan Radiation Ap!icalion and Non OestnJctlve 
Testing l.aboratmy (BATAM) 

5 • 2 . 2 . 28 . 01 Belanja Modal Pengadaan Radiation Apprication Equipment 

5.2.2.28.02 BelanJa Modal Pengadaan Non Destructive Test (NOT) Oevfce 

5.2.2.28.03 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Umum Kedclteran /Kllnlk 
Nukllr 

5.2.2.28.04 Belanja Modal Pcngadaan Peralatan Hldrologl 

5.2.2.29 BelanJa Modal Pcngadaan Alat Laboratorlum Unglwngan Hldup 

5.2.2.29.01 Belanja Modal Pengadaan Alat laboratorium Kuarrtas Air clan tanah 

5 .2 .2 .29 .02 llelanja Modal Pengadaan Alat LaboralDrfum Kualllils Udara 
5.2.2.29.03 Belanja Modal Pengadaan Alat labonltorium Keblslngan dan 

Gdaran 

5.2.2.29.04 Belanja Modal Pengadaan Laboratllrium Unglwngan 

5.2.2.29.05 Belanja Modal Pengadaan Alat labatatorium Penunjang 

5.2.2.30 llelanja Modal Pengadaan Peralatan labcratorium Hidroclinamlka 

5.2.2.30.01 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Labcratorium Hidrocllnamllca 
Towlng Carriage 

5.2.2.30.02 Belanja Modal Pengadaan Peralatan labontorlum Hidrodlnamika 
Wave Generator and Absorber 

5.2.2,30.03 Belanja Modal Pengadaan Peralatan laboratorlum Hldrodtnamlka 
Data Accqulstlon and Analyzing System 

5.2.2.30,04 Belanja Modal Pengadaan cavitation Tunnel 
5.2.2.30.05 Belanja Modal Pengadaan OVerhead Cranes 
5.2.2.30.06 Belanja Modal Pengadaan Peralatan umum 
5.2.2.30.07 Belanja Modal Pengadaan Pemeslnan : Model Ship Worbhop 
5.2.2.30.08 Belanja Modal Pengadaan Pemesinan : Propeller Model Worbhop 

5.2.2.30.09 Belanja Modal Pengadaan Pemeslnan : Medlanlcal Worbhop 
5.2.2.30.10 Belanja Modal Pengadaan Pemesinan : Precision Mechanic.al 

Worlcshop 

5 .2.2.30.11 Belanja Modal Pengadaan Pemesinan Painting Shop 

5.2.2.30.12 Belanja Modal Pengadaan Pernestnan : Ship Model Preparation 
Shop 

5.2.2.30.13 Belanja Modal Pengadaan Pemes!nan : Eledr1cal Wortcshop 
5 . 2 . 2 . 30 . 14 Belanja Modal Pengadaan MOB 

5.2.2.30.15 Belanja Modal Pengadaan Photo and Film Equipment 

5. 2. 2. 31 Belanja Modal Pengadaan Senjata .Aili 

5 .2 .2.31.01 Belanja Modal Pengadaan Senjata ~gam 
5 • 2 . 2 . 31 , 02 Belanja Modal 5enjata Pinggang 
5 • 2 . 2 . 31 , 03 Belanja Modal Senjalll Bahu/Senjata Laras Panjang 
5 . 2 . 2 • 31. 04 Belanja Modal Senapan Mesln 
5 . 2 . 2 • 31. 05 Belanja Modal Moltlr 
5 . 2 . 2 • 31 • 06 Belanja Modal AnU Lapls Baja 

5 .2.2.31.07 Belanja Modal Art!leri Mman (Armed) 

5 • 2 . 2 . 31. 08 Belanja Modal Altileri Peltahanan Udara (Arhanud) 

5 .2. 2 .31.09 Belanja Modal Pe1uru Kendalt/Rudal 
5 . 2 . 2 • 31. 10 Belanja Modal Kavaleri 
5 . 2 . 2 • 31. 11 Belanja Modal Senjata lain-lain 

l 
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5.2.2.32 Belanja Modal Pengadaan Penenjataan Non Senjata Api 

5 . 2 . 2 . 32 . 01 Belanja Modal Pengadaan Alat Kearrenan 
5.2.2.32.02 Belanja Modal Pengadaan Non Senjata Apl 

5.2.2.33 Belanja Modal Pengadaan Senjata Slnar 

5 • 2 . 2 • 33 • 01 Belanja Modal Pengadaan Laser 

5.2.Z.34 Belanja Modal Pengadaan Alat Kearrenan clan Perllndungan 

5 . 2 • 2 • 34 . 01 Belanja Modal Pengadaan Alat Bantu Kemanan 
5.2.2.34.02 Belanja Modal Pengadaan Alat Perllndungan 

5.2.3 BelanJa Modal Gedung dan Bangunan D 

5. 2 .3 .01 Be!anja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 

5 , 2 . 3 . 01. 01 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Geclung Kantor 
5 .2 .3 .01.02 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gudang 
5 . 2 . 3 . 01. 03 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Glldang Untuk Bengkel 
5.2 .3 .01.04 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Geclung Instalasi 
5 • 2 • 3 . 01 . 05 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Geclung labora!Drium 
5 , 2 • 3 . 01 , 06 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Kesehatan 
5 ,2 .3 .01.07 Selanja Modal Pengadaan Bangunan Oceanarlum/Opservatonum 

5 • 2 • 3 , 01 . 08 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Geclung Tempat Ibadah 
5 • 2 . 3 . 01 • 09 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Geclung Tempat Pertemuan 

5 . 2 • 3 • 01. 10 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 

5 . 2 • 3 • 01. 11 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga 

5 • 2 . 3 • 01. 12 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Geclung 
Pertokoan/l(operasl/Pasar 

5 . 2 • 3 • 01 . 13 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Geclung Untuk Pos Jaga 

5 .2 .3 .01.14 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Garasl/Pool 
5 .2.3.01.15 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Pemcitongan Hewan 

S . 2 . 3 . 01. 16 Belanja Modal Pengadaan Ban;unan Geduno Pahrik 
5 . 2 . 3 . 01 , 17 BelanJa Modal Pengadaan Bangunan Staslun Bus 
5 • 2 . 3 . 01 • 18 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Kandang Hewan/Temak 
5 . 2 . 3 • 01. 19 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Perpustakaan 
5 . 2 . 3 • 01. 20 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Museum 
5 . 2 • 3 . 01. 21 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung 

Tenninal/Pelabuhan/Sandar 
5 .2 .3 .01. 22 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengujian Kelalkan 
5 • 2 • 3 • 01 . 23 Belanja Modal Pengadaan Bangunan l.embaoa Pemasyarakatan 
5 • 2 • 3 . 01 • 24 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Rumah Tahanan 
5. 2.3.01.25 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kramatorlum 
5 • 2 . 3 • 01. 26 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pembakaran Bangkal Hewan 

5 .2.3 .01.27 Belanj11 Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 
Lalnnya 

5.2.3.02 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat llnggal 

5 • 2 • 3 . 02 • 01 BelanJa Modal Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan I 
5.2.3.02.02 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan II 

5.2.3.02.03 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Rumah Negara GoJoongan III 

5 .2.3.02.04 Belanja Modal Pengadaan Bangunan 
Mess/W)sma/Sungalaw/Tempat Peristirahatan 

5.2.3,02.05 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Asrama 
5.2.3.02,06 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Hotel 
5.2.3.02.0i' BelanJa Modal Pengadaan Bangunan Motel 
5.2.3.02.08 BelanJa Modal Pengadaan Bangunan Flat/Rumah Susun 

5 .2.3.03 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Menara 

5 . 2 . 3 . 03 • 01 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Menara Peramhuan Penerang 
Pantai 

5.2.3.03.02 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Perambut Penerangan Pantal 
lldak Bermenara 

5.2.3.03.03 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Menara Telekomunlkasi 
5.2.3.04 Belanja Modal Pengadaan Bangunan BerseJarah 

5 . 2 • 3 • 04 . 01 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Istana Peringatan 
S.2.3.04.02 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Rumah Adat 
5.2.3.04.03 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Rumah Peningggalan Sejarah 

5.2.3.04.04 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Makam Sejarah l 
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5.2.3.04.05 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Tempat lbadah llersejarah 

5.2.3.05 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Tugu Peringabln 

5 . 2 . 3 • 05 • 01 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Tu;u Kemenlekaan 
5.2.3.05.02 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Tugu Pembangunon 
5.2.3.05.03 Belon,la Modal Pengadaan Bangunan Tugu Pl!llngabln Lalnnya 

5. 2. 3 .116 Belonja Modal Pengadaan Bangunon Candi 

5 . 2 • 3 . 06 . 01 Belanja Modal Pengadaan Bangunan candl Hindhu 
5.2.3.06.02 Belanja Modal Pengadaan Bangunon C&ndl Budha 
5.2.3.06.03 Belanja Modal Pengadaan Bangunon Candi Lalnnyu 

5.2.3.07 Balnja Modal Pengadaan Bangunan Momlmen/Bangunan lleniejarah 
lalnnya 

5 . 2 . 3 • 07 . 01 Belanja Modal Pcngadaan Bangunan Bencjarah 
5 . 2 . 3 . 07 . 02 Belanja Modal Pcngadaan Konstrulcsl/Pembellml Bangunan 

Monumen 

5.2.3.08 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Tugu Perlnga1an 

5 . 2 . 3 . 08 . 01 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Tugu Perlngatan 

5.2.3.09 Belanjll Modal Pen;adaan Bangunan T119u Tltilt K0ntlol/Pastl 

5 . 2 . 3 • 09 • 01 Belanjll Modal Pengadaan Bangunan Tugu/Tanda Batas 

5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Bangunon Rambu-lbmbu 

5 . 2 • 3 • 10 • 01 Be1anJa Modal Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Untas 
Carat 

5.2.3.10.02 Belonjll Modal Pengadaan Bangunan Rambu Tldok Bmuar 

5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu Lalu Unbls 
Udara 

5 • 2 • 3 • 11 . 01 Belanja Modal Pengadaan Runway/Thre$hokl Ught 

5.2.3.11.02 Belanja Modal Pengadaan Vlwal Ajlpooch Slope lndicntcr (VASI) 

5.2.3.11.03 Belanja Modal Pengadaan Approach Ught 

5. 2. 3. 11. 04 Belanja Modal PenQadaan Runway Identification Ught(Rells) 

5.2.3.11.05 Belanja Modal Pengadaan Signal 

5.2.3.11.06 Belanja Modal Pengadaan Flood Ught 

5.2.4 Bclanja Modal lalan, lrlgul clan J111tngan D 

5. 2. 4. 01 Belanja Modal Pengacbln Jalan 

5 . 2 • 4 . 01 . 01 Belan,la Modal Peng4daan Jalan Negara/Naslonal 
5 . 2 . 4 • 01 • 02 Belanja Modal Pengadaan Jalan Propinsl 

5 . 2 • 4 • 01. 03 Belanja Modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota 

5 .2.4.01.04 Sdanja Modal PengadNn Jalan 0esa 

5 • 2 . 4. 01 . 05 Belanja Modal Pengadaan Jalan Khusus 
5 . 2 . 4 . 01 . 06 Belanja Modal Pengodaan Jalan Toi 
5 . 2 • 4 • 01 . 07 Belanja Modal Pengadaan Jalon Kereta 
5 • 2 . 4 • 01 . 08 Belanja Modal Pengadaan Lundasan Piu:u Pe5awAt Tetbang 

5.2.4.02 Belanja Modal Pengadaan Jembatan 

5 . 2 • 4 • 02 . 01 Belanja Modal Pengadaan Jembatan Negara/Nasional 
5.2.4.02.02 Belanja Modal Penoadaan lembabln Proplnsl 
5.2.4.02.03 Belanja Modal Pengadaan lembatan Kabupaten/Kota 
5.2.4.02.04 Belanja Modal Pengadaun lembabln Oesa 

5.2.4.02.05 Belanja Modal Penoadaun lembatan Khu,us 
5.2.4.02,06 Belanja Modal Pengadaan Jembatan Pada Jalan Toi 
5 . 2 . 4 . 02 . 07 Belanja Modal Pengadaan Jembatan Pada Jalan Kereta Apt 
5.2.4.02.08 Belanja Modal Pengadaan Jembatan Poda Landasan Pacu Pesawat 

Terbang 
5 .2.4.02.09 BelanJa Modal Pengadaan Jombatan Penyeborangan 

5 .2.4.03 Bolanja Modal Pengadaan Bangunan Air Jrlgul 

5 . 2 . 4 . 03 • 01 BelanJa Modal Pengadaan Bangunan Wadulc 
5.2.4.03.02 l!fflnja Modal Pengadaan Bangunan Pengambilan lrlgasl 
5 .2.4.03.03 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pembawa lrlgasl 
5.2.4.03.04 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pembuang lrtgasl 
5.2.4.03.05 Belanja Modal Pengsdaan Bangunan PenQaman lrtgul 
5.2.4.03.06 BelanJa Modal Pengadaan Bangunan Pdengkap lrigasl 

5 .2.4.04 Belanjll Modal Pengadaan Bangunan /IJr Pasang Surut 

5 . 2 . 4 • 04 • 01 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Wadulc 
5.2.4.04.02 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Pasang SUNt 
5.2.4.04.03 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pembawa Pasang 5urut 
5.2.4.04.04 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Panbu«ng Pasang 5urut 
5.2.4.04.05 Belanjll Modal Pengadaan Bangunon Peng4man Pasang 5urut 
5.2.4.04.06 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pdengkap Pasang Surut 

l 
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5.2.4.04.07 BelanJa Modal Pengadaan Bangunan Sawah Pasang Surut 

5.2.4.05 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Rawa 

5 • 2 • 4 • 05 , 01 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Penoembang Rawa dan 
Poder 

5.2.4.05.02 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengemballan Paang Rawa 

5.2.4.05.03 BelanJa Modal Pengadaan Bangunan Pembawa Pasang Rawa 

5.2.4.05.04 8elanja Modal Pengadaan 8angunan Pembuang Pasang Raw.J 

5.2.4.05.05 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengamanan Pasang Surut 

5.2.4.05.06 Belanja Modal Pengadaan 8angunan Pelengkap Pasang Rawa 
5.2.4.05.07 8elanja Modal Pengadaan Bangunan Sawah Pengetnbangan Rawa 

5.2.4.06 Belanja Modal Per,oadaan Bangunan Pengaman StmgaJ clan 
Penanggulangan Bencana Alam 

5 • 2 • 4 • 06 • 01 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Waduk Penanggulangan 
Sungai 

5.2.4.06.02 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengambllan Pengamanan 
Sunga! 

5.2.4.06.03 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman 

5.2 .4.06.04 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman 5ungal 

5.2.4.06.05 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan 
Sungal 

S.2.4.06,06 BelanJa Modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengamanan 
Sungal 

S.2.4,07 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengemhangan Sumber Air dan 
AlrTanah 

5 • 2 • 4. 07. 01 Belanja Modal Pengadaan Bangunan waduk Pengembangan 
Sumber Air 

5.2.4.07.02 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengamb!lan Pengembangan 
SUmberAlr 

5.2.4.07 .03 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pembawa Pengembangan 
SumberAir 

5 • 2 • 4 • 07 • 04 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pcmbuang Pengend,angan 
SumberAir 

5 • 2 . 4 • 07 • 05 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengamanan Pengembangan 
Sumber Air 

5.2.4.07.06 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pelenglcap Pengembangan 
5umber Air 

5.2.4.08 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Benih/Baku 

5 • 2 • 4 • 08 • 01 Belanja Modal Pengadaan Waduk Air Bers!h/Air Baku 
5.2.4.08.02 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Berslh/Balw 

5.2.4.08.03 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pembawa Air Berslh 
5.2.4.08.04 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pembuang Air Benih/Alr 

Baku 

5.2.4.08.05 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Air BenihfAir Baku 

5.2.4.09 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Kotor 

5 • 2 • 4 • 09 , 01 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor 
5.2.4.09,02 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Waduk Air Kotor 
5.2.4.09.03 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kctx>r 
5.2.4.09.04 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengaman Air Kotor 
5.2,4.09.05 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Kotor 

5.2.4.10 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air 

5 • 2 • 4 • 10 , 01 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Laut 
5,2,4,10.02 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Tawar 

5.2.4.11 Belanja Modal Pengadaan Jnstalasi Air Mlnwl\lAlr Betslh 

5 • 2 • 4 • 11 • 01 Belanja Modal Pengadaan Air Muka Tanah 
5.2.4.11.02 Belanja Modal Pengadaan Air Sumber /Mata Air 

5.2.4.11.03 Belanja Modal Pengadaan Air Tanah Oalam 
5.2.4.11.04 Belanja Modal Pengadaan Air Tanah Dangkal 
5,2.4.11.05 llelanja Modal Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lalnnya 

5. 2. 4. 12 Belanja Modal Pengadaan lnstalasl Air Ko10r 

5 • 2 . 4 • 12 • 01 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Kotcr 
5.2.4.12.02 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air lluangan lndustrt 
5.2.4.12.03 Belanja Modal Pengadaan lnstalasl Air Suangan Pertanian 

5.2.4.13 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan~ 

5 • 2 • 4 • 13 • 01 Belanja Modal Pengadaan Instalasl Pengolahan Sampah Organlk 

I 
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5.2.4.13.02 Belanja Modal Pengadaan lnstalasi Pengolahan Sampah Non 
Organik 

5. 2, 4, 14 Belanja Modal Pengadaan lmtalasl l'a!Qolahan Ballan Bangunan 

5 • 2 • 4 • 14 • 01 8elanja Modal Pengadaan lmtalasl l'al;olahan Bahan 8angunan 

5.2.4.15 Belanja Modal Pengadaan lnstalul Pembanglclt Ustrik 

5 • 2 • 4 • 15 • 01 Belanja Modal Pengadaan Pcmbangldt Ustrik T~ Air 

5.2.4.15.02 8elanja Modal Pengadaan Pembanglcit Ustrik Tenap Diesel 
5.2.4.15.03 Bclanja Modal Pengadaan Pembangldt Uatrik Tenaga Mikro (Hldro) 

5.2.4.15.04 Belanja Modal Pengadaan Pembanvlclt Ustrik Tenaga Ang!n 
(Pt.TAN) 

5 • 2 • 4 . 15 • 05 Belanja Modal Pengadaan Pembangldt Ustrtk Tenaga \Jap (Pl 1\J) 

5.2 .4.15 .06 Belanja Modal Pengadaan Pembangldt llstrlk Tenaga Nuld!r (PL TN) 

5.2.4.15.07 Selanja Modal Pengadaan Pembangldt Ustrik Tenaga Gas (PL'TG) 

5.2.4,15.08 8elanja Modal Pengadoon Pembangldt llstrlk Tenaga Panas Bumi 
(PL'TP) 

5.2.4.15.09 8elanja Modal Pengadaan Pembengldt Ustrtk Tenaga Tenaga 
Surya (PL 15) 

5.2.4.15.1D Belanja Modal Pengadaan Pcmbangkit Ustrik Tenaga Blogas 
(Pt.TB) 

5.2.4.15.11 Belanja Modal Pengadaan lnstalasl Pembangkit Usbik Tenaga 
Sarnudera/Gdombang Samudela (PLTSm) 

5.2.4.16 Bdanja Modal Pengadaan Jnstalasl Gardu Llslrik 

5 • 2 • 4 • 16 • 01 Belanja Modal Pengadaan lnstalasl Gllrdu Ustrik lnduk 
5.2.4.16.02 Belanja Modal Pengadaanlnstabsl Gllrdu Ustrik Dlslribusl 
5.2.4.16.03 Bdanja Modal Pengadaan lnstalasl Pusat Pengatur Ustrik 

5.2.4.17 BelanJa Modal Pengadaan Instalasl Pertahanan 

5 • 2 • 4 • 17 • 01 Belanja Modal Pengadaan Instalasl Radar 

5.2.4,18 Belanja Modal Pengadaan lnstalasl Gas 

5 • 2 • 4 • 18 • 01 Belanja Medal Pengadaan lnstalasl Gardu Gas 
5.2.4,18.02 Belanja Modal Pengadaan lnstalm Jarlngan Plpa Gas 

5.2.4.19 Belanja Modal Pengadaan lnstalasl Pengaman 

5 , 2 , 4 • 19 • 01 Belanja Modal Pengadaan lnstalasl Pengaman Penangkal Pellr 

5.2.4.20 Belanja Modal Pengadaan Jarlngan Air Mlnum 

5 • 2 • 4 , 20 • 01 Bela111a Modal Pengadaan Jarlngan Pembawa 
5.2.4.20.02 Selanja Modal Pengadaan Jartngan lnduk Dlslrlbusl 
5.2.4.20.03 Selanja Modal Pengadaan Jarlngan C4bang Dlslrlbusl 
5.2.4.20.04 Selanja Modal Pengadaan Jarlngan Air Mlnum Jarlngan 

Sambungan Kerumah 

5, 2. 4. 21 Belanja Modal Pengadaan Jarfngan Ustrik 

5. 2 .4.21.01 Belanja Modal Pengadaan Jarlngan Tiansmlsl 
5.2.4.21.02 Selanja Modal Pengadaan Jaringan Dlsb1busl 

5.2.4.22 Belanja Modal Pengadaan Jar!ngan Telepon 

5 • 2 • 4 • 22 • 01 Belanja Modal Pengadaan Jar!ngan Telepon DI atas Tanah 
5 .2.4.22.02 Belanja Modal Pengadaan Jarlngan Telepon DI bawah Tonah 
5.2.4.22.03 Belaltja Modal Pengadaan Jar!ngan Telepon Dldalam Air 

5.2.4.23 Belanja Modal Pengadaan Jarlngan Gas 

u 5 • 2 , 4 , 23 • 01 Belanja Modal Penoadaan Jarlngan Plpa Gas Transmlsl 
5.2.4.23.02 Belanja Modal P6Rgadaan Jarlngan Plpa Olstrlbusl 
5.2,4.23.03 BelanJa Modal Pengadaan Jarlngan P!pa Olnas 
5 .2.4. 23.04 Belanja Modal Pengadaan Jar!ngan BBM 

5.2.5 BelanJa Modal Met Tetap ulnn,a D 
5. 2. 5. 01 8elanja Modal Pengadaan Buku 

5 • 2 • 5 • 01. 01 8elanja Modal Pengadaan Buku llmu Pengetahuan Umum 
5 • 2 • 5 • 01. 02 Belanja Modal Pengadaan Buku Filsafat 
5 • 2 • 5 • 01 • 03 Belanja Modal Pengaan Buku Keagamaan 
5 • 2 • 5 • 01 • 04 Selanja Modal ~ Buku llmu Soslal 
5. 2. 5. 01. 05 Selanja Modal Pengadaan Buku 11ml Bahasa 
5 • 2 • 5 , 01 • 06 Selanja Modal Pengadaan Buku Matematilm & Pengetahuan alam 

5. 2. 5 .01. 07 Belanja Modal Pengadaan Bulcu Ilmu Pengetahuan Prakrls 
5 • 2 . 5 • 01. 08 Belanja Modal Pengadaan &!cu Arsitelllur, Kesenlan, Olah mga 

5. 2 • 5 • 01 • 09 Belanja Modal Pengadaan 811ku Geoorafl, Blograft, Sejarah l 
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5.2.5.02 Belanja Modal Pengadaan Teibtlan 

5.2.5.02.01 Belanja Modal Pengadaan Teibltan Berlcala 
5.2.5.02.02 Belanja Modal Pengadaan Buku laparan 

5.2.5.03 Belanja Modal Pengadaan Barang•Barang Pe,pustalcaan 

5 . 2 . 5 • 03 . 01 Befanja Modal Pengadaan Barang-Barang PerpustakDan Peta 
5.2.5.03.02 Belanja Modal Pengadaan &rang-Barang l'erpustiiban Naskah 

(Manuslcrlp) 
5.2.5.03.03 Belanja Modal Pengadaan Barafl9-8arang Pefpustalman Musik 
5.2.5.03.04 Belanja Modal Pengadaan Barang-Barang Perpuslalcaan Karya 

Graflka (Graphk Material) 
5 . 2 . 5 . 03 . 05 Belanja Modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Three 

Dlmenslonal Al1etacs and Reallta 
5.2.5.03.06 Befanja Modal Pengadaan Barano-Barang Perpustakaan Bentuk 

Micro (Mlcrofonn) 
5.2.5.03.07 Belanja ModalPengadaan &rang-8arang Perpustakaan Relcaman 

Suara 
5.2.5.03.08 Belanja Modal Pengadaan Barang-&rang PellJUSlal{aan Berlcas 

ICoffll)uter (Computer Files) 
5.2.5.03.09 BelanJa Modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Film 

Bergerak dan Rekaman Video 
5.2.5.03.10 Belanja Modal Penoadaan &rang-Barang Perpustakaan Tarscalt 

5.2.5.04 Belanja Modal Pengadaan Barang Bertorak Kebudayaan 

5.2.5.04.01 Belanja Modal Pengadaan 8arang Bertorak Kebudayaan Pahatan 

5.2.5.04.02 Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Luldsan 

5.2.5.04.03 BelanJa Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayoon Alat 
Kesenl1111 

5.2.5.04.04 BelanJa Modal Pengadaan Barang lleftorak Kebudayaan AJot Olah 
Raga 

5.2.5 .04.05 Belanja Modal Pengadaan 8arang Betcuak Kebudayaan Tanda 
Penghargaan 

5.2.5.04.06 Belanja Modal Pengadaan Barang Bercontk Kebudayaan Malcet dan 
Foto Dokumen 

5.2.5.04.07 BelanJa Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Benda· 
benda BerseJarah 

5.2.5.04.08 Belanja Modal Pengadaan &rang Bettcrak Kebudayaan Baning 
Kerajlnan 

5.2.5.05 Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga l.ainnya 

5.2.5.05.01 Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga Senam 
5. 2. 5 .05 .02 Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga Air 
5.2.5.05.03 BelanJa Modal Pengadaan Alat Olah Raga Udara 
5.2.5.05.04 Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga lalnnya 

5.2.5.06 Belanja Modal Pengadaan Hewan 

5.2.5.06.01 Belanja Modal Pengadaan BIMtang Temak 
5.2.5 .06.02 Belanja Modal Pengadaan BiMtang Unggas 
5.2.5.06.03 Belanja Modal Pengadaan BIMtang Melata 
5.2.5.06.04 Belanja Modal Pengadaan Binatang Ikan 
5.2.5.06.05 Belanja Modal Pengadaan Hewan Kebun Blnatang 
5.2.5.06.06 BelanJa Modal Pengadaan Hewan Pengamanan 

5.2.5.07 Belanja Modal Pengadaan Tanaman 

5 . 2 . 5 . 07 . 01 Belanja Modal Pengadaan Tanafflllll Perlcebunan 
5.2.5.07.02 Belanja Modal Pengadaan Tanaman Hoftikullura 

5.2.5.07.03 BelanJa Modal Pengadaan Tonaman Kellutanan 
5.2.5.07.04 BelBllja Modal Pengadallll Tanafflllll Hlas 
5.2.5.07.05 BelanJa Modal Pengada1111 Tanaman Obat dan Kosmetika 
5.2.5.08 8elanja Modal Pengadaan Aset Tetap Renovasi 

S . 2 . 5 . 08 • 01 Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Renovasl 

5.3 BELANJA TAKTEROUGA 

S.3.1 Belanja Tu Tadup D 

5. 3. l .01 Belanja Tak Terduoa 

5 .3. 1.01.01 Belanja Tak Terduga 
5 . 3 . 1 . 01 . 02 BelanJ11 Tak Terduga Bencana Alam 
5 .3. 1.01.03 Bencana Tak Terduga war Blasa l.alnnya 

6 lRANSFER 

6.1 lRANSFER BAGI HASD. PENDAl'ATAN 

6. l. l Tn:lnd« Bagi Hull Pajak Oacnih D 

6. l. l. 01 Transfer Bagi Hasil Pajak Daenlh Kepada Pemerintahan .. . .... 
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llallllpatell.lKOal 

6.1. 1.01.01 Transfer BaQi Hasil Pajak o-ah Kepada Pemerlntahan 
ICabupaten/l(ct 

6 . 1 • 1. 01. 02 Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Provtnsl 

6. 1 .1.01.03 Transfer Bagi Hasll Pajak 0aerah Kepada Pemertntahan 0esa 

6.1.2 Tnlnsfv Bagi Hull Pendapatan Lalnnra D 

6. 1. 2 .01 Transfer l!aQI Has!I Pendapatan La!Mya Kepada Pemeltntahan 
Kabupaten/Kola/Oesa 

6. 1. 2. 01 . 01 Transfer Ba!II Hasll Pendapatan La!nnya Kepada Pemerlntahan 
KabupatalJICota/Oesa 

6 • 1. 2 . 01 . 02 Ost ....................................... 

6,2 TRANSFER IIANTUAN KEUANGAN 

6.2.1 Transfer Bantuan KCUDngan ke Pemerlntah Dao111h Lalnnp D 

6. 2 .1. 01 Bantuan Keuanoan ke Propinsl 

6. 2. 1. 01.01 Bantuan Keuangan Ice Prop!nsi 

6.2. 1.02 Bantuan Keuangan Ice Kabupaten/l(ata 

6 . 2 . 1 , 02 . 01 eontu.n Keuanoan Ice Kabupaten/l(ala 

6.2.2 Transfer Banblan Kevangan ke Deu D 

6. 2. 2, 01 Transfer Bantuan Keuangan ke Oesa 

6 • 2 . 2 . 01 . 01 Transfer Bantuan Keuangan ke Oesa 

6 . 2 . 2 . 01 . 02 Ost ...................................... 

6.2.3 Transfer Bantuan Kcuangan Lalnnp D 

6. 2. 3. 01 Bantuan Keuangan lcepada Partal politik 

6. 2. 3 . 01 , 01 8antuan Kcuangan kepada Partal potitik 
6. 2 . 3 . 01 , 02 Ost. ...................................... 

6.2.4 Transfer Dllna Obtnoml Khusus D 

6.2.4.01 Transfer Dana 0tllnoml Khusus Kabuapten Kota 

6 . 2 . 4 • 01 . 01 Transfer Dana otonoml Khusus Kabuapten Kota 
6 . 2 . 4 , 01 . 02 Ost ...................................... 

7 PEMBIAYAAN 

7.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 

7. 1.1 Pcnggunaan Sil.PA K 

7 .1. 1.01 Penggunaan SiLPA lahun sebelunmya 

7 . 1. 1 . 01 . 01 Pen;gunaan SiLPA tahun sebelumnya 

7. 1. 1.02 KmeblSILPA 

7 .1. 1.02 .01 ~, Kesalahan Pambukuan Tahun Sebelumnva 
7.1.1.02.02 1.aln-laln 

7 .1. 2 Penc:alran Dana Clldangan K 

7. 1. 2. 01 Pencalran Dana cadan;an 

7 . 1 . 2 • 01. 01 Pencalntn Dana cadangan 

7 .1.3 H.U Pcnjualan Kckapan Dnrah png DlplMhkan K 

7. 1. 3 .01 Hasll Penjualan Kekayaan Oaeqh yang Olplsahkan 

7 .1.3 .01.01 Hasll penjualan kekayaan daerah yang dtplsahkan pada 
perusahaan mllik Pemerintah/ BUMN 

7. l. 3 , 01 . 02 Hasff penJualan blalyaan daerah yang diplsahlcan pada 
pmusahaan mllik daerah/ BUM0 

7 . l . 3 • 01 . 03 Hasff penJualan kekayaan daerah yang dlplsahkan pada 
perusahaan milik SWIISID 

7 .1.4 Plnjaman Dlllllm NC9fll K 

7. 1.4.01 Plnjllman Dalam Negeri dari Bank 

7 . l . 4 • 01. 01 Pinjaman Dalam Negeri dari Bank 

7,1.4.02 Plnjaman Dalam Negeri dari Lembaga Keuangan Bukan Bank 

7. 1. 4 • 02 . 01 Pinjaman Dalam Negeri dari l.embava Keuangan Bukan Bank 

7. 1.4.03 Pencrimaan Hasil Pcnelbltan Ob!lgasl Oaerah 

7. 1.4.03 .01 Penerimwl Hasll Penerbltan Obllgasl Oaerah 

7. 1.4.04 Plnjaman Dalarn Negeri d!lri Pemerintah Pusat 

7 . l . 4 • 04 . 01 Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerlntah Pusat 

7.1.4.05 Pinjaman Oalam Negeri dari Pemerintah Provins! La!nnya 

7. 1.4.05 .01 Plnjaman Dalam Negeri dari Pemerlntah Provins! Lalnnya 

7.1.4.06 Plnjaman 0alam Negeri dari Pemerintah Kabupaten/Kota 

l 
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7 • 1 • 4 • 06 . 01 Pinjaman Dalam Nege,t darl Panerintah Kabupatalfl(ata 

7. 1.5 Penerlmllan KembaO Plutang K 

7. l. 5. 01 Penenmaan Kemball Ptutang kepadD Perusahaan Negara 

7 • 1. 5 • 01 . 01 Penerimaan Kcmb,dl P!utang kepada Perusahaan Negara 

7.1.5,02 Penerimaan Kemball Plutang kepada Perusahaan Durah 

7 • 1. 5 . 02 . 01 Penerimaan Kemball Plutang kepadD Perusahaan Daerah 

7.1.5.03 Penerimaan Kemball P!utang kepada Pemerlntah Pusat 

7 • 1. 5 . 03 . 01 Penerimaan Kembali Plulang kepada Pcmerintah Pusat 

7.1.5.04 Pem!rimaan Kemball Plutang kepada Pemerintah Daerah Lalnnya 

7 . 1 . 5 . 04 . 01 ~ Kcmbaff Ptutang kepada Pernerlnrah Daerah Lllfnnya 

7.l.S.05 Penerimaan KembaU Pfutang Lalnnya 

7.t.S.05.01 Penerlmaan Kenlball Plutang Lalnnya 

7 .1.6 Penerlmaan Kemball lnvestasl Non Pennanen Llllnn,a K 

7. 1. 6. 01 Penerlmaan Kemball lnvestasi dalam Proyel( Pembangunan 

7 • 1. 6 . 01. 01 Penerim11on Kemball 111\'atasi clalam Proyel( Pembangw,an 

7. 1.6.02 Penarfkan Dllnl Berilulir 
7 • 1. 6 . 02 . 01 Penarilaln Dana 13erGullr 

7.1.6.03 Pencalran Deposlto Jangka Panjang 

7 . l. 6 . 03 . 01 Pencairan Deposlto Jangka Panjang 

7.1.6.04 Pener!maan Kemball lnvestasl Non Pennanen lalnnya 

7 . 1 . 6 . 04 . 01 Pcnenmaan Kcmbaff lnvestasl Non Pennanen latnnya 

7. 1. 7 Plnjaman Luer Negert K 

7. 1. 7. 01 Plnjaman war Nege,t 

7 . 1. 7 . 01 , 01 Pinjaman Luar Nege,t 

7. 1.8 Penerlm1111n utang Jangb Panjang Llllnnya K 

7. 1. 8 .01 Penerimaan Utang Jangka Panjang lainnya 

7 . 1 . 8. 01 . 01 Penel1maan Utang Jangka Panjang Lalnnya 

7.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 

7.2.1 Pernbentulutn Oona Cadangan 0 

7. 2. 1.01 Pembentubn Dana Cadanoan 

7 .2 .1.01.01 Pembentubn Dana Cadangan 

7.2.2 Parrataan Noclal/lnfttltul Pamerfnt:ah Dacrah D 

7. 2. 2. 01 Penyertaan Modal pada BUMN 

7 • 2 . 2 • 01 • 01 Penye,taan Modal pada BUMN 

7.2.2.02 Penye,taan Modal pada BUMD 

7.2.2.02.01 Penyertaan Modal pada BUMD 

7.2.2.03 Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta 

7 . 2 • 2 . 03 . 01 Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta 

7.2.3 Pcmbapran Pout P1nJamen Oolam Negert 0 

7. 2 .3. 01 Pembayaran Polcok Plnjaman kepada Bank 

7 . 2 . 3 . 01. 01 Pembayaran Pokok Plnjaman kepada Bank 

7. 2. 3 .02 Pembayaran Pokok Plnjaman kepada lembaga Keuangan Bukan 
Bank 

7 • 2 . 3 • 02 . 01 Pembayaran Pokok Pinjaman kepacla Lembaga Keuang4n Sukan 
Bank 

7.2.3.03 Pdunasan otllgai Daerah 

7 . 2 . 3 • 03 . 01 Pdunasan Obligasl 04efah 

7 .2.3.04 Pembayaran Pokok P!njaman kepada Pemenntah Pusat 

7 . 2 . 3 , 04 • 01 Pfflibayaran Pokok Plnjaman kepada Pemertntah Pusat 

7.2.3,05 Pembayaran Pokolc Plnjaman kepacla Pemerintah Provlnsl lalnnya 

7 , 2 . 3 • OS , 01 Pembayaran Pokok Ptnjaman kepada Pemertntah Provlnsl lalnnya 

7.2.3.06 Pembayaran Pokok Plnjmnan kepada Pemertntah Kabupaten/Kota 

7 . 2 . 3 • 06 . 01 Pembayaran Pokok Plnjaman kepada Pemenntah Kabupaten/l(ala 

7.2.4 Pemberlan Plnjaman Daenh D 

7. 2. 4. 01 Pemberian P!njaman Daerah kepada Penisahaan Negara 

l 
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7 • 2 • ◄ . 01 . 01 f'lmberian Plnjaman Dae,ah kepada PenlSahaan Negara 

7.2. ◄ .02 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Daerah 

7.2. ◄ ,02.01 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Daerah 

7.2. ◄ .03 Pembetlan Pinjaman Dawah kepada Pemennlllh Pusat 

7.2. ◄ .03.01 l'emberian Plnjaman Daetah kepada Pemerlntah Plllllt 

7.2. ◄ .0◄ Pemberian Pinjaman Dacrah kepada Pemerintah Daerah l.alnnya 

7.2. ◄ .0◄ .01 Penlberian Pinjaman Daerah lu!pada Pemerintah Daetah Lalnnya 

7.2.5 Pongeluaran Invmtasl Non Permanen Lalnnro D 

7. 2. 5. 01 Pembentukan lrwestasl dalam Proyek Pembangunan 

7 . 2 . 5 . 01 . 01 Pembentukan lnvestasl dalam Proyek Pembangunan 

7.2.5.02 Pernbentukan 0aM 8erguJlr 

7.2.5.02.01 l'embe'ltulcan Dana llerguffr 

7.2.5.03 Pembentukan Oeposlto Jangka Panjang 

7 . 2 • 5 . 03 • 01 Pembentukan Oeposlto Jangka Panjang 

7.2.5.0◄ Pembentllkan lnvestasl Non Pennanen lalnnya 

7 • 2 • 5 • O◄ . 01 Pembenlukan lnvestasl Non Pennllnen lalnnya 

7.2.6 Pembayaran Petek PlnJoman Luor Negerl D 

7. 2. 6. 01 Pembayaran PolCDk Ptnjaman Luar Negeri 

7 • 2 . 6 • 01 . 01 Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri 

7.2.7 Pomboraran Ulano Janolut PonJang Llllnnra D 

7. 2. 7 .01 Ptmbayaran Utano Jangka Panj4ng Lalnnya 

7 .2. 7 .01.01 Panbayanm Utano Janoka Panj4ng IJl!nnya 

7.3 5ALDO ANGGARAN LfBIH 

7.3.1 Surplus/Ddblt LRA K 

V 7 .3 .1. 01 SurplllS/Oefislt lRA 

7 .3. 1.01. 01 Sull)lus/Oefislt I.RA 

7.3.2 Panblayaan Netta K 

7. 3. 2. 01 PemhlayaanNeltD 

7 . 3 • 2 • 01. 01 Pemhlayaan Netto 

7.3.3 SILPA/SIKPA K 

7. 3. 3. 01 SILPA/SIKPA 

7 • 3 • 3 . 01 . 01 SIIPA/SlKPA 

7.3. ◄ Penahahon SAL K 

7. 3. ◄. 01 Penibahan SAi. 

7. 3 • ◄. 01. 01 Perubahan SAi. 

8 PENDAPATAN • LO 

8.1 PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD) • LO 

8. 1. 1 Pendapatan Pajak Dacrah • LO K 
8.1. 1.01 Pajak Kendaraan Bennotor (PKB) • LO 

8 .1.1.01.01 PICB • Mobil Penumpang • Sedan • LO 
8 . 1 . 1 . 01 • 02 PKB • Mobil Penumpang • Jeep • LO 
B . l . 1 . 01 • 03 PKB • Mobil Penumpang • Minibus • LO 
8 • 1 . 1 . 01 . O◄ PKB • Mobll Bus • Mlcrobus • LO 
8. 1. 1.01. 05 PKB • Mob!I Bus • Bus • LO 
8. 1 . 1 . 01 . 06 PIC8 • Mobil Barang/ Beban • Pldt Up• LO 
8 . 1 . 1 . 01 . 07 PICB • Mobil Berano/ Beban - light Truck • LO 
8. 1 . 1 • 01 . 08 PKB • Mcb!1 Barino/ Beban • Truck • LO 
8 . 1 . 1 . 01 • 09 PKB • Sepeda Motor • Sepeda Motor Roda 2 • LO 
8 • 1. 1 . 01. 10 PKB • Sepeda Mater • Sepeda Motor Roda 3 • LO 
8 • 1. 1 . 01 . 11 PKB • Kendaraan Bermotor yano Dloperaslkan di Air • LO 

8.1.1.02 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BSNKB) • LO 

8 • 1 . 1. 02 . 01 BSNKB -Mobil Penumpang • Sedan • LO 
8.1.1.02.02 88NKB -Mobil Penumpang • Jeep • LO 
8.1. 1.02.03 88NKB -Mobil Penumpang • Minibus • LO 
8. 1. 1.02.0◄ BBNKB -Mobll Bus • Mlcrobus • LO 
8.1.1.02.05 BBNKB -Mobil Bus• Bus· LO 
8.1.1.02.06 BBNKB ·Mobil Barang/ Beban • Pick Up • LO 
8.1. 1.02 .07 BBNKB -Mobil Barano/ Beban • Light Truck • LO 
8. 1. 1.02.08 B8NKB -Mobil Baranof Beban • Trude • LO 
8.1.1.02.09 88NKB ·Sepeda Motor • Sepeda Motor Roda 2 • LO 

' 
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8.1.1.02.10 88N1<8 -Sepeda MotDr • Sepeda Moti:Jr Roda 3 • LO 

8.1.1.02.11 SBNl<B -Kendaraan BermolDr yang Oloperasikan di Air • LO 

8.1.1.03 Pajak Bahan Balrar Kendaraan 8ermot0r • LO 

8 • 1. 1. 03 • 01 Pajak Bahan Bakar Premium • LO 

8.1.1.03.02 Pajak Ballan Balatr Pertamax • LO 

8.1.1.03.03 Pajak Bahan Balcar Pertamax Plus • LO 

8.1.1.03.04 Pajak Ballan Bakar Sclar • LO 

8.1.1.03.05 Pajak Bahan Bakar Gas • LO 

8.1.1.03.06 Ost .............. 

8.1.1.04 Pajak Air Permukaan • LO 

8 • 1 • 1 • 04 • 01 Pajak Air Permukaan • LO 

8.1.1.05 PajokRokok·LO 

8 . 1 • 1 • 05 • 01 Pajak Rolu,k • LO 

8.1.1.06 Pajak Hotel • LO 

8 • 1 • 1 • 06 • 01 Hotel- LO 

8.1.1.06.02 Motel-LO 

8.1.1.06.03 Losmen·LO 

8.1. 1.06.04 Gubuk Parlwlsata • LO 

8.1.1.06.05 Wlsma Partwtsata • LO 

8.1. 1.06.06 Pesangorahan • LO 

8.1.1.06.07 Rumah Penginapan clan ~ • LO 

8.1.1.06.08 Rumah Kos dengan Jumloh Kamar Lebi'h dari 10 (sepuluh) • LO 

8.1.1.07 PajakResla'an·LO 

8.1. 1.07 .01 Restoran • LO 

8.1.1.07.02 Rumah Makan • LO 

8.1.1.07 .03 Kafelalia • LO 

8.1.1.07.04 KanUn • LO 
8.1.1.07.05 Warung. LO 

V 
8.1.1.07.06 Bar-LO 

8.1.1.07.07 Jaso Boga/ Katenng • LO 

8.1.1.08 Pajak Hlburan • LO 

8.1.1.08.01 Tontxman Rlm/Bloskap • LO 
8. 1. 1.08.02 Pagelaran Kesenlan/Musllt/Tarl/Busana • LO 
8.1.1.08.03 Kontes Kecantikan, Blnaraga, clan Sejenisnya • LO 
8.1.1.08.04 Pameran-LO 

8.1.1.08.05 Diskmlk, Karaoke, Klab Malam clan Sejenisnya • LO 
8.1.1.08.06 Skkus/Akrobat/SUlap • LO 
8.1.1.08.07 Permalnan Bllyar, Golf, Bawtlng • LO 

8.1.1.08.08 Pacuan Kuda, Kendal'lllln Bermotor, Permalnan Ketangkasan • LO 

8.1.1.08.09 Panti Pijat, Relleksl, Mandi Uap/ Spa clan Pusat Kebugaran (filnes 
center)· LO 

8.1.1.08.10 Pertandingan Ola/traoa • LO 
8.1.1.09 Pajak Reldame • LO 

8.1. 1.09.01 Pajak Reldame Papan}Blllboard/Vldeotron/Megatron • LO 
8.1.1.09.02 Pajak Reldame Kain • LO 
8.1.1.09.03 Pajak Reldame Mdelart/Stlker • LO 
8. 1.1.09.04 Pajak Reldame Selebilran • LO 

8.1.1.09.05 Pajak Reldame Berjalan • LO 
8.1.1.09.06 Pajak Reldame Udara - LO 
8.1.1.09.07 Pajak Reldame Apung • LO 
8.1. 1.09.08 Pajak Reklame SUara • LO 
8.1.1.09.09 Pajak Reldame Rim/Slide • LO 
8. 1. 1.09.10 Pajak Reklame Peragaan • LO 

8.1.1.10 Pajak Penerangan Jalan - LO 

8.1.1.10.01 Pajak Penerangan Ja1an D!hasillran Sencfui • LO 
8.1.1.10.02 Pajak Penerangan Jalan SUmber laln • LO 

8.1.1.11 Pojalc Plrtldr • LO 

8 • 1. 1. 11 • 01 Pajak Parlclr • LO 

8.1.1.12 Pajak Air Tanah • LO 

8 • 1 • 1 • 12 • 01 Pajak AJr Tanah • LO 

8.1.1.13 Pajak Sarang Bwung Walet • LO 

8.1.1.13.01 Pajak Saning Bwung Wald· LO 

8. l. 1.14 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO 

8 • 1 • l . 14 • 01 I Asbes • LO 

l 
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8 • 1 • 1. 14 . 02 Batu Tulis • LO 

8 • 1 • 1. 14 . 03 Batu smngah pamata • LO 

8 • 1 • 1. 14 . 04 Sabi Kapur • LO 

8 • 1 • 1 • 14 . 05 SablAl)ung·LO 

8 • 1. 1 • 14 . 06 Sabi Pennata • LO 

8 • 1. 1 • 14 . 07 llen!Dnlt·LO 

8 • 1 . 1. 14 . 08 Dolomlt·LO 

8.1. 1. 14.09 Feldspar • LO 

8 • 1 . 1 . 14 . 10 Garam Sabi (Hallie) • LO 

8 . 1. 1 . 14 . 11 Graflt • LO 

8 • 1 . 1 • 14 • 12 Granlt/Andeslt • LO 

8 • 1 • 1 • 14 • 13 Glpa• LO 

8 • 1 • 1 . 14 . 14 Kalslt·LO 

8 • 1 . 1 • 14 • 15 Kaolin• LO 

8 • 1. 1. 14 • 16 l.euslt • LO 
8 . 1 • 1. 14 . 17 Ma;nesit• LO 

8 . 1 • 1 • 14 • 18 Mika· LO 

8 . 1 . 1. 14 • 19 Manner· LO 

8 . 1 . 1 . 14 • 20 Nltrat• LO 

8 . 1 . 1 . 14 • 21 Opaldien • LO 

8 . 1 . 1 . 14 • 22 Oker • LO 
8 . 1. 1. 14 . 23 Paslrdankerildl·LO 

8 . 1. 1. 14 . 24 Paslr Kuarsa • LO 

8 . 1. 1. 14 . 25 Palit• LO 

8 . 1. 1 • 14 . 26 Phospat • LO 
8 . 1 . 1 • 14 • 27 Talk· LO 

8 . 1 • 1 • 14 • 28 Tanah Serap (Fullers earth) • LO 

8 . 1 . 1 . 14 . 29 Tanah Oiatcme • LO 
8 . 1 • 1. 14 . JO Tllllah I.lat· LO 

8 . 1 • 1. 14 . 31 Tawas (Alum) • LO 

8 • 1 • 1 . 14 • 32 Tras• LO 
8 . 1 • 1. 14 • 33 Yarosif • LO 

8 . 1 • 1 . 14 • 34 Zeollt• LO 
8 . 1 • 1 . 14 . 35 Basal· LO 
8 . 1 • 1 . 14 . 36 Trakft • LO 
8 . 1. 1. 14 • 37 Mineral bukan Logam dan LaJnnya • LO 

8.1.1.15 Pajak Buml clan Bangunan Pedesaan clan Per1cDtaan • LO 

8 • 1 • 1 • 15 • 01 Pajak Bumi clan Bangunan Perdesaan clan Perlcoblan • LO 

8,1.1.16 Bea Perolehan Hak Alas Tanah dlln Bangunan (BPKTB) • LO 

8 . 1 • 1 • 16 • 01 BPKTB • PemJndahan HIik • LO 

8. 1.1.16.02 BPKTB • Pemberian Hilk Saru • LO 

8.1.2 Peadapatan R.eblbual Oo-h - LO K 
8. 1. 2. 01 Rdrtbusl Pelayanan Kese1utan • LO 

8 .1. 2 .01. 01 Pelayanan kl!seha1an di Puskesnm· LO 
8.1.2.01.02 Puslresmas kellling • LO 
8. 1.2.01.03 Puskesmas pembanbl • LO 
8 . 1. 2 • 01 . 04 Balai Pengobatan • LO 
8 . 1 • 2 • 01 • 05 Rllmah Sakft Umwn Daerah • LO 
8 • 1 . 2 • 01 • 06 Tempat Pelayanan Kesehatan Lalnnya yang Sejenis yang Dimilild 

dan/lltllu Dikelola oleh PCll1da · LO 

8.1.2.02 Retrtbusl Pelayanan Persampahan/ Kebersihan • LO 

V 8 . 1 • 2 • 02 • 01 PengambJlan/Pengumpulan Sampah dari Sumbemya ke lokasi 
Pembuangan Sementara • LO 

8.1.2.02.02 Pengangkutan Sampah dari SUmbemya dlln/atau l.okasl 
Pembuangan Sementara ke L.okMI Pembuangan/Pembuangan 
Ald!lr Sampah • LO 

8.1.2.02.03 Penyediaan l.obsl Pembuangan/Pemusnahan Ald!lr Sampah • LO 

8.1.2.03 Retrtbusl Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk clan Aleta 
Catalan SipU • LO 

8 • 1 • 2 . 03 . 01 Kartu Tanda Pencluduk • LO 
8.1.2.03,02 Kartu Keterangan llertempat llnggal • LO 
8.1.2.03.03 Kartu ldentitas Ketja • LO 
8.1.2.03.04 Kartu Penduduk Sementara • LO 
8.1.2,03.05 Kartu ldentitas Penduduk Musiman • LO 
8.1.2.03.06 Kartu Keluarga • LO 
8.1.2.03.07 Aleta Cata1an Sipil • LO 

8, 1.2,04 Retribusl Pelayanan Pemakaman clan Pengabuan Mayat • LO 

8 . 1 . 2 • 04 • 01 Pdayanan Penguburan/Pemzikaman - LO 
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8.1.2.04.02 Sewa Tempat Pemabman at.au FanbalGIRIII/Pengabuan Mayat. 
LO 

8.1.2.05 Retrlbusl Pelayanan Parkir di Tep! Jalan IJmum • LO 

8 • 1 • 2 • OS • 01 Penyedlaan Pelayanan Partdr di Tepl Jalan Umum • LO 

8.1.2.06 Retri11us1 Pelayanan Pasar • LO 

8.1.2.06.01 Retribusl Pelayanan Pasar • Pelatatan • LO 

8.1.2.06.02 Retribusl Pelayanan Pasar • Los • LO 

8.1.2.06.03 Retribusl Pelayanan Pasar • Klos • LO 

8. 1.2.07 Relribusl Pengujian Kendaraan Bem1Gtor • LO 

8. l. 2.07 .01 Rdribusl PKB • Mobil Penumpang • Sedan • LO 
8.1.2.07.02 Retribust PKB • Mobil Penumpano • .Jeep • LO 

8.1.2.07.03 Retribusl PKB • MobU Penump11ng • Mlnlbus • LO 

8.1.2.07.04 Retribusl PKB • Mob!I Bus· Mlcrobus • LO 

8.1.2.07.05 Retribusl PK8 • MobO Bus • Bus • LO 

8.1.2.07.06 R.etribusi PKB • Mobil Barang/ Beban • Pick Up • LO 

8.1.2.07.07 Rdribusl PKB • Mobil Barang/ Beban • Light Truck • LO 
8.1.2.07.08 Retribusl PKB • Mobil Barana/ Behan • Truck • LO 
8.1.2.07.09 Retribusi PKB • Sepeda Motor • Sepeda Motor Roda 2 • LO 

8.1.2.07.10 Retrlbllll PKB • Sepeda Motor • Sepeda Motor Roda 3 • LO 

8 • 1 • 2 • 07 • 11 Retrlbusi PKB • Kendaraan Bermotor yang Dloperaslkan di Air • LO 

8.1.2.08 Rdribusl Panailcsaan Alat Pemadam Kebalcaran • LO 

8. 1.2.08.01 Pelayanan Pemeribaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam 
Kebakaran • LO 

8.1.2.08.02 Alat Penanggulangan Kebakaran • LO 

8.1.2.08.03 Alat Penyclamatan Jiwa • LO 

8.1.2.09 Rdribusl J>enaoantian Blaya Cctak Peta • LO 

8. 1.2.09.01 Penyedlaan Pm Dasar (Garis) • LO 

8.1.2.09.02 Penyedlaan Peta Foto • LO 
8.1.2.09.03 Penyedlaan Peta Olg!tal • LO 

8.1.2.09.04 Penyedlaan Peta TemaUk • LO 

8.1.2.09.05 Penyedlllan Peta Teknls (Struklur) • LO 

8.1.2.10 Rm!busl Penyedlaan dan/atau Penyedotatl KalaJs • LO 

8.1.2.10.01 Penyedlaan dan/atau Penyedotan Kakus • LO 

8.1.2.11 Retribusi Pengolahan Umbah Calr • LO 

8. l. 2 .11. 01 Rurnah Tangga • LO 

8. 1.2.11.02 PerlcanlDfan • LO 
8.1.2.11.03 lndustri • LO 
8.1.2.12 Rmlbusl Pdayanan Tera/Tern Ulang • LO 

8 . 1 • 2 • 12 • 01 Pengujlan Alat-alat Ukur, Takar, 'Tlmbang, dan Pertengkapannya • 
LO 

8.1.2.12.02 Pengujlan dalam Keadaan Terbungku$ • LO 

8.1.2.13 Relribusi Pelayanan Pendidikan • LO 

8. 1.2.13.01 Pelayanan Penydengganlan Pendldilcan • LO 
8.1.2.13 .02 Pelatihan TelcJ!ls • LO 

8. 1. 2. 14 Retribusl Pengendallan Metl&ra Telekomunlkasl • LO 

8 • l • 2 • 14 • 01 Pemanfaatan Ruang untulc Menara Telelcomunllcasl • LO 

8. 1. 2. 15 Rdribusl Pemakaian Kebyaan Oaerah • LO 

8 . 1. 2 • 1S • 01 ~ Tanah dan Bangunan • LO 

8.1.2.15.02 Laboratorlum • LO 
8.1.2.15.0l Ruangan-LO 

8.1.2.15.04 Kendaraan Bermollclr • LO 

8.1.2.16 Retribusl Pasar Groslr dan/ at&u Per11okoan • LO 

8 . 1 • 2 • 16 • 01 Penyedlaan Fasllitas Pasar Grosir berbagai Jenls Barang • LO 

8.1.2.16.02 Fasilllas Pasar/Per11olman yang Dikcmtraldcan • LO 

8.1.2.16.03 Fasilitas Pasar atau Pertolcoan yang Dlsediakan/Dlselenggarakan 
oleh Pemerlntah Daerah • LO 

8. 1. 2. 17 Retribusl Tempat Pelelangan • LO 

8 . 1. 2 • 17 • 01 Peldangan lkan • LO 

8 . 1 • 2 • 17 • 02 peldanganTernak•LO 

8 • 1 • 2 • 17 • 03 Pdelangan Hasll Bumi • LO 
8 • 1 • 2 • 17 • 04 Pelelangan Hasil Hulan • LO 

8. 1. 2. 17 .OS Jasa Pelelangan serta Faslllta$ laJMya yang D1sedlakan di Tempat 
Pelelangan • LO 

8.1.2.18 Rebibusl Terminal • LO 

l 
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8.1.2.18.01 Fdayanan Penyediaan Tempat Parlclr Wlllik Kendaraan 
Penumpang clan Bis Unwm - LO 

8.1.2.18.02 Tempat Kegiatan lJsaha • LO 

8.1.2.18.03 Fasllitas Lainnya di Ungkungan Termlnal - LO 

8. l. 2. 19 Retribusi Tempat Khusus Parldr • LO 

8 . l . 2 . 19 . 01 Pelayanan Tempat Khusus Parlcfr • LO 

8. 1.2.20 Retribusi Tempat Pen;lnapan/ Pesanggrahan/ Vll!a • LO 

8.1.2.20.01 Pelayanan Tempat Pen;lnapan/Pesanggrahan/V'ila - LO 

8. 1.2.21 Retribusl Rumah Po1ong Hew.in • LO 

8 . 1 • 2 . 21 . 01 Pelayanan Pemerllcsaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong - LO 

8 . 1 . 2 • 21 . 02 ""-'fanan Pemerilclaan Kesehatan Hewan Sesudah OtpotoltQ • LO 

8.1.2.22 Rdribusl Pdayanan Kepelabuhan • LO 

8.1.2.22.01 Pelayanan Jasa Ice Pelabuhan - LO 

8.1.2.23 Retrlbusl Tempat Rekreasl dan Olah raoa· LO 

8 . 1 . 2 . 23 • 01 Pelayanan Tempat Relcreasl - LO 
8.1.2.23.02 Pelllyanan Ternpat Partwlsata - LO 
8.1.2.23.03 Pelayanan Tempat Olllhraga - LO 

8.1.2.24 Retribusi Penyetnngan AJr • LO 

8.1.2.24.01 Pelayanan Penyebtangan Orang • LO 
8.1.2.24.02 ~layananPenyebran~n8aRng-LO 

8.1.2.25 Reblbusl Penjualan Produksl Usaha Oaerah • LO 

8 . l. 2 • 25 . 01 Penjualan Has!I Produksl Usaha Daerah • LO 

8.1.2.26 Retribusl lzfn Mendinbn Bllngumin • LO 

8.1.2.26.01 Pemberian Izin Untuk Mendlrilmn Bangunan - LO 

8.1.2.27 Rmibusi Izin Tempat Penjualan Minuman BeralJcohol - LO 

V 8 • 1 • 2 . 27 , 01 Pemberian lzfn un1Llk rnelakukan Penjualan Mlnuman Beratkohol -
LO 

8.1.2.28 Retribusl Izln Gangguan • LO 

8 . 1 . 2 . 28 . 01 Pembertan lz!n Gangguan tempat Usaha/Keglatan kepada Orang 
Prlbadi • LO 

8.1.2.28.02 Pembertan lzfn Gangguan tempat Usaha/l(eglatan kepada Sadan • 
LO 

8.1.2.29 Retrlbusi Izin Trayek - LO 

8.1.2.29.01 Pemberian Izin Trayelc kepada Orang Prlbadl • LO 
8.1.2.29.02 Pemberian Izin Trayek kepada Sadan - LO 

8.1.2.30 Retribusl lzfn Perikanan • LO 

8 • 1. 2 . 30 . 01 Pembertan lzfn Usaha Perikanan kepada Onlng Pnbadl • LO 
8.1.2.30.02 Pemberian Izln Usaha Perlkanan kepada Sadiln - LO 

8. 1. 2. 31 Retribusl Pengendalian Lalu Untas • LO 

8 .1. 2. 31.01 Penggunaan Ruas Jalan Tertentu - LO 
8 • 1 . 2 , 31 . 02 Penggunaan Korfdor Tertuntu •LO 
8.1. 2.31.03 Penggunaan Kawasan Tertentu Pada Waklu Tertentu oleh 

Kendaraan 8ennotof ~ clan 8arang • LO 

8,1.2.32 lldnbusl Perpanjangan lzfn Mempelce,jakan Tenaga KerjD Aslng 
(IMTA) • LO 

8 . 1 . 2 • 32 . 01 Pemberian PerpanJangan IMTA kepada Pember! Ker:ta Tenaga 
Kerja Asing • LO 

8. 1.3 Pendapatan H.U PengeloJun Keb,aan ~erah rang K 
Dlpluhkan • LO 

8, 1. 3. 01 IIAGlan Laba atas ~n Modal pada Pelusahaan MlfJk 
Daerah/SUMO·LO 

8 , 1 • 3 . 01. 01 IIAGlan Laba atas Penye,taan Modal pada Perusahaan Daerah - LO 

8.1.3 ,01.02 Baglan Laba atas Penyertaan Modal pada SUMO .............. • LO 
8 . 1 . 3 . 01 , 03 Ost .............. 

8.1.3,02 IIAGlan Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik 
Pemerlntah/BUMN • LO 

8.1.3.02.01 IIAGlan Laba etas Palyertaan Modal pada BUMN • LO 
8,1.3.02.02 Ost .............. 

8.1.3.03 IIAGlan Laba atas Penyertaan Modal pada Penlsahaan Millk SWasta -
LO 

8. 1.3.03 .01 Ba11lan Laba atas Penyertaan Modal pacla Perusahaan MiRk Swasta 
·LO 

8.1.3.03.02 Ost .............. 
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8.1.4 Laln-111111 PAD Yang Sah - LO K 

8. 1. 4. 01 Hasi1 Penjualan Aset Oaaah Yang Tldalt Dlpisahlcan • LO 

8.1.4.01.01 Hasi1 PenJualan Tanah • LO 

8 . 1 . 4 • 01 • 02 Hasll Ptnjualan Peni!atan/MesJn • LO 

8 , 1 . 4. 01. 03 Hasll Penjualan Geclung dan 8a11gw111n • LO 

8 . 1 . 4 . 01 . 04 Hasil Penjualan Jalan, Irlgasl dan Jartngan • LO 

8 . l . 4 . 01. OS Hasll PenJualan Aset Telap Lalnnya • LO 

8.1.4.02 Hasll Penjualan Aset l.alnnya • LO 

8 . 1 . 4 • 02 . 01 Has11 Penjualan Aset lalnnya • LO 

8.1.4.03 Penertmaan .lal8 Giro • LO 

8 . 1 . 4 . 03 . 01 Jasa Giro Kas oaerah • LO 

8.1.4.03.02 Jasa Giro Ku 8endahara • LO 

8.1.4.03.03 Jasa Giro Dana cadangan • LO 

8.1.4.03.04 Ost .............. 

8.1.4.04 Pendapatan Bunga • LO 

8 • 1. 4 . 04 • 01 Pendapatan Sunga Deposilo • LO 

8.1.4.04.02 Pendapatan Bunga 0ana 8erguflr • LO 

8.1.4.04.03 Ost .............. 

8.1.4.05 Tuntutan GanU Keruglan oaerah • LO 

8 . 1 . 4 • OS . 01 Tuntutan GanU Keniglan Daerah Terhadap Bendahara • LO 
8.1.4.05.02 Tuntutan Gant! Kerugian Oaerah Terhadap PegawaJ Negeri Bukan 

Sendahara • LO 

8.1.4.06 Kamlsl, Potongan clan Sdislh Nllal Tukar Rupiah • LO 

8 . 1 . 4 • 06 . 01 Penertmaan Komlsl dart Penempatan Kas Daenlh • LO 
8.1.4,06.02 Penertmaan l'Otongan dart .............. •LO 
8.1.4.06.03 Penertmaan Keuntungan Sellsth Nllal Tukar Rupiah dart .............. • 

LO 
8. 1.4.06.04 Ost .............. 

8.1.4.07 Pendapatan Denda atas Keter1ambatan Pelalcsanaan Pekeljaan • LO 

8 . 1 . 4 • 07 • 01 Pendapatan Denda alas Kelellambatan Pelaksanaan Pelcetjaan 
Bldano Pendldlkan • LO 

8.1.4.07.02 Pendapatan Denda alas Keterlambamn Pelaksanaan Pekmjaan 
Bldang Kesehatan • LO 

8.l. ◄ .07,03 Pendapatan Denda atas Ketertambatan Pelaksanaan Pekerjaan 
Bldang Pekerjaan Umum • LO 

8.1.4.07.04 Pendapatan Denda atas Ketertambamn Pelabanaan Pelcerjaan 
8ldang Perumahan Rakyat • LO 

8.1.4.07 .OS Pffldapatan Denda atas Kdatambatan Pelaksanaan Pekerjaan 
8ldang Penataan Ruano • LO 

8 • 1 . 4 . 07 • 06 Pendapatan Denda atas Ketertambatan Pelaksanaan Peke!jaan 
llldano Peralcanaan f'embangunan • LO 

8.1.4.07.07 Pendapatan Denda alas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 
Bldang Perhubungan • LO 

8.1.4.07.08 Pendapatan Denda atas Ketertambatan Pelaksanaan Pekmjaan 
8ldang Ungkungan Hidup • LO 

8.1.4.07 .09 Pendapatan Denda atas Kderlamhatan Pelalcsanaan Pelcerj&an 
8ldang Patanahan • LO 

8.1.4.07.10 Pendapatan Denda alas ~n Pelaksanaan Pekerjaan 
Bldano Kependudulaln dan catatan Slpff • LO 

8.1.4.07.11 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekcrjaan 
Bldang Pemberdayaan Perempuan dan Pertindungan Anak • LO 

v 8 . 1 . 4 . 07 . 12 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelalcsanaan Pelcerj&an 
Bldang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera • LO 

8.1.4.07.13 Ost .. 

8.1.4.08 Pendapatun Denda Pajak • LO 

8 . 1. 4 . 08 . 01 Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor • LO 
8.1. ◄ .08.02 Pendapatan Denda Bea 8alik Nama Kendaraan 8ennotnr • LO 
8.1.4.08.03 Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bennator • LO 

8.1.4.08.04 Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan • LO 
8.1.4.08.05 Pendapatun Denda Pajak Rokck • LO 
8. 1.4.08.06 Pendapatan Denda Pajak Hotel • LO 
8.1.4.08.07 Pendapatun Denda Pajak Ratoran • LO 
8.1.4.08.08 Pendapatan Denda Pajak Hlburan • LO 
8.1.4.08.09 Pendapatan Oenda Pajak Reldame • LO 
8.1.4.08.10 Pendapatan Denda Pajak Peneranoan Jalan - LO 
8.1,4.08.11 Pendapatan Denda Pajak Parldr • LO 
8.1.4,08.12 Pendapatan Denda Pajak Alr Tanah • LO 
8.1.4.08.13 Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Wald • LO 
8. 1.4.08.14 Pendapatan Denda Pajak Mlnetal Bubn logam dan Batuan • LO 

l 
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8.1.4.08.15 Pendapatan Denda Pajak Bumi clan 8angunan Penlesaan clan 
Per1mtaan • LO 

8.1.4.08.16 Pendapatan Oenda Bea Perolehan Halt Atas Tanah clan llangunan 
LO 

8.1.4.09 Pendapatan Denda Retrlbusl • LO 

8 • l . 4 • 09 • 01 Pendapatan Denda Retribusl Pelayanan Kesehatan • LO 
8.1.4.09.02 Pendapatan Denda Rdribusl Pelayanan Persampahan/ Keberslhan 

LO 
8. 1.4.09,03 Pendapatan Oenda Rebibusl Penggantlan Blaya Cetak Kartu Tanda 

Penduduk clan Alda Catatan Slp!I • LO 
8,1,4.09.04 Pendapatan Denda Retnbusl Pelayanan Pemakaman clan 

Pengabuan Mayat • LO 

8.1.4.09.05 Pendapatan Denda Retrlbusl Pelayanan Partdr di Tepl Jalan Umum 
LO 

8.1.4.09.06 l'endap,1tan Oenda Retribusi Pelayanan Pasar • LO 
8.1.4.09.07 Pendapatan Oenda Retribusl Pengujian Kendaraan 8ermD1Dr • LO 

8.1.4.09.08 Pendapatan Oenda Retribusi Pernerik5aan Alat Pemad4m 
Kebakaran • LO 

8.1.4.09.09 Pendapatan Oenda Retrtbusl Pen;gantlan Blaya Cetak Peta • LO 

B.1,4.09.10 Pendapatan Denda Retrlbusl Peny«llaan dan}atau Penyedotan 
Kalws • ID 

8.1.4.09.11 Pendapatan Oenda Relrlbusi Pengolahan Umbah Calr • LO 

8.1.4.09. U Pendapatan Oenda Rebibusi Pe/ayanan Tera{Tera Ulang • LO 

8.1.4.09.13 Pendapatan Denda Retrlbusi Pelayanan Pendldikan • LO 
8 • l. 4 , 09 • 14 Pendapatan Oenda Retnbusl PengendaUan Menara Telekomunllca5l 

• LO 
8.1.4.09.15 Pendapatan Oenda Relribusl Pemakalan Kelcayaan Daerah • LO 

8.1.4.09.16 Pendapatan Oenda Retr\busl Pasar Grosir clan/ atau Pertokllan • 
LO 

8.1.4.09.17 Pendapatan Oenda Rmibusi Tempat Pelelangan • LO 
8.1.4.09.18 Pendapatan Oenda Retribusl Terminal • LO 
8.1.4.09.19 Pendapatan Denda Rdribusi Tempat Khusus Parklr • LO 
8. 1.4.09.20 Pendapatan Oenda Rmtbusl Tempat Penglnapan/ Pesangg111han/ 

Villa•LO 

B , l . 4 • 09 • 21 Pendapatan Denda Retribusl Rwnah Polxlng Hewan • LO 
8.1.4.09.22 Pendapatun Oenda Retrlbusl Pelayanan Kepelabuhan • LO 

8. 1.4.09.23 Pendapatan Oenda Retribusl Tempat Rekreasl clan Olah raga• LO 

8.1.4.09.24 Pendapatan Denda Retrlbusl Penyebrangan Air • LO 
8.1.4.09.25 Pendapatan Oenda Retrlbusl Penjualan Produksi Usaha Daerah • 

LO 

8.1.4.09.26 Pendapatan Denda Retrlbusl Izin Mendlrilran llangunan • LO 

8.1.4.09.27 Pendapatan Oenda Retribus1 Jzfn Tempat Penjualan Mlnuman 
Beralkohol • LO 

8.1.4.09.28 Pendapatan Oenda Retribusi Izin Gangguan • ID 

8.1.4.09.29 Pendapatan Oenda Retrlbusi lzin Trayek • LO 
8. 1.4.09.30 Pendapatan Oenda Rdribusi Jzfn Perikanan • LO 
8.1.4.09.31 Pendapatan Oenda Retrlbusl Pengendallan Lalu Untas • LO 

8.1.4.09.32 Pendapatan Denda Rdrlbusl Perpanjangan Izln Mempekarjalcan 
Tenaga Kerja Aslng (IMTA) • LO 

8, 1.4.10 Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah • LO 

8 . 1 • 4 • 10 • 01 Pendapatan Denda Sewa Aset Daerah • LO 

8.1.4.10.02 Pendapatan Denda Kerjasama Pemanfaatan Aset Daerah • LO 

V 8.1.4.10.03 Pendapalllln Dcnda BaRGun Guna Serah • LO 

8.1.4.10.04 Pendapatan Dcnda Bangun Serah Guna • LO 

8.1.4.11 Penda!Hltan Denda Atas Pelanggaran Penta • LO 

8.1.4. 11 .01 Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Penla • LO 

8.1.4.11.02 Ost .............. 

8.1.4.12 Pendapatan Hasil Elcselcusl atZ1s lamlnan • LO 

8. 1.4.12.01 Hasll Ebekllsi Atas .lmninan aim; Pelalcsanaan Pengadaan 
Barano,tJasa • LO 

8.1.4.12.02 Hasll Eksekusl Alas Jaminan atas Pembongkaran Reklame • LO 

8.1.4.12.03 Ost .............. 

8.1.4,13 Pendapatan dart Pengembllllan -LO 

8 • 1. 4 . 13 • 01 Pendapalllln dart Pengemballan Pajak Penghasilan Pasal 21 • LO 

8.1.4.13,02 Pendapatan Dari Pengembalian Keleb!han Pembayaran Asu111nsl 
Keseha!llln•LO 

8. 1.4.13.03 Pendapatan Dart Pengemballan Kelmhan Pembayaran Gaji dan 
Tunjangan • LO 

8. 1.4.13.04 Pendapatan Dall Pengemballan Kelebihan Pemhayaran Perjalanan 
O!nas· LO 

l 
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8.1.4.13.05 Fendapatan Dart PenoembaDan I.Jang Muta - LO 
8.1.4.13.06 Ost .............. 

8. l. 4. 14 Fasllitas Sosial clan FasUitas Umum - LO 

8 . l • 4 • 14 • 01 fllsllitas Soslal - LO 
8 • 1. 4 • 14 • 02 FaslU!as Umum - LO 
8 . 1. 4 • 14 • 03 Ost .............. 

8.1.4.15 Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah clan Dildat - LO 

8 • l • 4 • 15 • 01 Pendapatan Penyelenggaraan Selcolah - LO 
8.1.4.15.02 Pendapatan Penyelenggaraan Dildat - LO 
8. 1.4.15 .03 Ost .............. 

8, l. 4. 16 Pendapatan dart Penyelenggaraan Pendldllcan dan Pelatlhan • LO 

8 . l • 4. 16. 01 Uang Pendaftaran/Ujlan Masuk - LO 
8.1.4.16.02 Uang Sekolah/Pendldibn clan Pelatthan - LO 
8.1.4.16.03 Uang Ujian Kenalkan llngkat/Kelas - LO 

8.1.4.16.04 Ost .............. 

8. 1. 4. 17 Pendapatan dari Angsuran/Cldlan Penjualan - LO 

8 • l • 4 • 17 • 01 Arlgswan/Cldlan PenJualan Rumah Dlnas Daerah Golongan III • 
LO 

8 • l. 4 • 17 • 02 Angsuran/Cic!lan Penjualan Kenderaan Perorangan Dlnas • LO 

8.1.4.18 Hasll dal1 Pemanfaatan KekayDan Daerah • LO 

8 • l • 4 • 18 • 01 Hasil dari Pemanfaatan Kebyaan Daerah Sewa - LO 

8.1.4.18.02 Hasll dan Pemanfaatan Kelcayaan Daerah Keljasama Pemanfaatan-
LO 

8.1.4.18.03 Hasil dari Pemanftlalan Kekayaan Daerah Bangun GClna Serah - LO 

8.1.4.18.04 Hasll dan Pemanfaatan Kekayaan Daerllh Bangun Serah Guna • LO 

8.1.4.19 Pendapatan Zakat • LO 

8 • 1 • 4 • 19 • 01 Pendapatan Zakat - LO 

8.1.4.19.02 Ost .............. 

8.1.4.20 Pendapatan 8UJO • LO 

8 • 1 • 4 • 20 • 01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BWO - LO 

8.1.4.20.02 Pendapatan Hibah BWO • LO 

8,1.4.20.03 "-lapatan Hesll Kerjasama BLUD • LO 

8.1.4.20.04 Pendapatan Lain-lain BWO - LO 

8. 1.4.21 Hasil dart pengelolaan dana bergullr 

8. l. 4. 21 • 01 Hastl dan pengelolaan dana bergullr dan KeJompok 
Masyaralcat ............ - LO 

8 • 1. 4 • 21. 02 Dst .............. 

8.1.4.22 Laln-laln PAO Yang Sah Lalnnya • LO 

8 . 1 • 4. 22. 01 Lain-lain PAO Yang Sah lalMya - LO 

8.2 PENDAPATAN lRANSFER • LO 

8.2.l Pendapatan Tnsnsfer Pemerlntah Pusat -LO K 

8. 2. l.01 Bagi HasU Pajak - LO 

8. 2. 1.01.01 Bagi Hasll dart Pajak Bumi dan Bangunan Selclor Pertambangan -
LO 

8 • 2 • 1 • 01 • 02 Bagi HasU dali Pajak Bumi clan Bangunan 5elctDr Per1cebunan • LO 

8 • 2 , l. 01. 03 Bagi Hasll dari Pajak Bumi dan Bangunan Seklor Perhutanan • LO 

V 8.2. 1.01.04 Bagi HasU dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pl1badi Dalam 
Negerl dan PPh Pasal 21 • LO 

8 , 2 • l. 01. 05 Bagi Hasil CUkal Hasil tembakau - LO 

8.2 .1.01.06 Ost .............. 

8.2.1.02 Bagi Hasll Bukan Pajak/Sumber Daya Alam • LO 

8 • 2 • l. 02 • 01 Bagi Hasil dari luran Hak Pengusahun Hutan - LO 

8.2. 1.02.02 Bagi Hasll dari Prvvlsl Sumber ~ Hutan • LO 

8.2.1.02.03 Bagi Hasil dari Dana Rebolsasl - LO 

8.2. 1.02.04 Bagi Hasil dart luran Tetap (Land-Rent) • LO 

8.2.1.02.05 Bagi Hasil dart luran Eksploml clan turan Eksploitasl (Royalll) • LO 

8.2.1.02.06 Bagi Hasil dart Pungutan Pell!lusahaan Penkanan - LO 

8 . 2 • 1 • 02 • 07 Bagi Hasll dari Pungutan HasU Pen1canan - LO 

8.2.1.02.08 Bagi HasU darl Pertambangan Mlnyak Bumi • LO 

8.2.1.02.09 Bagi Hasff darl Pettambangan Gas 811ml • LO 

8.2.1.02.10 Bagi Hasil dari Pertambanglln Panas Bumi • LO 

8.2.1.02.11 Ost .............. 

8.2.1.03 Dana Alokasl Umum (DAU) - LO 

l 



SALDO 
KODE REKENING URAIAN NORMAL 

8.2. 1.03 .01 Dana Alokasl Umum • LO 

8.2. 1.04 Dana Alolcasl Khusus (OAK) • LO 

8. 2. 1.04.01 OAK Bldang lnfraslnlktu Jalan - lO 

8.2.1.04.02 OAK Bldang lnfl'astruktu lrigasl • LO 
8.2.1.04.03 OAK 81dang lnfnlstruklu AJr Mlnum • LO 

8.2.1.04.04 OAK Bldang Jnfrastruklu Sanltasl- LO 

8.2.1.04,05 OAK Bldang Keluarga Berencana • LO 

8.2.1.04.06 OAK Bldang Kehutanan • LO 

8.2.1.04.07 OAK Bidang Penunahan dan Kawasan Pemuk!man • LO 

8.2.1.04.08 OAK Bldang Kesehatan • LO 
8.2.1.04.09 OAK Bldang Kdautan dan Perilalnan • LO 
8.2.1.04.10 OAK 8ldang Prusarana Pemerlnlahan • LO 

8.2.1.04.11 OAK Bldang Transportasl Petdesaan • LO 

8.2.1.04.12 OAK Bldang Penlagangan • LO 
8.2.1.04.13 OAK 8ldang Unglamgan Hldup • LO 

8 • 2 • l. 04 • 14 OAK Bldang Sarara dan Prasarana Daerah Tertinggal (SPOl) • LO 

8.2.1.04.15 OAK Bldang Pertanlan • LO 

8.2.1.04.16 OAK 8ldang Energl Pedesaan • LO 

8 • 2 • 1 • 04 • 17 OAK Bldang Sarara dan Prasarana KawDan Perbatasan • LO 

8.2.1.04.18 OAK 8ldang Pendldikan • LO 

8.2.1.04.19 OAK Bldang K£selamatan T1'8J151)Cfta$1 Darat • lO 
8.2.2 Pendapatan Transfv Pemerlntah PuAt • l.DlnllJII • LO K 

8. 2. 2 .01 Dana Otcnoml Khusus - lO 

8 • 2 • 2 • 01 • 01 Dana Otonoml Khusus • LO 
8 • 2 • 2 • 01 • 02 Dal'III Tambahan lnfrntruklur • LO 

8.2.2.02 Dana Kelstlmewaan • LO 

8 . 2 • 2 • 02 • 01 0ana KelstilMwaan • LO 

8.2.2.03 DanaPenyesualan-LO 

8 • 2 • 2 • 03 • 01 Tunjangan Prdesl Guru PNSO • LO 

8.2.2.03.02 Dana Tambahan Penghasilan Guru PNS0 • LO 

8.2.2.03.03 Dana lnsenUf Daerah - LO 

8.2.2.03.04 Dana Proyek Pemetintah Oaerah dan Desentrallsasl PnlYinsl • LO 

8.2.2.03.05 Bantuan Operaslonal Sekolah • lO 

8.2.2.03.06 Ost .............. 

8.2.3 Pcndapatan Transfer Pcmcrlntah Daenah Lalnnp • LO K 

8. 2 .3 .01 Pendapatan Bagi HasJI Pajalc • LO 

8.2 .3 .01.01 Pendapat!ln Bagi Hasll Pajak • LO 

8 .2 .3 .01 .02 Ost .................. 

8.2.3,02 Pendapatan Bagi Hasll t.alnnya - LO 

8 . 2 • 3 • 02 • 01 Pendapatan Bagi HasU Lalnnya • LO 

8.2.3.02.02 Ost .................. 

8.2.3.03 Pendapatan Dana Otonoml Khusus - LO 

8 • 2 • 3 • 03 • 01 Pendapatan Dana Otonoml Khusus • LO 

8.2.4 Bantuan Keuanaan • LO K 

8. 2. 4. 01 Bantuan Keuangan dart Pemerlntah Oaerah Provins! Lalnnya • LO 

8 • 2 • 4 • 01 • 01 Bantuan Keuangan darl Pemerintah Damih Provins! ...... • LO 

8 • 2 • 4 • 01 • 02 Ost .............. 

V 8.2.4.02 Bantuan Keuangan darl Pemerlntah Daerah Kabuputen • LO 

8. 2. 4. 02 .01 Bantuan Keuangan darl Pemertntah Daerah Kabupaten 
....................... LO 

8,2.4.02.02 Ost .... 

8.2.4.03 Bantuan Keuangan darl Pemerintah Dacrah Kota • LO 

8.2.4.03.01 Bantuan Keuangan dart Pemerlntah Daerah Kota 
............................ ·LO 

8.2.4.03,02 Ost .............. 

8.3 WN-lAIN PENDAPATAN DAEIWt YANG SAH • LO 

8.3.1 Pemlapatan Hlbah • LO K 

8. 3. 1. 01 Pendapamn Hlbah dart Pernerlnl:4h • LO 

8 .3. l. 01. 01 Pendapatan H!bah dm1 Pemerintah • LO 

8.3. 1.01.02 Ost .............. 

8.3.1.02 Pendapatan Hibah darl Pemerlntah Damlh Lalnnya • LO 

8 . 3 • 1 • 02 • 01 Pendapat!ln Hlbah dari Pemerlntah Daerah Lalnnya • LO 

8.3.1.02.02 Ost .............. 

8.3. 1.03 ~~ Hlbah dm1 Badan/lAmba(la/Organis!lsl 5wasta dalam l 
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Negen-w 
8 . 3 . 1 , 03 . 01 Pemlapatan Hibah dari Badan/1,embaga/Organisasi Swasta dalam 

Negeri-LO 

8.3.1.03.02 Dst .............. 

8.3.1.04 Pendapatan Hibah darl kelompcJc masyarakat/perorangan - LO 

8 . 3 . 1 . 04 . 01 Pendapatan Hlbah dart kelompok masyaralcat • LO 
8.3 .1.04.02 Pendapatan Hibah dart kelompok perorangan • LO 

8.3,2 Dana Dan1111t - LO K 

8 .3. 2. 01 Dana Oarurat - LO 

8 . 3 • 2 • 01 . 01 Korban/Kerusakan Aklbat Bencana Alam - LO 
8 . 3 • 2 . 01 . 02 Ost .............. 

8.3.3 Pendapatan LAlnnp - LO K 

8. 3. 3. 01 Pendapatan Lalnnya - LO 

8 • 3 . 3 . 01 . 01 Pendapatan Lalnnya - LO 
8 . 3 . 3 . 01 . 02 Ost .............. 

8.4 SURPWS NON OPERASIONAL • LO 
8.4.1 Surplus Penjualan Aset Non Lanmr • LO K 

8 .4.1. 01 Sllrplus Pef1lualan Aset Non Lancar - LO 

8.4. 1.01.01 Surplus PenJualan Aset Tanah • LO 
8 • 4 • 1 . 01 . 02 Surplus Penjualan Aset Pellllatan dan Mesfn - LO 
8.4. 1.01.03 Surplus Penjualan Aset Gedung dan Bangunan - LO 
8 . 4 . 1. 01. 04 Surplus Penjualan Aset Non Lancar/AKt Telap Lainnya • LO 
8 . 4 . 1. 01. OS Surplus PenJualan Aset Lain-lain • LO 
8 .4. 1.01.06 Surplus Pelepasan lnvestasl Janglca Panjang • LO 
8,4. 1.01.07 Ost .............. 

8.4.2 Surplus Pen,elalllan Kewajlban Jangka Panjang • LO K 

8 .4. 2 .01 Surplus Penyelesah1n KewaJiban Jangka Panjang - LO 

8.4. 2.01.01 Surplus Penyelesaian Utang Dalam Negerl Selclcr Perbankan - LO 

V 
8.4.2.01.02 Surplus Penyelesaian Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank -

LO 
8 . 4 • 2 . 01 . 03 Surplus Penyelesalan utang Dalam Negerl· Obllgasi • LO 
8 . 4 • 2 • 01 . 04 Surplus Penyelesalan Utang Pemertntah Pusat - LO 
8 . 4 • 2 • 01 . OS Surplus Penyelesalan Utang Pemerintah Provlnsl • LO 
8 . 4 . 2 . 01. 06 Surplus Penyelesaian Utang Pemerintah Kabupaten/Kota • LO 
8.4. 2.01.07 Surplus Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi - LO 
8.4.2.01.08 Ost .............. 

8.4.3 Surplus dart Keglatlln Non Operulonal Lalnnya • LO K 

8, 4. 3 .01 Surplus dart Keglatan Non Opemlonal lalnnya • LO 

8 . 4 . 3 . 01 • 01 Surplus dart Keglatan Non Operaslonal Lalnnya • LO 

8.4.3.01.02 Surplus Pelepasan Investasi Jangka Pendek - LO 

8,5 PENDAPATAN LUARBIASA • LO 

8.5.1 Pendapatan Luar Bia• • LO K 

8. S. 1.01 Pendapatan Pos Luar Blasa - LO 

8 .s .1.01.01 Pendapatan Pos Luar Blasa - LO 

9 BEBAN 

9.1 BEBAN OPERASI 

9. l.1 Beban Pegawal • LO D 

9. 1. 1.01 Beban Gaji clan Tunjangan • LO 

9 . 1 . 1 . 01. 01 Gajl Pokllk PNS / Uang Representasl • LO 
9 . 1 . 1 . 01. 02 Tunjangan Kefuarga - LO 

9 • 1 . 1 . 01 • 03 Tunjangan Jabatan - LO 
9. l. 1 . 01 . 04 T11njangan Fungslonal • LO 

9 .1. l. 01. 05 Tunjangan Fungsional Umum • LO 

9.1. 1.01.06 Tunjangan Beras - LO 
9. l. 1.01.07 Tunjangan PPh/T11nJangan Khusus - LO 
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9 • 1 • 1 . 01 . 08 Pembulatan GaJI - LO 
9.1. 1.01.09 luran Jamlnan Kesehatan - LO 
9. 1. 1.01.10 Uano Paket - LO 
9 . 1 . 1 . 01 . 11 TunJanoan Badlln Musyawarah • LO 
9 . 1 . 1 . 01 . 12 TUnJanoan Kom!sl - LO 
9 • 1 . 1 . 01 . 13 TUnjangan Badan Anggaran • LO 

9. 1 . 1 . 01 . 14 Tunjllngan Badan Kehormatan - LO 
9 .1. 1.01.15 Tunj4ngan Alat Kdenglcapan Lalnnya • LO 
9 . l. 1 . 01 . 16 TunJanoan Perumahan • LO 
9.1. 1.01.17 uang Dub Wafat/Tl!NtaS • LO 
9 . 1. 1 . 01 . 18 Unno Jasa Pengabc!lan • LO 
9 . 1 • 1 • 01 . 19 BelanJa PenunJano Operaslonal P!mptnan DPRD - LO 
9 .1. 1. 01. 20 Tunjangan Kesd!atan OPRO • LO 

9.1.1.02 Beban Tambahan PenghasOan PNS • LO 

9.1. 1.02.01 Tambahan PenghasUan Benlasarkan Beban Kerja - LO 
9.1.1.02.02 Tambahan Penghasilan Berdasarlcan Tempat Bertugas - LO 
9.1.1.02.03 Tambahan Penghasilan Berdasarlcan Kondlsi Kaja • LO 
9.1.1.02.04 Tambahan Penghasilan Berdasarbn Kelangkaan l'nlfesi • LO 
9 • 1. 1. 02 . OS Tamb4han Penghasilan Berdasarlcan Prestasl Kaja • LO 

9.1.1.03 Beban l'l!nerfm1an Lalnnya P!mp!nan dan AnggQta DPRO selta 
KDH/WKDH • LO 

9 . 1 • 1. 03 • 01 Beban TUnjangan Komunlkasl lntensif P!mpinan dan Anggota 
DPRD· LO 

9. 1.1.03.02 Beban PenunJano 0perasicnal KDH/WKOH - LO 

9.1.1.04 Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan - LO 

9 . 1 . 1 . 04 . 01 Beban Pemungutan Pajak Bumi dan llangunan Pertambangan - LO 

9,1.1.04.02 Bcban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan - LO 
9. 1. 1.04.03 Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan - LO 
9.1.1.04.04 Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan 

V Pedesaan-LO 
9.1.1.04.05 Beban Pemungutan PBB • LO 

9.1.1.05 lnsenlif Pcmungutan Pajak Daerah 

9 . 1 . 1 . 05 • 01 lnsentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Kendaraan Bermotor • 
LO 

9,1.1.05.02 lnsenlif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Ballk Nama Kendaraan 
llennGtor • LO 

9 . 1. 1 . OS . 03 lnsenlif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bahan Bakar 
Kendaraan Bermotor - LO 

9.1.1.05.04 lnsenlif Pemungutan Pajak Dacrah • Pajak Air Permukaan - LO 
9.1.1.05.05 lnsenlif Pemungutan Pajak Oaerah • Pajak Rokok • LO 
9.1.1.05.06 lnientlf Pemungutan Pa,lllk Oaerah - Pajak Hotel • LO 
9.1.1.05.07 lnsentif Pemungutan Pajak Daerah • Pajak Restoran • LO 
9.1.1.05.08 lnsent!f Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hlburan - LO 
9.1.1.05 .09 lnsent!f Pemungutan Pajak Daerah • Pajak Reldame • LO 
9.1.1.05.10 lnsentlf Pemungutan Pajak Oaerah - Pajak Pencrangan Jalan - LO 

9 • 1 . 1 . 05 . 11 lnsentlf Pemungutan Pajak Oaerah • Pajak Parldr • LO 
9.1.1.05 .12 lnsenlif Pemungutan Pajak Dacrah • Pajak Alr Tanah • LO 
9.1.1.05 .13 lnsent!f Pemungutan Pajak Daerah • Pajak 5arang Bunmg wa!et • 

LO 
9.1. 1.05 .14 lnsent!f Pemungulan Pajak Daerah • Pajak Mineral Bukan logam 

danBatuan•LO 
9.1.1.05.15 lnsentff Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi clan Bangunan 

Pedesaan clan Perla:Jlaan • LO 
9.1.1.05.16 lnsentif Pemungutan Pajak Daerah • Bea Perolehan Hak Alas 

Tanah clan Bangunan • LO 
9 . 1 . 1 . 05 • 17 lnsent!f Pemungutan Pajak Dacruh • LO 

9.1.1.06 INentif Pemungutan Retribusl Daerah 

9 . 1 . 1 • 06 . 01 lnsenttf Pemungutan Retrtbusl Daerah - Pelayanan Kesehatan - LO 

9.1.1.06.02 lnsenlll' Pemungutan Relrlbusl Daerah - Pdayanan Persampahan/ 
Kebenlhan • LO 

9.1.1.06.03 lnsent!f Pemungutan Retribusl Daerah - Penggantfan Blaya Cetak 
Kartll Tanda Penduduk dan Aleta catatan S4pU • LO 

9. 1. 1.06.04 lnsenttf Pemungutan Retribusl Dacrah • Pelayanan Pemabman 
dan Pengabuan Mayat - LO 

9 .1. 1.06 .OS lnsent!f Pemungutan Retribusl Daerah - Pelayanan Parldr di Tepi 
Jalan Umum • LO 

9. 1. 1.06.06 lnsentlf Pemungutan Retnbusl Oaerah - Pelayanan Pasar - LO 
9 • 1 , 1 . 06 . 07 lnsenlif ~mungutan Retrlbusl Daerah - Pengujlan Kendara11n 

BermGtor • LO 

II 
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9.1.1.06.08 lnsentif Pemungutan Rdribusi Oaerah • Pemerilisaan Alat 
Pemadam Kebakaran • LO 

9.1.1.06.09 Insentif Pemungutan Rdribusi 0aerah • Penggantian Blaya Cetak 
Peta· LO 

9.1.1.06.10 Insentif Pemungutan Retribusl Daerah • Pcnyedlaan dan/atau 
PenyedotanKalcus-LO 

9.1.1.06.11 Insentif P~utan Relribusl Daerah • Pengolahan Umbah Calr • 
LO 

9.1.1.06.12 Insentif Pemungutan Rdribusl Daerah - l'l!layanan Tera/Tens 
Ulang • LO 

9.1.1.06.13 Insentif Pemungutan Rmlbusl Daerah. Pelayanan P~ldikan. 
LO 

9.1. 1. 06.14 Insentif Pmnungutan Retribusl Dacnth • Pengcndallan Memra 
Telekomunlkasl • LO 

9. 1.1.06.15 lnsentif Pemungutan Retribusl Daarah • Pemakalan Kekayaan 
Daerah • LO 

9.1.1.06.16 Insentlf Pemungutan Retrlbusl Daerah • Pasar Groslr dan/ atau 
Pertolcoan • LO 

9 . l. 1 . 06 . 17 Insentif Pemungutan Retrlbusl Oaerah • Tempat Pelelangan • LO 

9.1.1.06.18 lnsentif Pemungutan RetrilMI Dllerah • Terminal • LO 
9.1. 1.06. 19 lnsentlf Pemun(lutan Rdribusl Daerah • Tempat Khusus Partdr • 

LO 
9.1. 1.06.20 111Sa1tif Pemungutan Retrlbull Oaerah • Tempat Penglnapan/ 

Pesanggrahan/ Villa • LO 
9.1.1.06.21 lnsentlf Pemungutan Retrlbusl Oaerah. Rumah Potong Hawan. 

LO 
9.1.1.06.22 lnsentif Pemungutan Retrlbusl Daerah • Pdayanan Kepelabuhan • 

LO 
9.1.1.06.23 lnsentif Pemungutan Reb1husl Ollenlh • Tempat Relcreasi clan Olah 

raga-LO 
9.1.1.06.24 lnsentif Pemungutan Rl!tribusl Daerah • Pcnyabrangan flJr • LO 
9.1.1.06.25 lnsentif Pemungutan Rdrlbusl Daerah • Penjualan Produksl Usaha 

Daerah• LO 

V 9.1.1.06.26 Insentif Pemungutan Retrlbusl Daerah • lzln Mendlrikan Bangunan 
• LO 

9.1.1.06.27 lnsentlf Pemungutan Retrlbusl Daerah - Jzln Tempat Penjualan 
Mlnuman Beralkohol • LO 

9.1.1.06.28 lnsentif Pemungutan Retrlbusl Daerah • Jztn Gangguan • LO 
9.1.1.06.29 lnsentif Pemungutan Rdrtbusl Daerah • lztn Trayek • LO 
9.1.1.06.30 Insentlf Pemungutan Rdrlbusl Daerah • lzln Perikanan • LO 
9 • 1 . 1 . 06 . 31 lnsentif Pmnungutan Retribusl Daerah • Pengendalian Lalu Untas • 

LO 
9. 1.1.06.32 lnsentlf Pemungutan Rdrtbusl Daerah • ~jangan lzin 

Mempebrjakan Tenaga Keija Aslng (IMTA) • LO 

9. 1.1. 07 IJang Lembur • LO 

9 . 1. 1 . 07 . 01 Uang lembur PNS • LO 
9 . 1. 1 . 07 • 02 tJang Lembur Non PNS • LO 

9.1.2 Beban Barano dan Jau D 

9 .1. 2. 01 Beban 8ahan Pak.al Habis 

9. 1. 2.01.01 Beban Persedlaan Alat Tulis Kanter 
9 . 1. 2 • 01. 02 Beban Persedlaan Ockumen/Admlnlstrasl Tonder 
9 . l . 2 • 01 . 03 Beban Persedlaan Alat Ustrlk dan Elektronlk (Lampu PIJar, Batter( 

Kenno> 
9 . 1 . 2 • 01 • 04 Beban Persecllaan Perangko, Matera! clan Be!lcla Pos Lalrmya 
9 . 1 . 2 • 01. 05 Beban Persedlaan Peralatan Keberslhan dan B.lhan Pemberslh 

V 9 . 1 . 2 . 01. 06 Beban Persedlaan Bahan Bakar Mlnyak/Gas 
9 • 1. 2 • 01 . 07 Beban Persedlaan Penglslan Tabung Pemadam Kebakaran 
9 . 1. 2 • 01. 08 Beban Persedlaan Penglslan Ill Tabung Gas 
9 • 1. 2 • 01. 09 Dst .... 

9.1.2.02 Beban Persedlaan 8ahan/ Material 

9 • l. 2 • 02 . 01 Behan Persediaan Bahan Baku Bangunan 

9.1.2.02.02 Beban Persedlaan Bahan/Bibit Tanaman 
9. 1.2.02.03 Beban PerAdiaan Bibit Temalc 
9.1.2.02.04 Beban Persedlaan Bahan Obat-obatan 
9. 1.2.02.05 Beban Penedlaan Bahan KlmlD 
9.1.2.02.06 Beban Penedlaan Malmnan Pokok 

9.1.2.02.07 Dst .................. 

9. 1. 2.03 Beban Jasa Kanter 

9 . 1 . 2 . 03 . 01 Beban Jasa telepon 
9.1.2.03.02 Beban Jasa air 
9.1.2.03.03 Beban Jasa llstnk 
9.1.2.03.04 Beban Jasa Pengumuman Lelang/ Pemenang Letang l 
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9.1.2.03.05 Behan Jasa SUrat Kabar/Majalah 
9.1.2.03.06 Beban Jasa Kawat/Faksimlli{lntemet 

9.1. 2.03.07 Beban Jasa Palcet/Penolriman 
9.1.2.03.08 Beban Jasa Sertlflkasl 
9.1.2.03.09 Beban lasa Tolnsaksl Keuangan 
9.1.2.03 .10 Behan Jasa Admlnlstr!lsl Pungutan Pajak Penerangan Jalan Umum 

9.1.2.03.11 Beban Jasa Admlnl51rasl Pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan 
Bermotor 

9.1.2.03.12 Dst ..... 

9.1.2.04 Behan Premi Asuransl 

9 . 1 . 2 . 04 . 01 Beban Jasa Preml Asuransl Kcsehatan 
9,1.2.04.02 Beban lasa Premi Asuransl Banmg Mllik Oaerah 
9.1.2.04.03 Ost. ...................................... 

9.1.2.05 Beban Perawatan Kendaraan Bennotor 

9 . 1. 2 . 05 . 01 Beban Jasa Servla! 

9.1.2.05 .02 Beban Penggantian SUlcu cadan; 
9.1.2.05.03 Beban Bahan Bakar Mlnyak/Gas dan pelumas 
9.1.2.05.04 Beban Jasa KJR 
9.1.2.05.05 Beban Pajak Kendaraan Bennotor 
9.1.2.05 .06 Beban Bea Balik Nama Kendaraan llennGtor 
9.1.2.05 .07 Beban SUrat Tanda Nomor Kendaraan 
9.1.2.05.08 Beban Perpanjangan Surat IJln Mengemudi 

9.1.2.06 Beban Cetak clan Pe11G9Bndalln 

9 . 1 . 2 . 06 • 01 Beban Cetak 
9.1.2.06.02 Beban Peng;andun 
9.1.2.06.03 Ost .... 

9.1.2.07 Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Palldr 

9 • 1. 2 . 07 . 01 Beban Sewa Rumah Jabatan/Rllmah Dinn 

9.1.2.07.02 Beban Sewa Gedung/ Kantor{Tempat 
9.1.2.07.03 Behan Sewa Ruano Rapat/Pertemuan 
9 . 1 . 2 . 07 • 04 Beban Sewa Tempat Parldr/Uan; Tam,at/Hanggar Sarana 

Mobilitas 

9.1.2.07.05 Dst .... 

9.1.2.08 Beban Sewa Sarana Mobllitas 

9 • 1. 2 . 08 . 01 Behan Sewa Sarana Mcbili1as Oarat 
9. 1.2.08.02 Behan Sewa Sarana Mobllitas Air 
9.1.2.08.03 Beban Sewa Sarana Hobilltas Udani 

9.1.2.08.04 Ost ... 

9.1.2.09 Behan Sewa Alat Bcrat 

9 . 1. 2 . 09 . 01 Beban Sewa EskavatDr 
9.1.2.09.02 Beban Sewa Buldoser 
9. 1.2.09.03 Ost ... 

9.1.2.10 Beban Sewa Pertengkapan clan Peralatan Kantor 

9 . 1. 2 . 10 • 01 Beban Sewa Meja Kuni 
9.1.2.10.02 Beban Sewa Kompwr clan Printer 
9.1.2.10.03 Beban Sewa Proyektor 

9.1.2.10.04 Beban Sewa Generalor 
9.1.2.10.05 Behan Sewa Tenda 
9.1.2.10.06 Behan Sewa Pakalan Adat/Tradisional 
9.1.2.10.07 Ost .... 

9.1.2.11 Beban Makanan clan Mlnuman 

9 .1.2. 11 .01 Beban Malcanan clan Mlnuman Harlan PeQawal 
9.1.2.11.02 Beban Mabnan dan M!numan Rapiit 

9.1.2.11.03 Behan Makanan clan Minuman Tamu 
9.1.2.11.04 Beban Makanan clan Minuman Pelatihan 
9.1.2.11.05 Ost ... 

9.1.2.12 Beban Pakalan Dlnas clan Atributnya 

9 • 1 . 2 • 12 . 01 Behan pakaian Dlnas KOH clan WKllti 

9. 1.2.12 .02 Behan Pakalan SlpU Harlan (PSH) 
9. 1.2.12 .03 Bebanl'akalan Sfpll l.enQkap (PSL) 
9.1.2.12.04 Beban Pakalan Olnas Harian (POH) 
9.1.2.12.05 8eban Pakalan Dinas Upacara (POU) 
9.1.2.12.06 Ost ... 

9.1.2.13 8eban Pakalan l(e,ja 

9 . 1. 2 . 13 . 01 Behan Pakalan kerja lapangan 
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9.1.2.13.02 Ost ••. 

9. 1. 2. 14 Beban Pakalan khusus dan hart-hart tertentu 

9 • 1 • 2 • 14 • 01 Beban Pakalan KORPRJ 

9.1.2.14.02 Beban Pakalan Aclat Oaerah 

9 • 1. 2 • 14 • 03 Beban Palcalan Batik Tradlslonal 

9 • 1. 2 • 14 • 04 Beban Pakalan Olahraga 

9. 1. 2. 14. 05 Ost .•. 

9.1.2.15 Beban Perjalanan Dlnas 

9 . 1 • 2 • 15 • 01 Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah 

9 • 1. 2 • 15 • 02 Behan Pe,jalanan Dlnas luar Daerah 
9.1.2.15.03 Beban Pe,jalanan Dlnas l.uar Negetl 

9.1.2.16 Beban Pe,jalanan Pindah Tugas 

9 • 1 . 2 • 16 • 01 Beban Pe,jalanan Plndah Tugas Dalam Daerah 

9.1.2.16.02 Beban Pe,jalanan Ptndah Tugas luar Daerah 

9.1.2.17 Beban Pemulangan Pegawal 

9 • 1 . 2 . 17 • 01 Beban Pemulangan Pegawal yang Penslun Dalam Daerah 

9 . 1. 2 • 17 • 02 lkrban Pemula191n Pegaw.il yang Penslun Luar Dacrah 

9 . 1 • 2 • 17 • 03 Beban Pemulangan Peg!IW!ll Yang Tew.is ~m Melalcsanakan 
Tugas 

9.1.2.18 Beban PemeliharMn 

9. 1 • 2 • 18 • 01 Beban Pemellharan Tanah 

9.1.2.18.02 Beban Pemeliharan Peralatan clan Mesin 

9.1.2.18.03 Beban Pemeliharan Gedung clan Bangunan 
9.1.2.18.04 Beban Pancltharan Jalan, lff9411, clan Jarfngan 

9. 1. 2. 18 .OS Beban Pemellharan Asel Tetap l.alnnya 

9.1.2.18.06 Ost. ...................................... 

9. 1. 2. 19 WanJasaKonsul!nsl 

9 • 1. 2 • 19 • 01 Beban Jasa Konsultansl Penelitlan 

9 • 1. 2 • 19 • 02 8eban Jasa Konsultansl Perencanaan 

9.1.2.19.03 Beban Jasa Konsultansl Peng8wasiln 

9 • 1 • 2 • 19 • 04 Ost ... 

9.1.2.20 Bcban &rang Untuk Dlserahlcan lcepada Masyarakat/P(hak Ketiga 

9 • 1 . 2 • 20 • 01 Beban 8arang Yang Alain Olserahkan l(epada Masyarakat 
9.1.2.20.02 Beban llarang Yang Akan Otserahkan l(epada Pihak Ketiga 

9.1.2.20.03 Ost. ...................................... 

9.1.2.21 Beban 8arang Untult Dijual lcqJada Masya,akat/Plhak Ketioa 

9 • 1. 2 • 21. 01 Beban Barang Yang Akan DIJual Kepada Masyarakat 

9 • 1. 2 • 21. 02 8eban Barang Yang Akan O!Jual l(epada Plhak Kd!Qa 

9 • 1 • 2 • 21. 03 Ost ... 

9.1.2.22 Beban Beaslswll Pcndidikan PNS 

9 • l. 2 • 22 • 01 Beban 8easlswa Tugas Belajar D3 

9.1.2.22.02 Beban Beasiswa Tugas Belajar S1 

9.1.2.22.03 8eban 8easlswa Tugas Belajar S2 

9.1.2.22.04 Beban Beaslswa Tuoas BelajarS3 

9.1.2.22.05 Ost ........................ 

9.1.2.23 Beban Kursus, Pelatihan, Soslallsasl dan Blmb!ngan Teknls PNS 

9. 1. 2. 23. 01 Beban KUrsus-lail'SUl Singllat/ Pelatihan 

9.1.2.23 .02 Beban Soslallsasi 

9.1.2.23.03 Beban Blmb!ngan Teknls 

9.1.2.23.04 Ost ........................ 

9.1.2.24 Beban Hon«arlum Non Pegaml 

9 • 1 • 2 • 24 • 01 Honorarium Tenaga Ahll/Narasumber/Instruklur 

9.1.2.24.02 Mocleratllr 
9.1.2.24.03 Ost. ............. 

9.1.2.25 Honorarium PNS • LO 

9.1.2.25.01 Hononrrium Panltia Pelaksana Keglatan • LO 

9.1.2.25.02 Honorarium 11m Pengadaan Barang clan Jasa • LO 

9.1.2.25.03 Honorarium Tenaga Ahli/Insl1Uklur/Naruumber • LO 

9.1.2.25.04 Honorarium PNS Lalnnya • LO 

9.1.2.26 Honorarium Non PNS • LO 

9.1.2.26.01 Honorarium Tenaga Ahll/lnstruktur/Naruumber - LO 

9.1.2.26.02 Honorarium Pegawal Honcnr/tidak tetap • LO 

9.1. 2.27 Uang untuk diberlkan kepada Plhak Ketlga/Muyarakat 

9 • 1. 2 • 27 • 01 lJang untuk dlber!kan kepada Plhak Ketlga l 
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9 . 1 . 2 . 27 . 02 Uang untuk diberil<an kepada Plhak Masyaralcat 

9 .1. 3 Bebanllunga D 

9 .1. 3. 01 Beban Bunga Utano Pinjaman 

9 • 1 . 3 • 01 • 01 Beban Bunga Utang Plnjaman kepada Pemerlntah 
9 . 1 . 3 . 01 • 02 Beban Sunga Utang Plnjaman kepada Pemerfntah Daerah Lalnnya 

9 • 1 . 3 . 01 . 03 Behan Sunga Utano Plnjaman kepada Lembaga Keuangan Bank 
9 • 1. 3 . 01 . 04 Beban Bunga Utano Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan 

Bank 
9. 1.3.01 .OS Bunga Utang Plnjaman Lainnya 

9.1.3.01.06 Ost ••••••••••••H•• .. •••••• 

9.1.3.02 Beban Bunga Utang Obllgasi 

9 . 1 • 3 • 02 , 01 Beban Bunga Utang Obllgas/ 
9.1.3.02.02 Ost ........................ 

9. 1.4 BebanSubsldl D 
9. 1, 4. 01 Beban Subs«!i 

9 • 1. 4 . 01 , 01 Beban Subsidi kepada BUMN 
9.1.4.01.02 Beban Subsldi kepada BUMO 

9 . 1 • 4 • 01 . 03 Beban Subsldl kepada Pihak Ketlga Lalnnya 
9 . 1 • 4 • 01. 04 Ost ........................ 

9.1. 5 BebanHlbah D 

9.1.5.01 Behan Hibah kepada Pemerintah 

9. 1.5 .01 .01 Beban Hibah Barang kepada Pemerintah 

9.1.5.02 Beban Hlbah kepada Pemerintah Oaerah Lalnnya 

9 , 1. 5 . 02 • 01 Beban Hibah kepada Pemertntah Provlnsl 
9.1.5,02.02 Beban Hibah kepada Pernerlntah Kabupaten 
9.1.5.02.03 Beban Hibah kepada Pemerlntah Kota 

9.1.5.03 Behan Hibah kepada Pen.,sahaan Daerah/BUMD 

V 9 • 1. 5 . 03 . 01 Beban Hlbah kepada Perusahaan Daerah/BUMD 
9.1,5.03.02 Ost .............. 

9.1,5,04 Beban Hlbah kepada Kelompok Masvaralcat 

9 • 1. 5 . 04 . 01 Beban Hlbah kepada Kelompok Masyarakat 

9.1.5.05 Beban Hibah kepada Organlsasl Kemasyarakatan 

9 . 1 • 5 • 05 . 01 Beban Hlbah kepada Organisasi Kemasyarakatan 
9.1.5.05.02 Ost ... 

9.1.5.06 Beban Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidllcan Dasar 

9. 1.5 .06,01 Behan Hlbah Dana BOS ke Satuan Pendldikan Dasar dl 
kabupaten/kcta .... 

9.1.5.06.05 Ost ... 

9.1.6 Beban Bantuan Soslal D 

9 .1.6 .01 Beban Bantuan Sosial kepada Organisasl Sosial Kemasyarakatan 

9 . 1 . 6 . 01. 01 Beban Bantuan Sosial kepada Otganlsasl Sosial Kemasyarakatan ... 

9 • 1 . 6 . 01 , 02 Ost ........................ 

9.1.6.02 Beban Bantuan Soslal kepada Masyarakat 

9 , 1 . 6 . 02 • 01 Beban Bantuan Soslal kepada .... 
9.1.6.02.02 Ost ........................ 

9 .1. 7 Beban Penyusutan dan Amortlsasl D 

V 9. 1. 7 .01 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesln 

9.1. 7 .01.01 Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Darat 
9 , 1. 7 . 01. 02 Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Apung 
9.1. 7 .01.03 Beban Penyusutan Alat-alat Bantu 
9 • 1. 7 . 01. 04 Behan Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermob)r 

9 • l . 7 . 01 , 05 Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 
9 . 1 . 7 . 01 . 06 Beban Penyusutan Alat Angkut Apung Bermotor 
9. 1.7.01.07 Beban Penyusutan Alat Angkut Apung Tak Benncltor 

9 . 1 . 7 • 01. 08 Beban Penyusutan Alat Angkut Bermotor Udara 
9 . 1 , 7 . 01 • 09 Beban Penyusutan Alat Bengkel Bennesln 
9 • 1. 7 . 01. 10 Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesln 
9 , l . 7 . 01 . 11 Behan Penyusutan Alat Ukur 
9 . l . 7 . 01 . 12 Behan Penyusutan Alat Pengolahan Pertanian 
9 • 1. 7 . 01 , 13 lleban Penyusutan Alat Peme!!haraan Tanaman/Alat Penyimpan 

Peltanian 
9 , l . 7 . 01. 14 Beban Penyusutan Alat Kantor 

9 , 1 . 7. 01 • 15 Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga 
9 . 1 . 7, 01 , 16 Beban Penyusutan Peralatan Komputer 

l 



SALDO 
KODE REKENING URAIAN NORMAL 

9.1. 7 .01 .17 Behan Penyusutan Meja Dan Kursl Kerja/Rapat Pejabat 
9 . 1 . 7 . 01. 18 Beban Penyusutan Alat Studio 
9 • 1. 7 . 01. 19 Beban Penyusutan Alat Komunlkasl 
9 • l . 7 . 01 . 20 8eban Penyusutan Peralatan Pemancar 
9 . 1. 7 . 01 , 21 Behan Penyusutan Alat Kedokleran 
9 . 1. 7 • 01. 22 8eban Penyusutan Alat Kesehatan 
9 . 1 . 7 • 01. 23 Behan Penyusutan Unit-Unit Laborator!um 
9 . 1 . 7 • 01. 24 Beban Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah 

9, 1 . 7. 01. 25 Beban Penyusutan Unit Alat l.aboratllrium Klmla Nukllr 
9.1. 7 .01.26 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuldlr / Eleklronlka 
9 • 1. 7 . 01 • 27 Behan Penyusutan Alat Protebl Radlasl / Protusl Unglwngan 
9 , 1 • 7 • 01. 28 Beban Penyusutan Radiation ApllcaUcn and Non Deslrllctlve 

Testing Laboratory (BATAM) 
9 . 1 . 7 • 01. 29 Behan Penyusutan Alat Laboraturtum Ungkungim Hldup 
9 • 1 , 7 . 01. 30 Beban Penyusutan Peralalan Labora!Drlum Hldllldlnamlka 
9. 1. 7. 01. 31 Beban Penyusutan Senjata Alli 
9 . 1 . 7 • 01 . 32 Beban Penyusutan Persenjataan Non Senjata Apl 

9 . 1. 7 . 01 . 33 Beban Penyusutan Senjata Slnar 
9 . 1 . 7 • 01 • 34 Beban PenyusLltan Alat Keamanan dan Pet!lndungan 

9.1.7.02 Beban Penyusutan Gedung dun Bangunan 

9 . 1 . 7 • 02 • 01 Behan Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja 
9.1.7.02.02 Behan Penyusutan Ban;unan Gedung Tempat llnggal 

9.1.7.02.03 Beban Penyusutan Bangunan Menara 
9.1.7.02.04 Beban Penyusutan Bangunan Bersejarah 
9.1.7.02.05 Beban Penyusutan Tuou Perlngalan 
9.1.7.02.06 8eban Penyusutan Candi 
9.1.7.02.07 Behan l'enyusutan Monumen/Bllngunan Benejarah 
9.1.7.02.08 8eban Penyusutan Tugu Pertngatan Laln 

9.1.7.02.09 Beban Penyusutan Tugu Tltill Kon1rol/PaStl 
9.1.7.02.10 Beban Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu 
9.1.7.02.11 Beban Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu Lalu Untas Udara 

9.1.7.03 8eban Penyusutan Jalan, Irigasl, clan Jallngan 

9 , 1 . 7 . 03 . 01 llebanl'enyusutanlalan 
9.1.7.03.02 Beban Penyusutan Jemba1an 
9.1.7.03.03 Beban Penyusutan Bangunan Air lr1Qa$1 

9.1.7.03.04 8eban Penyusutan Bangunan Air PIISllng SUnrt 

9.1.7.03.05 Beban Penyusutan Bangunan Air Rawa 
9.1.7.03.06 Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai clan 

Penanggulangan 8encana Alam 

9.1.7.03.07 Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air clan Air 
Tanah 

9.1.7.03.08 8eban Penyusutan Bangunan Air Berslh/Baku 
9.1.7.03.09 8eban Penyusutan Bangunan Air l(olllf 

9.1.7.03.10 Beban Penyusutan Bangunan Air 
9.1.7.03.11 Beban Penyusutan Instalasl Air Mlnum/A!r 8enlh 

9.1.7.03.12 Beban Penyusutan Instalasl Air Kotcr 
9.1.7.03.13 Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah 

9 • 1 • 7 • 03 , 14 8eban Penyusutan Inmlasi Pengolahan Bahan Bangunan 
9.1.7.03.15 Beban Penyusutan Instalasl Pemhangldt Ustrik 
9.1.7.03.16 8eban Penyusutan lnstalasl Gan!u Ustrik 
9. 1. 7 .03. 17 8eban Penyusutan lnstalasl Pertahanan 

9.1.7.03.18 Beban Penyusutan lnstalasl Gas 
9.1.7.03.19 Beban Penyusutan Instalasi Pengaman 

V 9.1.7.03.20 8eban Penyusutan Jallngan Air Minum 
9 . 1 . 7 • 03 • 21 Beban Penyusutan Ja11ngan Ustrik 

9.1.7.03.22 Beban l'enyusutan lallng4n Tdepon 
9.1.7.03.23 Beban Penyusutan lallngm Gas 

9.1.7,04 Beban l'enyusutan Asel Tdllp Lalnnya 

9.1.7.04.01 8eban Penyusutan Buku 
9.1.7.04.02 Beban Penyusutan Terbitan 
9.1.7.04.03 Beban Penyusutan Barang-8amng Perpustalcaan 
9.1. 7.04.04 Beban Penyusutan 8arang Bercorak Kebuclayimn 
9.1.7.04.05 Beban Penyusutan Alat 0loh Raga LaJnnyu 

9.1. 7.04.06 8eban Penyusutan Asel Tetap • Rs1cvasJ 

9.1.7.05 8eban Amcnlsasi Asel 11daJc Berwujud 

9 . 1. 7 • OS . 01 Beban Ammtisasi Goodw!U 

9.1.7.05.02 Beban Amartisasl Usensl clan Frend1lse 
9.1.7.05.03 Beban Amortisasi Hale Opta 

9.1.7.05.04 Behan Amortlsusl Pmn 
9.1.7.05.05 Beban .AmortlsasJ Aset lldllk Belwujud Lalnnyu 

i, 
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KODI! REKENING URAIAN NORMAL 

9. 1.8 kban Penylslhan Pllltang D 

9. 1. 8. 01 Beban Penylsihan PMang Pendapatan 

9. 1 . 8. 01. 01 Beban Penylslhan Plutang Pajak 
9 • 1. 8 . 01. 02 Beban Penyisthan Plutang Retribusl 
9.1.8.01.03 Beban Penylslhan Pfuting Hasll Pengeloloan Kekayaan Daerah 

yang Dlplsahkan 
9 . 1 . 8 • 01 . 04 Beban Penylslhan Pfutang l.aln-laln PAD yang Sah 
9 . 1 . 8 • 01. 05 Beban Penylslhan Pfutang Transfer Pemertntah Pusat 
9. 1. 8. 01 . 06 Beban Penylsthan Plutang Transfer Pemerintah Pusat • Lalnnya 
9. 1.8.01.07 Beban Penylslhan Pfutang Transfer Pemerintah Daerah • Lalnnya 

9 . 1. 8 • 01. 08 Beban Penylslhan Plutang llantuan Keuangan 
9.1.8.01.09 Beban Penylsihan Pfutang Hibah 
9 . 1 . 8 • 01. 10 Beban Penylslhan Ptutang Pendapatan l.alnnya 
9 . 1 . 8 . 01. 11 Ost ......... 

9.1.8.02 Beban Penyislhan Plutang Lalnnya 

9 • 1. 8 . 02 • 01 Beban Penylslhan BIQlan l.ancllr Taglhan Jangka Panjang 
9.1.8.02.02 Beban Penylslhan BIQlan tancar Taglhan Pfnj!lman Janglclt 

Panjang kepada Ent1tas Llllnnya 
9.1.8.02.03 Beban Penyislhan BIQlan Lancar Taglhan Penjaualan Angsurun 
9.1.8.02.04 Beban Penylslhan BIQlan Lancar Tagthan Tuntutan Gantl Rugl 
9.1.8.02.05 Beban Penylslhan uano Mulca 
9.1.8.02.06 Ost. .......•...• 

9.1.9 Bcban Laln-lDln D 

9. 1. 9. 01 Beban Pcnunman Nllal JIMlStasl 

9. 1 . 9. 01 . 01 Seban Penunman Nllal Jnw:stasl 

9.1.9.02 8eban Penylslhan Da1111 Bergul!r 

9 • 1. 9 . 02 . 01 Beban Penylslhan Da1111 Bergullr 

9.1.9.03 Bebanlaln-laln 

9.1.9.03.01 Beban Lain-lain 

9.2 BEBAN 1RANSFl!R 

9.2.1 Beban Transfer U.gl Hnll Pajak Dnrab D 

9.2. 1.01 Beban Tnlnsfer Bagi Hasll Plljak Daerah Kepm!D Pemtrintahan 
Kabupaten}Kota 

9.2. 1.01.01 Beban Transfer Bagi H5511 Pajak 0aerah Kepada Pemenntahan 
Kabuparen/Kota 

9 .2.1.01.02 Beban Transfer Bagi Hasll Pajak Daerah Kepada Pemelintahan 
Pnmnsl 

9 • 2 • 1 . 01 . 03 Beban Transfer Baol Hasll Pajak Daerah Kepada Pemenntalutn 
Oesa 

9.2.2 Beban Tranlfer Bagi Hall Pendapatan I.Dinny■ D 

9.2.2.01 Beban Transfer Bagi Hasll Pendapatan Lalnnya Kepada Pemertntahan 
Kabuparen/Kotll/Desa 

9 . 2 . 2 . 01 • 01 Beban Transfer BIQI Has!I Pendapatan Lainnya Kepada 
Pemer!ntahan Kabupaten/Kola/l)esa 

9. 2. 2 .01.02 Ost ....................................... 

9.2.3 Beban Tr■nlfer Bantuan Keu■ng■n ko Pemerlntah 0.11t11h D 
Lalnny■ 

9. 2. 3. 01 Beban Tnlnsfer Bantuan Keuangan ke Proplnsl 

9 . 2 . 3 . 01 . 01 Beban Transrer Bantuan Keuangan ke Proplnsl 

9 • 2 • 3 . 01 . oz Ost ...................................... 

9.2.3.02 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota 

9 . 2 . 3 . 02 • 01 Beban Transfer Banblan Keuangan ke Kabupaten/Kota 
9.2.3.02.02 Ost ....................................... 

9.2.4 Beban Transfer Bantuan Keuangan ko Dua D 

9. 2. 4. 01 Seban Transfer Bantuan Keuangan Ice Desa ,. 
9 • 2 . 4 . 01 . 01 Beban Tnlnsfer Bantuan Keuangan ke Desa 

9.2.5 Beban Transfer Bantuan Keuangan Lalnnp D 

9. 2. 5. 01 Boban Transfer Bantuan Kepada Partal Politlk 

9 . 2 . 5 • 01 . 01 Beban Transfer Bantuan Kepada Partnl Fo!ltlk 

9.2.6 Beban Tranlfu Dona otonoml Khuaua D 

9. 2. 6. 01 Beban Transfer Dana 0tsus Kabuparen/Kota ...• 

9 . 2 • 6 . 01 . 01 Beban Transfer Dana 0tsus Kabupaten/Kota .... 

9.3 DEFISIT NON OPERASIONAL 

9.3.1 Deflsft Plftju■llln ARt Non Lancar - LO D 

9. 3 .1. 01 Dellslt Penjualan Aset Non lancar • LO 
I .. 
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9.3. 1.01 .01 ~sit Penjualan Aset Tanah • LO 

9.3 .1.01.02 DefLSit Peniualan Aset Peralatan dan Mesln • LO 

9. 3 . I . 01 • 03 Delisrt Penjualan Aset Geduno dan Banounan • LO 

9 . 3 . I . 01 , 04 Oefisit Pcnjualan Aset Non Lancar/Aset Tetap uilnnya • LO 

9 , 3 . 1 . 0 I , 05 Oeflslt Pelcpasan lnvesl11'i J•noka Panjang • LO 

9. 3. I . 01 . 06 Oeflslt PenJualan Asel uiln-laon • LO 

9 . 3 . 1 . 01 . 07 Ost . .. . ..... 
9.3.2 Oeflslt Pcnyc lcsalan Kewollban Jangko Ponjano • LO 

9. 3 . 2 . 01 De1isit Penyelesaian Kewajlban Jangka PanJ•no • LO 

9.3.2 . 01.01 Oefisrt Pcnyelcsaian Utang Oalam Negen Sektor Pcrbanklln • LO 

9 . 3 . 2 . 01 . 02 Oeflslt Penyelcsalan Utnno Dari LembaQa Keuangan BukM Bank • 
LO 

9 . 3.2 . 01.03 Oeflslt Pcnyclcsalan Utang Oalam Negerl • Obllgasl • LO 

9 . 3 . 2 . 01 . 04 Defisit Penyelesalan Utang Pcmerlnlah Pusat • LO 

9 . 3 . 2 . 01 . OS Oefis1t Penyelesaian Utang Pemerintah Provlnsi - LO 

9 . 3. 2 .01 . 06 Oefls,t Penyelesalan Utang Pemertntah Kabupaten/Kolll • LO 

9 . 3.2 . 01 . 07 OeflSlt Penyelesa .. n Premium (Otskonto) Obl19asl • LO 

9 . 3 . 2 . 01 . 08 Ost . .. 

9.3.3 Oeflslt darl Keg Iatan Non Opcraolonal Lllnny11 • LO 

9 . 3 . 3 . 01 OeflSII: dari Kcgiatan Non Opcruk>nal Lalnnya • LO 

9 . 3.3 . 01 . 01 Dens,t dari Kcgiatan Non Operas,onal l.11nnyi, • LO 

9. 3 . 3 . 01 . 02 Defisit Pclcpasan I nvestasl Jangka Pendek • LO 

9.3.3.01 . 03 Ost ... ' .... , .. ........ 

9 . 4 BEBAN LUAR BIASA 

9 . 4 . 1 Bcban uiar Blasa 

9 . 4. I . 01 Bel)an Luar Blasa 

9. 4. 1 . 01 • 01 Beban Tak T..-duga 

9 . 4 . 1 . 01 . 02 Bcban Bencana Alam 

9.4.1 . 01 . 03 Beban Luar Biasa u lnnya 
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9 . 3 . 1 . 01 • 01 Deflsjt Penjualan Aset Tanah - LO 

9 . 3 . 1. 01. 02 Oefisit PenJualan Aset Peralatan clan Mesin • LO 

9. 3 , 1 . 01. 03 Oefisit Penjualan Aset Gedung clan Bangunan - LO 
9,3 .1.01.04 Odlsit Penjualan Aset Non Lancar/Aset Tdap Lalnnya - LO 
9 • 3 , 1 . 01 . 05 Deftsit Pelepuan lnvestasl Janglra Panjang - LO 
9.3, 1.01.06 Oefisit PU1jualan Aset Lain-laln • LO 
9. 3. 1 . 01 . 07 Ost ........................ 

9.3.2 Defblt Penyelealan Kewaj111an Janglm Panjang - LO D 

9. 3. 2. 01 Oefisit Penyelesalan Kewajiban .Janglca Panjang • LO 

9 , 3 . 2 . 01. 01 Deflstt Penyelesalan Utang Dalam Neger1 Seldor Pabankan - LO 

9 , 3 . 2 • 01. 02 Deflslt Pfflyelesalan Utllng Dart lAmbaga Keuangan Bukan Bank· 
LO 

? . 3 , 2 • 01. 03 Odlslt Penyelesalan Utang Dalain Negeri • Obligasl • LO 

9 . 3 • 2 • 01 . 04 Odlsll Penyelesalan Utang Pemerintah Pusat • LO 
9 , 3 . 2 • 01. 05 Oefisit Penyelesalan Utang Pemerlntah Prcwinsi • LO 
9.3. 2.01.06 Ddlslt Penyelesalan Utang Panerintah Kabupaten/l(ota • LO 
9 . 3 . 2 . 01 • 07 Oefisit Penyelesalzln Premium (Dlslconto) Obllgasi - LO 
9. 3 . 2 , 01 , 08 Ost························ 
9.3.3 Defblt dart Keglatan Non Openislonal Llllnnp • LO D 

9. 3. 3. 01 Odlslt dart Keglatan Non Operaslonal Lalnnya • LO 

9. 3 . 3 . 01 . 01 Oefisit dart Keglatan Non OperaslonaJ Lalnnya • LO 
9 . 3 • 3 . 01 . 02 Defislt Pelepasan lnvestasl Janglca Pendek • LO 
9. 3 • 3 . 01 . 03 Ost ........................ 

9.4 BEBAN WAR BIASA 

9.4.1 Beban luar Blull D 

9.4. 1.01 Beban Luar Blasa 

9. 4. 1.01.01 Beban Tak Terduga 

9.4. 1.01.02 Beban Bencana Alam 

9.4. 1.01.03 Beban Luar Blasa Lalnnya 
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